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ABSTRAK

Judul Disertasi: PLURALISME AGAMA DI INDONESIA
(Studi tentang Tipologi Pluralisme Agama Nonindifferent pada
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005)

Penulis : Aris Kristianto

Promotor : Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.

Ko.Promotor : Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D

Kata Kunci  : Pluralisme Agama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Penelitian ini mengkaji tipologi pluralisme agama nonindifferent di
Indonesia dan implikasinya pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.
Bagaimana pengaruh tipologi pluralisme agama nonindifferent menjadi bahan
pertimbangan untuk peninjauan ulang fatwa MUI yang bertipologi indifferent.
Dalam rangka mengkaji fatwa MUI yang dimaksud, penting memahami definisi
dan status hukum pluralisme agama bertipologi nonindifferent.

Menjawab rumusan masalah tersebut, pendekatan dan metode yang
digunakan oleh peneliti adalah sejarah, hukum dan perubahan sosial. Jenis
penelitiannya field research dengan analisis data kualitatif. Sebagai hasil penelitian
dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, pluralisme agama
nonindifferent adalah sikap menerima dan menghormati fakta pluralitas agama
untuk hidup berdampingan secara proeksistensi dalam ikatan kewarganegaraan
tanpa pereduksian iman. Pandangan moderat ini merupakan respons sikap atas
eksistensi kelompok antipluralisme dan pluralisme agama bertipologi indifferent.
Kedua, kerangka metodologi Komisi Fatwa MUI dalam merumuskan ketentuan
hukum keharaman pluralisme agama lebih mengutamakan aspek deduksi al-nass
daripada induksi sosial. Berdasarkan empat tingkatan potensi sadd al-dhari’ah
antara pasti, sering, mungkin dan jarang, maka peluang terjadinya kemudaratan
untuk pluralisme agama nonindifferent sangat jarang atau kecil bahkan manfaatnya
lebih besar. Jika dalam klasifikasi magqdasid bersifat netral, maka hukum sarananya
menjadi mubah. Pluralisme agama nonindifferent sebagai sarana menuju kebaikan
dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan dan kebangsaan tidak tepat bila
dikategorikan sadd al-dhari’ah melainkan dapat dinaikkan tingkatnya menjadi fath
al-dhara’i’, yaitu pembukaan sarana yang mengantarkan kepada tujuan halal.
Ketiga, berdasarkan pertimbangkan sosial kehidupan modern yang serba majemuk
dan tuntutan proeksistensi antarlintas agama di Indonesia, maka tipologi pluralisme
agama yang terdikotomi secara ekstrim antara teologi dan sosiologi harus
diformulasi ulang. Kehadiran pluralisme agama bertipologi nonindifferent sebagai
asas pergaulan bersama sangat dibutuhkan dalam menciptakan harmoni kehidupan
antarumat beragama. Oleh sebab itu, status hukum pluralisme agama dalam
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 perlu disempurnakan kembali dengan
penjelasan baru agar tidak merugikan kelompok lain yang memperjuangkan
pluralisme agama bertipologi nonindifferent di Indonesia.
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ABSTRACT

Title : Religious Pluralism without Indifferentism in Indonesia
(Study of The Council of Indonesian Ulama (MUI) Fatwa or
Religious Edict Number 7 of 2005 on Pluralism, Liberalism, and
Secularism of Religion)

Writer : Aris Kristianto

Promotor : Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.

Co Promotor : Prof. Masdar Hjilmy, MA, Ph.D.

Keywords : Religious Pluralism, fatwa The Council of Indonesian Ulama

This study analyzes religious pluralism without indifferentism in Indonesia
as a study on the MUI’s fatwa No. 7 of 2005 on the prohibition of religious
pluralism. How the form of religious pluralism shifts from indifferentism towards
without indifferentism is taken into consideration for reviewing the MUI’s religious
edict. In order to analyze the MUI fatwa, it is important to understand the definition
and the legal status of religious pluralism without indifferentism.

To answer the research problem, the approaches and methods used by the
researcher is a historical approach, legal and social changes, while the research type
is a field research study with qualitative data analysis. The findings of this study
suggest the following: First, religious pluralism is an attitude to accept and respect
the fact of diversity (plurality) of religious belief systems co-existing in pro-
existence in the bond of citizenship without the reduction of faith. This moderate
perspective constitutes an attitudinal respond toward the groups of anti-pluralism
and indifferent religious pluralism. Second, the framework of the methodology used
by the Commission of MUI in formulating the fatwa on prohibiting the religious
pluralism is based on deduction of texts only, and less consideration of social
induction, that is, change in social institutions that influence the shift in the meaning
of religious pluralism. If sadd al-dhari ah is defined as blocking the means of any
lead to perniciousness, then fath al-dhara’i is an opening means leading to a lawful
purpose. Based on the four levels of sadd al-dhari ah between definite, likely,
possible and rarely, the case of religious pluralism without indifferentism has very
rare or a little chance of causing perniciousness and even has greater benefits. If the
classification of magasid is neutral to it, then the law becomes permissible (mubah).
Therefore, religious pluralism as a means to reach goodness is not properly
categorized into sadd al-dhari‘ah but can be included into fath al-dhara'i, meaning
an opening of a means leading to the lawful (halal) purpose. Third, based on the
pluralistic modern life and the demands of coexisting in pro-existence of inter-
religions in Indonesia, the paradigm of religious pluralism which has been
dichotomized in the extreme between theology and sociology should be re-
formulated. The existence of religious pluralism without indifferentism as a social
principle is absolutely needed in creating harmonious social inter-religious relations
in Indonesia. Therefore, the legal status of religious pluralism in the MUTI’s fatwa
No. 7 of 2005 needs to be refined again with new explanations that do not harm
other groups that fight for religious pluralism without indifferentism in Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dihuni oleh
penduduk dengan beragam etnis, bahasa, adat dan agama. Keragaman itu harus
diterima sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk rakyat Indonesia dan
menjadi kekayaan bersama yang harus dijaga. Masalah klasik yang berpotensi
merusak harmoni keragaman dan perbedaan terlebih persoalan agama adalah
rendahnya kesadaran sosial untuk hidup berdampingan. Merawat perbedaan
antarumat beragama di lingkungan masyarakat plural dibutuhkan norma sosial
yang dapat disepakati bersama. Pluralisme sebagai sikap positif atas fakta
keragaman untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan tanpa mereduksi
keyakinan masing-masing mampu mengantisipasi potensi konflik antarumat
beragama di Indonesia.

Kehadiran wacana pluralisme sebagai sikap atas pluralitas agama
merupakan fakta sekaligus persoalan dari gejala sosial yang muncul di kehidupan
modern dan ikut mempengaruhi kehidupan umat beragama. Dikatakan Charles
Kurzman, di antara tema penting yang banyak diwacanakan pemikir Muslim era

kontemporer adalah pluralisme keagamaan (religious pluralism).

! Charles Kurzman, “Pengantar Islam Liberal dan Konteks Islaminya”, dalam Charles Kurzman
(ed.), Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global, terj., Bahrul
Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2003), xiv.



Abdulaziz Sachedina menyatakan, pluralisme merupakan istilah atau kata
ringkas yang menyebutkan tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem
kepercayaan dan nilai-nilai membangkitkan kegairahan pelbagai ungkapan
manusia yang tak kunjung habis sekaligus mengilhami pemecahan konflik yang
tak kunjung terdamaikan.? Bertahan pada keyakinan rigid tanpa melibatkan agama
lain dapat terjerumus pada sikap absolutisme, tetapi menerima keberadaan agama
lain dan membenarkan keyakinan semua agama dapat terjebak pada sikap
nihilisme. Selain menjadi tema rumit, wacana pluralisme agama juga mengandung
konflik pemahaman di internal umat Islam. Seperti sikap toleransi yang menjadi
budaya masyarakat Indonesia selalu diupayakan, tetapi konflik masih terus terjadi.

Fenomena pluralisme agama yang memunculkan konflik baik secara laten
maupun manifes ini bersumber dari ketidaksiapan untuk menerima kehadiran
umat beragama lain sehingga berpotensi tindak kekerasan antarumat beragama.
Dengan sikap menghilangkan perbedaan dan mempertanyakan hak hidup umat
beragama lain secara doktriner, maka kelompok agama dominan cenderung
memaksa yang lemah untuk mengikuti kehendak yang kuat.

Seseorang tidak boleh memaksakan kepentingan dirinya sendiri pada
orang lain, sebab orang lain pun juga memiliki hak atas kepentingannya.
Meskipun masing-masing memiliki beragam perspektif tentang kebenaran,
kehidupan bersama mensyaratkan adanya sikap saling menghargai keberadaan.

Salah satu cara berinteraksi dan saling bekerjasama demi terwujudnya kehidupan

2 Abdulaziz Sachedina, Beda Tapi Setara, Pandangan Islam tentang Non-Islam, terj., Satrio
Wahono (Jakarta: Serambi, 2001), 34.



harmoni menurut Yisub al-Qaradawt adalah mengembangkan sikap toleransi dan
etika pergaulan,® karena segala bentuk penyesatan terhadap orang yang berbeda
pendapat adalah tindakan tidak etis.* Artinya, etika Islam dalam menghadapi
perbedaan pemikiran yang berbentuk syubhat adalah dengan hujjah (dalil) karena
tidak ada paksaan dalam agama dan bentuk penekanan terhadap pemikiran.®

Pluralisme agama sebagai wacana dan praktik keseharian masyarakat tidak
selalu sama. Meskipun umumnya masyarakat kurang memahami gagasan
pluralisme, di kalangan kelompok agamawan dan akademisi muncul dua
kelompok yang berdiri secara diametral. Sebagian menolak pluralisme agama
karena dikaitkan pendangkalan ‘aqidah, namun sebagian lain menerimanya
sebagai sikap yang baik untuk menjaga harmoni kehidupan sosial antarumat
beragama di Indonesia. Sikap umum mayoritas kelompok propluralisme agama
adalah menyebarluaskan gagasan, tetapi tidak semuanya setuju dalam penerapan.
Sebagian tertarik dalam tataran wacana bahkan memahami konsep pluralisme
agama, tetapi ada juga yang tidak peduli atau menolak penerapannya.

Menurut Victor Immanuel Tanja, konsep pluralisme agama berimplikasi
pada penyelesaian masalah yang tidak menguntungkan salah satu pihak dan
merugikan pihak lain.® Perbedaan sikap dan potensi konflik yang diselesaikan

secara tidak formal melalui koeksistensi pasif tersebut menunjukkan pemahaman

3 Yiisub al-Qaradawi, Fatwa Mu asirah, Cet. ke-3, Vol. 2 (Manshurah: Dar al-Wafa’, 1994), 667.
“Yiisub al-Qaradawi, Kayf Nata ‘amal ma‘a al-Turath wa al-Tamadh hub wa al-"Tkhtilaf, Cet. II
(Kairo:Maktabah Wahbah, 2004), 150.

5 Yiisub al-Qaradawi, “Al-Islam wal Ilmaniyyah Wajhan li Wajhin”, dalam Y{isub al-Qaradawi,
Islam dan Sekularisme, terj., Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 61.

® Victor Immanuel Tanja, “HAM dan Pluralisme Agama (Sebuah Tinjauan Teologi Kristiani),

dalam Anshari Thayib dkk., HAM dan Pluralisme Agama (Surabaya: PKSK, 1997), 93.



tentang teori pluralisme agama di Indonesia belum mapan. Ketidakmatangan
konsep itu selanjutnya memunculkan respons campuran yang melebur menjadi
subtradisi-subtradisi lain dengan karakter yang tidak atau belum dikenal dari
sumber tradisi asli.

Deskripsi argumentasi dan sikap antara dunia Barat dan dunia Timur
berdasarkan studi kawasan menunjukkan adanya perbedaan tipologi. Menurut
pendapat 1. Bambang Sugiharto, di Negara Barat tipologi pluralisme agama
diselesaikan secara yuridis-formal sebagai hak asasi manusia. Pluralisme diakui
sebagai dasar pengakuan yuridis formal atas hak-hak asasi manusia dari
absolutisme agama zaman Konstantin. Artinya, negara membuat jarak dengan
agama tertentu atau semua agama.’ Menurut Helmut Schmidt, Eropa Barat bahkan
ingin menegakkan demokrasi dan pluralisme dengan terlebih dahulu harus
menyudahi peran agama dalam politik.®

Berbeda dengan Negara Timur, sikap atas pluralisme agama di kawasan
Asia diselesaikan tidak secara formal melainkan dengan koeksistensi, konflik
diterima tanpa perlawanan agresif sebagai jalan pengorbanan diri yang suci
dengan diam. Artinya, tanpa kepedulian satu sama lain, dihadapi secara

koeksistensi tanpa kekerasan dan penyelesaian teoretis metareligius.®

" Bambang Sugiharto, “Pluralisme Agama dan Keutuhan Manusia”, dalam Bambang Sugiharto dan
Agus Rachmat W., Wajah Baru Etika dan Agama (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 145.

8 Nurcholish Madjid, Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia
(Jakarta: Paramadina, 2008), 135. Lihat juga Faisar Ananda Arfa, “Islam dan Etika Pluralisme”,
Migot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. XXV No. 1 (Januari-Juni, 2011), 97.

® Bambang Sugiharto, “Pluralisme Agama dan Keutuhan Manusia”, dalam Bambang Sugiharto dan
Agus Rachmat W., Wajah Baru Etika dan Agama, 145.



Perbandingan pluralisme agama di Indonesia berbeda dengan negara
Amerika. Jika pluralisme agama di negara Amerika dirayakan dan dikelola secara
serius melalui The Pluralism Project yang berpusat di Harvard University,
Cambridge, maka di Indonesia justru secara resmi diharamkan MUI. Pluralisme
agama di Indonesia dalam pandangan umum diasosiasikan sebagai relativisme
moral, sinkretisme agama, penyamarataan ajaran dan pendangkalan iman. Definisi
pluralisme berunsur peyoratif dan terlanjur salah kaprah tersebut jauh dari
substansinya. Ketika berjumpa dengan warga negara lain yang berbeda agama,
pluralisme agama justru ingin menjaga dan memperkuat basis komitmen
keimanan pemeluknya.®

Dari pemahaman tidak baku tentang konsepsi pluralisme yang dipaksakan
mengikuti berbagai harapan orisinalitas agama dan kelamnya pengalaman
keagamaan di Negara Barat, maka kontroversi makna pun terjadi. Masalah
perbedaan wacana pluralisme agama selalu mencari bentuk mapan dari berbagai
upaya kompromi seperti penyeragaman sejarah, definisi, bidang kajian, dan
relevansinya. Perbedaan tipologi yang mengandung beban ideologi atau teologi
bagi para pemeluknya ini menjadi isu sensitif dan mengundang perdebatan.

Demikian pula di Indonesia, istilah pluralisme berhubungan erat dengan
keyakinan umat beragama dalam kehidupan sosial sehingga penggunaannya harus
didasarkan pada sejarah sosial tempat istilah itu muncul. Menurut Achmad Jainuri,

sebuah istilah asing dapat berlaku di satu tempat dan masa, tetapi tidak di tempat

10 Jeffrie Geovanie, The Pluralism Project: Potret Pemilu, Demokrasi, dan Islam di Amerika
(Jakarta: Exposé, 2013), 220-221.



dan masa lain. Bahayanya seringkali menggunakan istilah asing melahirkan value
Judgments.tt

Penggunaan istilah yang bukan dari tradisi Islam seperti pluralisme dan
multikulturalisme memiliki nilai tertentu antara baik dan buruk. Zuly Qodir
menegaskan, sebagian umat Islam bersedia menggunakan kata plural, pluralistik
(pluralitas), dan multikultur, tetapi selalu menolak istilah pluralisme dan
multikulturalisme.’® Perdebatan Zuhairi Misrawi dengan para Kiai dan aktivis
antipluralisme seperti Adian Husaini dan Anis Malik Thoha menunjukkan fakta
meskipun menerima konsep kemajemukan, tidak bersedia menggunakan istilah
pluralisme karena dikhawatirkan identik dengan pemikiran John Hick yang
menyamakan semua agama.®®

Meskipun pluralisme berasal dari istilah asing yang cenderung negatif,
fakta keragaman dan toleransi proeksistensi seperti menjaga hubungan
bertetangga sudah dipraktikkan sejak lama dan menjadi tradisi sosial kehidupan
antarumat beragama di Indonesia jauh sebelum kehadiran para penjajah dari
Eropa. Mujamil Qomar menyatakan, setiap agama memiliki prinsip sendiri

melaksanakan ajaran agamanya dengan tenang dan aman tanpa gangguan orang

lain. Sesama agama berkumpul mengikuti upacara keagamaan, tetapi antarumat

11 Achmad Jainuri, ”Kabar dari Munas Tarjih ke-28” dalam Matan (Surabaya: edisi 93, April
2014), 20.

12 Zuly Qodir, “Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewargaan”, dalam Wawan Gunawan
Abd. Wahid, dkk, Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan
Kepemimpinan Non-Muslim (Bandung: Mizan, 2015), 174-176.

13 Zuhairi Misrawi, “Sessi Tanya Jawab dan Komentar”, dalam Zainal Abidin Bagir, Mencari
Format Baru Pengelolaan Perbedaan (t.t.: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, Review
Diskusi Edisi 005, Juni 2012), 41.



beragama di kehidupan sosial tersebar untuk bekerjasama, berpartner, dan
berkongsi berbagi keuntungan dan pengalaman.*

Dengan realitas keragaman dan perbedaan wacana pluralisme agama di
Indonesia tersebut, maka penggunaan istilah pluralisme agama bagi umat Islam
harus disikapi dengan hati-hati, khususnya sejak Majelis Ulama Indonesia dalam
Musyawarah Nasional VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 mengeluarkan Keputusan
Fatwa Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan
sekularisme agama.

Sikap MUI atas pluralisme agama tercermin dalam rumusan fatwa yang
dikeluarkan melalui Munas VII Tahun 2005 menyebutkan, definisi pluralisme
agama adalah paham yang mengajarkan semua agama adalah sama, kebenarannya
bersifat relatif sehingga setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya
agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah serta semua pemeluk
agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.™

Berdasarkan definisi dalam ketentuan umum tersebut, maka pluralisme
agama menurut MUI bertentangan dengan ajaran Islam karena menganggap Islam
bukan satu-satunya agama yang benar. Fatwa MUI yang ditandatangani tanggal 28
Juli 2005 oleh Ketua Komisi Fatwa sekaligus Pimpinan Sidang Komisi C Bidang
Fatwa, Ma’ruf Amin dan Sekretaris Komisi, Hasanuddin menyatakan, pluralisme,

liberalisme dan sekularisme agama adalah paham yang bertentangan dengan

14 Mujamil Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan
Dinamika Intelektual Islam Nusantara (Bandung: Mizan, 2012), 16-17.

15 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975
(Jakarta: Erlangga, 2011), 91.



ajaran agama Islam dan haram diikuti oleh umat Islam.'® Sejalan dengan
pengertian pluralisme agama oleh MUI menurut Adian Husaini, pluralisme agama
(religious pluralism) adalah sebuah paham (isme) tentang pluralitas, yaitu
bagaimana memandang keragaman dan perbedaan agama-agama.'’

Pada dekade 1980-an pluralisme agama menjadi tema penting dan banyak
mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan Muslim,'® dan semakin ramai
menjadi kontroversial di Indonesia sejak tahun 1990-an seiring maraknya gerakan
Islam liberal yang mengusung paham pluralisme agama.’® Selanjutnya menurut
Hilman Latief, dalam kurun waktu tahun 2000-2010, masalah pluralisme menjadi
salah satu masalah yang cukup diulas dan diperdebatkan di kalangan para
akademisi dan aktivis Muslim.?

Munculnya fatwa keharaman pluralisme agama lebih menunjukkan
prasangka kepada kelompok tertentu daripada memaknainya secara akademik.
Sentimen anti-SEPILIS (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme) pra Munas
MUI, semakin menguatkan kecurigaan propluralisme atas keterlibatan gerakan
antipluralisme yang menggiring definisi pluralisme sebagai sinkretisme dan

relativisme agama. Kehadiran Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 pasca

reformasi menunjukkan akumulasi perjuangan beberapa ormas Islam

16 Ibid., 91-92.

17 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal
(Jakarta: Gema Insani, 2005), 334.

18 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang
Cendekiawan Muslim Orde Baru (Jakarta: Paramadina, 1995), 227.

19 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme; Islam Progresif dan
Perkembangan Diskursusnya (Jakarta: Grasindo, 2010), 30.

20 Hilman Latief, “Pendahuluan”, dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, Fikih Kebinekaan,
33.



antipluralisme telah menghasilkan puncak momentumnya berupa legalisasi fatwa
keharaman pluralisme agama di Indonesia.

Sejak dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 hingga sekarang
sekitar 11 tahun lamanya, MUI tetap menyamakan pluralisme sebagai relativisme
agama yang haram sehingga secara tidak langsung turut membatasi interaksi
antarumat beragama. Fatwa ini juga dikaitkan dengan berkembangnya aliran sesat,
seperti Ahmadiyah, LDII dan pendangkalan ‘agidah oleh kelompok Jaringan

Islam Liberal. %

Selanjutnya contoh pelarangan pluralisme agama juga dilakukan
oleh organisasi massa Islam.

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama di Boyolali, Jawa Tengah tahun 2004
terjadi penolakan pengurus atas anggotanya yang terindikasi kelompok Jaringan
Islam Liberal untuk duduk di dalam kepengurusan NU, maupun di badan
otonomnya. Dengan prinsip-prinsip berbasis ‘ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, NU
menolak segala bentuk fundamentalisme, ekstremisme, liberalisme dan aliran-

22 Meskipun berbeda tempat dan waktu dengan

aliran yang menyimpang.
Muktamar NU, penolakan juga terjadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di
Malang Jawa Timur tahun 2005 yang menyorot fenomena munculnya generasi

hibrida, yaitu Muhammadiyah muda yang disifati dengan kata liberal sehingga

sama artinya dengan sesat dan harus disingkirkan.?®

2L Asrori S. Karni dan Alfian, “Tapal Batas Tafsir Bebas, Laporan Khusus, Gatra Nomor 38, 1
Agustus 2005, dalam http://www.gatra.com/artikel.php?id=86961, (21 Mei 2013).

22 Qohirin, Imron Rosyid, “Ulil Kecewa Sikap Kiai Sepuh NU yang Menolak JIL”, dalam
https://m.tempo.co/read/news/2004/12/02. (13 Maret 2017).

23 www.wahidinstitute.org (13 Maret 2017).
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Muktamar Muhammadiyah ini menghasilkan kepengurusan baru yang
didominasi oleh kelompok Islam konservatif. Sedang kelompok yang
mewacanakan tema Islam progresif kontemporer dan menjadi rujukan bagi kaum
muda Muhammadiyah seperti M. Amin Abdullah, Abdul Munir Mulkan, dan
Muslim Abdurrahman justru terpinggirkan.?

Menurut Ketua Komisi Fatwa Ma'ruf Amin, “Yang boleh adalah pluralitas,
kenyataan masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda dan karenanya harus
saling menghormati dan berdampingan dengan baik”.?® Kecurigaan dan tuduhan
pada relativisme yang mengarah pada generalisasi ini terulang kembali tahun
2010 sebagaimana tercermin dalam ketegasan sikap Ketua MUI Propinsi Jawa
Timur, Abdusshomad Buchori di Surabaya saat memberi masukan pada sidang
Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) yang membahas pengusulan Gus Dur
sebagai Pahlawan Nasional di Kantor Gubernur Jatim. Abdusshomad Buchori
merespons negatif pujian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas
meninggalnya Abdurrahman Wahid sebagai “Bapak Pluralisme”. Abdusshomad
Buchori menyatakan:

Kami tidak sependapat jika Gus Dur disebut sebagai Bapak Pluralisme,

seperti diungkapkan Presiden di Jombang beberapa waktu lalu karena

dapat menimbulkan konflik agama. Ini harus dicermati agar tidak memicu
konflik karena adanya pelanggaran ‘agidah.?® Istilah yang tepat adalah

pluralitas, bukan pluralisme. Pluralitas merupakan upaya untuk
mensejajarkan  beberapa agama, sedangkan pluralisme merupakan

24 Biyanto, “Shofan, Menjadi Tumbal Gagasan Pluralisme”, dalam Ali Usman, (ed.), Esai-esai
Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis (Jakarta: LSAF dan Ar-Ruzz Media,
2008), 396.

25 http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=71166 (22 Mei 2013).

26 Abdusshomad Buchori, “MUI Tolak Gelar Bapak Pluralisme Gus Dur”, dalam http://www.voa-
Islam.convlintasberita/hidayatullah/2010/01/14/2603/ (28 Februari 2013).
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pencampuradukan beberapa ajaran agama. Implikasinya, pluralisme adalah

paham yang sangat berbahaya terhadap kehidupan beragama di

Indonesia.?’

Menurut Abdusshomad, saat ini banyak laporan yang masuk ke MUI Jawa
Timur tentang kehadiran para Kiai yang diundang Pendeta untuk masuk Gereja.?®
Jika masyarakat awam tidak memahami maksud pluralisme agama, maka
pluralisme menjadi rancu dan berbahaya. Selain menimbulkan konflik antarumat
beragama, Gus Dur dapat dianggap sebagai tokoh yang mencampuradukkan
agama,? karena Gus Dur adalah pemikir Islam murni yang menghormati agama
lain dan kaum minoritas sebagaimana ajaran Islam.*

Memahami keberadaan kelompok pendukung paham pluralisme agama
yang sejak lama terlalu berani dan sistematis dalam membentuk opini di media
cetak. Menurut Abdusshomad Buchori, mereka justru lebih banyak terpengaruh
oleh pikiran orientalis bahkan pikiran zionis yang dapat menyesatkan dan
membela kelompok yang merugikan umat Islam dari segi ‘agidah maupun

syariat.3! Lebih lanjut dikatakan pluralisme merupakan bentuk kemusyrikan baru

yang lebih berbahaya dibandingkan kemusyrikan yang diajarkan kaum Quraisy. 2

27 www.antaranews.com/print/mui-tolak-gelar-bapak-pluralisme-gus-dur (22 November 2013).

2Abdusshomad Buchori, “Dukung Pahlawan Nasional, MUI Jatim Tolak Gus Dur Bapak
Pluralisme”, dalam www.nu.or.id/post/read/21085. (27 Februari 2017).

2 Abdusshomad Buchori, “MUI Jatim Tolak Gelar Bapak Pluralisme”, dalam http://asshomadiyah
center.com/2011/10/.html# (19 April 2014).

%0 Abdusshomad Buchori, “MUI Tolak “Bapak Pluralisme” Disandang Gus Dur”, dalam www.
republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/01/14/100914 (27 Februari 2017).

31 Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Islam, Respons Atas Berbagai Masalah
Kemasyarakatan dan Keumatan (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 2009),
120.

32 www.inpasonline/new/kh-abdusshomad-buchori-tegas-terhadap-paham sipilis, (23 November
2013).
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Penjagaan ‘agidah secara eksklusif tersebut merupakan kewajaran setiap
pemeluk karena semua agama memiliki sifat dasar, yaitu mengakui kebenaran
tunggal hanya milik agama sendiri. Dengan fatwa ini secara eksplisit
menunjukkan penolakan ajaran pluralisme agama. Sebagaimana pendapat MUI,
fatwa ini justru menegaskan masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran
agamanya sendiri tetapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan
mewujudkan keharmonisan hubungan antar pemeluknya. Selanjutnya pluralisme
berbeda dengan pluralitas, karena pluralitas berarti kemajemukan agama sebagai
hukum sejarah yang disikapi toleransi dan hidup berdampingan secara damai.*®

Hubungan sosial antarumat beragama harus bersifat inklusif dan hidup
bertoleransi secara menguntungkan dengan take and give. Penjelasan Fatwa MUI
Nomor 7 Tahun 2005 tentang ketentuan hukum pluralisme menegaskan,
masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama)
dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah secara
inklusif, yaitu tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain
sepanjang tidak saling merugikan.?* Menurut Ainul Yaqin pernyataan tersebut
mengandung pengertian ketika dalam pergaulan sosial ada ketidakjujuran yang
dapat merugikan umat Islam, maka tetap bersikap waspada dan hati-hati.*®

Hadirnya pluralisme agama dalam konteks Indonesia merupakan

pendangkalan ‘agidah yang meresahkan sehingga perlu mendapatkan perhatian

33 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, “Penjelasan Fatwa Tentang Pluralisme, Liberalisme,
dan Sekularisme Agama”, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 95.

% Ibid., 92.

35 Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam Catatan atas Berbagai Wacana dan Isu Kontemporer
(Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2012), 61.
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serius. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II Tanggal 26 Mei-1 Juni 1980
tentang Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil menyatakan, “Setiap
usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak
kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, Majelis Ulama
Indonesia bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus”.>®

MUI mengklaim respons atas definisi pluralisme agama berangkat dari
pengalaman empirik,’ yaitu menolak definisi yang dikembangkan pengusungnya
seperti M. Syafi’t Anwar, Ahmad Wahib, Budhy Munawar-Rachman, dan Ulil
Abshar Abdalla. Menurut Din Syamsudin, pluralisme di Indonesia telah
dibelokkan oleh sebagian kalangan dengan mengaburkan maknanya dan tanpa
disadari oleh para pemikir Islam, semua agama adalah benar dan kebenaran
agama adalah relatif*® Adian Husaini menegaskan, pluralisme agama merupakan
konsep bermakna paham yang mengajarkan kesamaan agama yang sesat bahkan
syirk karena mencampuradukkan kebenaran dan menodai fawhid Islam.*® Ia
mendukung dan menyambut baik fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme
agama dan mengecam keras para pembela pluralisme.*

Melalui kajian yang sangat lama dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat,

maka fatwa MUI ini dianggap matang dan tepat sebagaimana ditegaskan sendiri

% Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 42.

" Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, “Penjelasan Fatwa Tentang Pluralisme, Liberalisme,
dan Sekularisme Agama”, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 94.

3 Din Syamsudin, “Pelaksanaan Fatwa Bukan Lagi Wewenang MUI”, dalam http:/news.detik.
com/mostpopular (24 Februari 2016).

39 Adian Husaini, Pluralisme Agama: Haram! Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 18.

40 Ibid., xi-xiii.
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oleh Makruf Amien, memutuskannya tidak menggunakan Forum Komunikasi
Fatwa melainkan Forum Munas Ulama yang dihadiri lebih dari 300 peserta
representasi ulama.*!

Menanggapi kepatuhan masyarakat atas fatwa MUI yang langsung
menolak para pengusung paham pluralisme agama dan pembawa ajaran Islam lain
yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah, Syi’ah dan Jaringan Islam Liberal.
Husein Muhammad berpendapat, haram dalam terminologi agama menunjukkan
pelakunya berdosa dan menolak pluralisme mendapat pahala surga. Mereka yang
memperjuangkan gagasan pluralisme langsung mendapat stigma sebagai
kelompok sesat dan menyesatkan.*? Stigma ini jika dikaitkan sikap kelompok
fundamentalis terhadap Muslim ataupun nonmuslim mengacu kepada al-Qur‘an
sebagai satu-satunya hukum untuk melihat suatu permasalahan. Muslim yang
memisahkan agama dengan politik atau tidak melaksanakan hukum
Islam bertentangan dengan semangat Islam.*®

Konsekuensi tersebut menunjukkan adanya kaitan erat antara sikap sosial

dan pandangan teologi. Menurut Hilman Latief, sikap sosial yang diekspresikan

seiring pandangan teologi dapat memunculkan perdebatan sebagaimana

4 Tim Redaksi Kantor Berita Radio 68H Jakarta 89,2 FM, “Transkrip Diskusi: Menyikapi
Perbedaan Pasca Fatwa MUI, Kamis, 4 Agustus 2005 pukul 13.05 s/d 14.30 di Oriental Bar,
Mandarin Oriental Jakarta yang Disiarkan di 89,2 FM Radio Berita 68h”, dalam file:///search?]=is-
lam@milis.isnet.org&q=date:20050808 (21 Mei 2013).

42 Husein Muhammad, “Prolog”, dalam Abd. Mogqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama:
Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran (Depok: Kata Kita, 2009), xii.

43 Al-Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia (Yogyakarta: LaksBang Mediatama,
2010), 169-171.
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pelaksanaan ibadah keseharian, pembangunan tempat ibadah, pernikahan,
kepemimpinan, hak-hak umat beragama, dan simbol keagamaan di ruang publik.**

Meskipun pelaksanaan fatwa oleh umat bukan lagi wewenang MUI
melainkan tanggung jawab pemerintah untuk mengaturnya,* mempertanyakan
kembali fatwa yang sudah dikeluarkan pada wilayah publik adalah wajar. Definisi
pluralisme yang ditawarkan oleh kelompok propluralisme bertipologi
nonindifferent seharusnya juga dianggap penting sebagai pertanyaan-pertanyaan
masyarakat untuk ditanggapi dan dikaji ulang oleh MUI. Pengabaian masalah
tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan kecurigaan
adanya kerancuan pemahaman dan status hukum yang dipertahankan dalam
kehidupan bermasyarakat.

Definisi pluralisme berkonotasi negatif sebagai agama baru oleh kelompok
antipluralisme dalam rumusan MUI tersebut bermakna tunggal, indifferent (apatis)
atau menurut Budhy Munawar-Rachman disebut indiferentisme, yaitu paham
yang menganggap semua agama sama saja.*® Pandangan klasik tentang pluralisme
agama ini juga disamakan relativisme. Ahmad Khoirul Fata menyatakan,

pluralisme agama itu berkaitan erat dengan relativisme, yaitu paham yang

4 Hilman Latief, “Pendahuluan”, dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk, Fikih Kebinekaan,
34.

4 Din Syamsudin, “Pelaksanaan Fatwa Bukan Lagi Wewenang MUI”, dalam http:/news.detik.
com/mostpopular (24 Februari 2016).

46 Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011),
228.
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mengandung semua keyakinan keagamaan, ideologi, dan pemikiran filosofis
sama-sama mengandung kebenaran dan memiliki posisi yang sederajat.*’

Dengan demikian tafsiran tentang pluralisme agama itu sendiri tidak
tunggal bahkan kelompok Jaringan Islam Liberal yang dikaitkan langsung dengan
fatwa MUI ini pun menolak jika pluralisme agama adalah relativisme. Tidak ada
satu pun pegiat pluralisme agama yang mengajarkan semua agama adalah sama.
Menurut M. Syafi’i Anwar, pluralisme agama tidak selalu terkait dengan
relativisme agama.*® Demikian pula pendapat Ulil Abshar Abdalla, pluralisme
bukan menyamakan semua agama, tetapi perjumpaan antarumat beragama yang
beriman dan memiliki komitmen mendalam atas tradisi agamanya masing-masing.
Pluralisme agama adalah encounter of commitments bukan undangan ke arah
relativisme.*®

Keengganan melihat perbedaan dari semua agama dalam memahami
pluralisme agama secara eksklusif, khususnya pasca dikeluarkannya keputusan
fatwa MUI perlu dikembangkan dalam perpektif baru. Kelompok akademisi

maupun tokoh keagamaan secara umum mengenal bentuk pluralisme agama

bertipologi nonindifferent. Menurut Nicholas Rescher disebut pluralism without

47 Ahmad Khoirul Fata, “Pluralisme Agama: Sebuah Pertarungan Wacana”, dalam Islamia, Vol. 111,
No. 3, Tahun 2008, 90.

4 M. Syafi’i Anwar, “Islam, Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Globalisasi” dalam Islam
Madzhab Tengah; Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher, ed. Heri Sucipto, et al. (Jakarta: Grafindo
Khazanah Ilmu, 2007), 94.

4 Ulil Abshar Abdalla, “Pluralisme dan Pluralitas: Dua Sisi dari Koin Yang Sama”, dalam
www.Islamlib.com/author/ulil. htm (10 Mei 2016).
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indifferentism, yaitu pandangan tentang pluralisme yang menentang pereduksian
agama dari unsur relativisme dan sinkretisme.>°

Perkembangan makna pluralisme agama bertipologi nonindifferent cukup
signifikan mendatangkan kesepahaman konsep, sehingga disayangkan jika
momen penting ini terlewatkan. Keberadaannya secara sekilas ingin menunjukkan
negasi atas pluralisme agama bertipologi indifferent yang terlalu memaksakan
kehendak dengan menyamakan dan mencampuradukkan agama-agama.
Pluralisme agama hanya mengambil aspek sosiologi agama-agama tanpa pretensi
menggoyahkan iman, khususnya pergulatan globalisasi yang menginspirasi agama
untuk memaksimalkan peran-peran sosial seperti toleransi proeksistensi,
kesukarelaan, dan keadilan, khususnya bagi kelompok minoritas.>

Pluralisme agama ingin membangun keterlibatan publik agama-agama
dalam konteks kemanusiaan.®® Seiring perkembangan tipologi pluralisme agama
yang tidak lagi berbasis teologi sebagaimana indifferent, maka terjadi perbedaan
perspektif ke arah nomindifferent. Pluralisme agama nonindifferent selain bukan
urusan teologi juga menjadi contoh kebaikan bagi hubungan sosial kemanusiaan
dan kebangsaan. Melalui dialog antarpemuka lintas agama, maka pluralisme
agama sebagai sikap atas pluralitas tidak lagi diposisikan sebagai ancaman teologi

yang merusak keyakinan. Menurut Budhy Munawar-Rachman, dialog meminta

%0 Nicholas Rescher, Pluralism Against the Demand for Consensus (Clarendon: Oxford University
Press, 2005), 98-99.

51 Zuhairi Misrawi, “Rethinking Pluralisme Telaah Konsep dan Implementasi dalam kehidupan
Sosioreligius di Indonesia”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 9, No. 1, (Juni
2011), 21.

52 Ibid., 23.
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keseimbangan sikap, kemantapan dan menolak indiferentisme dan tidak
menghendaki suatu teologi universal yang sinkretik.>3

Masalah selanjutnya meskipun terjadi perbedaan perspektif yang
dimungkinkan terjadi perubahan fatwa sesuai perkembangan zaman, MUI tetap
mempertahankan fatwanya. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Anwar Ibrahim
menegaskan, revisi fatwa karena adanya perubahan keadaan atau situasi biasa
berlaku hanya untuk fatwa-fatwa yang bersifat keduniawian, tetapi soal ‘agidah
seperti fatwa pluralisme agama ini MUI belum pernah merevisi fatwanya.>*
Sebagaimana pernyataan Toha Abdurahman, “Semua orang sudah menolak
pluralisme karena MUI sudah mengatakan haram. Fatwa ini sudah tidak bisa
diutak-atik.>®

Kehati-hatian dalam menetapkan keputusan hukum perlu diperhatikan agar
tidak memunculkan masalah baru. Pasca lahirnya fatwa inipun mendapat respons
dari berbagai pihak yang menginginkan agar MUI meninjau ulang kebijakannya.
Dampak pelarangan pluralisme agama sebagai sikap atas pluralitas ternyata
meresahkan kehidupan beragama di Indonesia. Menurut Anthoni Reid, komentar
normatif fatwa MUI bagi orang luar tentu memberikan kesan mengganggu. Reaksi
publik atas pandangan fatwa tersebut menunjukkan lebih mewakili pendapat

minoritas dan sedikit mendapat dukungan pemilih. Sebaliknya, dukungan atas

%3 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 105.

5 Anwar Ibrahim, “MUI akan Pertahankan Fatwa Ahmadiyah dan Pluralisme”, dalam
http://news.detik.com/mostpopular (24 Februari 2016).

5 Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya (Yogyakarta: Impulse/institut for
multiculturalism and pluralism studies dan Kanisius, 2007), 120. Toha Abdurahman adalah wakil
ketua Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) mewakili unsur Nahdlatul Ulama sekaligus wakil ketua
MUI DIY.
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pluralisme di Indonesia memiliki basis yang sangat kuat baik dari sejarah maupun
ideologi.*® Penolakan atas pluralisme agama dapat merugikan tatanan sosial dan
nilai-nilai kemanusiaan yang lebih penting seperti kemajuan, keadilan dan
kedamaian bersama.

Dengan diharamkannya pluralisme agama tanpa mempertimbangkan
perubahan pranata sosial yang berkembang dan disepakati bersama, maka tidak
ada peluang bagi pluralisme agama menjadi asas pergaulan hubungan sosial
antarumat beragama di Indonesia. MUI lebih memilih sikap toleransi sosial secara
koeksistensi dengan menerima pluralitas daripada pluralisme. Padahal potensi
kebaikan dari pemahaman pluralisme memunculkan kesadaran tidak semua
bentuk pluralisme agama adalah relativisme. Demikian pula tidak semua
kunjungan ke tempat ibadah pemeluk agama lain selalu bermakna sinkretisme dan
bernilai ibadah mahdah. Dari beberapa klarifikasi yang mempertanyakan konsep
pluralisme agama menurut MUI, sebagian kelompok masyarakat memprotes dan
menyeruhkan agar fatwa ini direvisi.

Dengan kehadiran pluralisme agama bertipologi nonindifferent diharapkan
MUI dapat merumuskan kembali definisi pada bagian konsideran atau ketentuan
umum fatwa. Selanjutnya hasil perumusan definisi ini menjadi rujukan untuk
menyusun diktum (ketentuan hukum) yang berisi substansi hukum dan

rekomendasi atau jalan keluarnya. Sebagaimana disebutkan oleh MUI,

% Anthoni Reid, “Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia”, dalam Bernard Adeney-Risakotta
(ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender
dan bencana di Indonesia, terj., Gunawan Admiranto, Maufur, dan Ilyas Hasan (Bandung: Mizan
Pustaka, 2012), 57.
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“Hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan hukum dalam keputusan fatwa
MUI merupakan satu kesatuan karena secara substansial ketetapan hukum
menunjuk kepada definisi dalam ketentuan umumnya.”>’

Berdasarkan karakteristik fatwa sebagai ijtthad ulama yang memiliki
kualitas kebenaran dan pengalaman kontroversi pluralisme agama di Indonesia,
maka Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 perlu peninjauan ulang.
Perubahan pranata sosial seharusnya juga diakomodasi dalam merumuskan fatwa
sehingga pendapat hukum tidak sekadar berorientasi pada fikih dalam artian
klasik. Boleh jadi pengharaman bentuk pluralisme agama indifferent sebagai
ijtihad ulama waktu itu merupakan tindakan preventif yang bersifat temporer atau
dipengaruh situasi, ruang, dan waktu. Sebagaimana pendapat Cik Hasan Bisri,
salah satu ciri dari fatwa adalah kasuistis dan parsial.®® Misalnya, setelah
menetapkan fatwa ternyata selang beberapa waktu kemudian terbukti
mengandung kekurangan atau sudah berada di luar kebutuhan. Artinya, mungkin
saja Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 untuk kondisi saat ini merusak sesuatu
yang dibolehkan atau diwajibkan sehingga menimbulkan kontroversi.

Kehadiran Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang menolak dan
mengharamkan pluralisme agama, tetapi menerima pluralitas menurut penulis

disebabkan oleh kesalahpahaman konsep memilih tipologi pluralisme agama.

Memilih tipologi pluralisme agama nonindifferent daripada indifferent

" Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, “Penjelasan Fatwa Tentang Pluralisme, Liberalisme,
dan Sekularisme Agama”, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 94.

58 Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2004), 48.



21

semangatnya adalah mengurangi konflik sosial, melindungi keragaman itu sendiri
dari dominasi personal dan kelompok tertentu yang merepresentasikan kurangnya
pemahaman tentang pluralisme agama. Tipologi pluralisme agama nonindifferent
dalam konteks Indonesia perlu dimunculkan untuk mencari pemaknaan baru yang
bebas dari pereduksian iman dan tanpa pengharaman.

Selain mengandung ketidakjelasan definisi juga terkait metodologi, yaitu
metode istinbat dalam merumuskan status hukum pluralisme agama. Misalnya,
fatwa sebagai pendapat ulama di Indonesia merupakan aplikasi norma fikih untuk
hal yang bersifat perbuatan atau tindakan, sehingga tidak relevan bahkan
berlebihan jika digunakan untuk pemikiran atau pandangan hidup. Menurut
Musthofa Bisri, mengharamkan pemikiran tentang gagasan atau ide seperti
pluralisme agama selain tidak lazim, juga sia-sia karena sama saja dengan
melarang orang berpikir.® Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh M. Dawam
Rahardjo, pengharaman pluralisme agama dapat diartikan sebagai pelarangan
kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan yang merupakan bagian
dari hak asasi manusia.®

Dampak kesalahan konsep tipologi pluralisme agama dalam fatwa MUI
secara sosial adalah munculnya kekerasan atas nama agama. Menurut M. Syafi’i
Anwar, fatwa ini sangat potensial sebagai justifikasi kelompok tertentu, yaitu
legitimasi keagamaan dari salah tafsir orang awam untuk melakukan kekerasan

dan kapitalisasi kelompok militan untuk membungkam pluralitas pandangan

% Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 41.
80 M. Dawam Rahardjo, “Dampak Fatwa MUI”, dalam Kala Fatwa Jadi Penjara, ed. Ahmad
Suaedy, et al. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 2.
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keagamaan dikalangan umat Islam sendiri. Terbukti sejak dikeluarkan Fatwa MUI
Nomor 7 Tahun 2005, kekerasan yang mengatasnamakan agama seringkali
muncul dan berlindung di balik fatwa tersebut.®

Dengan memahami makna pluralisme agama bertipologi nonindifferent
yang bebas dari relativisme dan sinkretisme agama, maka untuk mengakhiri
kontroversi yang berkepanjangan dimungkinkan terjadinya perubahan status
hukum sehingga harmonisasi kehidupan beragama yang proeksistensi dapat
terwujud di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, penulis berkeinginan
mengadakan penelitian lebih lanjut tentang tipologi pluralisme agama
nonindifferent di Indonesia pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pluralisme agama adalah sikap hidup bermasyarakat secara proeksistensi
untuk saling menghormati berbagai perbedaan keyakinan atau agama tanpa
menghilangkan identitas dan keunikan masing-masing agama. Pluralisme agama
sebagai sikap atas pluralitas agama tidak selalu dipahami secara sosiologis sebagai
interaksi sosial antarumat beragama melainkan ada yang mengarahkan ke
persoalan teologis. Dilema yang mungkin terjadi adalah bertahan pada keyakinan
agama sendiri tanpa melibatkan keberadaan agama lain terjerumus sikap
absolutisme, tetapi menerima agama lain dan membenarkan keyakinan semua

agama terjebak sikap nihilisme.

61 M. Syafi’i Anwar, “Pluralisme dan Amanah Kecendekiawanan: Belajar Bersama Dawam
Rahardjo 7, dalam Demi Toleransi Demi Pluralisme Esai-esai untuk Merayakan 65 Tahun M.
Dawam Rahardjo, edisi digital (Jakarta: Democracy Project, 2012), 199.
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Dilema tersebut dipengaruhi oleh masalah pemahaman wacana pluralisme
agama. Meskipun sikap bertoleransi menjadi budaya masyarakat Indonesia dan
selalu diupayakan sejak dahulu, konflik masih terus terjadi. Misalnya,
pengharaman pluralisme agama oleh sebagian umat Islam selalu terkait dengan
pendangkalan ‘agidah, tetapi sebagian lain menerimanya sebagai sikap yang baik
untuk menjaga harmoni kehidupan sosial antarumat beragama di Indonesia.

Penelitian tentang tipologi pluralisme agama dan status hukumnya
berkaitan dengan sikap masyarakat pemeluk atas doktrin agama yang dianutnya.
Bagaimana masyarakat menerima pluralisme sebagai kenyataan dan sistem nilai
yang positif dan optimis atas fakta kemajemukan serta berbuat sebaik mungkin
atas dasar fakta tersebut. Penelitian ini berusaha mengetahui corak keberhadapan
atau perjumpaan dua pihak masyarakat dalam posisi yang setara (encounter) atas
simbol dan ajaran agama.®

Identifikasi di atas memperlihatkan banyaknya masalah yang dikaji dalam
pluralisme agama di Indonesia, tetapi tidak semua masalah di bahas dalam
penelitian disertasi ini. Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini
dibatasi pada aspek definisi, tipologi, dan implikasi pluralisme agama bertipologi
nonindifferent dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tipologi pluralisme agama yang berkembang di Indonesia?

62 Kamaruddin Amin, et. al., Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia? (Current Trends and Future
Challanges) (Makasar: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI dan PPs UIN Alauddin
Makasar, 2006), 241-242.
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2. Bagaimana Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7 Tahun
2005 tentang pluralisme agama?
3. Bagaimana implikasi tipologi pluralisme agama nonindifferent pada
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah mengelaborasi tinjauan tipologi pluralisme agama

nonindifferent pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoretis maupun praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoretis hasil penelitian ini memberikan kontribusi konsep pemikiran
pluralisme agama dan pengembangannya untuk bidang ilmu sosiologi hukum
Islam, khususnya perubahan pranata sosial dan substansi hukum Islam di
Indonesia.

2. Secara praktis hasil penelitian ini membantu para pemangku kebijakan,
khususnya pemerintah, organisasi massa, dan pemuka agama serta pihak-pihak
yang sedang bertikai dapat memperkecil kontroversi seputar makna dan
perbedaan status hukum pluralisme agama di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian akademis yang mendalam tentang pluralisme agama dalam

fatwa belum banyak dilakukan dan masih menyisakan perdebatan. Perbedaan
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paradigma antara teologis dan sosiologis berpengaruh atas makna dan status
hukum pluralisme agama. Penggunaan kedua pendekatan dan pengaruhnya dalam
berbagai karya ilmiah tersebut selalu menghasilkan respons antara pro dan kontra
dalam pluralisme agama.

Hasil penelitian terdahulu tentang pluralisme agama dapat dijumpai dalam
bentuk karya penelitian seperti buku, jurnal, tesis, dan disertasi. Buku yang
banyak berhubungan dengan wacana pluralisme agama dijumpai pada karya John
Hick,®® Problems of Religious Pluralism dan Pluralisme Tantangan bagi Agama-
agama karya Harold Coward.® Selanjutnya, Nicholas Rescher, Pluralism Against
the Demand for Consensus,®® dan A. New Religious America: How a ““Christian
Country” Has Now Become the World'’s Most Religiously Diverse Nation karya
Diana L. Eck.%®® Keduanya mengembangkan gagasan tentang makna pluralisme
agama yang tidak mereduksi keyakinan agama.

Beberapa karya tokoh lain yang memiliki perhatian besar atas
perkembangan wacana pluralisme agama di Indonesia. Misalnya, Argumen Islam
Untuk Pluralisme; Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya, karya

Budhy Munawar-Rachman,®’ Islam dan Pluralisme; Akhlak Quran Menyikapi

83 John Hick, Problems of Religious Pluralism (Houndmills, Basingstoke: The Macmillan Press,
1985).

% Harold Coward, Pluralisme, Tantangan bagi Agama-Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

85 Nicholas Rescher, Pluralism Against the Demand for Consensus (Oxford: Clarendon Press,
2005).

% Diana L. Eck, 4 New Religious America: How a “Christian Country” Has Now Become the
World's Most Religiously Diverse Nation (San Francisco: HarperCollins, 2001).

67 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme; Islam Progresif dan
Perkembangan Diskursusnya (Jakarta: Grasindo, 2010).
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Perbedaan, karya Jalaluddin Rakhmat,®® Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru
Pencerahan, karya Husein Muhammad,®® Merayakan Kebebasan Beragama:
Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi, karya Elza Peldi Taher,”® dan Dialog:
Kritik dan Identitas Agama, karya Th. Sumarthana.”

Sebagian besar penelitian tentang pluralisme agama membahas pluralisme
dari aspek bahasa yang dihubungkan dengan sejarah pluralisme di Negara Barat
dan Islam. Sebagian tema pluralisme agama dihubungkan dengan perspektif al-
Qur’an dan sosiologi pada lembaga atau masyarakat tertentu. Selebihnya
merupakan respons kelompok Islam fundamentalis tentang bahaya pluralisme
agama, dan hukum Islam terapan (fikih) yang mengatur hubungan antaragama,
seperti fikih lintas agama untuk masyarakat mayoritas dan minoritas.

Penelitian tentang tipologi pluralisme agama di Indonesia yang dibolehkan
dengan pertimbangan aspek pranata sosial yang berkembang di Indonesia belum
pernah dilakukan. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan
memfokuskan penelitian pada implikasi bentuk pluralisme agama nonindifferent
pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.

Dalam rangka memperkuat hasil penelitian, penulis melacak hasil

penelitian yang terkait dengan tema pluralisme agama namun hanya ada beberapa

88 Jalaluddin Rakhmat, Islam dan Pluralisme; Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan (Jakarta:
Serambi [Imu Semesta, 2006).

% Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan (Bandung: Mizan,
2011).

0 Elza Peldi Taher, (ed.), Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan
Effendi (Jakarta: Democracy Project, 2011).

"L Th. Sumarthana, (ed.), Dialog: Kritik dan Identitas Agama (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993).
2 Mun’im A. Sirry (ed.), Fikih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta:
Yayasan Wakaf Paramadina, 2003).
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pemerhati yang melakukan penelitian di bidang ini. Misalnya, penelitian Umi
Sumbulah,”® mengkaji konstruksi sosial aktivis HTI dan MMI di Malang tentang
agama Kristen dan Yahudi serta sikap menghadapi isu pluralisme agama,
kekerasan agama dan Islam liberal. Penelitian yang difokuskan pada konstruksi
gerakan Islam “radikal” terhadap agama Kristen dan Yahudi menghasilkan dua
kategori, yaitu teologis dan politis. Konstruksi teologis memosisikan kedua agama
sebagai musuh atau sasaran dakwah yang melakukan penyimpangan teologis yang
berupaya menghancurkan ‘aqidah Islam melalui penyebaran gagasan pluralisme
agama. Konstruksi gerakan Islam “radikal” menilai pluralisme agama sebagai
paham yang bertentangan dengan ketentuan normatif al-Qur’an dan
mengakibatkan kedangkalan ‘agidah karena mengakui kemutlakan semua agama.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zainuddin, Pluralisme Agama
Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia.”* Penelitian dengan sumber data
elit agama Islam seperti MUI dan FKUB difokuskan pada pluralisme agama dan
isu-isu terkait dengan dialog antarumat beragama. Tujuannya memahami
konstruksi sosial elit agama di Malang tentang pluralisme dan dialog antarumat
beragama, sikap keberagamaan elit agama Islam dan Kristen, pola relasi dan

dialog antarumat beragama yang dibangun dan dikembangkan antarelit agama.

8 Umi Sumbulah, Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktifis Hizb al
Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Kristen dan Yahudi (Jakarta: Badan Litbang dan
Diklat Kemenag RI, 2010).
"4 M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia (Malang: UIN
Malik Ibrahim Press, 2010).
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Penelitian  Biyanto, Pluralisme Keagamaan dalam  Perdebatan
(Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah.” Penelitiannya tentang pluralisme
yang berpijak dari tiga rumusan, yaitu pemahaman kaum muda Muhammadiyah
atas pluralisme keagamaan, faktor yang turut menentukan pandangan, dan varian
pandangannya terkait beberapa karakteristik pluralisme keagamaan. Tujuannya
memahami pandangan kaum muda Muhammadiyah mengenai pluralisme
keagamaan, konstruksi sosial, dan menemukan varian pandangannya.

Penelitian Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas: Figh al-Aqalliyat dan
Evolusi Magqasid al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan.® Figh al-Aqalliyat
merupakan jenis fikih yang secara khusus dibuat untuk memberikan jawaban atas
permasalahan hukum Islam di Negara Barat dengan menggunakan metode
maqasid based ijtihad. Pendekatannya menggunakan content analysis dan system
analysis dalam mengeksploitasi fatwa-fatwa dan ketentuan hukum dalam figh al-
aqallivat mulai dari sumber dasar hukum dan implikasinya. Tujuannya
menguatkan figh al-aqalliyat menjadi fikih geografis peralihan dari fikih ideologi.

Penelitian M. Lutfi Mustafa, Etika pluralisme dalam Nadhatul Ulama:
Gagasan dan Praktek Pluralisme Keagamaan Warga Nadhiyyin di Jatim.”
Nilainya mereproduksi teori substantif model realitas etika pluralisme NU secara

empirik. Selanjutnya penelitian Muh. Tasrif, Konsep Pluralisme dalam Al

> Biyanto, Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan (Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah)
(Malang: UMMPRESS, 2009).

6 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas: Figh al-Agalliyat dan Evolusi Magqasid al-Shari’ah
dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010).

" M. Lutfi Mustafa, “Etika pluralisme dalam Nadhatul Ulama: Gagasan dan Praktek Pluralisme
Keagamaan Warga Nadhiyyin di Jatim” (Disertasi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).



29

Qur’an—Telaah Penafsiran Nurcholish Madjid atas Ayat-ayat Al Qur’an tentang
Pluralisme.”® Penelitian ini tentang metodologi penafsiran Nurcholish Madjid
yang merupakan implementasi metodologi Fazlur Rahman dengan intensitas yang
lebih tinggi dalam menggunakan ilmu sosial yang menggambarkan tantangan
umat Islam Indonesia era modern. Metodologinya sejalan dengan metodologi
tafsir sosial Hasan Hanafi yang menekankan pentingnya konteks penafsiran
sebagai perspektif penafsiran.

Demikian pula penelitian Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak Lagi
Merdeka.”® Membahas tentang menguatnya peran Majelis Ulama Indonesia
sebagai otoritas keulamaan tunggal dan paling absah dalam isu-isu politik
keagamaan, khususnya praksis kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan latar belakang sosial,
tetapi tidak mempertimbangkan tipologi pluralisme agama dan pengaruhnya pada
makna serta status hukum pluralisme agama dalam Fatwa MUI Nomor 7 Tahun
2005. Menurut Atho Mudzhar, salah satu dari lima tema disiplin studi Islam
dengan pendekatan sosiologi adalah studi gerakan masyarakat yang membawa
paham antara melemahkan dan menunjang kehidupan beragama. Contohnya,
pengharaman pluralisme agama yang diekspresikan oleh fatwa MUI#°

Penelitian pluralisme agama termasuk gejala agama menyangkut para

penganut, pemimpin atau pemuka agama tentang sikap, perilaku dan

8 Muh. Tasrif, Konsep Pluralisme dalam Al Qur’an: Telaah Penafsiran Nurcholish Madjid atas
Ayat-Ayat Al Qur’an tentang Pluralisme (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016).

" Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis
Kebebasan Beragama (Jakarta: Kencana, 2015).

80 Kamaruddin Amin, et. al., Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia?, 252.
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penghayatan.®! Penelitian keberagamaan dalam pluralisme agama perspektif
sosiologi membicarakan perilaku pemimpin agama dalam hubungannya dengan
sistem simbol atau doktrin keagamaan,® dan dimensi sosialnya. Menurut teori
religion commitment oleh Glock dan Stark menyebutkan, satu dari lima dimensi
keberagamaan muncul dalam konsekuensial terkait efek dari keyakinan agama
seseorang atau disebut dimensi sosial meliputi segala implikasi sosial dari
pelaksanaan ajaran agama. Dimensi inilah yang menjelaskan apakah ajaran
sebuah agama berimplikasi pada etos kerja, hubungan interpersonal, kepedulian
pada penderitaan orang lain dan sebagainya.®®

Berdasarkan beberapa karya yang disebutkan di atas, maka penelitian ini
berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya bukan saja
karena tema, tetapi pendekatan yang digunakan adalah hal baru dan spesifik, yaitu
perspektif tipologi pluralisme agama nonindifferent di Indonesia. Tipologi
pluralisme agama nonindifferent dapat digunakan untuk merumuskan kembali
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005, khususnya hubungan antara
ketentuan umum dan ketentuan hukum. Meskipun penelitian terdahulu secara
tegas dan lugas memaparkan pluralitas dan pluralisme agama, konseptualisasinya
tidak membicarakan bentuk pluralisme agama sebagai sikap sosial yang
berhubungan dengan hukum Islam. Selain minimnya literatur atau tulisan peneliti

terdahulu tentang Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005, objek kajian

81 Tbid., 242.

8 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001), 61.

83 Kamaruddin Amin, et. al., Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia?, 244.
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pluralisme agama ini sempat menjadi kontroversi dan masih tabu untuk dikaji
ulang hingga sekarang.
G. Kerangka Teoretik

Penelitian tentang produk Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
dan kontroversinya termasuk penelitian dengan model perubahan substansi fikih.
Model penelitian terpusat pada dinamika substansi perubahan fatwa hukum karena
aspek-aspek makro (eksternal) dalam konteks kebangsaan dan keragaman
kehidupan. Dari peristiwa dan proses pengambilan keputusan fatwa tentang
keharaman pluralisme agama sampai respons kelompok Muslim dan nonmuslim
diluar MUI dan pendukungnya. Perubahan status hukum fatwa akibat tarik
menarik antara produk hukum (fikih) bersumber dari keyakinan dan produk
hukum dari interaksi sosial. Jika sumber produk hukum dari nilai-nilai keyakinan
tingkat perubahannya lambat, maka produk hukum dari struktur masyarakat, yaitu
kontrak sosial terutama hukum sektoral mudah berubah.

Kontroversi makna pluralisme agama perspektif teologis dan sosiologis
dalam fatwa MUI dapat mengubah status hukum keharaman pluralisme agama.
Perubahan yang dimaksud dalam fatwa adalah bermakna modifikasi, yaitu suatu
perubahan struktural maupun kultural dalam konteks tertentu baik berdasarkan
rujukan yang digunakan maupun tujuan yang hendak dicapai. Terjadi penyesuaian
dan penyerapan unsur-unsur yang berubah dalam entitas kehidupan manusia ke
dalam substansi hukum. Perubahan tipologi pluralisme agama indifferent menjadi

nonindifferent merupakan modifikasi berdasarkan peninjauan ulang tentang
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makna dan status hukum pluralisme agama yang mempertimbangkan aspek
kultural hubungan sosial antarumat beragama secara proeksistensi.

Tipologi pluralisme agama yang tidak mereduksi keyakinan agama, tetapi
secara sosial membangun ikatan kewarganegaraan sejalan dengan gagasan Diana
L. Eck/® pluralisme bukan sekadar majemuk, toleransi, dan relativisme,
melainkan keterikatan aktif, toleransi positif, dan pertautan komitmen yang
didasarkan pada perbedaan bukan kesamaan dan selalu berbasis pada dialog.

Pluralism is not simply relativism. The new paradigm of pluralism does not
require us to leave our identities and our commitments behind, for pluralism
is the encounter of commitments. It means holding our deepest differences,
even our religious differences, not in isolation, but in relationship to one
another. The language of pluralism is that of dialogue and encounter, give
and take, criticism and self-criticism.®

Dengan demikian, pluralisme tidak akan menggerus keimanan apalagi
memaksa orang lain untuk berpindah agama. Bentuk pluralisme agama ini adalah
nonindifferent atau menurut Nicholas Rescher disebut pluralism without
indifferentism, yaitu pandangan tentang pluralisme yang menentang pereduksian
agama dari unsur relativisme dan sinkretisme.®
H. Metode Penelitian

Beberapa hal yang dilakukan dalam metode penelitian ini, yaitu:

1. Jenis penelitian

8 Diana L. Eck, 4. New Religious America: How a “Christian Country” Has Now Become the
World's Most Religiously Diverse Nation (San Francisco: HarperCollins, 2001), 71.

8 “Pluralisme bukanlah relativisme. Paradigma baru pluralisme tidak mensyaratkan kita untuk
menanggalkan identitas dan komitmen-komitmen kita. Pluralisme berarti meyakini perbedaan
yang ada, bukan berarti harus mengisolasi diri, tapi justru berhubungan dengan yang lain. Bahasa
pluralisme adalah dialog dan pertemuan, memberi dan menerima, kritik dan kritik diri.” Diana L.
Eck, Frontiers of Faith: Religious Pluralism and Our Common Future, Stendhal Memorial
Lecture, Stockholm, 14 Oktober 2012.

8 Nicholas Rescher, Pluralism Against the Demand for Consensus, 98-99.
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Penelitian produk fatwa tentang keharaman pluralisme agama yang
dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Juli
2005 dan dampak pengharamannya bagi kehidupan beragama di Indonesia ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin,®’ penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui
prosedur statistik atau bentuk hitungan berupa angka-angka lainnya. Jenis
penelitian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari segi kuantitasnya,
tetapi ingin memperoleh pemahaman mendalam dibalik fenomena yang berhasil
direkam. Misalnya, menggali makna pluralisme agama dalam Keputusan Fatwa
MUI Nomor 7 Tahun 2005 dan dampak pengharamannya bagi kehidupan
beragama di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terkait fatwa organisasi
kemasyarakatan MUI adalah pendekatan perubahan sosial, yaitu perubahan
struktur dan pola budaya masyarakat atas makna pluralisme agama yang
mempengaruhi keputusan fatwa MUI dari indifferent menuju nonindifferent.
Demikian pula mendeskripsikan sebagian kejadian tahun 2005 lalu tidak bisa
dihindari menggunakan pendekatan sejarah terutama pasca munculnya Keputusan
Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dan dinamika perkembangan tipologi pluralisme
agama nonindifferent.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan

sumber data utama bahan-bahan kepustakaan, baik bahan kepustakaan hukum

87 Anselm Strauss dan Yuliet Corbin, Qualitative Analysis for Social Scientist (Cambirdge:
Cambirdge University Press, 2003), 3.
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maupun nonhukum.® Penyusunan teori pluralisme agama secara substantif
dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan, khususnya buku,
artikel dalam jurnal, surat kabar dan internet, ensiklopedi, dan disertasi. Mengkaji
sejumlah bahan pustaka bertujuan untuk mendeskripsikan atau merekontruksi
fenomena sosial tertentu secara objektif dan akurat. Menurut Mestika Zed, /ibrary
research memiliki empat ciri,® yaitu:

a. Penelitian berhadapan langsung dengan teks (nas) atau data angka dan bukan
dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-saksi mata (eyewitness)
berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.

b. Data kepustakaan yang siap pakai (readymade), artinya peneliti tidak pergi
kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang
sudah tersedia di perpustakaan.

c. Data pustaka pada umumnya bersifat sekunder, dalam arti, peneliti
memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan
pertama di lapangan, sumber pustaka sedikit banyak mengandung prasangka
(bias) atau titik pandangan orang yang membuatnya.

d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan
dengan informasi tetap, artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut
tidak akan berubah karena sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam
rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).

2. Sumber data

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet.
IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 13, dan 101-113.
89 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 4-5.
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Sumber primer berupa dokumentasi Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dan
penjelasannya seperti buku yang diterbitkan oleh Tim Penyusun Majelis Ulama
Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,°° dan karya
Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi
tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1 988.°1

Selanjutnya sumber-sumber sekunder yang relevan diperoleh dari
mengkaji berbagai dokumentasi fatwa melalui penelusuran tulisan-tulisan para
ahli hukum maupun tokoh agamawan baik berupa buku, jurnal, majalah dan surat
kabar yang berkaitan dengan objek penelitian, membuat catatan dan komentar.
Sumber tersier didapat dari kamus terutama kamus hukum, ensiklopedi, internet
dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian tentang pluralisme agama dan keharamannya dalam Keputusan
Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 ini dilakukan dengan prosedur penyusunan
teori-teori substantif sebagai dasar dalam pengumpulan data. Pengumpulan data
sesuai masalah dan asumsi-asumsi penelitian yang telah dirumuskan dan
dikembangkan dalam pendahuluan. Data yang dikumpulkan berupa produk Fatwa
MUI Nomor 7 Tahun 2005 dan respons kelompok antara propluralisme dan
antipluralisme agama baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya keputusan

fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama.

% Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975
(Jakarta: Erlangga, 2011).

%1 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (edisi dwibahasa) (Jakarta: INIS, 1993).
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Pengumpulan data penelitian bersumber dari studi pustaka, yaitu substansi
fikih dalam bentuk dokumen fatwa MUI dan substansi fikih berbentuk lisan atau
perbuatan Komisi Fatwa MUI. Kedua data diketahui melalui penelusuran sumber
kepustakaan. Data empirik berupa Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dalam
Musyawarah Nasional VII yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2005 oleh Ketua
Komisi Fatwa sekaligus Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa, Ma’ruf Amin
dan Sekretaris Komisi, Hasanuddin tentang pluralisme, liberalisme dan
sekularisme agama.

Peneliti melakukan serangkaian kegiatan, yaitu:

a. Pengkajian berbagai dokumentasi, membuat catatan dan komentar atas data
yang relevan dengan materi penelitian.

b. Merangkum data dengan tahapan secara reflektif dan kompilasi temuan teori
dari data penelitian.

c. Pemanfaatan berbagai analogi, konsep dan interpretasi data.
4. Teknik analisis data

Analisis data didapatkan dari klasifikasi data melalui konfirmasi bahan
pustaka dengan metode kualitatif dan metode berpikirnya menggunakan metode
berpikir induksi. Metode kualitatif digunakan dengan pertimbangan, yaitu: a) data
yang terkumpul berupa kalimat pernyataan-pernyataan, b) data yang terkumpul
umumnya berupa informasi, ¢) hubungan antar variabel sulit diukur dengan

angka, dan d) peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.”

92 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 78.
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Dalam teknik analisis data ini menggunakan teori Mathew B. Miles dan A.
Michael Huberman dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data
dan verifikasi data,*® yaitu:

a. Reduksi data (data reduction). Proses pemilihan data dengan
mentransformasikan data mentah yang signifikan untuk menemukan segala
sesuatu yang dipandang asing atau tidak terpola yang bernilai temuan dan
pengembangan teori sebagai fokus pengamatan selanjutnya.

b. Penyajian data (data display). Penyusunan informasi berbentuk model data
yang membolehkan terjadinya pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan
tindakan yang memudahkan dalam memahami fenomena sekaligus
merencanakan kerja selanjutnya. Perkembangan data dirumuskan secara terus
menerus secara induktif berdasarkan data di lapangan hingga membentuk pola
baku yang cukup dan layak disajikan.

c. Verifikasi data (conclusion drawing). Penarikan dan verifikasi kesimpulan
sebagai temuan baru sehingga proses siklus interaktif antara pengumpulan dan
analisis data membentuk deskripsi objek yang jelas.

Menganalisis Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang mengharamkan
pluralisme agama dengan tipologi pluralisme agama nonindifferent sehingga
menghasilkan perbedaan rumusan dalam ketentuan umum. Dengan perbedaan

rumusan ini, maka terlihat kecenderungan apakah fatwa MUI masih

9 M.B Miles dan A.M Huberman, Qualitatif Data Analysis (Beverly Hill: Sage Publication, Inc,
1994), 51.
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mempertahankan definisi pluralisme agama secara indifferent ataukah
mempertimbangkan tipologi pluralisme agama nonindifferent.

Data dokumen fatwa tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep
pluralisme agama bertipologi nonindifferent yang disusun pada bab 2 sehingga
dapat diambil kesimpulan. Bagian yang menjadi perhatian analisis adalah
kesesuaian isi Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 antara ketentuan
umum dan ketentuan hukum dengan tipologi pluralisme agama nonindifferent.

Apabila terdapat beberapa data yang sejenis, maka perumusan kesimpulan
dilakukan secara induktif. Jika datanya tunggal karena hanya itu data yang ada,
maka tanpa menunggu premis lain yang sejenis langsung disimpulkan. Prosedur
analisis tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan tentang keputusan
fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama belum mencerminkan definisi
pluralisme agama yang universal.

Dari perbedaan definisi tentang pluralisme agama antara ketentuan umum
fatwa MUI dan realitas empiris perbedaan tipologi pluralisme agama menuju
nonindifferent, maka berpengaruh pada ketentuan hukum fatwa MUI yang
mengharamkan pluralisme agama.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan disertasi agar runtut, terpadu dan sistematis, maka diatur dan
disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama mencakup latar belakang masalah, dirangkai dengan rumusan

atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi
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kerangka teoretik, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, metode dan
penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, peneliti memandang perlu menguraikan hal ihwal seputar
pluralisme agama antara indifferent dan nonindifferent. Pada bab ini berisi
tinjauan umum tentang sejarah pluralisme agama yang mencakup sub-sub bab
pluralisme dalam berbagai perspektif, pengertian, perbedaan makna pluralisme
agama dalam berbagai tinjauan, pluralisme agama perspektif Islam, tujuan dan
manfaat, unsur-unsur kedudukan dan fungsi, sikap dan munculnya dua tipologi
pluralisme agama antara indifferent (apatis) dan nonindifferent (peduli).

Bab ketiga, membahas Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi
keagamaan yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan fatwa
terkait dengan masalah-masalah hukum dan pranata sosial umat Islam di
Indonesia. Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya, profil, komisi fatwa, dan
prosedur pembuatan produk-produk hukum fatwa oleh komisi fatwa MUI.

Bab keempat, membahas fatwa pluralisme agama yang berisi dasar latar
belakang fatwa, keputusan MUI tentang pengharaman pluralisme agama terkait
wacana relativisme dan sinkretisme agama, kontroversi makna dan status hukum
pluralisme agama pasca lahirnya Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 antara MUI
dan kelompok Islam propluralisme agama, argumentasi kelompok antipluralisme
dan metodologi hukum atau proses penetapan hukum keharaman pluralisme

agama oleh para ulama dalam Munas.
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Seterusnya pada Bab kelima, penulis manfaatkan untuk menganalisis
hukum fatwa pluralisme agama dan perubahan pranata sosial tentang paham
pluralisme agama mnonindifferent. Dengan mempertimbangkan perkembangan
makna pluralisme agama nonindifferent dan kelayakan dampak sosial yang
ditimbulkan pasca pengharaman pluralisme agama, maka dengan melihat
kemaslahatan dan kemudharatannya berimplikasi menjadi bahan untuk melakukan
pengujian ulang atas status hukum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005. Dimulai dari
pengembangan makna pluralisme agama dari indifferent ke nonindifferent oleh
kelompok Islam propluralisme agama yang menuntut adanya perubahan
pengertian pluralisme agama. Selanjutnya membahas metode istinbat komisi
fatwa MUI dalam merumuskan keharaman pluralisme agama dan terakhir melihat
implikasi tipologi pluralisme agama nonindifferent dalam menjaga harmonisasi
perbedaan keyakinan antarumat beragama yang proeksistensi.

Pada Bab terakhir, Bab keenam berisi penutup yang mencakup

pembahasan kesimpulan, implikasi teoretik, rekomendasi dan keterbatasan studi.
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BAB 11
PLURALISME AGAMA NONINDIFFERENT

A. Pengertian Pluralisme Agama

Pluralisme sebagai gagasan pemikiran menginginkan adanya sikap adil di
antara kelompok dominan untuk menerima keberadaan kelompok atau golongan
lain secara koeksistensi. Menurut Nurcholish Madjid, pluralisme tidak saja
mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada,
tetapi juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain atas
dasar perdamaian dan saling menghormati.' Sikap saling menerima keragaman
dan perbedaan kelompok tersebut selain bertujuan mencapai pemahaman bersama
juga menciptakan kehidupan damai yang proeksistensi.

Tujuan pluralisme adalah menghindari polarisasi iman dari semua
perbedaan agama dengan mengembangkan relasi damai, yaitu peduli pada
masalah kemanusiaan dan kepasrahan kepada Tuhan. Sikap peduli ini
memungkinkan adanya Kkerja sama antarumat beragama tanpa harus
mempertukarkan keyakinan. Selama semua pihak yang berbeda melaksanakan
kewajibannya untuk saling menghormati, maka tidak dibenarkan adanya
permusuhan. Menurut Biyanto, faktor-faktor eksternal seperti ideologi, politik,

ekonomi, dan perdebatan intelektual serta latar belakang sosial seperti pendidikan,

! Nurcholish Madjid, Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah
Keimanan, Kemanusian, dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 1992), 596.
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interaksi sosial, dan genealogi pengetahuan sangat menentukan pandangan
seseorang.’

Saat ini pemaknaan pluralisme mengalami perkembangan pesat seiring
bertambahnya perspektif lain seperti sosial, politik, dan antropologi. Dengan
berkembangnya pemaknaan pluralisme, maka pengertian pluralisme tidak hanya
merujuk pada relativisme sebagaimana pandangan filsafat dan teologi. Melalui
berbagai perspektif lain dalam memahami pluralisme seperti bahasa, filsafat,
politik, budaya, dan sosial, maka diperoleh gambaran yang tepat tentang makna
pluralisme. Selanjutnya pemahaman tersebut digunakan untuk kajian keagamaan
yang melibatkan pandangan teologi dan sikap sosial antarumat beragama di
Indonesia.

1. Pluralisme
a. Pluralisme perspektif bahasa

Kata “pluralisme” secara gramatikal terdiri dari kata dasar dan sufiks
pembentuk nomina. Kata dasarnya “plural” artinya (form of a word) used of
referring to more than one,® jamak (lebih dari satu),* atau beberapa” berimplikasi

perbedaan. Perbedaan itu meliputi budaya, politik, etnis, dan agama.® Sufiks

2 Biyanto, “Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan”, dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi
(ed.), Wacana & Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia, 209.

% “Bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu”. Martin H. Marsen, Oxford
Leaner’s Pokcet Dictionary, Third Edition (Oxford University, 1999), 329.

4 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Il (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 884.

5 Gerald O’Collins dan Edwards G. Farrigia SJ, Kamus Teologi, terj., Sunarya (Yogyakarta:
Kanisius, 1996), 267.
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pembentuk nominanya adalah “isme” yang berarti ‘“sistem kepercayaan
berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi.”®
Pluralisme berdasarkan kamus adalah “keadaan masyarakat yang majemuk

(bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).”’

Definisi pluralisme yang
merujuk pada wilayah sosial, politik dan budaya tersebut menurut Christian W.
Toll bermakna, a situation in which a variety of system of thought, worldviews, or
explanations of reality coexist without anyone of these having gained hegemony
over the others®

Istilah pluralisme bukan hanya keadaan atau fakta yang bersifat plural,
jamak, atau banyak melainkan secara substansional termanifestasi dalam sikap
saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan
mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau
banyak.® Masyarakat dinilai tersusun dari pelbagai ragam kelompok yang relatif
independen dan organisasi yang mewakili bidang-bidang dan pekerjaan yang
berbeda.

b. Pluralisme perspektif filsafat

Pluralisme dalam sejarah metafisika Yunani kuno merupakan respons

tandingan terhadap monisme, hakikat sesuatu bukanlah tunggal melainkan plural.

6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Offline Versi 1.1, 2010.

" Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 777.

8 Christian W. Toll. “The Claims of Religious Truth and Socio-Political Pluralism,” in One World
for All: Foundations of a Socio-Political and Cultural Pluralism from Christian and Muslim
Perspectives, ed. Bsteh, Andreas, et. al. (New Delhi: Vikas Publishing House, 1999), 63.

® Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi (Yogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2008), 75.

10 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000). 853.
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Sebagaimana kata pluralism secara etimologi diartikan theory that there are more
than one or more than two kinds of ultimate reality,'! yaitu teori yang
menjelaskan, realitas yang subtantif tidak hanya satu (monisme) dan tidak pula
dua (dualisme) melainkan beragam.!? Pluralisme merupakan pandangan filosofis
yang menghindari pereduksian segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, tetapi
menerima adanya keragaman.*®

Pluralisme sebagai ideologi menunjukkan sistem sosial bagi semua
kelompok masyarakat adalah berguna. Menurut John Hick secara filosofis istilah
pluralisme merujuk pada teori tertentu tentang hubungan antartradisi beserta klaim
masing-masing yang berbeda dan saling merasa lebih unggul. Bagaimana agama-
agama besar dunia meletakkan konsepsi dan persepsi yang beragam beserta
responsnya pada realitas ketuhanan yang misterius dan paripurna.'*

Kriteria kebenaran tidak hanya didasarkan berdasarkan logika, tetapi
terdapat kriteria kebenaran lainnya seperti gagasan Leibniz dan Russel yang

menolak kriteria kebenaran monisme. Gagasan kedua tokoh ini selanjutnya

populer pada awal abad 20 melalui F. Maitland, S.G. Hobson, Harold Laski, R.H.

11 Jean L. Mc Kechnie, Websters New Universal Unabridged Dictionary (New York: The World
Publishing Company, 1972), 878.

12 Paul Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, V (New York: Mac Milan Publishing, 1967),
363-364.

13 Gerald O’Collins dan Edwards G. Farrigia SJ, Kamus Teologi (Yogyakarta: Kanisius, 2001),
257-258.

14 Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, Vol. 12 (New York: MacMillan Publishing
Company, 1987), 331.



45

Tawney dan GDH Cole yang menggunakan pluralisme untuk melawan alienasi
jiwa masyarakat modern karena tekanan kapitalisme.®

Pluralisme perspektif filsafat merupakan pandangan yang meyakini

banyak dan beragamnya hakikat kehidupan termasuk realitas keberagamaan
manusia. Pluralisme dalam sejarah filsafat Barat kali pertama dipakai oleh seorang
filosof pragmatis, William James. Pada awalnya digunakan untuk konteks
keragaman aspirasi politik dan kemajemukan budaya, namun selanjutnya
mengarah pada aspek etika dan agama.'® Menurut Anis Malik Thoha, William
James dengan idenya republican banquet selalu mengandaikan, setiap pluralisme
menjadi a host culture (tuan rumah budaya) yang menerima dan menjamu semua
budaya yang datang (visiting cultures) termasuk agama, ras dan suku.!’

Dari berbagai pendapat tersebut menurut Simon Blackburn, pluralisme

perspektif filsafat secara rinci terbagi dalam empat pengertian:

1) Pluralisme merupakan toleransi umum terhadap jenis-jenis hal yang
berbeda atau tidak sepadan (incommensurate) tentang dunia, tidak
satupun dapat diklaim lebih utama daripada yang lain.

2) Pluralisme merupakan bentuk kehidupan yang berbeda-beda dan bentuk
permaianan bahasa (language games) diatributkan pada Wittgenstein.

3) Pluralisme identik dengan relativisme dan kecurigaan terhadap ide
tentang kebenaran sebagai gagasan utama teori sastra kelompok post
strukturalis.

4) Pluralisme merupakan pendasaran doktrin, tidak ada cara untuk
menyatakan satu kebenaran adalah unik dan mutlak bahkan secara

15 Muhyar Fanani, “Mewujudkan Dunia Damai: Studi Atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan
Nasionalisme di Barat” dalam [jtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan (Salatiga:
P3M STAIN Salatiga, 2003), 19.

16 Win Usuluddin, “Elusidasi Filosofis Kebhinekaan Keagamaan: Refleksi Atas Pluralisme
Keberagamaan Era Postmodern”, dalam Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, No. 1 Vol. XIV (Juni,
2010), 432.

17 Anis Malik Thoha, “Pluralisme Agama Sama Dengan Agama Baru”, Islamia, Thn I, No. 1
(Maret, 2004), 100.
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ekstrem tidak ada satu pun perspektif yang benar atau semua perspektif
pada akhirnya sama benarnya.'®

Ada beberapa pandangan yang berbeda secara mendasar dalam pluralisme
perspektif filosofis, yaitu berkaitan dengan agama dan makna terdalam dari
kehidupan manusia. Pluralisme menganggap semua keyakinan filosofis dan
religius dalam pengertian relativisme murni sebagai pendapat-pendapat pribadi
yang semuanya mempunyai nilai yang sama.®

c. Pluralisme perspektif politik

Di kalangan ilmuan politik, antropolog dan sosiolog politik terjadi
perbedaan apakah pluralisme itu menghambat atau melindungi pemerintah
demokratik. Sebagaimana pendapat Robert N. Bellah dan Philip E. Hammond,
para teoretisi juga berbeda dalam memahami proses bekerjanya pluralisme.
Apakah pluralisme menyediakan beragam saluran bagi pemegang kekuasaan atau
menyediakan tempat berlabuhnya kelompok bagi individu yang teralienasi.
Konflik politik pada tataran individu atau kelompok sering terjadi dari faksi-faksi
politik yang saling bersaing.?°

Pluralisme perspektif politik (pluralism in the political sense) adalah difusi
kekuasaan di antara banyak kelompok kepentingan yang mencegah agar tidak ada
satu kelompok tertentu memegang kendali pemerintahan. Berbeda dengan

masyarakat yang dikendalikan secara otoriter dan oligarki, terjadi konsentrasi

18 Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy, terj., Yudi Santoso, edisi 2 dalam
Kamus Filsafat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 670-671.

19 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 854-855.

20 Robert N. Bellah dan Philip E. Hammon, Beragama Bentuk Agama Sipil dalam Beragam
Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan Sosial., terj., Imam Khoeri, dkk (Yogyakarta:
ircisod, 2003), 212.
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kekuasaan politik atau pembuatan keputusan oleh sedikit anggota. Pada
masyarakat pluralis kemilikan kekuasaan dan keputusan lebih tersebar sehingga
partisipasi masyarakat menjadi merata dan ada komitmen dari para anggota.?!
Pluralisme dalam politik menginginkan adanya partisipasi individu dalam
masyarakat secara otonomi atau desentralisasi daripada mendukung kekuasaan
negara yang monolitis.

Pendekatan ini dipercaya menguatkan demokrasi karena kekuasaan
didistribusikan pada kelompok bersaing. Masing-masing kelompok dapat
mempertahankan kepentingannya sehingga tidak memiliki cukup kekuasaan untuk
saling mendominasi. Menurut Chris Barker, pendekatan politik ini dikembangkan
oleh liberalis Inggris dan sosialis awal abad ke-20. Keduanya menginginkan
tersebarnya kekuasaan secara luas pada civil society baik kelompok religius,
ekonomi, profesional, edukasi dan kultural sehingga terjadi fragmentasi
pemerintahan ke dalam unit-unit yang tidak terpusat. Tujuannya membentuk
masyarakat yang tidak didominasi oleh negara maupun sebuah kelas tertentu.??

Contohnya kapitalisme /laissez-faire yang mengaku menjunjung tinggi
nilai-nilai individualistik, tetapi faktanya membiarkan sebuah kelas minoritas
menguasai lapangan pekerjaan dan meregulasi pasar. Akibatnya, memaksa
kelompok mayoritas dan pusat aparatus negara Eropa melakukan penentangan dan

mengancam individu. Para pluralis memahami kelompok-kelompok kecil yang

ZFreddy K. Kalidjernih, Kamus Studi Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal dan Politikal
(Bandung: Widya Aksara Press, 2010), 134.

22 Chris Barker, The Sage Dictionary of Cultural Studies, terj B. Hendar Putranto, dalam Kamus
Kajian Budaya (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 414.
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mempunyai hubungan dekat paling alami sebagai pertahanan terbaik atas hak-hak
individu adalah berbentuk asosiasi. Negara (state) hanya memiliki cakupan
kewenangan sangat kecil dan bertindak sebagai penengah yang netral di antara
konflik-konflik kepentingan. Dalam bentuk sosialis, pluralisme menjadi
sosialisme gilda (guild).?

Perbedaan konsentrasi tersebut memunculkan perdebatan tentang netralitas
politik yang bersembunyi dalam pluralisme. Apakah pluralisme secara akurat
adalah sekadar deskripsi sistem politik tanpa dominasi kekuasaan? Sebagaimana
pelaksanaan kekuasaan di negara demokrasi dapat menyembunyikan fakta.
Meskipun tampak pluralistik, beberapa kelompok kepentingan ternyata
mendominasi. Pluralisme perspektif politik merupakan ideologi yang digunakan
untuk mendeskripsikan sistem politik atau organisasi sosial yang dikoordinasikan
secara paksa sebagai pluralis meskipun mengandung fakta sebaliknya.?

Kombinasi pluralisme perspektif politik antara model asosiasi dan
kekuasaan pemerintah ini selanjutnya digagas oleh P. Hirst, asosiasionalisme
dapat disatukan dengan kompetisi kelompok untuk menciptakan demokrasi
pengasosiasian (associational democracy) sehingga menjadi sebuah bentuk
organisasi politik yang tepat untuk masyarakat sosialis.?

d. Pluralisme perspektif budaya

23 Freddy K. Kalidjernih, Kamus Studi Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal dan Politikal,
59. Guild adalah istilah yang mengacu kepada lembaga atau asosiasi para pengrajin abad
pertengahan Eropa yang mengontrol segala usaha (termasuk standart produk dan harga) dan saling
memberikan bantuan antarpengrajin.

24 Chris Barker, The Sage Dictionary of Cultural Studies, 414.

25 Ibid., 415.
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Istilah pluralisme perspektif budaya identik plural societies (masyarakat
plural),?® bermakna konsep deskripsi sekaligus kebijakan yang dipromosikan oleh
berbagai kultur yang mendorong asas keanekaragaman, yaitu koeksistensi
perbedaan kelompok bahasa, etnik, dan keyakinan dalam suatu wilayah sehingga
berbagai kelompok dapat eksis bersama-sama melalui cara-cara toleran.?’

Menurut F. Budi Hardiman,?® pluralisme adalah sebuah pandangan yang
beroperasi di dalam kebudayaan berbentuk sikap-sikap yang menerima
kemajemukan berbagai orientasi nilai masyarakat modern. Dasar pluralisme
adalah the fact of plurality, yaitu kenyataan jika sebuah masyarakat mengalami
modernisasi, maka terjadi pluralisasi nilai di dalam dirinya. Langkah pertama
pluralisasi adalah sekularisasi karena bidang politik dan agama saat ini tidak lagi
satu bidang. Langkah kedua adalah bidang privat, yaitu pluralisasi masyarakat itu
sendiri lewat liberalisasi berpikir dan moral dari terbentuknya keragaman
kelompok sosial beserta nilai religius dan kultural di dalamnya.

Pluralitas menandai setiap agama tumbuh dalam konteks kebudayaan dan
sejarahnya sehingga tidak dapat memisahkan agama dari kebudayaan. Di setiap
kebudayaan berkembang cara dan simbol spesifik dalam menghayati Tuhan
bahkan simbol-simbol itu diambil dan digunakan dari konteks kebudayaan

tertentu, misalnya, Jawa, Romawi, India atau Arab. Masalahnya tidak semua

kelompok agama dapat bersikap fair atas fakta pluralitas agama seperti kelompok

26 Chris Barker, The Sage Dictionary of Cultural Studies, 413.

27 Freddy K. Kalidjernih, Kamus Studi Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal dan Politikal,
134.

28 F. Budi Hardiman, “Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme”, dalam http://www.lsaf.or.id/
Home.aspx (11 Juli 2014).
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konservatif yang terobsesi pada sebuah fiksi, agamanya adalah homogen, murni
dan terlepas dari unsur-unsur kebudayaan sehingga keberadaannya dianggap
berbahaya karena menjadi intoleran terhadap kemajemukan kebudayaan dan
agama.?

Keanekaragaman yang berimplikasi pada perbedaan ini jika dihubungkan
pluralisme budaya berarti berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu
masyarakat. Setiap perbedaan dalam masyarakat majemuk dapat bersatu melalui
penganutan nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Nilai-
nilai ini bersumber dari budaya dominan masyarakat multi etnik yang terpola dan
menjadi acuan perilaku warganya sehingga kedudukan nilai-nilai umum ini
merupakan perekat bagi kelompok-kelompok masyarakat.

Terkait dengan istilah pluralisme menurut Zuly Qodir perlu ada perbedaan
istilah antara pluralisme dan multikulturalisme karena praktiknya sering
dipersandingkan dan digunakan silih berganti tanpa persoalan. Penggunaan kedua
istilah baik pluralisme dan multikulturalisme secara substansial ada perbedaan
makna. Jika pluralisme cenderung dipakai berkaitan dengan persoalan keagamaan
(keimanan), maka multikulturalisme digunakan untuk masalah-masalah sosial
budaya, dan politik.*

Multikultural berarti keanekaragaman budaya termasuk di dalamnya
terdapat keragaman bahasa, agama, adat istiadat, dan pola tatanan perilaku

anggota masyarakatnya. Istilah multikultural selanjutnya disalahartikan dengan

2 Tbid.
30 Zuly Qodir, “Pemikiran Islam, Multikulturalisme dan Kewargaan”, 185.
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kemajemukan atau pluralisme bangsa karena telah membentuk ideologi yang
disebut multikulturalisme, yaitu paham yang menganut asas keragaman sosial-
budaya secara egaliter yang dianut oleh suatu bangsa akibat diskriminasi sosial
dan budaya terhadap kelompok minoritas.*!

Multikultural ini menekankan pentingnya antarkelompok masyarakat yang
beragam dan berbeda budaya untuk saling menghormati dalam mengekspresikan
kebudayaannya tanpa prasangka buruk dan permusuhan. Multikultural berdiri
dalam ketegangan antara hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan
interpretasi atas hak-hak bangsa atas perkembangan dirinya.®? Belakangan kedua
istilah tersebut menjadi masalah tersendiri, khususnya multikulturalisme
dikesankan sama dengan pluralisme yang dicurigai juga membawa agenda
terselubung pasca penolakan sebagian umat Islam atas istilah pluralisme.

e. Pluralisme perspektif sosiologi

Pemahaman ilmuan sosial tentang pluralisme secara luas pada level
minimal semata-mata mengacu kepada heterogenitas. Pluralisme dalam sosiologi
modern dikembangkan oleh sosiolog politik Amerika tahun 1960-an pada
organisasi kemasyarakatan atau kolektivitas kecil seperti perusahaan dalam
mengatur distribusi kekuasaan (power). Kekuasaan tersebar di berbagai kelompok
dan institusi sehingga semua pihak bebas memilih untuk bekerja sama tanpa
dominasi. Distribusi kekuasaan pada organisasi bisnis berada di antara pekerja,

manajemen, dan pemilik modal bahkan kepada konsumen. Berbeda dengan

81 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana, 2011), 554.
%2 Willy Kimlicka, Kewargaan Multikultural (Jakarta: LP3ES, 2003), 12.
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pendapat umum, pemilik modal dan manajemen memiliki kekuasaan lebih besar
daripada pekerja sehingga kerja sama dilakukan dengan paksaan.®

Pluralisme dan pembagian kerja secara sosiologi menurut Durkheim
menjadi masalah akibat melemahnya kesadaran kolektif, kekangan atau paksaan
masyarakat atas individu menjadi berkurang, dan individualisme meningkat.
Dampak selanjutnya adalah membahayakan solidaritas organis yang merupakan
syarat utama bagi kehidupan masyarakat modern sehingga masyarakat harus
mengambil tindakan preventif agar tidak terjadi konflik.3*

Pluralisme dengan sendirinya muncul dan terealisasi ketika terdapat
kelompok minoritas yang mengalami kesulitan atau bercampurnya kepentingan
sehingga membutuhkan media demokrasi yang dapat melindungi entitas dan
individu tanpa truth claim.®

Dengan demikian istilah pluralisme lebih tepat untuk hal-hal yang bersifat
sosiologi karena istilah tersebut merujuk pada keragaman termasuk agama
sehingga sama sekali tidak menafikan bahkan mengakui eksistensi agama-agama
yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pluralisme sebagai sikap atas
pluralitas perlu kajian ulang agar aspek teologi dan sosiologi tidak dilegitimasi
secara sepihak oleh pihak yang bertikai.

2. Pluralisme Agama

33 Chris Barker, The Sage Dictionary of Cultural Studies, 414.

34 K.J. Veeger, Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam
Cakrawala Sejarah Sosiologi , Cet. 111 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 157.

35 Liza Wahyuninto dan Abd. Halim Fathani, Memburu Akar Pluralisme Agama, Mencari Isyarat-
Isyarat Pluralisme Agama dalam Al-Qur’an, Sejarah, dan Pelbagai Perspektif (Malang: UIN-
Maliki Press, 2010), 14.
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Pluralisme agama (religion pluralism) dalam bahasa Arab disebut al-
ta’addudiyyah al-diniyyah secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu pluralisme
dan agama. Pluralisme dalam berbagai perspektif seperti filsafat, politik, budaya
dan sosial tidak dapat dilepaskan dengan keterlibatan agama, kehidupan sosial
tidak hanya ada suku, ras, warna kulit, gender, dan budaya sehingga pada akhirnya
pluralisme juga meliputi pluralisme agama.

Menurut John Hick, istilah pluralisme agama secara fenomenologi dalam
bentuk yang sederhana merujuk kepada fakta sejarah agama-agama menunjukkan
pluralitas tradisi dan variasi di setiap bagiannya. Istilah pluralisme agama secara
filosofis merujuk kepada sebuah teori tentang relasi antartradisi dengan segala
perbedaan dan komposisi klaimnya sehingga agama-agama besar dunia
mengandung variasi konsep yang misterius. Teoretisasinya secara paradigmatik
dapat dipahami dengan memperlawankan dua kutub trend keberagamaan yang
saling bertentangan, yaitu eksklusivisme dan inklusifisme.%

Eksklusivisme adalah sebuah pandangan tentang tradisi partikular yang
mengajarkan kebenaran dan mengandung jalan keselamatan dan pembebasan.
Mengakui hanya keyakinan keagamaan sendirilah yang benar dan selainnya salah.
Sebaliknya, inklusivisme adalah pandangan tentang tradisi keagamaan seseorang
memiliki kebenaran secara menyeluruh (sempurna), tetapi kebenaran tersebut

secara parsial terefleksikan pada tradisi lain. Keduanya berbeda, pluralisme agama

% John Hick, “Religious Pluralism”, dalam The Encyclopedia of Religion, 331.
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merupakan perkembangan lebih jauh dari inklusivisme yang mengakui adanya
kebenaran di setiap tradisi agama dan kepercayaan.®’

Dalam konteks keagamaan menurut Ahmad Qodri Abdillah Azizy,
pluralisme bermakna the belief or doctrine that affirms or advocates plurality as a
good thing, yaitu suatu keyakinan pluralitas merupakan pokok pembahasan dalam
pembicaraan pluralisme hingga menembus batas konsep agama seperti memasuki
wilayah doktrin atau keimanan agama itu sendiri.

Keterlibatan agama dalam pluralisme berasal dari pendekatan ilmu sosial
yang menganggap, pluralisme agama sebagai kerangka interaksi antarkelompok
yang saling menghormati dan toleransi satu sama lain secara koeksistensi, yaitu
hidup bersama tanpa konflik. Sebagaimana pengertian dan gagasan pluralisme
menurut Farid Esack adalah pengakuan dan penerimaan tentang keberbedaan dan
keragaman, baik antarpemeluk sesama agama maupun antarumat beragama yang
lebih dari sekadar toleransi. Ada unsur penerimaan cara menanggapi dorongan
setiap individu pada sesuatu yang transenden.*

Demikian pula menurut rangkuman analisis Budhy Munawar-Rachman
tentang kompleksitas pengertian pluralisme tertuang dalam tabel umum
pengertian pluralisme, yaitu:

a. Pluralisme adalah kesetiaan menerima pluralitas.

b. Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, dan
merupakan pilar demokrasi.

37 Tbid., 332-333.

38 A. Qodri A. Azizy, “Al-Qur’an dan Pluralisme Agama”, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 1,
No. 1 (Januari, 1999), 19.

3 Farid Esack, Qur’an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Inter-religious
Solidarity against Oppression (England: One world, 1997), xii.
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Pluralisme berarti membangun toleransi.

Pluralisme bukan sinkritisme, juga bukan relativisme.

e. Pluralisme mempunyai tempat yang sah dan berakar dalam agama
Islam.

f. Pluralisme mengakui adanya keselamatan dalam agama-agama.

g. Pluralisme juga mendorong dialog antaragama dan antariman.*°

/o

Pada tahap awal meskipun pluralisme sebagai objek studi dalam berbagai
pendekatan dipengaruhi oleh para ilmuwannya, beragam perspektif tersebut
sangat berguna untuk menjelaskan agama dalam kehidupan masyarakatnya.
Sebagaimana dikatakan Anis Malik Thoha, sejarawan mendefinisikan agama
sebagai institusi historis. Sosiolog dan antropolog mendefinisikan agama dari
sudut fungsi sosial. Teolog dan fenomenolog melihat agama dari aspek substansi,
yaitu sakralitas. Keberadaannya tidak saling bertentangan, tetapi saling
menyempurnakan dan melengkapi terutama saat pluralisme agama
didefinisikan sesuai kenyataan objektif di lapangan.*!

Berbagai pemaknaan tentang pluralisme agama meskipun dapat
dikategorikan dalam dua pendekatan teologi dan sosiologi, tetap menimbulkan
kecurigaan karena penggunaan istilah agama dalam pluralisme selalu berkaitan
dengan perintah dan larangan Tuhan. Sebagaimana sikap atas pluralitas
(pluralisme) terjadi perbedaan tajam antara negara Barat dan Timur. Misalnya,
pemahaman tentang bagaimana teologi dari suatu agama mendefinisikan dirinya

ditengah-tengah agama lain semakin menunjukkan fakta, pluralisme agama tidak

40 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 84-89.
41 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis (Jakarta: Perspektif, 2006), 13-14.
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hanya persoalan filsafat dan sosiologi, melainkan juga masalah teologi.*?
Kehadiran pluralisme menurut Michael Amaladoss selalu menjadi masalah baik
menyangkut sistem ekonomi, ideologi-politik, dan struktur sosial, apalagi masalah
agama-agama.*?

Perbedaan pendapat yang dipengaruhi pemahaman teologi tersebut
memiliki sensitivitas pada konflik sosial sehingga berdampak pula pada
kehidupan masyarakat, yaitu merenggangnya hubungan antarumat beragama.
Ketegangan antara sesama Muslim dalam pluralisme agama banyak melibatkan
legitimasi teologi dan etika pergaulan dengan agama lain, khususnya terkait status
hukum bagi pemeluknya. Meskipun sifat agama secara ontologi bersumber dari
realitas tunggal, bersifat unik, dan memiliki kesadaran berbagi, ternyata melalui
rekonstruksi pemeluknya terjadi fakta keragaman pendapat tentang pluralisme.
Sebagaimana definisi lain tentang pluralisme agama mengacu pada perbedaan
sumber ajaran dan penerapannya dikatakan oleh Abdulkarim Soroush, the
diversity of our understanding of religious texts and the diversity of our
interpretation of religious experiences.**

Selain mengandung beragam perbedaan unsur teologi yang menjadi

keyakinan pemeluknya, istilah pluralisme agama juga harus didasarkan pada

sejarah sosial tempat istilah itu muncul karena interpretasi tentang pluralisme

42 Francis W. Coker, ‘Pluralism’, dalam Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. XII, ed. Edwin
R. A. Seligman, et al. (New York: The Macmillan Company, [1933] 14th printing, 1969), 170-174.
43 Michael Amaladoss, Making All Things New (New York: Orbis Books, 1990), 11.

4 Abdulkarim Soroush, The Expansion of Prophetic Experience: Essay on Historicity, Contingency
and Plurality in Religion. Translated by Mobasser, Nilou, and edited with analytical introduction
by Jahanbakhsh, Forough (Boston: Brill, 2009), 119.
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agama dalam perspektif ilmu sosial dan humaniora secara konseptual maupun
penerapan selalu menghasilkan perbedaan paradigma, yaitu cara pandang tentang
kehidupan sosial yang didasarkan atas sejumlah asumsi. Dari berbagai perspektif
dan perbedaan pluralisme agama yang dapat diterima semua kalangan di
Indonesia secara definitif sulit apabila tidak melacak akar genealogis sebagaimana
dialektika ilmuwan memaknai bentuk pluralisme dalam lintas sejarah.

Pluralisme dalam terminologi sosiologi merupakan permasalahan politik
dari pada sebagai permasalahan agama. Konteks penggunaan istilah pluralisme
agama yang bukan berasal dari tradisi Islam namun memiliki nilai tertentu perlu
mendapatkan perhatian bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Meskipun
pluralisme agama berasal dari istilah asing yang mengandung value judgments
dan cenderung negatif bagi sebagian pihak, fakta keragaman dan toleransi
proeksistensi seperti menjaga hubungan bertetangga sudah dipraktekkan sejak
lama dan menjadi tradisi sosial kehidupan antarumat beragama di Indonesia.

Perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai adalah suatu
keniscayaan.”® Pluralisme agama yang menunjukkan realitas keragaman dan
perbedaan agama tidak hanya berkonsekuensi pada penerimaan bahkan harus

).46

dipandang sebagai bagian dari hukum alam (sunatullah).”™ M. Din Syamsyuddin

menegaskan, dunia keagamaan manusia menampilkan fenomena kemajemukan

4 Abdulaziz Sachedina, The Islamic Roots of Democratic Pluralism (New York, NY: Oxford
University Press, 2001), 138.

4 Zuly Qodir, “Muhammadiyah dan Pluralisme Agama”, dalam Pluralisme dan Liberalisme:
Pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah, ed. Imron Nasri (Yogyakarta: Citra Karsa
Mandiri, 2005), 87-93.
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agama sebagai fakta atau kenyataan yang tidak terelakkan atau tidak bisa diingkari
karena mungkin merupakan sunatullah.*’

Pergaulan dan hidup bertetangga dengan nonmuslim adalah keniscayaan
sosial yang tidak menghalangi keyakinan agama. Sebagaimana pluralisme agama
adalah kenyataan yang berbeda dan atributnya merupakan sunatullah, tetapi dapat
hidup berdampingan secara aktif dan positif. Keberadaan pluralisme agama
sebagai keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus
dinilai sebagai aset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan.*®

Dengan demikian istilah pluralisme agama lebih tepat untuk hal-hal yang
bersifat sosiologi karena sejak awal pluralisme adalah istilah dalam ilmu sosial
yang menggambarkan keragaman termasuk beragama namun tidak menafikan
atau mengakui eksistensi agama-agama yang ada dalam masyarakat karena agama
secara moral tetap dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan masyarakat. Aspek
sosiologi dari pluralisme agama terletak pada sikap keterbukaan, menerima
perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama tanpa mereduksi keimanan
atau keyakinan. Sikap penerimaan atas fenomena kemajemukan (pluralitas) agama
tersebut mensyaratkan adanya pengakuan, masing-masing agama memiliki konsep
ajaran yang dipercayainya berasal dari Tuhan sebagai petunjuk hidup dan berlaku

adil kepada semua pemeluk agama tanpa diskriminasi.

4 M. Din Syamsyuddin, Etika Agama Islam Membangun Masyarakat Madani (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 2000), 195.

48 Suparman Syukur, Studi Islam Transformatif: Pendekatan di Era Kelahiran Perkembangan, dan
Pemahaman Kontekstual (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 316.
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Perbedaan perspektif teologi dan sosiologi secara politik seiring sejarah
konflik antarumat beragama di berbagai negara banyak dimainkan untuk
mempengaruhi sikap umat beragama atas pluralisme. Pada wilayah teologi sering
terjadi perebutan klaim kebenaran dan keselamatan agama. Menurut Budhy
Munawar-Rachman, masalah keselamatan dalam pluralisme agama sampai
sekarang masih menimbulkan perdebatan dan menjadi persoalan besar.*® Sejarah
membuktikan, hampir semua agama besar di dunia memiliki konsepsi beragam
tentang Tuhan yang sama-sama menuntut pengakuan sehingga menjadi
perbincangan teolog maupun filosof.*

Keberadaan cara pandang agama bersumber dari sifat kebenaran agama
dan kitab suci sebagaimana paradigma klaim kebenaran Arthur J. D’ Adamo yang
dikutip Budhy Munawar-Rachman:

a. Konsisten dan berisi kebenaran mutlak tanpa kesalahan.

b. Lengkap dan final, tidak diperlukan kebenaran dari agama lain.

c. Kebenaran agama sendiri diyakini merupakan satu-satunya jalan keselamatan,
pencerahan atau pembebasan.

d. Seluruh kebenaran agama diyakini autentik berasal dari Tuhan, bukan

konstruksi manusia.®!

4 Budhy Munawar-Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta:
Paramadina, 2000), 31.

50 Karen Armstrong, Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang
Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4000 tahun, terj., Zaimul Am (Bandung: Mizan, 2001), 27.

51 Budhy Munawar-Rachman, “Berteologi dalam Konteks Agama-agama”, dalam Republika
(Senin, 22 Januari 1996), 6.
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Pemahaman pluralisme agama berdimensi teologi tersebut berpengaruh
pada makna pluralisme agama baik bagi sesama maupun antarumat beragama.
Kesadaran tentang masuknya konsep pluralisme ke wilayah agama itu ternyata
berimplikasi luas pada netralitas suatu agama sehingga memunculkan berbagai
interpretasi dan kecurigaan.®? Sepertinya pengalaman sejarah konflik antarumat
beragama masih menyisahkan sikap saling curiga bahkan terjadi persaingan yang
tidak sehat. Interaksi sosial antarumat beragama selalu dipahami secara teologi
sebagai upaya pereduksian iman sehingga relasi sosial tidak pernah membentuk
toleransi yang proeksistensi. Dialog dan kerukunan antariman sangat dibutuhkan
agar pluralisme berjalan dalam masyarakat sehingga kecurigaan terhadap
mayoritas dan agresivitas antaragama dapat dilenyapkan.

Makna pluralisme secara sosiologi tidak sekadar keragaman yang
diperkaya toleransi dengan berbagai persepsi kompetisi antarumat beragama.
Selain mengandung unsur generalisasi juga mengabaikan adanya keragaman
paradigma dan tipologi. Menurut Alwi Shihab, konsep pluralisme agama secara
deskriptif memiliki beberapa karakter, yaitu:

a. Pluralisme agama tidak semata menunjukkan kenyataan tentang

kemajemukan, tetapi adanya keterlibatan aktif atas kenyataan tersebut.
Setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan
hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan
persamaan hak agama lain guna tercapainya kerukunan dalam
kebhinekaan.

b. Pluralisme agama harus dibedakan dengan kosmopolitanisme yaitu
hanya menggambarkan realita keanekaragaman agama, ras, dan bangsa

52 Syamsul Arifin, Merambah Jalan Baru dalam Beragama, Rekonstruksi Kearifan Perenial
Agama dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa (Yogyakarta: Ittaga Press, 2001), 67.
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yang hidup berdampingan di suatu lokasi tanpa interaksi positif
antarpenduduk, khususnya di bidang agama sangat minim.

c. Konsep pluralisme agama tidak dapat disamakan dengan relativisme
agama karena berkonsekuensi, doktrin agama apapun harus dinyatakan
benar, atau semua agama adalah sama. Seorang relativis tidak akan
mengenal apalagi menerima suatu kebenaran universal yang berlaku
untuk semua dan sepanjang masa. Dalam pluralisme terdapat unsur
relativisme, yaitu unsur tidak mengklaim kebenaran tunggal (monopoli)
atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada
pihak lain. Setidaknya seorang pluralis akan menghindari sikap
absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain.

d. Pluralisme agama bukanlah sinkretisme agama, yakni menciptakan
suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian
komponen ajaran beberapa agama menjadi bagian integral dari agama
baru tersebut. >

3. Unsur-unsur Pluralisme Agama

Dari sudut pandang diatas walaupun pengertian pluralisme agama
memiliki pendapat yang berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan prinsip yang
dijadikan pijakan memahami makna pluralisme. Unsur-unsur tersebut, yaitu:
a. Adanya subjek pluralisme

Subjek dalam pluralisme agama adalah antar dan sesama umat beragama
untuk saling memandang dan bersikap menghormati keberadaan kelompok agama
dan kepercayaan lain. Seperti yang ditunjukkan secara praksis dalam sejarah Islam
di Madinah sebagaimana pendapat Kuntowijoyo, pluralisme adalah watak sejarah
Islam baik ke dalam dan ke luar. Pluralisme ke dalam ditunjukkan sejak umat
Islam berada di Madinah, yaitu terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshor serta

pluralisme ke luar, ada Yahudi dan Nasrani.**

53 Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan, 1999),
41-43.

5 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai
Strukturalisme Transendental (Bandung: Mizan, 2001), 53.
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Menurut Abdulaziz Sachedina pluralisme agama di dasarkan pada
hubungan antara keimanan personal dan proyeksi publiknya dalam masyarakat.
Sikap al-Qur’an pada keimanan personal adalah nonintervensionis. Sebagaimana
Hak Asasi Manusia, setiap orang tidak diperkenankan menggunakan otoritasnya
mengganggu keyakinan batin individu lain. Sikap terkait proyeksi publik
keimanan adalah koeksistensi, yaitu kesediaan bagi mayoritas Muslim untuk
memberikan kebebasan bagi umat beragama lain menjalankan aturan mereka atau
hidup berdampingan dengan umat Islam.>

Dari berbagai pengalaman sejarah interaksi antarumat beragama menurut
Panikkar, pertemuan dialog antaragama hanya dapat berlangsung pada inti tradisi-
tradisi agama itu sendiri yang tentu saja harus dipahami dalam perspektif lebih
luas melampaui batas-batas geografis dan budaya.®® Demikian pula memahami
agama orang lain secara komprehensif harus melalui bahasa aslinya sehingga
setiap orang tidak bisa mengabaikan perbedaan yang ada dalam masing-masing
agama dengan menarik sebuah kesimpulan semua harus menjadi satu.>’

Masalah menjadi sulit ketika kemampuan menjaga batas-batas agama
dalam pluralisme dimaknai secara sempit karena para pemeluknya masih
menggunakan nalar epistemologi bayani atau tekstualis-keagamaan. Perbedaan
paham tentang pluralisme agama dan batas-batasnya tersebut juga berlaku untuk

sesama agama dalam arti pluralisme ke dalam. Sebagaimana dinyatakan M. Amin

5 Abdulaziz Sachedina, Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam
(Jakarta: Serambi, 2002), 51.

% Raimundo Panikkar, The Intra-Religious Dialogue (New York: Paulist Press, 1978), 67.

5" Lyden (ed.), Enduring Issues in Religion (San Diego: Greenhaven Press, 1995), 86.
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Abdullah, salah satu kelemahan dari tradisi berpikir tekstual-keagamaan adalah
tidak bisa berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang dimiliki oleh komunitas,
kultur, bangsa atau masyarakat yang berlainan.%®

Kehadiran pluralisme agama sangat diperlukan oleh semua umat beragama
terkait sikap menghadapi keberadaan agama-agama yang tidak sekadar
diselesaikan dengan memilih eksklusivisme dan inklusivisme. Menurut John
Hick, pluralisme agama merujuk kepada teori tertentu tentang hubungan
antartradisi dan klaim yang berbeda sekaligus bersaing yang dapat didekati
dengan mempertentangkan antara eksklusivisme dan inklusivisme.>®

Menurut Nurcholish Madjid sebagaimana hukum perbedaan juga berlaku
bagi kaum beriman berdasarkan latar belakang biografi, sosial, dan budaya
masing-masing.®® Meskipun berbeda, kedua pihak dapat hidup berdampingan
dengan damai secara proeksistensi tanpa saling mereduksi agama dan keyakinan
pihak lain. Tipologi pluralisme agama paling umum digunakan dalam memetakan
sikap dan pandangan pemeluk agama terhadap agama lain menurut Nurcholish

Madjid ada tiga corak pemikiran, yaitu paralelisme, partikularisme, dan teologi

transformatif.®!

% M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13.

% John Hick, “Religious Pluralism”, dalam The Encyclopedia of Religion, ed. Mircea Eliade, et al.
(New York: Simon & Schuster Macmillan, 1995), 331.

60 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan
Masyarakat (Jakarta: Paramadina, 2000), 29.

61 Nurcholish Madjid, “Dialog di antara Ahli Kitab (ahl al-khitab): Sebuah Pengantar”, dalam Tiga
Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog, ed. George B. Grose dan Benjamin J. Hubbard, terj., Santi
Indra Astuti (Bandung: Mizan, 1998), xix.
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Siti Nadroh berpendapat, antarumat beragama perlu mengembangkan
sikap terbuka, toleran, dan saling memahami sehingga memilih sikap eksklusif
atau menjadi antipluralisme terhadap orang yang berbeda agama tidaklah

mungkin.®2

Dengan berbagai penamaan disesuaikan tipologinya seperti soft
pluralism, pluralisme positif, pluralisme nonreduktif, atau pluralisme
nonindifferent sikap ini disebut propluralisme. Sebaliknya, pihak yang tidak
menghendaki adanya keragaman fakta maupun sikap terhadapnya disebut
antipluralisme. Demikian pula mengakui adanya fakta keragaman, tetapi menolak
sikap terhadap keberadaan agama dan keyakinan di luar dirinya dapat pula
dikategorikan sebagai kelompok antipluralisme seperti hard pluralism, pluralisme
negatif, pluralisme semu, pluralisme reduktif, atau pluralisme indifferent.
Sebagaimana identifikasi dua bentuk pluralisme menurut Terrence W.
Tilley, yaitu pluralisme reduktif (reductive pluralism) dan pluralisme fenomena
(phenomenal pluralism). Jika pluralisme reduktif (reductive pluralism)
mengklaim, semua agama memiliki kesamaan yang disebut kebenaran dasar dan
tersembunyi, maka pluralisme fenomena (phenomenal pluralism) mengklaim
semua agama pada akhirnya menuju kepada realitas transenden dan gaib (the
noumenal and trancendent reality), tetapi berbeda cara dalam mewujudkan diri.%

Berdasarkan bentuk pluralisme tersebut, maka pluralisme secara umum

bermakna paham tentang realitas kemajemukan agama, pemahaman, dan

62 Siti Nadroh, Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), 109-110.
83 Terrence W. Tilley, Postmodern Theologies and Religious Diversity (Maryknoll, New York:
Orbis Book, 1996), 158.
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kesadaran di internal agama yang menuntun pada pentingnya sikap saling
berempati dan menghormati perbedaan pilihan keyakinan antarumat beragama.
b. Adanya interaksi sosial yang proeksistensi

Perubahan paradigma pluralisme agama yang ditandai dengan munculnya
tipologi lain yang dijadikan perspektif dalam memahami pluralisme agama terjadi
akibat berkembangnya pranata sosial dan budaya sebagai dampak modernisasi.
Perubahan paradigma ini mempengaruhi pemahaman tentang fakta keragaman
dan sikap terhadapnya. Sikap interaksi yang terjadi pada perilaku pluralisme
agama selalu bermotifkan adanya rasa hormat menghormati dan saling
bertoleransi di antara perbedaan dan keragaman agama. Pada pluralisme agama
interaksi antarumat menginginkan adanya keadilan atas dominasi kelompok
mayoritas terhadap minoritas. Interaksi sosial yang bersifat kemanusiaan tersebut
menuntut adanya kehidupan penuh perdamaian tanpa menghilangkan dasar
keimanan masing-masing.

Mencapai perdamaian melalui toleransi tidak sekadar bersifat ko-
eksistensi, yaitu hidup berdampingan secara pasif atau minim interaksi. Toleransi
yang bersifat formalistik ini tidak dapat dikatakan pluralisme karena interaksinya
semu, sekadar menyapa dan tidak terlibat secara proaktif. Toleransi yang dibangun
dari beragam perbedaan seharusnya bersifat proeksistensi, yaitu hidup

berdampingan secara aktif dengan terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
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Menurut Diana L. Eck, pluralisme adalah keterlibatan aktif (active
engagement) ditengah keragaman dan perbedaan.® Jeffrie Geovanie menegaskan,
pluralisme menjadi cara yang lebih memadai daripada cara eksklusif. Inti dasar
dari pluralisme adalah civic engagement, yaitu terlibat secara aktif atas fakta
keragaman dan pluralitas agama. Keterlibatan aktif warga negara ini menjadi
modal sosial penting (social capital) dalam hidup berbangsa, tanpa civic
engagement demokrasi tidak dapat bekerja secara baik.%

Walaupun terjadi interaksi antarumat beragama jika tidak proeksistensi,
maka tidak dapat dikatakan pluralisme agama. Dengan sikap akomodatif yang
lahir dari kesadaran dan pengendalian diri untuk menghargai perbedaan dan
keanekaragaman agama dan budaya, maka dapat dijadikan asas pergaulan yang
lebih sensitif tentang nilai-nilai kemanusiaan. Pluralisme tidak bersifat sensitif
atau ekspansif pada pihak lain, sehingga lebih mengutamakan kualitas daripada
kuantitas. Pengembangan landasan bagi semua pihak secara konvergen dalam
menciptakan kerukunan antarumat beragama di Indonesia seperti gagasan Mukti
Ali tentang prinsip agree in disagreement,®® dapat dijadikan landasan interaksi
antarumat beragama.

Ciri-ciri mental pribadi yang sanggup melakukan dialog sebagai wujud

relasi sosial yang proeksistensi antarumat beragama, yaitu:

64 Diana L. Eck, 4. New Religious America, 70.

8 Jeffrie Geovanie, The Pluralism Project, 221.

66 Mukti Ali, ‘Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam /Imu Perbandingan
Agama di Indonesia dan Belanda, ed. Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (Jakarta:
INIS, 1992), 229.
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1) Utuh dan autentik. Pengertian utuh berarti memberikan tanggapan
kepada orang lain dengan sepenuh hati atau seluruh pribadi dan autentik
bermakna seseorang menghargai orang lain sebagai pribadi, bukan
memperalatnya untuk kepentingan pribadi.

2) Terbuka. Bersedia dan sanggup mengungkapkan diri kepada orang lain,
mendengar dan menerima ungkapan dari orang lain bahkan kritik.

3) Disiplin. Mematuhi tata tertib dialog secara bertanggung jawab.
Berbicara dan berbuat jika ada sesuatu yang harus dikatakan dan
diperbuat atau diselesaikan tanpa harus keluar dari konteks pembicaraan
yang ada.®’

Menurut Suparman Syukur, sikap pluralistik tidak bersifat formalistik
semu, bukan tindakan divergen melainkan konvergen. Tidak bersifat ekspansif,
tetapi mementingkan kualitas daripada kuantitas. Bersikap toleran memahami
pihak lain, yaitu menghormati dan menghargai pandangan pihak lain. Tidak
menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif pada pihak lain. Bersifat akomodatif
berlandaskan kedewasaan dan pengendalian diri. Menghindari sikap ekstremisitas,
mengembangkan sikap moderat, berimbang dan proporsional.%®
c. Adanya hak beragama tanpa pereduksian iman

Unsur interaksi sosial yang proeksistensi merupakan perwujudan dari
ketinggian akhlak dan aktualisasi rasa iman adanya Kkeniscayaan fakta
kemajemukan di luar agama sendiri. Menerima keberadaan agama dan keyakinan
lain menjadi bukti kualitas keimanan sekaligus kewajiban untuk berbuat adil dan
berlomba-lomba dalam kebaikan atas fakta kemajemukan agama. Sikap

menghormati hak beragama dengan segala keunikan dan klaim kebenarannya

diakui sebagai sikap sosial yang tidak berhubungan dengan kebenaran agama.

67 Wawan Gunawan Abd. Wahid, (ed.), Fikih Kebinekaan, 204-205.
88 Suparman Syukur, Studi Islam Transformatif, 339.
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Pluralisme agama sejak awal bermakna murni sosiologi, yaitu dipahami
sebagai sikap penghargaan atas kemajemukan agama yang berbeda-beda dan
khas. Sebagian bahkan menganggap pluralisme adalah urusan politik,%® sehingga
kepentingan semua agama seperti soal HAM, demokrasi, dan gender mengikuti
public reason sesuai pemaknaan pemeluknya sejauh tidak melanggar konstitusi.
Keunikan agama dibiarkan berbeda meskipun masing-masing agama tidak
membenarkan agama lain dalam urusan teologi.”

Masalah sosial sebagai konsekuensi dari hidup berdampingan antarumat
beragama wajib berlaku adil atau tidak diskriminatif terhadap agama lain yang
oleh kebanyakan Muslim diartikan toleransi.”* Artinya, dalam kehidupan bersama
interaksi tidak dijalankan secara apriori seperti meremehkan pihak lain,
pendapatnya selalu paling benar, atau menang sendiri. Sebaliknya, interaksi
dijalankan dengan kompetisi yang sehat, yaitu bersifat sportif atau berani
mengakui keunggulan dan kelemahan diri secara berimbang dengan pihak lain.
Sebagaimana komitmen sosio-teologis yang dibangun Nabi Muhammad dalam
Piagam Madinah, jaminan perlindungan dan hak yang sama bagi kelompok

nonmuslim diberikan sejauh tidak memusuhi Islam."?

% Henry S. Kariel, ‘Pluralism’, dalam International Encyclopedia of Social Sciences Vol. 12, ed.
David L. Sills (New York: The Macmillan Company & The Free Press, [1968] reprinted 1972),
164-169.

0 Peter K. Mclnerney, Introduction to Philosophy (New York: Harper Perennial, 1992), 9. Lihat
juga Adian Husaini. Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial, 7.
"1 Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Dialog Jurnal Penelitian
dan Kajian Keagamaan, No. 59 Th. XXVIII (Juni, 2005), 196.
2 Umi Sumbulah, Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama, 60.
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Pluralisme agama secara koeksistensi menginginkan adanya sikap adil di
antara kelompok agama dominan untuk mencapai kesepahaman bersama dengan
atau tanpa campur tangan teologis. Kedudukan setiap orang dalam masyarakat
majemuk memiliki hak untuk berinteraksi dan bergabung dengan kelompok yang
ada tanpa dihalangi oleh perbedaan-perbedaan nonsosiologis. Dengan pluralisme
agama diharapkan setiap pemeluk agama berinteraksi sosial secara adil sehingga
tercipta kehidupan umat beragama yang proeksistensi tanpa saling menghilangkan
perbedaan keyakinan. Menurut Zuhairi Misrawi interaksi sosial antarumat
beragama harus mengedepankan sikap kasih sayang, saling menghargai dan
menghormati perbedaan keyakinan dan kepemelukan agama, bukan memberikan
penghakiman karena didasarkan pada kebencian.”

Penegasan pluralisme sebagai sikap sosial dalam perspektif budaya dan
politik menurut Diana L. Eck, as a reference to the constitutional acceptance of
various faiths...[it] can be justified in purely ‘secular’ terms as the most
pragmatic way of creating a harmonious society where members of different
religious faiths co-mingle.”* Semua agama bebas berekspresi tanpa intervensi
pihak lain sehingga untuk menyatakan klaim kebenaran agama tidak
membutuhkan persetujuan dari siapapun karena yang demikian dapat
dikategorikan sebagai sikap pereduksian iman. Segala upaya menyamakan atau

merelatifkan agama dianggap melakukan pereduksian iman yang justru dilarang.

3 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme
(Jakarta: Fitrah, 2007), 255.

74 Diana L. Eck, ‘Prospects for Pluralism: Voice and Vision in the Study of Religion’, in Journal of
the American Academy of Religion, Vol. 75, No. 4, (Juni, 2007), 754.
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Meskipun bersifat sosial, kelompok antipluralisme menolak keberadaan
propluralisme karena memaknai pluralisme agama secara teologis bermakna
relativisme. Seiring dengan terjadinya perubahan paradigma pluralisme agama
dari teologi ke sosiologi, maka sikap sosial yang bercampur dengan pemahaman
teologi untuk saat ini sudah tidak berlaku. Pemahaman apapun yang bersifat
propluralisme, tetapi mengandung pereduksian iman dikategorikan sebagai
kelompok antipluralisme. Demikian pula kelompok antipluralisme yang masih
bertahan pada paradigma lama dikategorikan sebagai kelompok yang kurang
paham tentang pluralisme agama. Unsur hak beragama tanpa pereduksian iman
secara proeksistensi merupakan unsur pokok dalam istilah pluralisme agama.

4. Perbedaan pengertian pluralisme agama dan istilah-istilah lain yang sejenis

Pluralisme sebagai sintesis dari sekadar fakta keragaman ini sekaligus
menjelaskan adanya perbedaan makna lain yang identik pluralisme seperti
pluralitas, inklusif, toleransi, sinkretisme, dan relativisme agama.

a. Pluralisme agama dan pluralitas

Beberapa pihak memahami pluralisme agama sama dengan pluralitas,
yaitu sebuah keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. Dalam kamus
bahasa Indonesia disebut pluralistis, artinya banyak macam atau bersifat
majemuk.” Berbeda dengan kamus bahasa Inggris, kata pluralisme dan pluralitas

adalah serapan langsung dari dua kata, yaitu pluralism dan plurality. Keduanya

> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Offline Versi 1.5, 2010-2013.
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secara etimologi berasal dari akar kata yang sama, yaitu plural.’® Pluralisme
(pluralism) menurut Victor Immanuel Tanja mengandung dua makna, yaitu
keberadaan berbagai kelompok yang berbeda agama, etnisitas, dan pola budaya
atau kebijakan yang mendukung perlindungan atas kelompok yang berbeda
tersebut dalam masyarakat suatu negara.’’

Makna pluralisme tersebut berkonsekuensi, pluralisme sebagai sikap atas
pluralitas tidak dapat dipisahkan karena pluralitas saja tanpa pluralisme tidak
mungkin tercipta hidup damai yang proeksistensi, yaitu ada ikatan sosial yang
menuntut kepedulian secara aktif terhadap agama lain. Jika pluralitas adalah
kondisi yang majemuk atau keniscayaan adanya realitas keragaman hidup, maka
pluralisme merupakan sikap kedewasaan menerima keragaman secara adil.
Mengutip pendapat Abdul Mogsith Ghazali, dinyatakan Budhy Munawar-
Rachman, agama-agama adalah fakta perbedaan (pluralitas) dan pluralisme adalah
sikap terhadapnya.’® Pluralitas adalah eksistensi keragaman dan pluralisme adalah
paham atau perspektif atas fakta keragaman.

Demikian pula pluralisme juga bukan diversitas (diversity), perbedaan.
Meskipun keduanya berkaitan dengan realitas perbedaan, diversitas mengacu pada

tidak adanya hubungan saling bergantung antar berbagai hal yang berbeda.

Perbedaan dalam pluralisme selalu didasari oleh ikatan, bukan pelepasan

8 Victoria Neufeldt, Webster’s New World College Dictionary (New York: Micmillan, 1995),
1040.

" Victor Immanuel Tanja, Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi tentang Isu-
isu Kontemporer (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1998), 4.

8 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 38.
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perbedaan dan kekhususan.”® Menurut Mohammed Fathi Osman, ikatan dalam
pluralisme adalah realitas yang harus diterima untuk meratakan jalan bagi suatu
pertukaran gagasan dan pengalaman membangun peradaban dan kemanusiaan.®
Dari bentuk perilaku pemeluknya, toleransi dalam pluralitas berbeda dari
pluralisme. Jika pluralitas disikapi dengan toleransi semu atau sekadar
koeksistensi, maka pluralisme justru menciptakan kerukunan atau harmoni
proeksistensi dalam masyarakat karena setiap orang memperoleh kebebasan yang
sama, adil dan setara. Pluralitas tanpa pluralisme akan berhenti pada sikap
koeksistensi, yaitu hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence),
tetapi sendiri-sendiri, tidak ada hal khusus yang menjadi pergumulan bersama dan
berpotensi konflik karena sebelumnya tidak pernah menjalin kedekatan atau tanpa
dialog. Artinya, pluralitas itu baru produktif dan bermakna positif apabila ada
interaksi dan relasi untuk saling percaya (social trust) antarsesama tanpa
diskriminasi sebagai syarat terciptanya masyarakat yang menghormati perbedaan.
Keadaan pluralitas yang penuh makna inilah yang disebut dengan pluralisme.
Menurut Budhy Munawar-Rachman, pluralitas merupakan kenyataan yang
harus diatur sehingga diperlukan pluralisme sebab pluralitas diakui mengandung
bibit perpecahan. Justru karena ancaman perpecahan dalam pluralitas diperlukan

sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Dengan pluralisme agama sangat

9 Victor Immanuel Tanja, Pluralisme Agama dan Problema Sosial, 4.

80 Mohammed Fathi Osman, Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Qur’an,
Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban, terj., Irfan Abubakar (Jakarta: PSIK Paramadina, 2006),
38-39.
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memungkinkan terjadinya kerukunan masyarakat, bukan konflik.8! Pendapat yang
sama juga dijumpai dalam agama Kristen. Menurut Poltak YP Sibarani dan
Bernard Jody A. Siregar, pluralisme bukan sekadar menghargai pluralitas, tetapi
sekaligus menganggap (penganut) agama lain setara dengan agamanya. Meskipun
demikian jika tidak berhati-hati, maka sikap mengakui semua agama adalah baik,
benar dan mengandung jalan keselamatan yang berbahaya karena menciptakan
polarisasi iman. Pada akhirnya keyakinan agama bisa memudar dengan
sendirinya, tanpa intervensi pihak lain.®? Penekanan pluralisme agama secara
equality pada semua agama menurut Anis Malik Thoha pada akhirnya akan
menggerus perbedaan konsep iman-kufur atau tawhid-syirk yang sakral dalam
Islam. Bagi semua agama akan menggusur dan mengubur keyakinan kebenaran
absolut dan eksklusif secara natural pada agama-agama yang berlainan %

Menurut F. Budi Hardiman, pluralitas tidak serta merta memunculkan
pluralisme karena tidak semua orang setuju pluralitas sebagaimana kelompok
konservatif yang meratapinya sebagai gejala disintegrasi sosial dan moral.
Sebaliknya, kelompok modernis seperti kalangan agama, cendikia, politikus atau
budayawan menerimanya sebagai kenyataan dan mencoba hidup bersama secara
toleran. Pandangan yang menerima pluralitas sebagai realitas hidup bersama dan

mengembangkan sarana-sarana moral dan intelektual untuk membuka ruang

81 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 6.

82 Poltak YP Sibarani dan Bernard Jody A. Siregar, Beriman dan Berilmu: Panduan Pendidikan
Agama Kristen untuk Mahasiswa (Jakarta: Ramos Gospel Publishing House, 2005), 126.

8 Anis Malik Thoha. “Doktrin Pluralisme Agama; Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
Agama”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 10-11.
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kebebasan dan toleransi beragam orientasi nilai etnis, religius ataupun politis di
dalam mayarakat modern inilah disebut pluralisme.?

Meskipun istilah pluralisme dan pluralitas memiliki arti yang berbeda,
penyamaan dua term yang sering digunakan secara bergantian tersebut terkadang
tanpa penjelasan. Pemisahan antara pluralitas dan pluralisme seharusnya tidak
perlu terjadi karena keberadaan pluralisme justru ingin mengaktualkan adanya
fakta pluralitas yang pasif dan renggang akibat masuknya parameter teologi dalam
hubungan antarumat beragama. Menurut Nurcholish Madjid, pluralitas meningkat
menjadi pluralisme, yaitu suatu sistem nilai yang mengandung secara positif-
optimis pada kemajemukan itu sendiri dengan menerimanya sebagai kenyataan
dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.®®

Kesadaran akan pluralitas di berbagai lapisan masyarakat merupakan
keniscayaan yang harus dipahami dan diterima secara bijaksana, sehingga
kesadaran ini perlu dikembangkan menjadi pluralisme agar nilai-nilai
kemanusiaannya selalu aktual dan dapat dilaksanakan bersama. Perbedaan
keyakinan antarumat beragama selain merupakan realitas objektif, tetapi juga
bersifat dinamis. Artinya, jika tidak dikelola dengan baik keberadaannya, maka
perbedaan keyakinan di era globalisasi menjadi penghalang.

Masing-masing pemeluk agama wajib memperbaiki kesadarannya agar
pluralisme agama tetap memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Menurut M.

Zainuddin, pemahaman pluralisme dan dialog antarumat beragama menjadi salah

8 F Budi Hardiman, “Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme”, dalam http://www.lsaf.or.id/
Home.aspx (11 Juli 2014).
8 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin & Peradaban, Ixxviii.
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satu penyebab terbangun kerukunan antarumat beragama sehingga tercipta
persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas nasional.®

Nurcholish Madjid menegaskan, dunia saat ini adalah dunia pluralistis.
Kehidupan umat beragama yang transparan harus mempunyai visi yang tepat
tentang agama dan komunitas lainnya dengan kesadaran positif akan adanya
perbedaan. Sebaiknya memahami dan mempertimbangkan secara serius kesadaran
diri masing-masing kelompok dan segala perbedaannya.®’

Menurut Alwi Shihab, pluralisme bukan hanya beragam atau majemuk

melainkan keterikatan aktif kepada kemajemukan.®®

Keterikatan aktif yang
dimaksud adalah interaksi timbal balik diantara semua agama tanpa terbebani oleh
prasangka masa lalu dan saling bekerja sama untuk memecahkan masalah sosial
atau kemanusiaan. Pluralisme agama secara substansial termanifestasi dalam sikap
saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara dan bahkan
mengembangkan atau memperkaya keadaan atau fakta yang bersifat plural.®

M. Dawam Rahardjo berpendapat pluralitas agama-agama adalah suatu

kenyataan sehingga berdasarkan kenyataan itu diperlukan suatu paham pluralisme.

Sikap menerima  pluralitas namun menolak pluralisme merupakan

8 M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia (Malang: UIN
Malik Ibrahim Press, 2010), 299.

87 Nurcholish Madjid, “Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam”, dalam Passing Over:
Melintasi Batas Agama, ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Jakarta: Gramedia, 1998),
174.

8 Alwi Shihab, Islam Inklusif, 43.

8 Alwi Shihab, “Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam, Sebuah Pengantar”, dalam Nilai-nilai
Pluralisme dalam Islam, Bingkai Gagasan yang Berserak, ed. Sururin, (Bandung: Nuansa, 20006),
17. Kautsar Azhari Noer, “Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan
Sistem Pendidikan Agama”, dalam Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, ed.
Th. Sumartana, (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2001), 224.
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ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Misalnya kecurigaan yang selalu dikaitkan

dengan ideologi politik tertentu atau konspirasi global dari Barat.*®

Sebagaimana
dijelaskan Ahmad Qodri Abdillah Azizy, pada era globalisasi toleransi antarumat
beragama menjadi tuntutan yang tidak terelakkan, tetapi pengalaman keagamaan
khususnya ajaran keimanan tidak boleh diganggu gugat. Artinya, pemeluk agama
yang berbeda dapat berbicara tentang apapun selama tidak mengusik pengalaman
keagamaan orang lain dan inilah realitas pluralisme (pluralism) yang juga berarti
pluralitas (plurality) agama %

Abdurrahman Wahid berpendapat, keyakinan adalah hak individu, tetapi
dalam konteks sosial, yaitu hubungan kemanusiaan antarumat perlu membangun
kerja sama tanpa dibatasi perbedaan agama. Memiliki kesadaran untuk bahu
membahu menyelesaikan masalah kemakmuran, kemiskinan, dan kepedulian pada
sesama yang bersumber dari ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.®?
Pengaruh agama dan latar belakang pribadi pemeluk agama yang berbeda ini turut
membentuk pengalaman keagamaan baik di tingkat rasionalitas pemahaman

ajaran maupun pada ikatan emosionalnya. Perbedaan paham keagamaan baik

secara eskatologis maupun fenomenologis yang muncul dalam keanekaragaman

% Majalah Tempo Edisi 44/XXXIII ( 26 Des-01 Jan, 2006).

%1 A. Qodri A. Azizy, “Al-Qur’an dan Pluralisme Agama”, dalam Profetika, 19.

92 Abdurrahman Wahid, “Islam dan Dialog Antar Agama , dalam Abdurrahman Wahid, Islamku,
Islam Anda, Islam Kita, 135.
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budaya ini mengharuskan semua agama dan pemeluknya untuk hidup bersama
dan berhubungan satu sama lain tanpa hambatan psikologis.®
b. Pluralisme agama dan inklusivisme

Inklusivisme adalah suatu paham tentang keselamatan dapat dicapai oleh
lebih dari satu agama. Menurut Nurcholish Madjid, inklusif memandang agama-
agama lain adalah bentuk implisit agama kita.®* Inklusivisme sebagai sikap atau
pandangan transisional memiliki dua potensi kecenderungan, yaitu ke arah
eksklusivisme dan/atau pluralisme.

Jika agama diibaratkan cahaya api, maka inklusif adalah mengakui
agamanya adalah cahaya api yang paling terang. Pluralisme menganggap semua
agama adalah bercahaya. Meskipun unik dan saling berbeda, semua agama tidak
pernah dibeda-bedakan karena segala hal yang bersifat pembedaan pada
pluralisme menyebabkan kurang adil dan belum sepenuhnya pluralis, tetapi baru
sebagai seorang inklusif,®

Paradigma inklusif ini bersifat sepihak karena mengakui agama lain tetap
diselamatkan sejauh menjalankan misi dasar atau menempuh jalan yang sama
sebagaimana dirinya. Meskipun semua agama terbuka terhadap berbagai jalan
menuju Tuhan, tetapi standar jalan yang benar adalah tetap jalan yang dirintis oleh

agamanya sendiri. Inklusif masih menganut superioritas agama tertentu di atas

9 Achmad Jainuri, “Pluralisme Agama dan Multikulturalisme Dasar Teologis dalam Pengalaman
Sejarah Islam”, dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi (ed.), Reinvensi Islam Multikultural
(Surakarta: PSB-PS UMS, 2005), 65.

% Nurcholish Madjid, Mencari Akar-Akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia.
Dalam Jalan Baru, ed. Mark R. Woodward (Bandung: Mizan, 1998), 56.

% Win Usuluddin, “Elusidasi Filosofis Kebhinekaan Keagamaan: Refleksi Atas Pluralisme
Keberagamaan Era Postmodern”, dalam Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 205.
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agama-agama lain karena agama lain dipandang sebagai langkah atau tangga-
tangga menuju dirinya.”® Sebaliknya, pluralisme agama meskipun mengakui
agamanya paling terang di antara agama lain, tetapi pengakuan tersebut juga
bukan bermakna uniformitas, yaitu penyeragaman atau penyamaan agama.
Antarumat beragama secara inklusif tidak dituntut harus menerima kebenaran
agama lain, kecuali keberadaannya.

Keberadaan agama lain sebagai pemilik cahaya dari sekian cahaya agama-
agama dalam keberlainannya harus diterima dengan sikap menghormati, tetapi
bukan asimilasi atau polarisasi iman. Pluralisme justru muncul karena
keraguannya terhadap inklusivisme yang bercorak Kristosentris. Sedang
pluralisme lebih bercorak teosentrik sehingga semua agama dapat memiliki
pandangannya sendiri bahkan saling memberi masukan tentang misteri Ilahi tanpa
secara sepihak dimasukkan ke dalam agama Kristen.%’

c. Pluralisme agama dan toleransi (mutual respect)

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, istilah toleransi adalah bersifat atau
bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian
(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda
atau bertentangan dengan pendirian sendiri.”® Dalam bahasa Arab kata toleransi

adalah al-tasamuh dari kata samhan yang secara etimologi berarti mudah.

% Muhammad Legenhausen, Satu Agama atau Banyak Agama: Kajian tentang Liberalisme dan
Pluralisme, terj., Arif Mulyadi (Jakarta: Lentera, 1999), 19.

9 M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia, 307.

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 1065.
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Menurut Ibnu Faris diartikan kemudahan atau memudahkan.®® Dengan memahami
toleransi, maka masing-masing pemeluk agama kembali teguh meyakini ajaran
agamanya sehingga timbul kesadaran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan,
yaitu menghargai identitas agama masing-masing dengan segala perbedaan dan
persamaan untuk setuju di dalam perbedaan.*®

Keberadaan pluralisme agama terhadap toleransi adalah memaksimalkan
eksistensinya menjadi toleransi proeksistensi. Dengan pluralisme agama, maka
toleransi tidak sekadar melahirkan kesadaran tentang pentingnya menghargai
orang lain, tetapi jauh lebih baik, menyeluruh dan tepat terhadap yang lain
sehingga menjadi pemahaman yang konstruktif (constructive understanding).***
Hidup damai tanpa interaksi tidaklah cukup sebagaimana Abdurrahman Wahid
berpendapat, menegakkan pluralisme tidak hanya terletak pada pola hidup
berdampingan karena masih rentan memunculkan kesalahpahaman antarkelompok
masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi. %

Bentuk toleransi ini disebut koeksistensi atau toleransi semu (pseudo-
tolerance), yaitu hidup berdampingan, tetapi minim interaksi yang suatu saat tidak
dapat menjamin terjadinya konflik. Mengibaratkan gencatan senjata dalam perang
yang terkadang pura-pura mengakui, memelihara, dan mengatur kehidupan

beragama namun tidak membantu meredahkan sikap acuh tak acuh antarumat

beragama. Menurut Fethullah Gulen, toleransi bukan bermakna dipengaruhi atau

9 Ahmad bin Faris, Mu jam Magayis al-Lughah, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 99.
100 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, 48.

101 Diana L. Eck, 4. New Religious America, 70.

102 Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1999), 145.
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mengikuti orang lain, tetapi menerima keberadaan dan mengetahui bagaimana
cara hidup bersama. Toleransi mengajarkan cara merangkul dan mengasihi orang
lain tanpa memandang perbedaan pendapat, ideologi, etnis, dan kepercayaan
sehingga toleransi adalah sikap menghormati, berempati dan penuh kesabaran
kepada orang lain.?%®

Kehidupan toleransi tidak hanya dalam pemahaman saja, tetapi harus
dioperasionalkan dalam bentuk tindakan dan perbutan nyata. Antarumat beragama
yang hidup dalam pluralisme keberagamaan suka atau tidak harus menjadikan
fakta pluralitas sebagai wahana dan wacana bagi kehidupan beragama di
Indonesia. Toleransi menurut Nurcholish Madjid bukanlah netralisme kosong
yang hanya bersifat prosedur pergaulan sebagaimana pengalaman Eropa kuno.'%
Sebagaimana toleransi keagamaan di negara Barat yang memberikan kebebasan
kepada semua agama untuk hidup, tetapi tradisi kenegaraan didominasi oleh
agama mayoritas yang menjadikan hari besar agama mayoritas sebagai hari libur
resmi. Kondisi ini berbeda dengan tradisi keagamaan di Indonesia yang
memberikan hak dan bantuan kepada pemeluk agama minoritas seperti

menjadikan hari besar agama minoritas sebagai hari libur resmi.*®

103 Irwan Masduqi, “Memeluk Agama Cinta dan Toleransi Perspektif Fethullah Gulen”, dalam
Berislam secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama, ed. Irwan Masduqi (Bandung:
Mizan, 2011), 153.

104" Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan
Kemungkinan”, dalam Ahmad Baso (ed.), Civil Society versus Masyarakat Madani, Arkeologi
Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 26.

105 Nur Ahmad (ed.), Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman (Jakarta: Kompas, 2001),
14.
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Konsep toleransi perspektif etika sebagaimana negara Barat menunjukkan,
ada dua jenis interpretasi yang berlaku, yaitu penafsiran negatif (negative
interpretation of tolerance) dan penafsiran positif (positive interpretation of
tolerance). Toleransi negatif, yaitu toleransi yang hanya menghendaki agar orang
lain dibiarkan melakukan sesuatu atau mereka tidak diganggu.'®® Sebaliknya,
toleransi positif, yaitu toleransi yang memerlukan lebih dari pembiaran, tetapi
berlaku aktif terhadap orang atau kelompok lain yang memerlukan bantuan,
pertolongan, dan pembinaan. Penggunaan toleransi positif hanya dibutuhkan pada
satu situasi ketika sasaran toleransi adalah sesuatu yang secara moral tidak
dianggap salah dan tidak dapat diubah, seperti dalam kasus toleransi rasial.
Pluralisme agama bukan sekadar toleransi yang menahan diri tanpa memahami.'%’

Fondasi toleransi sebagai penopang bekerjanya demokrasi terlampau
mudah retak karena sesama warga negara tidak memberikan ruang untuk
mengetahui lebih dekat. Sebaliknya, pluralisme ingin merambah satu langkah
lebih maju, yaitu mensyaratkan saling mengetahui satu dengan lainnya. Setiap
pemeluk agama saling menyapa, bekerja sama aktif dalam proyek bersama
bernama bangsa.%®

Perbedaannya jika toleransi (al-tasamuh) hanya bermakna tenggang rasa
secara pasif terhadap pihak lain ketika bersalah, maka pluralisme agama tidak
sekadar toleransi karena menerima keragaman dan perbedaan dalam pluralisme

agama bermakna lebih aktif menyongsong dan jauh melampaui al-tasamuh tanpa

106 Karlina Helmanita, Pluralisme dan Inklusivisme (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2003), 4
107 Tbid., 35.
108 Jeffrie Geovanie, The Pluralism Project, 221.
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harus mereduksi satu sama lain.!®® Sebagaimana argumentasi Fathi Osman,
pluralisme lebih dari toleransi moral atau koeksistensi pasif.
Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara
koeksistensi adalah semata-mata penerimaan pada pihak lain yang tidak
melampaui ketiadaan konflik. Pluralisme mensyaratkan ukuran-ukuran
kelembagaan dan legal yang melindungi, mengesahkan kesetaraan dan
mengembangkan rasa persaudaraan yang sama di antara manusia baik
sebagai pribadi atau kelompok. Pluralisme menuntut suatu pendekatan
yang serius dengan memahami pihak lain dan kerjasama untuk
membangun kebaikan semua. Setiap manusia menikmati hak dan
kesempatan yang sama serta memenuhi kewajiban yang sama sebagai
warga negara dan dunia. Setiap kelompok memiliki hak untuk berhimpun,
berkembang memelihara identitas dan kepentingannya serta menikmati
kesetaraan hak dan kewajiban dalam negara dan dunia internasional.!%
Dengan demikian toleransi yang koeksistensi harus dikembangkan
menjadi proeksistensi, yaitu lebih dari hidup berdampingan dengan penuh
kesadaran dan ketulusan untuk saling mengenal, berdialog dan bekerja sama.
Artinya, bersama-sama dalam satu kesatuan dan saling mengakui dengan suatu
panggilan bersama. Tujuan toleransi proeksistensi adalah terciptanya kerukunan
hidup antarumat beragama yang mensyaratkan keadilan sehingga antarumat
beragama saling mengisi dan tidak terjadi pembebanan kepada salah satu pemeluk
agama saja. Antarumat beragama tidak sekadar menuju toleransi, tetapi saling
berinterasi dan dialog yang transformatif, aktif dan terbuka.
Sebagaimana gagasan F. Budi Hardiman tentang toleransi militan, seorang

yang militan tidak harus intoleran pada pluralisme nilai. Demikian pula seorang

yang toleran tidak harus bersikap relativisme atau merendahkan imannya sendiri.

199 Win Usuluddin, “Elusidasi Filosofis Kebhinekaan Keagamaan: Refleksi Atas Pluralisme
Keberagamaan Era Postmodern”, dalam Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 2006.
110 Mohamed Fathi Osman, Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan, 2-3.
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Seseorang bisa menjadi toleran sekaligus militan. Artinya, seorang yang memiliki
toleransi militan, toleransinya bukan muncul dari sikap laissez faire pada imannya
sendiri tanpa pendirian, berinteraksi antarumat beragama lain tanpa
mempedulikan keimanannya, dan sikap netral, melainkan suatu pemihakan
kepada kebebasan dan keadilan. Seorang toleran yang militan mungkin berasal
dari kelompok mayoritas, tetapi tidak menggunakan kuasa mayoritasnya secara
kuantitas daripada kualitas dan merasa nyaman dengan posisinya. Sebaliknya,
justru berhati-hati terhadap posisinya yang sangat rentan terjadi distorsi dan
penyalahgunaan. Berangkat dari imannya sendiri untuk berjuang membuka ruang
kebebasan bagi terwujudkan kebidupan bersama di dalam masyarakat
majemuk 1t
B. Tipologi Pluralisme Agama

Pluralisme agama merupakan sikap menerima kemajemukan agama dalam
interaksi sosial yang proeksistensi atas dasar kemanusiaan tanpa pereduksian
iman. Pada masyarakat majemuk seperti di Indonesia masing-masing pemeluk
agama memiliki budaya dan aspirasi yang beragam, tetapi sebagai anggota
masyarakat seharusnya memiliki kedudukan yang sama. Keragaman berbagai
perbedaan ini terkadang dapat menimbulkan konflik sehingga sebagai upaya
mengatasinya dimunculkan konsep atau paham kemajemukan (pluralisme).

Menurut Richard J. Mouw, pluralisme merupakan paham tentang kemajemukan

11 F Budi Hardiman, “Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme”, dalam http://www.lsaf.or.id/
Home.aspx (11 Juli 2014).
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yang dapat dikondisikan ketika seseorang memandang penting dan berkeyakinan
yang bercorak banyak sebagai anugerah.!?

Kedudukan dan fungsi pluralisme agama adalah mengurangi dampak
sosial terjadinya konflik antarumat beragama akibat bercampurnya unsur teologi
dalam menilai keragaman dan perbedaan agama. Keunikan agama beserta klaim
kebenarannya meskipun menjadi hak masing-masing pemeluk jika dibiarkan
tanpa asas pergaulan, maka dikhawatirkan terjadi konflik antarumat beragama.
Terjadinya konflik antarumat beragama tersebut bukan akibat adanya klaim
kebenaran pada semua agama melainkan tidak adanya asas pergaulan yang
disepakati bersama. Misalnya, menerima pluralitas agama tetapi menolak
pluralisme agama. Jika pluralitas adalah eksistensi keragaman agama, maka
pluralisme adalah suatu paham atau perspektif atas keragaman agama.'*®
1. Konsep pluralisme agama

Dari berbagai pandangan cendekiawan Muslim di Indonesia tentang
pluralisme agama jika menggunakan kategori Raimondo Panikkar, maka sifat
keagamaan manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga perspektif, yaitu:

a. Eksklusif, yaitu menganggap hanya agamanya saja yang benar dan
menawarkan keselamatan. Sedang agama lain dipandang sesat dan salah.
b. Inklusif, yaitu disamping menganggap hanya agamanya saja yang benar,

tetapi agama lain juga mengandung kebenaran.

112 Richard J. Mouw and Sander Griffioen, Pluralism & Horizon (USA: Wm. B. Berdmans
Publishing Co., 1993), 13.
113 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 38.
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c. Plural/paralel, yaitu pandangan yang menganggap semua agama sama dan
mengandung kebenaran masing-masing.'!*

Raimundo Panikkar menggunakan istilah pluralisme agama sebagai
paralelisme, yaitu kemampuan menjaga batas-batas yang jelas di satu pihak dan
menampilkan pembaruan secara konstan dari suatu agama di lain pihak. Artinya,
respons pengakuan atas kemajemukan agama, tanpa melampaui batas masing-
masing agama itu sendiri.’'® Panikkar berusaha membangun sebuah teologi
agama-agama yang baru tanpa perlu menghilangkan identitas partikular dengan
cara ziarah ruhani. Dalam tradisi pemikiran pluralisme agama disebut passing
over dan comming back, seperti petualangan eksistensialis memasuki berbagai
tradisi agama yang dibatasi oleh sejarah, filsafat, teologi dan berbagai pra-asumsi
lainnya.''® Sebagaimana pengalaman ziarah ruhani yang diungkapkan oleh
Panikkar, “Saya meninggalkan kekristenan saya, menemukan diri saya sebagai
penganut Hindu, dan kembali menjadi seorang penganut Buddha, tanpa berhenti
menjadi seorang penganut Kristen” 1%’

Menurut Panikkar, pluralisme agama tidak bermaksud mengalahkan yang
lain ataupun bermufakat pada suatu agama universal, tetapi dialog untuk

menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman antara agama dan

budaya dunia yang berbeda-beda, membiarkan semua pihak mengungkapkan

114 Raimondo Panikkar, Intrareligious Dialogue (New York: Paulist Press, 1999), 15.

15 Win Usuluddin, “Elusidasi Filosofis Kebhinekaan Keagamaan: Refleksi Atas Pluralisme
Keberagamaan Era Postmodern”, dalam Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 432.

118 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 7.

17 Tbid., 8.



86

pandangan dengan bahasa masing-masing. Pluralisme berdiri antara pluralitas
yang saling berhubungan (paralelisme kaku) dan kesatuan monolitik.!8

Jika pluralisme agama diberlakukan pada umat Kristen, maka menurut
Paul F. Knitter sikap dalam pluralisme agama merupakan salah satu dari tiga
perspektif, yaitu:

a. Pluralisme yang bersifat eksklusivisme, yaitu sikap yang
menggambarkan pengajaran injil (Evangelical) secara konservatif,
mainline Protestan, dan Kristus dihadapkan dengan agama-agama lain
(ecclesiocentric).

b. Pluralisme yang bersifat inklusivisme, yaitu sikap Christocentric,
mainline Protestan atau Katolik Roma Kristus ada dalam agama-agama
lain, namun Kristus mengatasi agama-agama lain.

c. Pluralisme yang bersifat teosentris, yaitu sikap yang menggambarkan
Kristus ada bersama agama-agama lain.'*°

Jika memahami konsep pluralisme agama berdasarkan tren pemikirannya
menurut identifikasi Anis Malik Thoha ada empat tren pemikiran, yaitu:

a. Humanisme sekular, yaitu pluralisme agama yang ingin mewujudkan
koeksistensi damai (peacefull co-existence) antaragama. Konsep
utamanya adalah sentralitas manusia sebagai subjek (antroposentris)
yang dipelopori oleh William James dan sekularisme sebagai asas
koeksistensi damai antaragama yang direpresentasikan tokoh politik
seperti Benjamin Franklin dan teolog seperti Havey Cox.

b. Teologi global (global theology), yaitu pluralisme agama yang merujuk
pada rekonsepsi agama gagasan Wilfred Cantwel Smith dan hipotesis
transformasi pemusatan diri menuju Yang Maha Nyata (The Real) oleh
John Hick. Meskipun berbagai keimanan (agama) memiliki perbedaan
pandangan dan jalan tentang The Ultimate Reality (Tuhan), hakikatnya
sama-sama menuju keselamatan.

c. Sinkretisme, yaitu perpaduan agama yang berpijak pada gagasan
kebenaran dalam berbagai agama secara teologis yang saling
melengkapi.

d. Hikmah Abadi (perenial philosophy, shophia perenis) menurut istilah
Ibnu Khaldun al-Hikmah al-Khalidah, yaitu pluralisme agama yang

118 Raimundo Panikkar, Dialog Intra Religius, 34.
119 paul F. Knitter, One Earth Many Religions, 26.



87

berpijak pada keyakinan untuk membedakan antara kebenaran dan
keberadaan/kenyataan. Jika kebenaran disebut hakikat transenden
(transcendent reality) adalah yang satu dan tidak mungkin diketahui,
maka kenyataan disebut hakikat keagamaan (religious reality) sebagai
manifestasi eksternal yang beragam dari hakikat transenden tersebut.*?°
Rekonsepsi, yaitu menata dan meninjau ulang agama masing-masing
dihadapkan dengan agama-agama lain. Tujuannya menciptakan koeksistensi
religius dalam bentuk satu agama di dunia bagaikan sungai-sungai besar mengalir
menjadi satu. Setiap pemeluk agama tetap tinggal di dalam agamanya, tetapi
semua agama harus menggali dan mengambil inti kebaikan masing-masing ajaran
agama dalam bentuk yang lain dan berlaku universal bagi antar pemeluknya.?!
Ngainun Naim sependapat dengan Anis Malik Thoha, tren pemikiran
terakhir adalah paling populer di kalangan kaum mistik kuno dan diusung oleh
para sufistik yang terpengaruh filsafat Helenisme seperti Abu Yazid al-Bustami
(w.875), Al-Hallaj (w.922) dan Ibnu Al-'Arabi (w.1240). Konsep metafisika
keagamaan tersebut tertutup oleh dominasi aliran filsafat keduniawian di dunia
Barat hingga ditemukan dan direaktualisasikan pada paruh pertama abad ke-20.122
Berdasarkan kategori John Hick, model pluralisme agama menurut
Muhammad Legenhausen terbagi menjadi empat bentuk, yaitu:
a. Pluralisme agama normatif (normative-religious pluralism), yaitu
pluralisme agama yang menyeru kepada semua agama, khususnya

Kristen untuk menjalin hubungan harmonis dengan agama lain,
menjauhkan arogansi dan menyebarkan toleransi.

120 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 49-121.

121 Joachim Wach, Joseph M. Kitagawa, The Comparative Studi of Religions (New York: Colombia
University Press, 1958), 68.

122 Ngainun Naim, Islam dan Pluralisme Agama, Dinamika Perebutan Makna (Yogyakarta: Aura
Pustaka, 2014), 25.
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b. Pluralisme agama soteriologis (soteriological-religious pluralism)
sebagai lanjutan bentuk pertama, yaitu memandang selain umat Kristen
juga bisa memperoleh keselamatan Kristiani.

c. Pluralisme agama epistemologis (epistemological-religious pluralism),
yaitu pluralisme agama yang menegaskan umat Kristiani tidak memiliki
pembenaran (justification) yang lebih mantap atas keimanannya
dibandingkan para penganut agama lain. Artinya, para penganut agama
besar dunia dalam konteks justifikasi keyakinan memiliki kedudukan
yang sama dari pengalaman keagamaan (religious experience).

d. Pluralisme agama aletis (alethic-religious pluralism), yaitu pluralisme
agama yang menegaskan kebenaran agama harus ditemukan dalam
agama-agama selain Kristen dengan derajat yang sama sebagaimana
yang dapat ditemukan dalam agama Kristen.!?

Menghadapi pluralisme agama John Hick menawarkan pendekatan lintas
budaya (cross-cultural), ada satu Tuhan tak terbatas (Maha Kuasa) yang ada di
balik semua kesan dan pandangan agama yang berbeda. Tidak beralasan bagi
suatu agama mengklaim dirinya paling benar dan menganggap agama lain salah
karena tidak mungkin kesan paling atau kurang lengkap tentang Tuhan dilakukan
dalam tradisi keagamaan yang berbeda.

2. Sikap etis pluralisme agama

Terkait dengan pluralisme agama sebagai sikap atas pluralitas, M. Amin
Abdullah menyeru kepada setiap umat beragama baik Muslim maupun
nonmuslim agar mencari titik temu di luar aspek teologis yang sejak awal
berbeda, yaitu melalui jalur etika. Beberapa pertimbangannya, yaitu:

a. Manusia beragama secara universal menemui tantangan kemanusiaan dan

memiliki puncak keprihatinan yang sama.

123 Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, terj., Arif Mulyadi dan Ana Farida
(Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 8-10.
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b. Seluruh penganut agama dapat tersentuh religiositasnya meskipun dengan atau
tanpa menonjolkan heaving a religion.
c. Dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa promising and challenging,
bukan hanya terfokus pada formalitas lahiriyah kelembagaan agama.'?
Membangun pluralisme agama berdasarkan konsep Paul K. Knitter adalah
berbasis kultur. Artinya, memandang perbedaan dengan memahami pengetahuan
tentang pribadi penganutnya secara kompleks sehingga antarumat beragama
saling belajar dari bahasa, pengalaman, dan kehidupan kesehariannya.!?
Pentingnya pluralisme agama menurut Knitter adalah model pemahaman
untuk menemukan kebenaran. Dengan mengajukan dialog korelasional, maka
masing-masing pemeluk dapat saling mendengar, tertantang untuk berbicara, dan
membandingkan.!?®® Dalam dialog yang jujur dan terbuka dibutuhkan tanggung
jawab global. Sebagaimana konsep Knitter tentang pendekatan soteriosentris
(berpusat pada keselamatan) selalu berdasarkan tanggung jawab global pada
kesejahteraan manusia dan lingkungan.*?’
Tujuan dialog korelasional bukan menciptakan satu agama tunggal
melainkan memperkaya keragaman agama agar lebih berkembang dan bermakna

bagi agama-agama. Pengakuan adanya kebaikan pada semua agama tanpa

meninggalkan identitasnya dapat terwujud jika ada dialog antarumat beragama.

124 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), 73.

125 Payl F. Knitter, “Toward a Liberation Theology of Religions”, dalam John Hick (ed.), Myth of
Christian Uniqueness: toward a Pluralistic Theology of Religions (New York, NY: Orbis Books,
1987), 125.

126 paul F. Knitter, One Earth Many Religions (New York: Orbis Books, 1995), 24.

127 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 14-15.
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Melalui dialog antarumat beragama secara terus menerus diharapkan dapat
mengikis habis kecemburuan dan intoleransi agama. Masing-masing pemeluk
agama dapat mempertemukan hati dan pikirannya sebagai jembatan untuk
mencapai kerja sama bagi kepentingan bersama. Hubungan antarumat beragama
bukanlah asimilasi ataupun substitusi, melainkan hubungan saling menyuburkan.

Tujuan dialog adalah mencari respons sosial yang sama agar masing-
masing pemeluk secara sinergi dapat menghadapi semua tantangan bersama di
masa depan. Dengan dialog terjadi perluasan dan pendalaman setiap pengalaman
partikular mengenai kebenaran Ilahi. Menurut Panikkar sikap eksklusif dan
merasa paling benar sendiri adalah puncak kemunafikan.'?®

Achmad Jainuri berpendapat, tujuan dialog bukan menyamakan semua
keyakinan karena setiap agama memiliki klaim keabsolutan atas iman sendiri
yang tidak bisa direlatifkan dan semuanya berbeda. Tujuan dialog adalah mencari
hubungan dan keterikatan aktif dari perbedaan ajaran agama para pemeluknya
untuk hidup berdampingan tanpa memandang mereka itu bisa disamakan.'?®
Berpijak dari fakta tidak hanya ada satu agama melainkan banyak agama
(pluralitas), maka perlu dibuatkan rumusan terbaik yang mampu mengakomodasi

seluruh keyakinan antarumat beragama secara sosiologi ke dalam satu sikap, yaitu

pluralisme. Dengan dialog korelasional antarumat beragama, maka masing-

128 Raimundo Panikkar, The Intra-Religious Dialogue, 20.
129 Achmad Jainuri, “Pluralisme Agama dan Multikulturalisme Dasar Teologis dalam Pengalaman
Sejarah Islam”, dalam Reinvensi Islam Multikultural, 64.
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masing dapat merumuskan etika global yang dijadikan pedoman dalam
mengambil keputusan etis bersama demi kesejahteraan manusia.'®

Mengembangkan kesadaran pluralisme dalam dialog antarumat beragama
menurut Th. Sumartana dilakukan dengan dua jalan, yaitu menghidupkan
kesadaran baru tentang keprihatinan pokok iman orang lain dan kerjasama untuk
memecahkan persoalan kemanusiaan di masyarakat. Tujuannya adalah mencari
hubungan mutual enrichment pada setiap penghayatan iman yang berbeda dan
memupuk rasa keprihatinan lintas agama pada masalah bersama sebagai kekuatan
baru bagi kemanusiaan.’®! Dalam dialog setiap orang harus diterima sebagaimana
memahami diri sendiri, tetapi dengan penuh kejujuran tidak mengurangi kesetiaan
terhadap iman sendiri melainkan saling memperkaya dan memperkuat.

Menurut Mun’im A. Sirry, hanya dengan komitmen keimanan seseorang
mampu menjaga kesetiaannya pada agama sendiri meskipun ia juga menyaksikan
kilauan kebenaran pada agama-agama lain.'*? Dari komitmen keimanan pada
agama sendiri memunculkan dialog antariman yang mengurangi prasangka buruk
antarumat beragama dari potensi keretakan sosial. Dialog antarumat beragama
menjadi hal yang asasi dalam menghilangkan kesalahpahaman dan prasangka

yang pernah timbul di masa silam.**®

130 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 16.

131 Th. Sumarthana, “Menuju Dialog Antariman”, dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama, Xxvi-
XXVii.

132 Mun’im Sirry, Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern
(Jakarta: Erlangga, 2003), 196.

133 Zjauddin Sardar, Munawar Ahmad Aness, dan Syed Z. Abedin, Dialog Muslim Kristen Dulu,
Sekarang, Esok (Yogyakarta: Qalam, 2000), 15.
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Menurut Paul F. Knitter ketiga perspektif umat Kristen tersebut jika
dihubungkan dengan bagaimana antarumat beragama saling memahami, maka
terbagi dalam empat model, yaitu:

a. Replacement, yaitu berbagi berita baik tentang Yesus agar agama lain
terbawa ke dalam komunitas pengikut Yesus. Knitter menyebutkan,
Christianity is the only true religion, meant to replace all others.
Meskipun memiliki semua persyaratan komitmen yang merupakan
unsur penting dialog antaragama, namun kurang lengkap dalam aspek
keterbukaan.

b. Fulfillment, yaitu sebuah sikap yang lebih positif menuju sebuah dialog
nyata bersama pemeluk agama lain, khususnya ketika Konsili Vatikan
II. Dikatakan Knitter, Other religions are valuable but meant to be
fulfilled in Christianity. Selain menekankan komitmen dengan
meneguhkan kehadiran aktif Tuhan dalam agama lain, pada saat yang
sama memberikan sikap keterbukaan yang lebih besar dibandingkan
model pertama.

c. Mutuality, yaitu melengkapi kekurangterbukaan yang ada pada model-
model sebelumnya. Dikatakan Knitter, No one religion is superior over
all others; all are called to learn from each other. Meskipun ada
keterbukaan yang lebih besar, namun masih lebih sulit ditemukan
daripada komitmen.

d. Acceptance, yaitu penyeimbangan antara komitmen dan keterbukaan.
Dalam perspektif post liberal, pengaruh kesadaran postmodernisme ini
menyatakan semua orang hidup dalam dunia budayanya sendiri ibarat
tinggal di sebuah kaca yang mempengaruhi manusia dalam melihat
realitas. Kebanyakan dunia budaya keagamaan dalam menyusun
kemanusiaan sangat berbeda-beda. Knitter menyebutkan, A/l religions
are so different that they really cannot be compared; each will make
absolute claims. Model ini mengajak umat Kristen dan pemeluk agama
lain secara sederhana menerima masing-masing agama, membiarkan
semua apa adanya dan tetap menjadi tetangga baik bagi yang lain.***

Adanya sikap saling memahami antarumat beragama tanpa peleburan ini

juga ditegaskan oleh Ahmad Qodri Abdillah Azizy:

a. Selama tidak merusak keimanan, adanya sikap saling mengadopsi
pemaknaan ajaran sangat memungkinkan.

13 Paul F. Knitter, “Sikap Kristen Terhadap Agama Lain: Tantangan Bagi Komitmen dan
Keterbukaan”, dalam Relief Journal of Religious Issues, Yogyakarta: CRCS-UGM, , Vol. 1, No. 2,
(Mei, 2003), 127-139.
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b. Memberikan dukungan dan legitimasi terhadap nilai-nilai universal
seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, peradaban, dan keamanan.
Agama harus mampu mengaktualisasikan ajarannya menjadi landasan
moralitas dalam kehidupan.

c. Saling membantu memperbaiki tempat ibadah bukan saling merusak.

d. Menjadikan agama sebagai alat mewujudkan kemaslahatan, kedamaian
dan ketentraman dengan mempererat persatuan dan kesatuan serta
mencegah disintegrasi bangsa.

e. Adanya kesiagaan jaringan tokoh lintas agama sehingga setiap muncul
masalah lintas agama sebelum meluas segera ada penyelesaian
bersama.'*®

Menjawab sikap perbedaan pluralisme keagamaan Djohan Effendi

menawarkan beberapa gagasan, yaitu:

a. Sikap menerima kehadiran orang lain atas dasar tidak saling mengganggu.

b. Mengembangkan kerjasama sosial-keagamaan melalui kegiatan yang secara
simbolik memperlihatkan dan fungsional mendorong proses pengembangan
kehidupan beragama yang rukun.

c. Mencari, mengembangkan dan merumuskan titik temu agama-agama untuk
menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia. %

Komunikasi antarumat beragama yang diliputi oleh sikap kejujuran dan

keterbukaan tersebut termasuk dalam hal memahami perbedaan teologis menjadi

hak masing-masing pemeluk agama secara personal. Sebagaimana dilakukan oleh

Kuntowijoyo, pengalaman pribadinya tentang pluralisme menunjukkan terus

terang itu lebih baik daripada sembunyi-sembunyi.¥’

135 A, Qodri A. Azizy, Pendidikan [Agama] Untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Sukses
Masa Depan: Pandai Dan Bermanfaat) (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), 121-122.

1% Djohan Effendy, “Pluralitas Realitas Sosial dan Hubungan Antar Agama”, dalam Pluralitas
Sosial dan Hubungan Antar Agama, ed. Mursyid Ali (Jakarta: BPPH, 1999), 14.

137 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, 289.
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Berbeda dengan negara-negara Barat, kawasan Asia memiliki akar sejarah
panjang sebagai laboratorium besar agama tempat pola pluralisme terpenting bagi
dunia global modern. Berbagai komunitas agama kuno selama ribuan tahun
bertahan hidup sebagai minoritas dan hidup damai berdampingan. Berbagai
praktik ritual yang berbeda dan tampaknya satu sama lain saling belajar.
Kesuksesan para penguasa untuk bertahan adalah yang paling menerima
keragaman agama rakyatnya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama sendiri.
Penyebaran agama dengan ide-ide eksklusif seperti Perang Salib dan Jihad yang
ingin memaksakan keseragaman agama melalui kekuatan militer dan politik selalu
gagal dan berumur pendek.'*®

Tipologi sosial dalam merespons pluralisme agama tersebut menunjukkan
respons antarumat beragama di negara Asia dan Eropa terjadi perbedaan
penafsiran. Berdasarkan studi kawasan menurut I. Bambang Sugiharto, sikap atas
pluralisme agama di kawasan Asia dihadapi secara koeksistensi tanpa kekerasan
dan penyelesaian teoretis metareligius. Sebaliknya, tipologi pluralisme agama di
Negara Barat diselesaikan secara yuridis-formal sebagai hak asasi manusia.l%
Tipologi pluralisme agama yang lebih populer dikemukakan oleh Diana L. Eck,
pluralisme agama memiliki empat karakteristik utama, yaitu:

a. Pluralisme tidak sama dengan diversitas, tetapi merupakan keterlibatan

penuh semangat keragaman (the energetic engagement with diversity).
Jika diversitas agama bersifat pemberian (given), maka pluralisme

keagamaan merupakan capaian yang diusahakan secara aktif (it is an
achievement). la menuntut kesadaran partisipatif dalam keragaman pada

138 Anthoni Reid, “Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia”, dalam Bernard Adeney-Risakotta
(ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia, 49.
139 Bambang Sugiharto dan Agus Rachmat W., Wajah Baru Etika dan Agama, 145.
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level aksi sosial daripada teologi. Jika di level sosial individu dituntut
terlibat aktif membangun kebersamaan (proeksistensi) tanpa melihat
perbedaan klaim teologis, maka di level teologi individu harus meyakini
agama sendiri memiliki ruang kebenaran masing-masing.

b. Pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi pencarian aktif
memahami ragam perbedaan (the active seeking of understanding a
cross line of different). Tidak sekadar menghormati keragaman lebih
jauh mendorong memahami yang lain (the others) secara aktif dan
menyeluruh untuk mencapai kesepahaman (mutual understanding)
melalui pemahaman yang konstruktif (constructive understanding).

c. Pluralisme tidak sama dengan relativisme, tetapi usaha menemukan
komitmen bersama (the encounter of commitments). Pluralisme sama
sekali tidak menafikan kebenaran agama bahkan mempertahankan
keragaman dan klaim kebenaran agama masing-masing. Keragaman
itulah yang menjadi basis untuk melahirkan komitmen bersama melalui
langkah awal menumbuhkan sikap inklusif antarumat beragama.

d. Pluralisme selalu berbasis pada dialog, yaitu keterlibatan dua orang atau
lebih untuk berbicara dan mendengar. Keduanya berproses membuka
pikiran mengenai kesamaan pemahaman dan realitas perbedaan.'4°

Tipologi pluralisme berbasis dialog yang disebutkan terakhir oleh Diana L.
Eck ini menjadi produktif jika masing-masing agama bersedia untuk membuka
kesamaan dan perbedaan. Sebagaimana gagasan Mohamed Fathi Osman tentang
pluralisme global, perjumpaan iman membutuhkan keberanian, pengalaman,
kepercayaan diri, dan kematangan pribadi. Dialog antarumat beragama tidak akan
produktif jika masing-masing partisipan tidak ada kesediaan untuk membuka diri,
saling memberi dan menerima dengan sukarela dan antusias.'*!

Menurut Omid Safi, pluralisme merupakan lawan dari pengelompokan
eksklusif berdasarkan apapun sehingga untuk mewujudkannya harus saling

menghormati dan melibatkan yang lain (the others) pada level terdalam dari

140 Diana L. Eck, “What is Pluralism”, Nieman Reports God in the Newsroom Issue, Vol. 47, No. 2
(Summer 1993), 1.
141 Mohamed Fathi Osman, Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan, 117-119.
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sesuatu yang menjadikan manusia yang sama, yaitu manusia secara keseluruhan,
Bani Adam terlepas dari semua persamaan dan perbedaan.!#?

Dengan mengenal prinsip teologi masing-masing agama yang bebas dari
pereduksian iman, maka kehidupan sosial antarumat beragama menjadi harmonis.
Orang lain yang berbeda agama akan mengerti hal-hal yang dibolehkan dan
dilarang menurut keyakinan pemeluknya, sehingga tercipta budaya saling hormat
menghormati antarumat beragama. Menurut Pinnock, apabila universalitas Tuhan
tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial, maka pluralisme agama
dapat terwujud dengan adanya semacam dasar bersama (common ground).
Masalahnya bila common ground ini dihubungkan dengan agama tertentu, maka

dapat bertentangan dengan agama-agama lain karena setiap agama mempunyai

partikular masing-masing.*

Menurut Robert Philip Buckley, sikap bijak yang harus dipahami dalam
pluralisme adalah lebih baik membiarkan keberbedaan yang sebenarnya itu
tumbuh daripada berusaha meleburkan atau menyatukannya. Tidak ada pluralisme
tanpa adanya keragaman dan perbedaan baik secara natural maupun konstruksi

sosial sehingga sikap atas pluralisme agama harus adil, tidak boleh diskriminatif

142 Omid Safi (ed.), Progressive Muslims: On Gender, Justice, and Pluralism (Oxford: Oneworld,
2005), 18.

143 Clark H. Pinnock, “An Inclusive View” dalam Four Views on Salvation in a Pluralistic World
(Gran Rapids, Mich: Zondervan, 1996), 104.
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maupun eksklusif sehingga memberi kesempatan pada yang berbeda untuk
menjadi bagian dari kehidupan bersama.4*
3. Respon perbedaan konsep pluralisme agama

Pluralisme agama melibatkan pengakuan atas fondasi bersama bagi
seluruh varitas pencarian dan konvergensi agama dunia yang memberi ruang
kebebasan beragama bagi individu. Pluralisme agama bagi sebagian lainnya
melibatkan sikap saling menghargai di antara berbagai pandangan, yaitu
pengakuan atas denominasi sebagai pemberi jawaban yang khas.!*® Menurut
Muhammad Legenhausen penganut agama-agama besar di dunia ini memiliki
kedudukan dan derajat yang sama dalam konteks justifikasi keyakinan agama
sebagaimana yang dapat ditemukan dalam agama Kristen, 4

Budhy Munawar-Rachman berpendapat, Hick menghindari penggunaan
istilah Kristen anonim sebagai tanda penolakannya terhadap pernyataan agama
Kristen memiliki kebenaran lebih dibanding kebenaran agama lain. Demikian pula
terhadap klaim kebenaran agama lain karena menurutnya istilah Tuhan bukan
monopoli agama teistik melainkan menunjukkan realitas tak terbatas yang
dipahami dengan berbagai cara dan berbagai bentuk pengalaman beragama.**’
Berbeda dengan John Hick, Legenhausen melakukan negasi menawarkan

konsep “pluralisme religius nonreduksionis”, yaitu pluralisme agama yang

mencegah beberapa keberatan atas pereduksian iman, namun pada saat yang sama

144 Mujtaba Hamdi, Wawancara dengan Robert Philip Buckley “Indonesia Punya Pluralism
Natural”, dalam Majalah Syir ‘ah, Januari 2006.

135 7akiyuddin, Ambivelensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan (Yogyakarta: Lesfi, 2002), 20.

146 Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, 46-47.

147 Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme, 194,
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juga mempertahankan sifat toleransi dan menolak prasangka.'*® Munculnya
keberatan atas pluralisme agama reduksionisme menurut Anis Malik Thoha terkait
pereduksian jati diri agama-agama menjadi entitas yang lebih sempit dan kecil
sebagai urusan pribadi (private affairs) yang berwatak sekular.?*

Sikap yang dibutuhkan dalam pluralisme agama sepenuhnya menghargai
perbedaan yang signifikan di antara agama-agama, bisa mengenali cara-cara yang
berbeda untuk menuju kesempurnaan manusia, dan puncak kebahagiaan yang
ditawarkan oleh agama-agama tersebut, alih-alih perbedaan mereka, dan tetap bisa
menjamin pokok-pokok penting ini tanpa melemahkan kekuatan klaim-klaim
religius oleh relativisme dalam pluralisme agama nonreduktif.**°

Beberapa pendapat Legenhausen terkait konsep pluralisme agama yang
bebas dari pereduksian iman, yaitu:

a. Toleransi terhadap tradisi keimanan yang berbeda dapat merusak
tradisi-tradisi agama yang ada karena mengeliminasi perbedaan yang
mendasar antarumat beragama. Oleh sebab itu, menilai fakta berbagai
konflik tradisi-tradisi keagamaan hanya bersifat doktrinal, bukan
bersifat praktis dapat mengabaikan nilai penting dan melemahkan
kekuatan hukum agama yang sudah ditetapkan.

b. Menolak penggunaan akal sebagai sarana meningkatkan pemahaman
dan menyelesaikan konflik antarumat beragama dapat menghilangkan
argumentasi rasional yang menjadi prinsip dalam teologi atau tradisi
keilmuan dari semua agama besar di dunia. Demikian pula
mengasumsikan ketepatan etika modern dari liberalisme politis, tidak
konsisten dengan tradisi moral agama-agama dunia yang dipahami
selama berabad-abad.

C. Menggunakan mistisisme sebagai sarana memperoleh pengalaman
religius personal dalam membentuk keyakinan dapat bertentangan
dengan tradisi-tradisi agama. Demikian pula mengasumsikan adanya

148 Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, 46.

149 Anis Malik Thoha. “Doktrin Pluralisme Agama; Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
Agama”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 12.

150 Muhammad Legenhausen, Satu Agama atau Banyak Agama, 107.
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Realitas Absolut sebagai sesuatu seiring dengan pengalaman dan
pemahaman religius sepenuhnya adalah hasil karya manusia, sama
sekali tidak dapat diketahui dan bertentangan dengan kebenaran wahyu.
Menurut kelompok antipluralisme agama pemahaman ini termasuk
pemahaman reduksionistik, yaitu pemahaman yang keluar dari apa yang
diyakini benar oleh setiap agama. >

Menghadapi perbedaan agama-agama tersebut Benyamin F. Intan
mengutip pendapat David Hollenback menawarkan konsep solidaritas intelektual
(intellectual solidarity), yaitu perbedaan tidak ditanggapi dengan mindset
kecurigaan, ketakutan, dan jauh dari upaya mendominasi dan memarginalkan
yang lain (live and let die). Perbedaan dihargai dengan sikap ramah yang
berimplikasi positif, yaitu:

a. Memahami kemajemukan bukan sekadar fakta melainkan keniscayaan
yang tidak dapat dihilangkan. Agama didorong berkontribusi
interdependensinya mempengaruhi capaian genuine civil consensus.

b. Menjunjung prinsip take and give keragaman agama sebagai
keniscayaan bukan lagi tidak dapat dihilangkan melainkan juga
membawa manfaat.

c. Pluralisme agama mengharuskan kebebasan beragama dari
cengkeraman sosial dan politik dalam pengertian positive immunity,
agama distimulasi menjalankan peran nyatanya dalam kehidupan sosial
politik bangsa.

d. Pluralisme agama menghasilkan nilai-nilai common good bukan dari
jumlah keseluruhannya, tetapi kesatuan (the unity) dari partial goods **

Respons yang dilakukan antarumat beragama berdasarkan relasi sosialnya

menurut Ninian Smart terdapat lima kategori, yaitu:>

a. Eksklusivisme absolut, yaitu pandangan umum terdapat banyak agama,
tetapi secara sederhana melihat kebenaran hanya terdapat dalam
agamanya sendiri. Sebaliknya, agama lain dianggap sebagai tidak benar

151 Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, 111-120.

152 Benyamin F. Intan, “Solidaritas Intelektual”, Kompas, 18 Oktober 2007.
153 PP Muhammadiyah, Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah,
(Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2003), 20-22.
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sehingga setiap pemeluk agama saling mengklaim kebenaran (zruth
claim), dan menyalahkan kebenaran agama orang lain.

b. Relativisme absolut, yaitu pandangan tentang berbagai sistem
kepercayaan tidak dapat dibandingkan satu sama lain karena untuk
mengerti kebenaran masing-masing agama menuntut setiap orang harus
menjadi insider.

c. Inklusivisme hegemonistik, yaitu respons yang melihat adanya
kebenaran dalam agama lain, namun tetap memprioritaskan agama
sendiri.

d. Pluralisme realistik, yaitu pandangan semua agama merupakan jalan
yang berbeda atau merupakan berbagai versi dari satu kebenaran yang
sama.

e. Pluralisme regulatif, yaitu pandangan sementara berbagai agama
memiliki nilai-nilai dan kepercayaan masing-masing yang berevolusi
historis dan berkembang ke arah suatu kebenaran bersama, hanya saja
kebenaran tersebut belum terdefinisikan.

Berbeda dengan sikap alternatif menumbuhkan nilai-nilai pluralisme yang
dimunculkan oleh Mukti Ali terdapat lima tipe, yaitu:

a. Sinkretisme. Sikap yang menyatakan semua agama sama. Tipe ini
menjadi ajaran utama kelompok kebatinan. Sebagaimana laporan Badan
Kongres Kebatinan Indonesia tahun 1959 menyatakan segala konsepsi
tentang Tuhan adalah aspek-aspek Ilahi yang satu, supreme, tidak
berkesudahan, dan kekal sehingga segala bentuk agama merupakan
aspek-aspek dari jalan besar menuju kebenaran yang satu.

b. Reconception. Sikap menyelami dan meninjau kembali agama sendiri
dalam konfrontasi dengan agama lain. Tipe ini menghendaki agar
disusun suatu agama universal yang memenuhi kebutuhan semua agama
dengan cara setiap orang harus menganut agamanya sendiri, tetapi
dalam setiap agama tersebut orang harus memasukkan unsur-unsur dari
agama lain.

c. Sintesis. Menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya
diambilkan dari berbagai agama agar setiap pemeluk agama merasa
sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dalam agama sintesis
sehingga setiap pemeluk agama berharap dapat menemukan kehidupan
yang rukun dan damai.

d. Pergantian. Sikap mengakui agamanya sendiri adalah benar dan agama
orang lain adalah salah sehingga ada usaha untuk memasukkan pemeluk
agama lain ke dalam agamanya dan tidak rela adanya agama yang
berbeda. Oleh sebab itu, agama yang ada harus diganti dengan agama
yang dipeluknya agar tercipta kerukunan hidup dalam beragama.



101

e. Agree in disagreement (setuju dalam perbedaan). Sikap yang
mengajarkan agama sendiri adalah paling baik, tetapi juga
mempersilahkan orang lain juga memiliki kepercayaan yang sama
karena setiap agama memiliki perbedaan dan persamaan. Sikap yang
perlu dikembangkan adalah saling menghargai antarpemeluk agama.>

4. Aliran pluralisme agama

Dari berbagai konsep dan sikap etis atas pluralisme agama tersebut
menunjukkan teori pluralisme agama sangat beragam dan kompleks, namun dapat
di klasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu:

a. Faktor internal (ideologis).

Faktor yang timbul akibat tuntunan agama akan kebenaran mutlak baik
masalah ‘agidah, doktrin dan sejarah. Sikap absolutisme agama ini merupakan
kewajaran tanpa pertentangan hingga munculnya teori relativisme agama sebagai
pluralisme agama.' Sebagaimana dikatakan Said Agil Husin Al Munawar,
sejarah telah membuktikan tidak ada agama yang tidak melakukan klaim
kebenaran mutlak.t*®
b. Faktor eksternal, yaitu:

1) Faktor sosio-politis

Berkembangnya wacana sosio politis, demokratis dan nasionalisme selama

lebih kurang tiga abad yang melahirkan sistem negara bangsa ke arah globalisasi.

Hasil praktis dari proses sosial dan politis ini dimulai sejak pemikiran manusia

mengenal liberalisme yang mengusung kebebasan, toleransi, kesamaan dan

154 Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam Ilmu Perbandingan
Agama, 226-229.

155 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 24-40.

156 Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat Press, 2003),
207.
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pluralisme. Selanjutnya liberalisme tidak lagi terbatas pada masalah politis karena
watak universal dan komprehensifnya kepada HAM ternyata juga merambah hak
beragama dan berkeyakinan. Liberalisme pada akhirnya melakukan politisasi dan
intervensi agama secara sistematis. Agama disubordinasikan tunduk pada
kekuatan sistem di luar agama hingga melupakan realitas agama.™’
2) Faktor keilmuan

Maraknya studi ilmiah modern, khususnya tentang perbandingan agama-
agama dunia. Dengan adanya evolusi politik dan ekonomi terjadi pula evolusi
sosial budaya yang saling mempengaruhi.®® Dengan adanya penemuan teori-teori
baru secara cepat baik metodologi maupun materi, khususnya teori pluralisme
agama sangat membantu para filosof agama dan teolog dalam memahami hakikat
agama. Faktor keilmuan ini turut mengubah Kristen dan Islam untuk menerima
dan menyebarluaskan gagasan pluralisme agama dengan berbagai tren dan
bentuknya bahkan oleh sebagian pemikir Muslim mengakuinya sebagai gagasan
yang memiliki legitimasi dalam Islam.

Dikotomi pluralisme perspektif teologi dan sosiologi tersebut selalu
mengikuti perkembangan sejarah dan muncul pasca perang dunia kedua.
Sebagaimana pemikiran pluralisme yang berkembang di Negara Barat menurut

Hamid Fahmi Zarkasyi, paham pluralisme agama memiliki sekurang-kurangnya

157 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 41-42.
158 Thid., 43.
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dua aliran yang berbeda, yaitu: teologi global (global theology) dan kesatuan
transenden agama-agama (transcendent unity of religion).*>®
a. Aliran pluralisme agama global theology.

Tokohnya Wilfred Cantwell Smith dengan gagasan teologi berpusat pada
Tuhan itu sendiri yang dapat dilihat dari dua gejala, yaitu iman (faith) dan tradisi
kumulatif. Jika iman merupakan pengalaman batin pribadi tentang dunia
transenden yang dialami oleh semua orang dan memungkinkan untuk bekerja
sama, maka tradisi kumulatif adalah ekspresi eksternal dari agama seperti kredo,
hukum-hukum dan ritual yang berbeda dan tidak mungkin disamakan.

b. Aliran transcendent unity of religions (kesatuan transenden agama-agama).

Tokohnya Frithjof Schuon, konsep kebenaran abadi dalam agama atau
disebut perenialisme, yaitu wacana menghidupkan kembali kesatuan metafisika
yang tersembunyi dalam tiap ajaran-ajaran agama sejak Nabi Adam.

Kedua aliran ini masing-masing sering juga dikategorikan sebagai
pluralisme indifferent (apatis) dan pluralisme nonindifferent (peduli). Pluralisme
indifferent mewakili global theology yang menganggap semua agama secara
esoteris adalah sama, tidak ada karakteristik atau khas yang membedakan agama
dan cenderung tidak menghargai keunikan beragama. Berbeda dengan pluralisme
nonindifferent meskipun tidak selalu identik transcendent unity of religions,

kecuali dimensi eksoterisnya. Dua tipologi pluralisme agama antara indifferent

(apatis) dan nonindifferent (peduli), yaitu:

159 Hamid Fahmi Zarkasyi, “Merespons Globalisasi Dengan Pluralisme Agama”, dalam http://lib.
donnyreza.net/INSISTS.pdf (26 Juli 2015).
160 Bambang Sugiharto dan Agus Rachmat W., Wajah Baru Etika dan Agama, 151
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a. Pluralisme agama indifferent (apatis)

Pluralisme agama indifferent atau religious indifferentis menganggap
semua agama adalah sama, tidak ada karakteristik atau khas yang membedakan
masing-masing agama sehingga cenderung bersikap acuh tak acuh atau tidak
menghargai keunikan beragama. Sikap apatis ini berasal dari keterbatasan
pengetahuan manusia yang tidak mengetahui kebenaran agama di antara beberapa
agama, semua agama tidaklah lebih benar dari yang lain. Pluralisme agama
bertipologi indifferent digagas oleh tokohnya John Hick yang memfokuskan
analisisnya pada perkembangan tradisi dalam agama Kristen. Menurut
Abdulkarim Soroush, John Hick adalah seorang teolog yang membela pluralisme
dan inklusivisme agama sejajar dengan Hans Kung, Smart dan Toynbee. %!

Melalui teori teologi global (global theology),'®?> John Hick menyerukan
pembentukan agama universal (global religion) yang wajib dianut seluruh umat
manusia dengan cara mencairkan identitas agama-agama. Dorongan modernisasi
dan globalisasi menjadi tuntutan sosial untuk hidup inklusif daripada menciptakan
masyarakat religius. Menurut Walters, globalisasi dan kapitalisme digunakan
untuk mengurangi atau bahkan menghapus otoritas agama, politik, militer dan
sumber kekuasaan lainnya.*%®
Tujuannya adalah menghapus truth claim pada masing-masing agama

yang menurut istilah Charles Kimball diindikasikan sebagai corrupt religion

161 Abdulkarim Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, terj., Abdullah Ali (Bandung:
Mizan, 2003), 104.

162 John Hick, Problems of Religious Pluralism (Houndmills, Basingstoke: The Macmillan Press,
1985), 31-37.

163 Walters, Globalization (London: Routledge, 1995), 36.
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(agama jahat). Keberadaan klaim kebenaran agama sebagai sumber konflik
menurut Kimball dianggap memenuhi salah satu dari lima tanda corrupt religion,
yaitu jika suatu agama mengklaim sebagai satu-satunya agama yang benar
(absolute truth claim), maka agama itu membuka pintu kemungkinan akan
menjadi jahat.'®* Selanjutnya globalisasi mendorong semua pihak agar menjadi
terbuka dan bebas menerima berbagai ideologi dan nilai-nilai sosial seperti
demokrasi, hak asasi manusia, gender, liberalisme dan sekularisme.

Gagasan John Hick tentang peleburan agama-agama menjadi satu teologi
disebut teologi global (global theology) ternyata juga dikembangkan oleh Wilfred
Cantwell Smith dengan teori teologi dunia (world theology), yaitu satu teologi
untuk semua agama di seluruh dunia. Faktanya manusia menyembah Tuhan
dengan cara yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan toleransi antarumat
beragama. Smith menyebut pandangannya tentang pluralisme ini sebagai a
universal theology of religion.*%® Sebagaimana penjelasan Leonard Swidler,
adalah gagasan sistematis dan rasional tentang keyakinan atas agama atau ideologi
yang dipegang oleh umat manusia. Gagasan ini merujuk pada semua jenis
pandangan agama atau ideologi berdasarkan kategori-kategori dari refleksi
berbagai sacred books apakah Bible, Qur’an, Veda, atau Das Kapital.1%®

Konsep dunia tanpa batas geografi, ideologi, dan teologi ini mensyaratkan

adanya peleburan identitas kultural, kepercayaan dan agama sesuai perkembangan

164 Charles Kimball, When Religion Becomes Evil, Five Warning Signs (HarperCollins e-books,
2008), 52.

165 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 13.

166 1eonard Swidler (ed.), Toward a Universal Theology of Religion (New York: Orbis Book,
1987), 51-52.
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modern. Agama berevolusi dan saling mendekat sehingga tidak ada lagi identitas
perbedaan agama. Dengan tuntutan pengalaman spiritual dari tradisi sakral
berbagai agama melalui perenialisme, maka gagasan Wilfred Cantwell Smith
tentang teologi dunia yang disebutnya sebagai berkembang menjadi teori kesatuan
transenden agama-agama (transcendent unity of religion).

Menggunakan pendekatan tradisional dengan mengangkat konsep yang
diambil secara paralel dari tradisi agama-agama sehingga identitas masing-masing
agama masih dipertahankan, namun semua agama harus dipandang memiliki
aspek gnosis yang sama, yaitu menyembah pada Realitas Mutlak (Tuhan).
Meskipun cara penyembahannya berlainan, identitas agama tidak dapat
dihilangkan. Eksistensi agama-agama harus dibela karena agama tidak bisa di
ubah begitu saja dengan mengikuti zaman modern yang meminggirkan agama.
Setiap agama memiliki tradisi sakral yang perlu dihidupkan dan dipelihara secara
adil, tanpa menganggap salah satunya lebih superior dari yang lain. Agama
menurut teori kesatuan transenden agama-agama bagaikan “jalan-jalan yang
mengantarkan ke puncak yang sama” (all paths lead to the same summit).

Teori ini mengakui keunikan agama tidak sebagaimana gagasan John Hick
tentang global theology, tetapi kesamaan tradisi sakral dalam perenialisme
memunculkan kecurigaan sebagai peleburan iman. Keduanya sama-sama

» 167

membawa paham tentang “satu teologi untuk semua agama di seluruh dunia”.

Pluralisme agama indifferent berdasarkan kategori Kuntowijoyo, disebut

167 Win Usuluddin, “Elusidasi Filosofis Kebhinekaan Keagamaan: Refleksi Atas Pluralisme
Keberagamaan Era Postmodern”, dalam Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 200.
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“pluralisme negatif”, yaitu suatu pengakuan ada banyak agama yang tidak perlu
dipegang teguh ibarat baju, kecuali iman yang ada dalam dada.!® Jika pluralisme
negatif dikaitkan internal Muslim, maka dapat dipastikan secara waktu para
pemeluknya dibesarkan dalam konflik yang keras. Sumbernya berasal dari
dendam kesumat antarsesama Muslim berbeda kelompok, tetapi memandang lebih
baik agama lain atau tidak sama saja.'®°

Menurut M. Rasyidi, beragama itu berhubungan dengan masalah
kepentingan mutlak (problem of ultimate concern). Artinya, jika seseorang
membicarakan soal agama, maka tidak ada tawar-menawar karena agama bukan
sebagai rumah atau pakaian yang dapat berganti-ganti. Sekali memeluk
keyakinan, maka seseorang tidak dapat melepaskan atau berpisah dari
keyakinannya.!’® Penduduk Muslim berkeyakinan sangat kuat sehingga tidak
mudah terpengaruh pluralisme negatif. Sebagaimana pendapat Kuntowijoyo,
berdasarkan budayanya, seorang Muslim taat beragama terkesan lebih simpatik
dan berlapang dada pada pluralisme negatif. Meskipun beragama diibaratkan
memakai baju, tetapi tidak akan khawatir karena tidak ada seorang pun akan
melepaskan bajunya.’

Perbedaan agama dalam pluralisme tidak akan mengganggu keimanan

pemeluknya seperti dikatakan Komarudin Hidayat, setiap orang beriman selalu

168 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, 287.

169 Thid., 288.

170 H M. Rasyidi, “Modernisme dan Toleransi, Pidato Sambutan Pada Musyawarah Antaragama
Tanggal 30 Nopember 1967 di Jakarta”, dalam Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam
Islam, 401.

11 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, 288.
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ingin mencari, menggenggam, dan membela kebenaran yang diyakininya
berdasarkan pada pengetahuan dan tradisi yang dimilikinya. Sikap ini justru
terpuji selama tidak menimbulkan situasi sosial yang destruktif. 1’2

Demikian pula gagasan yang berusaha merelatitkan kemampuan manusia
mencapai kebenaran agama. Contohnya pendapat Djohan Efendi yang mengakui
adanya titik temu agama-agama, tetapi tidak setuju dengan absolutisme agama.
Menurutnya agama dan keberagamaan harus dipahami dalam pengertian berbeda
secara proporsional. Jika agama terutama yang bersumber dari wahyu diyakini
sebagai bersifat ilahiyyah dan bernilai mutlak, maka hasil kebenaran agama dari
pemahaman manusia bersifat nisbi sehingga kebenaran agama apapun yang
dikemukakan oleh manusia tidak absolut, kecuali kebenaran agama itu sendiri
yang hanya dapat diketahui oleh Tuhan 1’3

Meskipun kebenaran manusia bersifat relatif, bukan berarti semua
pemahaman manusia karena tidak dapat mencapai kemutlakan sudah dipastikan
salah. Artinya, relatif tidak selalu bernilai salah, tetapi kemungkinan benar sebab
bagi kelompok propluralisme menyalahkan penafsiran manusia sebagai
kemustahilan sama artinya dengan mengatakan tidak ada satupun agama di dunia
ini benar bagi para pemeluknya. Gagasan yang memasukkan kategori kebenaran

Tuhan sebagai kemustahilan manusia dalam mencapai kebenaran agama dapat

172 Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan Perspektif Filsafat
Perennial (Jakarta: Gramedia, 2003), 129-130.

173 Djohan Effendi, “Kemusliman dan Kemajemukan Agama”, dalam Dialog: Kritik dan Identitas
Agama, ed. Th. Sumarthana, et al. (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 54-58.
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dikategorikan sebagai pereduksian iman dan pada tingkat tertentu justru
memunculkan relativisme bahkan nihilisme nilai.

Dengan berkembang dua aliran antara global theology dan transcendent
unity of religions, maka berdasarkan jenisnya dapat juga dinamakan pluralisme
agama bertipologi indifferent. Meskipun kesatuan transenden agama-agama
(transcendent unity of religions) menghargai keunikan agama, sifat inklusifnya
untuk mengafirmasi adanya peluang kebenaran lain di luar agamanya adalah sikap
pereduksian iman. Pluralisme bertipologi indifferent yang diproyeksikan sebagai
solusi masa depan agama ternyata berubah menjadi radikal.

Bentuk pluralisme agama indifferent yang mengabaikan keunikan masing-
masing agama dengan menyamakan dan menyampuradukkan ‘agidah tidak dapat
diterima oleh semua agama. Sebagaimana salah satu pendekatan Harold Coward
adalah pendekatan dialogis yang mempersempit ruang eksklusivisme. Meskipun
perumusan kembali tidak akan menghilangkan perbedaan, membiarkan
pembahasan teologi yang saling mempengaruhi menjadi semakin jujur dan lebih
memperdalam kehidupan rohani. Dialog antarumat beragama bukan penyelarasan
semua keyakinan yang berbeda, tetapi pengakuan tiap orang beragama memiliki
keyakinan teguh dan mutlak.!"™

Menurut Raimundo Panikkar, pluralisme agama yang mengarah pada
ketidakpedulian agama dan eklektisisme yang merendahkan dengan mentolerir

semua agama tidak perlu dibingungkan karena substansinya dianggap tidak

174 Harold Coward, Pluralisme, Tantangan bagi Agama-Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 75.
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relevan.'’”® Tujuan pluralisme tidak hanya mempersatukan semua agama dalam
konteks dialogis, melainkan peleburan iman dengan berbagai aspek pertimbangan
teologi dan filosofi bahkan pragmatisme nilai menjadi “agama baru” di luar tradisi
agama yang sudah ada. Oleh sebab itu, diperlukan tipologi lain yang menghargai
semua agama secara proeksistensi, tetapi tetap menjaga keunikan atau kekhasan
teologi masing-masing agama.
b. Pluralisme agama nonindifferent

Pluralisme agama nonindifferent atau menurut Nicholas Rescher disebut
“pluralism without indifferentism”, yaitu pandangan tentang pluralisme yang
menentang pereduksian agama dari unsur relativisme dan sinkretisme.'’® Istilah
indiferen dan nonindiferent di Indonesia disebutkan oleh Direktur Reformed
Center for Religion and Society, Benyamin F Intan. Pluralisme indiferen adalah
pluralisme yang tidak menghargai keunikan beragama tanpa diferensiasi dan
identitas. Semua agama dinisbikan dan mengarah pada sinkretisme agama.
Sebaliknya, pluralisme nonindiferen justru mengakui dan menghargai
keberagaman agama tanpa pereduksian apalagi peleburan agama.’’

Pluralisme agama nonindifferent mengakui keberagaman agama dengan

saling menghormati tanpa mengganggu keyakinan orang lain tanpa

175 Raimundo Panikkar, “Philosophical Pluralism and the Plurality of Religions” dalam Religious
Pluralism and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion, ed. Thomas Dean (New
York: State University of New York Press, Albany, 1995), 42. Eklektik adalah mengambil bagian-
bagian tertentu dari suatu agama yang dianggap relevan dan membuang sebagian lain yang kurang
kemudian meraciknya menjadi model keberagamaan yang khas atau baru.

176 Nicholas Rescher, Pluralism Against the Demand for Consensus, 98-99.

177 Benyamin F Intan, “Pluralisme Agama dan Kebaikan Bersama”, dalam Kompas, Jumat, 27
Februari 2009.
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menyamaratakan semua identitas agama. Pluralisme nonindifferent justru
mengakui dan menghargai keragaman, setiap agama unik dan memiliki karakter
sendiri serta menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama apalagi meleburkan
satu agama dengan agama lain. Sebagaimana dikatakan Paulus Budi Kleden,
meskipun agama memiliki ciri-ciri universal, tetapi agama tidak pernah boleh
melepaskan kekhasannya. Terlepasnya keunikan hanya menjadikannya berhenti
menjadi agama dan berubah menjadi sebuah kerangka metafisika yang merugikan
dunia. Interaksi antarumat beragama tidak hanya dicarikan kesamaan, tetapi
dibutuhkan keberanian untuk menjadi berbeda dan menunjukkan perbedaan.'’®
Meskipun propluralisme agama nonindifferent secara konseptual adalah
sintesis dari kelompok propluralisme indifferent dan kelompok antipluralisme,
tetapi sikap menjaga keseimbangan dari kedua kelompok tersebut tidak boleh
terjebak ke dalam sikap antipluralis. Sebagaimana Robert Philip Buckley yang
mengingatkan kepada kelompok propluralisme agar tidak terjebak pada sikap
antipluralis akibat kekukuhan konsepnya. Gagasan pluralisme tidak boleh
melampaui gagasan agama dan identitas lain karena usaha menemukan persamaan
umum dengan mengabaikan semua keragaman (diversity) dan perbedaan

(difference) dalam “universalisme” pada tataran tertentu dengan sendirinya sudah

antipluralistik."

178 Paulus Budi Kleden, Dialog Antaragama Dalam Terang Filsafat Proses Alfred North
Whirehead (Maumere: Ledalero, 2002), 194.

179 Qomi Akit, “Wacana, Masa Depan dan Tantangan Pluralisme di Indonesia”, dalam Inovasi,
Jurnal Diklat Keagamaan, edisi 18, (April-Juni 2011), 169.
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Pandangan ini sesuai dengan teori keempat Terrence W. Tilley, selain
eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme ada partikularisme, yaitu pandangan dan
sikap yang menganggap setiap agama memiliki substansi yang berbeda-beda dan
cenderung mendukung klaim teologis yang santun. Menurut partikularis,
memastikan agama yang benar dan selamat merupakan tindakan lancang karena
dianggap mendahului kehendak-Nya akibat mengklaim mengetahui bagaimana
Tuhan pada ahirnya mengatur segala sesuatu.

Perbedaannya dengan pluralisme agama nonindifferent terletak pada klaim
teologis pada pernyataan di atas yang seharusnya ada pada masing-masing agama
tanpa dibatasi dalam definisi menurut kategori agama universal. Pluralisme agama
nonindifferent sama sekali tidak bersifat teologi, karena identitas keunikan dan
primordialisme agama harus dihargai sebagai hak privat (private affairs) bagi
keyakinan masing-masing pemeluk agama.

Meskipun saling berbeda tentang Tuhan, segala sesuatu selalu terpusat
kepada-Nya. Bagi semua agama mengakui klaim kebenaran agama sendiri tidak
dapat dicegah untuk dihilangkan sehingga pemaksaan antaragama terhadap
perbedaan tentang Tuhan menimbulkan masalah fundamental. Pluralisme agama
nonindifferent sangat menghargai nilai dan kekhasan masing-masing agama
sehingga penerimaan eksistensi semua agama yang berpotensi terjadinya
konvergensi sosial, tidak mengurangi sama sekali kebenaran khas agama apalagi

terjebak pada relativisme teologi. Pluralisme nonindifferent mengakui dan

180 Terrence W. Tilley, Postmodern Theologies and Religious Diversity, 158-159.
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menghargai keberagaman agama, setiap agama unik dan memiliki karakter sendiri
serta menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama apalagi meleburkan satu
agama dengan agama lain. Menurut David Trueblood, suatu hal yang salah
mengingkari adanya perbedaan dalam agama. '8!

Pluralisme agama nonindifferent mengakomodasi kepentingan semua
agama, menghargai keunikan sekaligus membenarkan semuanya meski berbeda.
Maksud membenarkan semua agama bukan dalam tataran teologi, tetapi
sosiologi. Artinya, semua agama benar adalah menurut keyakinan agama masing-
masing, bukan bermakna mengakui juga kebenaran lain di luar agamanya.
Tipologi ini tidak khawatir akan tuduhan intoleran atau kurang etis dan politis
terhadap sikap yang mengakui kebenaran tunggal agamanya dan menyalahkan
yang lain, tetapi secara sosial saling menghargai, berlaku adil dan bekerja sama
tanpa mereduksi iman diantara para pemeluk agama.

Mempersilahkan orang lain memiliki pemahaman yang sama bukan berarti
meminta kesediaan dari masing-masing agama untuk saling mengakui kebenaraan
agama sendiri atau sebaliknya. Sebagaimana disampaikan oleh M. Rasjidi,
pengertian pluralisme agama sebatas sebagai realitas sosiologi karena
kenyataannya masyarakat memang plural, tetapi pengakuan atas realitas
kemajemukan tersebut tidak berarti memberikan pengakuan terhadap kebenaran

teologis agama-agama lain. %2

181 David Trueblood, Filsafat Agama, terj., M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 135-136.
182 M. Rasjidi, AI-Djami’ah, Nomor Khusus, Tahun ke VIII, (Mei, 1968), 35.
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Meskipun masing-masing agama secara teologis memang berbeda bahkan
saling bertentangan sesuai konteks tradisi budaya atau menurut John Hick disebut,
“Something of vital religious significance” (sesuatu yang paling pokok pada
agama),'® tetapi tidak menghilangkan kewajibannya sebagai warga negara yang
memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Pluralisme agama dan
karakteristiknya tersebut jika menggunakan bahasa yang digunakan oleh Mukti
Al diistilahkan agree in disagreement untuk menggambarkan fenomena
keragaman dan perbedaan agama sehingga paling relevan dijalankan oleh setiap
pemeluk agama. Dikatakannya, orang yang beragama harus percaya agama yang
ia peluk itulah yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga
dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk mempercayai dan meyakini kebenaran
agama yang dianutnya.'®* Terhadap agama sendiri setiap orang harus meyakini
kepercayaan agamanya adalah paling baik dan benar, tetapi terhadap orang lain
juga dipersilahkan untuk percaya sebagaimana dirinya.

Pluralisme agama mengarah pada sikap menghargai keberagaman agama
sebagai bagian dari realitas kemanusiaan. Semua agama menganjurkan kebenaran,
keadilan, dan kebijakan bahkan mengikat pengertian semua agama adalah baik
dan benar. Semua agama dikatakan baik karena sama-sama menganjurkan nilai-

nilai luhur yang diterima untuk seluruh umat manusia, sedangkan dikatakan benar

18 John Hick, “Religious Pluralism”, dalam The World’s Religious Traditions: Current
Perspectives in Religious Studies, ed. Frank Whaling (Edinburgh: T.&T.Clark, 1984), 148.

184 Mukti Ali, ‘Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam Ilmu Perbandingan
Agama di Indonesia dan Belanda, 230-231.
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karena secara subjektif-eksklusif masyarakat agama memiliki truth claim dan
menjadi satu-satunya pembawa keselamatan di dunia dan akhirat.!8

Perbedaan keyakinan merupakan hak setiap orang yang harus dijaga dari
unsur pemaksaan pihak lain yang tidak sesuai dengan kehendaknya karena
paksaan baik dengan siasat kasar maupun halus hanya mengakibatkan orang lain
menjadi hipokrit. Pihak yang tidak dapat menghormati keyakinan agama orang
lain justru menjadi bahan ejekan dari komunitas pemeluk agama-agama yang lain.
Dengan menghormati perbedaan keyakinan agama yang tidak menyalahkan
agama lain ini menunjukkan adanya sikap kedewasaan. Komaruddin Hidayat
berpendapat, semua umat beragama tertuntut untuk menjunjung tinggi agamanya
dengan cara membuktikan dirinya sebagai warga negara yang baik dan konstruktif
bagi semua pihak dalam kerangka membangun peradaban.8®

Menurut Khaled Abou El-Fadl, peradaban Islam adalah peradaban
pluralistik yang sangat toleran atas berbagai kelompok sosial dan keagamaan.
Dibuktikan dari berbagai implikasi komitmennya pada keragaman manusia dan
pengetahuan bersama masa sekarang dibutuhkan refleksi moral dan perhatian

pada situasi historis.*®’

Pengertian pluralisme agama yang lebih liberal
dikemukakan oleh Nurcholish Madjid,’®® semua agama adalah jalan kebenaran

menuju Tuhan. Keragaman agama justru menunjukkan kebenaran tidak sekadar

185 Halid Alkaf, Qua Vadis Liberalisme Islam Indonesia (Jakarta: Kompas, 2011), 203.

186 Komaruddin Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi, Doktrin dan Peradaban Islam di
Panggung Sejarah (Jakarta: Paramadina, 2008), 142-143.

187 Khaled Abou El-Fadl, Cita dan Fakta Toleransi Islam-Puritanisme versus Pluralisme, terj.,
Heru Prasetya (Bandung: Arasy, 2003), 32.

188 Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi
Mendatarng”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No. 1 Vol. IV, Tahun 1993, 4-6.
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fakta sosial yang fragamentatif, tetapi harus diyakini sebagai fakta sehingga tidak
berhak memonopoli kebenaran Tuhan karena menjadi bibit permusuhan terhadap
agama lain.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme seharusnya tidak hanya dilihat
sebagai fakta sosial dengan mengatakan masyarakat bersifat majemuk, plural
terdiri dari berbagai suku dan agama, tidak juga dipahami sebagai kebaikan
negatif (negative good) yang ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan
fanatisme (fo keep fanaticism at bay). Pluralisme harus dipahami sebagai bagian
dari pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban (genuine engagement of
diversities within the bonds of civility).*®

Terlepas dari perbedaan konsep pluralisme agama berdasarkan beberapa
pandangan cendekiawan Muslim di Indonesia di atas. Menurut Ngainun Naim,
ada beberapa hal mendasar yang perlu mendapatkan penegasan bersama, yaitu:

a. Pluralisme agama memiliki tujuan menciptakan harmoni. Pemahaman
secara objektif atas realitas keagamaan bukan bertujuan untuk
menyatukan (unity) keragaman tersebut, sebab penyeragaman
merupakan usaha yang mereduksi identitas yang unik dari masing-
masing agama sekaligus mengingkari realitas yang memang beragam.

b. Pluralisme agama berikhtiar untuk mencari dimensi yang
memungkinkan terciptanya konvergensi, bukan konsensus.

c. Pluralisme agama itu mengedepankan kepercayaan (#rust), bukan
persetujuan (agreement). '

Munculnya dua tipologi pluralisme agama sebagai produk pemikiran

agama atau keberagamaan meskipun tidak memiliki akar ideologis bahkan

teologis yang kuat, antarumat beragama tidak perlu khawatir pada sikap

189 Bydhy Munawar-Rahman, Islam Pluralis, 31.
190 Ngainun Naim, Islam dan Pluralisme Agama, 15.
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relativisme. Pluralisme agama nonindifferent secara sosiologi sama sekali tidak
berhubungan dengan kebenaran teologi, kecuali untuk agama sendiri dengan
segala keunikan beserta klaim kebenarannya schingga harus disadari pada
akhirnya masing-masing agama mengakui dan meyakini kebenaran dogmatisnya.
Dengan analogi yang sama, keberadaan semua agama dalam pluralisme
secara sosiologi harus diterima sebagai cahaya, tetapi tidak ada hubungannya
dengan pengakuan kebenaran atau intensitas cahaya karena secara teologi
konfirmasinya diserahkan pada masing-masing agama untuk menerima atau tidak.
Kewajiban semua agama adalah saling menerima keberadaannya secara sosial,
tetapi tidak berhak untuk saling mengintervensi atau meminta persetujuan atas
kebenaran teologi di luar agamanya. Menurut M. Syafi’i Anwar, pluralisme adalah
sikap menghargai pluralitas keyakinan orang lain sebagai bagian yang asasi dan
inheren dalam diri manusia, tanpa harus mengakui kebenaran ajaran agama orang
lain. Artinya, pengakuan atau penghargaan terhadap kebenaran agama orang lain
adalah dalam konteks benar menurut pemeluk agama yang bersangkutan. %!
Pluralisme agama dalam perspektif nonindifferent bukanlah suatu paham
atau keyakinan yang bersifat mutlak sehingga tidak perlu dikembangkan ritual-
ritual tertentu atau dihubungkan dengan semua hal yang mendatangkan pada
pereduksian iman yang menyesatkan. Sejauh tidak menolak tipologi

nonindifferent, maka kekhawatiran apapun atas pluralisme agama merupakan

181\, Syafi’i Anwar, “Islam, Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Globalisasi”, dalam Islam
Madzhab Tengah,; Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher, ed. Heri Sucipto (Jakarta: Grafindo
Khazanah Ilmu, 2007), 93.
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sikap berlebihan. Sikap nonreduktif dan proeksistensi pada pluralisme agama
nonindifferent dibutuhkan dalam menjaga harmonisasi keragaman dan perbedaan.
Jika menggunakan klasifikasi Bhiku Parekh tentang empat wilayah kajian

multikultural, %

maka kelompok propluralisme bertipologi nonindifferent disebut
sebagai komunitas counter of diversity. Komunitas yang dilakukan oleh para
aktivis dalam memberikan alternatif nilai di masyarakat atas berkembangnya
wacana multikulturalisme karena berbagai pengaruh dan sebab yang telah
mendahuluinya, seperti kelompok pluralisme agama nonindifferent yang menolak
kelompok antipluralisme dan propluralisme indifferent.

Tipologi pluralisme agama nonindifferent seperti ini identik dengan
gagasan J.B. Banawiratma sebagai pluralisme dialogal, yaitu mengakui kenyataan
pluralisme iman dan agama, tetapi menolak tipologi eksklusifis dan indifferent.
Kekhasan agama harus diakui dan dihormati, sekaligus menjalin dialog dan saling
memperkaya keimanan yang berbeda dengan jujur dan terbuka. Fungsi dialog
tidak untuk mengevaluasi kebenaran masing-masing agama, tetapi menempatkan
umat beragama dan beriman lain adalah berbeda dari perspektif agama dan iman
sendiri. Artinya, interaksi sosial antarumat beragama adalah saling mendengarkan
dan membiarkan diri disapa oleh iman dan kehidupan agama lain. Berharap terjadi

perjumpaan visi dan tujuan yang hidup di antara umat beragama sehingga dapat

ditemukan dataran dialogal dan transformasi yang mungkin diperkembangkan.'%

192 Bhiku Parekh, Rethinking Multikulturalism (London: Sage Publication, 2007), 176.
193 J B. Banawiratma, “Bersama Saudara-saudari Beriman Lain, Perspektif Gereja Katolik”, dalam
Dialog: Kritik dan Identitas Agama, ed. Elga Sarapung (Yogyakarta: Dian Interfidei, 2004), 18-19.
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Dengan beragamnya pemaknaan tentang pluralisme agama antara
indifferent dan nonindifferent, maka pemahaman manusia dari masa ke masa
selalu mengalami dialektika mengikuti perkembangan masyarakat. Pada konteks
sekarang pluralisme menjadi wacana yang masuk pada semua elemen masyarakat
sehingga kompleksitas masalah yang dihadapi manusia menuntut agar keragaman
dan perbedaan agama dapat dipecahkan bersama oleh semua penganut agama.'%
C. Pluralisme Agama Perspektif Historis

Jika toleransi agama didekati dengan tinjauan sejarah, maka langkah awal
toleransi termasuk pluralisme agama adalah perdamaian Westphalia (1648) yang
mengakhiri perang antarnegara sebagai upaya membangun hegemoni agama
melintasi batas-batas nasional selama seabad lebih di Eropa. Meskipun tercipta
perdamaian, signifikansi toleransi dan pluralisme di dalam batas-batas domestik
negara-negara Eropa belum terjadi karena ditentukan dari keniscayaan politik
sebagai komitmen kultural atau religius terhadap ide pluralisme.'*®

M. Rasyidi berpendapat istilah toleransi faktor-faktornya sangat spesifik di
negara Barat ketika menghadapi konflik internal Kristiani yang melibatkan
kebijakan pemerintah sejak abad ke-4 sampai ke-18. Sebagaimana penyelesaian
ide toleransi untuk konflik kedudukan Yesus dalam doktrin trinitas pada perjanjian

Westphalia (1648). Berlanjut pada peristiwa migrasi Eropa ke Amerika abad ke-

18, ide toleransi digunakan untuk menghadapi konflik berbagai sekte yang lebih

194 Th. Sumarthana, “Kemanusiaan, Titik Temu Agama-agama”, dalam Agama-agama Memasuki
Milenium Ketiga, ed. Martin L. Sinaga (Jakarta: Grasindo, 2000), 35.

195 Mark Woodward, “Hubungan Agama-Negara Di Indonesia: Sebuah Perspektif Komparatif
Tanggapan atas Anthony Reid”, dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), Mengelola Keragaman Di
Indonesia, 60.
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dari satu (denominations). Dari beberapa peristiwa konflik tersebut, maka
toleransi adalah ide Kristen untuk masyarakat Kristen.!%

Gagasan pluralisme agama di Eropa muncul seabad pasca perang antara
negara-negara Katolik yang memaksakan loyalitas versus negara-negara
pendukung Protestan. Menurut Anthony Reid, negara-negara pro Protestan seperti
Inggris, Belanda dan Swedia berhasil mempertahankan independensi agama dan
politik atas dasar gereja-gereja baru nasional. Meskipun mereka belum mengakui
pluralisme, masing-masing negara dapat memastikan Eropa menjadi plural %’
Konflik yang disebut wars of religion antara Kristen dan Katolik serta Yahudi
pada abad ke-16 ini diselesaikan dengan kesepakatan antarumat beragama dalam
bentuk undang-undang seperti The Edict of Nantes di Perancis 1598 dan
Toleration Act di Inggris 1689.1%

Meskipun 1ide toleransi tidak sepenuhnya murni urusan agama
sebagaimana dijelaskan John Locke dalam Letters of Toleration (1689), toleransi
adalah satu dari sejumlah kesepakatan utama dari negara demokratis modern yang
tidak memasukkan asumsi Katolik Roma meskipun berkaitan dengan persetujuan
Gereja daripada pemerintah.'®® Ide toleransi berasal dari konflik internal agama

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga dibutuhkan kesepakatan

bersama. Demikian pula dengan pluralisme agama juga merupakan pertautan

19% H.M. Rasyidi, “Modernisme dan Toleransi, Pidato Sambutan Pada Musyawarah Antar Agama
Tanggal 30 Nopember 1967 di Jakarta”, dalam Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam
Islam, 408.

197 Anthoni Reid, “Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia”, dalam Bernard Adeney-Risakotta
(ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia, 46.

198 Nur Ahmad, Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman, 12.

199 Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy, 871.
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komitmen religius dan sekuler sebagai realitas sosial sehingga pluralisme adalah
soal keterikatan, keterlibatan, dan keikutsertaan dalam perbedaan.?®

Pluralisme agama dalam lintas sejarah tidak lepas dari dialektika
pemaknaan antara sosial dan agama. Menurut Robert N. Bellah, istilah pluralisme
dikembangkan secara luas oleh para ilmuan sosial yang mengacu heterogenitas
kelompok daripada agama. Kehidupan masyarakat modern tidak saja
menggambarkan perbedaan kelompok budaya, tetapi juga mencakup beragam
kelompok agama sehingga gagasan pluralisme keagamaan dipandang analog
bahkan sinonim dengan pluralisme rasial atau etnik yang jelas terdapat
pemahaman yang salah.?!

Jika acuan pluralisme bukan heterogenitas kelompok melainkan sistem
keyakinan nonempiris, maka pluralisme di dunia Barat terbangun dari pemahaman
klasik pada agama dalam wilayah sosial, khususnya setelah religion menjadi
istilah umum abad 18. Munculnya istilah dan kajian tentang pluralisme agama
merupakan fenomena abad ke-19 khususnya terkait maraknya studi empiris
agama-agama (comparative religions) yang menghasilkan beberapa disiplin ilmu
baru seperti sosiologi agama, antropologi agama, sejarah agama, psikologi agama,
fenomenologi agama dan lain-lain. Misalnya, pada studi fenomenologi agama
yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu kemanusiaan, menemukan ‘“keimanan”

universal pada penganut agama-agama, baik primitif maupun modern.?%?

200 victor Immanuel Tanja, Pluralisme Agama dan Problema Sosial, 4.

201 Robert N. Bellah dan Phillip E. Hammond, Varieties of Civil Religion: Beragam Bentuk Agama
Sipil dalam Beragama Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi & Sosial, 212.

202 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, 44.
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Meskipun pluralisme keagamaan dapat diartikan adanya fakta tentang
perbedaan agama, ia juga dapat mengacu kepada situasi yang secara kualitatif
berbeda dari pluralisme lainnya. Jika sebuah sistem makna menunjukkan saling
berlawanan, maka pengertian ‘sistem makna’ mengalami perubahan.?® Pluralisme
agama sebagai produk pemikiran tidak datang secara tiba-tiba melainkan selalu
terikat dengan konteks sosio-historis. Artinya, aktivitas intelektual manusia
merupakan hasil interaksi dialektis dengan keadaan sosiologis yang menjadi latar
historis pemikiran itu muncul dan berkembang.

1. Pluralisme agama di negara Barat

Pluralisme agama dalam sejarah Barat merupakan upaya penyelesaian
trauma akibat konflik internal antara Katolik, Protestan dan Ortodok sekaligus
peletakan dasar teologi Kristen untuk berinteraksi dan bertoleransi dengan agama-
agama lain.?® Klaim kebenaran atas pemikiran sendiri ini dianggap pemicu
lahirnya radikalisasi agama, perang dan penindasan atas nama agama. Konflik
tersebut diasumsikan selesai jika masing-masing agama tidak menganggap ajaran
agamanya paling benar dengan tujuan mengakui juga adanya kebenaran dalam
agama lain.

Ditandai dengan bergesernya paradigma teologi awal, yaitu extra
ecclesiam nulla salus; outside the church no salvation (tidak ada keselamatan di

luar gereja) menjadi paradigma baru, kebenaran dan keselamatan bisa saja terjadi

203 Ibid., 213-214.

204 M. Legenhausen, Pluralitas dan Pluralisme Agama: Keniscayaan Pluralitas Agama sebagai
Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme, terj., Arif Mulyadi
dan Ana Farida (Jakarta: Shadra Press, 2010), 5.
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di luar gereja. Sifat rohani agama baik ajaran maupun praktik diakui sebagai
kehadiran dan kehendak Tuhan yang menyelamatkan masing-masing agama.?®
Menurut Benediktus Nuwa, atas dasar relasi Kristiani dengan agama-agama lain
berdasarkan daya kuasa Roh Kudus, maka setiap anggota Gereja harus
menghargai apa yang baik, benar dan suci di dalam setiap agama karena
merupakan benih-benih sabda Allah yang dapat mengantar orang pada
keselamatan.?®® Paradigma teologi awal yang juga memuat doktrin ecclesiam
nullus propheta (tidak ada Nabi di luar gereja) tersebut tercantum dalam Konsili
Florence 1442.27

Dalam tradisi Kristen terdapat tiga cara pendekatan atau cara pandang

teologis terhadap agama lain, yaitu:

a. Eksklusivisme, cara pandang hanya orang-orang yang mendengar dan
menerima Alkitab saja yang akan diselamatkan sedangkan di luar itu
tidak selamat.

b. Inklusivisme, cara pandang meskipun Kristen merupakan agama yang
benar, tetapi keselamatan juga mungkin terdapat pada agama lain.

c. Pluralisme, cara pandang semua agama adalah jalan yang sama-sama
sah menuju inti dari realitas agama. Dalam pandangan pluralisme
agama, tidak ada agama yang di pandang lebih superior dari agama
lainnya. Semua dianggap sebagai jalan yang sama-sama sah menuju
Tuhan.?%®

Berawal dari agama Kristen pasca Konsili Vatikan II tahun 1962-1965 M

yang menggeser sikap eksklusif ke inklusif menjadi teologi pluralis. Umat Kristen

205 Harold Coward, Pluralisme, 34.

206 Benediktus Nuwa, “Syarat Kerukunan Umat Beragama”, dalam Bertolomeus Bolong (ed.),
Mencintai Perbedaan: Renungan Lintas Iman Pluralisme dan Kerukunan (Kupang: Bonet
Pinggupir, 2013), 89.

207 Hans Kung, “Sebuah Model Dialog Kristen-Islam”, dalam Paramadina, Jurnal Pemikiran
Islam, Vol, 1 Nomor 1, 1998, 12.

208 Daniel B. Clendenin, Many Gods Many Lords: Christianity Encounters World Religions
(Michigan: Baker Books, 1995), 12.
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berhasil mendeklarasikan “keselamatan umum” dalam rumusan Nostra Aetate
yang melahirkan keyakinan teologi, jalan meraih keselamatan berlaku juga untuk
agama-agama di luar Kristen dengan terbentuknya sekretariat bersama yang
memfasilitasi dialog antarumat beragama.?®

Budhy Munawar-Rachman berpendapat, pluralisme agama bagi umat
Kristen merupakan masalah teologi yang menjanjikan harapan, kehadiran para
misionaris di seluruh dunia dapat menghasilkan pertobatan semua orang untuk
mengikuti jalan Yesus Kristus, tetapi harapan tersebut tidak terjadi. Selanjutnya
banyak teolog Kristen menyadari agama-agama seperti Yahudi, Islam, Hindu dan
Buddha sama sekali tidak hilang dari muka bumi, tetapi tetap bertahan hidup dan
berkembang dengan baik.?!° Dokumen yang disebarluaskan oleh Paus Paulus VI
pada tanggal 18 Oktober 1965 ini mengubah paradigma teologi yang tidak
menganggap ajarannya paling benar diharapkan dapat mengakhiri konflik
antarumat beragama, khususnya Kristen dan Islam.?!

Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi, pluralisme sebagai paham relativisme
agama dan nihilisme kebenaran agama merupakan agenda penting globalisasi
dalam disiplin ilmu sosiologi, teologi dan filsafat keagamaan yang berkembang di
Barat.?'? Pluralisme agama dalam sejarah Barat menunjukkan pendekatan filosofis

dikembangkan oleh para filosof Barat sebagai bentuk perlawanan karena trauma

akibat pengaruh pemikiran teologi yang bersumber dari hegemoni gereja. Dengan

209 Umi Sumbulah, Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama, 57.

210 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 3.

211 Wawan Gunawan Abd. Wahid (ed.), Fikih Kebinekaan, 203.

212 Hamid Fahmy Zarkasyi, Pengantar, “Islam dan Paham Pluralisme Agama”, Islamia, Tahun I
Nomor 3, (Septembar-Oktober, 2004), 5-6.
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memarjinalkan peran agama agar sesuai tuntutan keadaan sosial, maka para filosof
menerapkan pemikiran bebas secara ekstrem melalui doktrin nihilisme nilai.
Kebenaran agama menjadi relatif dan tidak perlu dicari mana yang paling benar.
Pendekatan sosiologi agama ini menekankan tuntutan adanya modernisasi dan
globalisasi yang mengharuskan minimnya otoritas agama, kebangsaan, dan
kekuasaan agar terbuka terhadap pemikiran lain.

Ainul Yaqin berpendapat, munculnya paham pluralisme agama di negara

Barat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

a. Adanya respons terhadap realitas plural masyarakat Kristen Eropa yang
rawan konflik dengan keragaman sekte, kelompok, dan mazhab.
Sebagian menganggap agama adalah sumber konflik yang harus
disingkirkan dan sebagian lain berupaya menyamakan semua agama
karena perbedaan ajaran adalah pangkal dari konflik umat manusia.

b. Imbas dari liberalisasi di Eropa. Pengalaman sejarah Barat abad
pertengahan terhadap dominasi Gereja menghasilkan sikap traumatis
sehingga melahirkan liberalisme dan sekularisme. Kehidupan manusia
di berbagai aspek termasuk urusan agama menuntut adanya persamaan
dan kesetaraan, sehingga harus diposisikan sederajat dan sama
benarnya. Selain itu agama direduksi perannya pada wilayah privat.?3

Tujuan prioritas pluralisme agama di negera Barat adalah menghilangkan

keyakinan klaim kebenaran agama sendiri untuk menyalahkan kebenaran agama
lain dari radikalisme, konflik horizontal, perang dan penindasan atas nama agama.
Sejak akhir abad ke-18 beberapa negara Eropa mengakui kemajemukan agama
dengan menghilangkan rintangan sosio-politik bagi agama-agama. Menyusul

sekularisasi radikal pada Revolusi Prancis abad ke-19, maka eksistensi umat

beragama selain Katolik, berbagai aliran Protestan dan Yahudi secara bertahap

213 Alinul Yagin, Menolak Liberalisme Islam Catatan atas Berbagai Wacana dan Isu Kontemporer,
65-66.
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semakin diterima karena semua agama memiliki hukum yang sama. Agama Hindu
dan Muslim datang kemudian, terutama pada abad ke-20.2*4

Demikian pula di Amerika akhir abad ke-19, pluralisme dilatarbelakangi
oleh pertikaian antarmazhab dalam agama Kristen sampai tingkatan mutual
exclusion (saling mengkafirkan) dengan munculnya bermacam-macam aliran
fundamentalis pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 tersebut selanjutnya
teolog Kristen Jerman, Ernest Troeltsch menggulirkan perlunya bersikap pluralis
di tengah-tengah berkembang konflik intern antaraliran dalam agama Kristen dan
agama lain. Dari perkembangan teologi Kristen yang menyadari untuk
mendapatkan pemahaman akan kekayaan tradisi agama-agama lain diperlukan
sikap keberagamaan yang tidak sekadar inklusif, tetapi pluralis. Selanjutnya
teologi pluralisme ini dikembangkan oleh banyak filsuf, teolog, dan ilmuwan
seperti John Hick, Karl Rahner, Raimundo Panikkar, Wilfred Cantwel Smith,
Rosemary Ruether, Paul F. Knitter, Gordon D. Kaufmann dan lain-lain.?*®

Dalam tradisi Kristiani era modern menurut Harold Coward para filsuf,
teolog, dan ilmuwan tersebut berhasil mengembangkan beberapa pendekatan
modern, yaitu:
a. Pendekatan kristosentris, yaitu mengakui keunikan Yesus sebagai penjelmaan

Tuhan. Tokoh dari pendekatan ini adalah Karl Rahner.

b. Pendekatan teosentris, yaitu mengakui Tuhan adalah pusat segala sesuatu.

Menurut John Hick, Tuhan adalah pusat alam semesta iman manusia,

214 Anthoni Reid, “Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia”, dalam Bernard Adeney-Risakotta
(ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia, 47.
215 Bydhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 5.
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sehingga semua agama termasuk Kristen melayani dan mengelilingi-Nya.
Teori ini digagas oleh John Hick, Paul Tillich, dan Wilfred Cantwel Smith.?*8

c. Pendekatan dialogis. Gagasan yang berasal dari Stanley Samartha dan
Raimundo Panikkar ini berpandangan agama Kristen harus mengakui agama
lain karena perkembangan Kristiani merupakan hasil dialog dan
“persentuhan” langsung dengan agama lain.

Demikian pula pendapat Arnold Toynbee dan Friedrich Schleiermacher
sejalan dengan teologi Kristen Konsili Vatikan II, umat Kristiani tidak berhak
mengklaim paling benar sendiri. Terkait dengan teologi pluralisme pasca konsili
tersebut dalam beberapa pandangan teolog terbesar Katolik abad ke-20, Karl
Rahner, penganut agama lain mungkin menemukan karunia Yesus melalui agama
mereka sendiri tanpa harus masuk menjadi penganut Kristen atau menurutnya
disebut Kristen Anonim (anonymous Christian).?*’

Pandangan pluralisme agama para teolog Kristen pada tingkat konseptual
wahyu tersebut selanjutnya perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan
keberadaan agama lain. Sebagaimana pendapat Wilfred Cantwel Smith, setiap
perumusan iman suatu agama harus mencakup doktrin mengenai agama lain
sehingga para teolog Kristen apabila mengembangkan teologinya harus menyadari
kedudukannya sebagai anggota masyarakat dunia bersama dengan para teolog lain

yang beragama Hindu, Buddha, atau Islam.?!8

216 Harold Coward, Pluralisme, 59.
217 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 6.
218 Thid., 12.
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Menurut Paul F. Knitter, tujuan akhir agama Kristen bukan pengkristenan
dunia melainkan agar manusia mampu menjalin relasi harmonis dengan Tuhan
dan menjadikan agama sebagai sumber etika dan moral universal.?!® Pada abad
ke-21 mulai tumbuh kesadaran di kalangan tokoh Kristiani, agama merupakan
jalan spiritual dan manifestasi relasi manusia dengan Tuhan yang harus dihormati
dan tidak boleh dipaksakan sehingga pemahaman tersebut menjadi jalan dialogis
antarumat beragama.

Salah satu bentuk pengembangan dari tiga pandangan teologis
antargolongan lain, yaitu eksklusif, inklusif, dan pluralis adalah teologi
transformatif sebagaimana pandangan John Cobb yang dikutip oleh Alwi Shihab.
Meskipun sikap respek dan apresiatif atas kearifan dan kebajikan yang diajarkan
agama-agama besar adalah sama secara koeksistensi, teologi ini menghendaki
penganut Kristen melakukan transformasi diri dengan sikap terbuka untuk belajar
dan menggali kearifan agama dan tradisi lain.?® Artinya, terbuka
menyumbangkan kekayaan iman yang dimiliki sekaligus menggali kekayaan iman
agama lain tanpa harus mereduksi atau meleburkan rasa keimanan. Keterbukaan
yang didasari kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar dan kesediaan
mendengar, mengambil dan mengikuti pendapat orang lain yang terbaik.

2. Pluralisme agama di Indonesia
Menurut M. Rasyidi, masyarakat hidup dalam dunia modern yang

multicomplex, mengandung bermacam-macam agama schingga harus

219 Paul F. Knitter, No Other Name?: A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World
Religions (Maryknoll: Orbis Books, 1985), 74.
220 Alwi Shihab, Islam Inklusif, 84.



129

menyesuaikan diri sesuai perkembangan sejarah dengan mengakui adanya

t.22! Watak majemuk masyarakat Indonesia

religious pluralism dalam masyaraka
secara sosio-kultural terdiri atas bangsa yang bersuku-suku dengan cara hidup
bermasyarakat dan berbudaya. Keragaman budaya di Indonesia ada sekitar 400
kelompok etnis dan bahasa yang ada di bawah naungannya.?’? Di Indonesia
masyarakat yang hidup dalam keragaman budaya, etnisitas, ras, dan agama telah
dikenal sejak dahulu bahkan sebelum kehadiran para penjajah Eropa sehingga
bukan gejala baru. Franz Magnis-Suseno menyebut Indonesia sebagai satu negara
yang paling plural di dunia.??

Kemajemukan agama di Indonesia menerima pengaruh dari kebudayaan
Hindu, Islam dan Eropa di masa lalu, sejak lama telah berdiri kerajaan Sriwijaya,
Mojopahit dan kerajaan Mataram serta kesultanan-kesultanan di berbagai wilayah
nusantara. Selanjutnya terjadi penjajahan sejak abad ke 16 sampai pertengahan
abad ke-20. Setelah ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka ada kebulatan
tekad dan kesadaran bersama dalam mewujudkan pluralisme sekaligus alat
pemersatu melawan penjajah Belanda. Sumpah Pemuda ini merupakan cikal bakal

munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Penghargaan atas pluralisme juga

tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan seperti sidang-sidang

221 M. Rasyidi, “Modernisme dan Toleransi, Pidato Sambutan Pada Musyawarah Antaragama
Tanggal 30 Nopember 1967 di Jakarta”, dalam Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan
Beragama Dalam Islam, 402.

222 Nurcholish Madjid, “Mencari Akar-akar Islam Bagi Pluralisme Modern: Pengalaman
Indonesia”, dalam Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, ed. Mark
R. Woodward, terj., Ihsan Ali-Fauzi (Bandung: Mizan, 1998), 91.

223 Franz Magnis-Suseno, “The Challenge of Pluralism”, dalam Quo Vadis Islamic Studies in
Indonesia?, 16.
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Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
hingga mengantarkan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17
Agustus 1945. Dalam konteks sosial dan politik bahkan pencoretan “tujuh kata”
dalam Pancasila yang terdapat di Piagam Jakarta pun dipahami sebagai
menghargai pluralisme.??*

Pancasila sebagai filosofi negara-bangsa Indonesia membuka pintunya
bagi pluralisme yang telah diterima oleh mayoritas besar bangsa Indonesia.??®
Para founding fathers kita merumuskan konsep pluralisme dengan semboyan
“Bhinneka Tunggal Ika”.?®® Pada masa awal kelahiran bangsa Indonesia, istilah
kemajemukan merupakan kosa kata murni untuk menggambarkan keberagaman
bangsa Indonesia, maka sangat tepat jika bangsa Indonesia mencanangkan
semboyan (moto), Bhinneka Tungal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap
satu kesatuan. Semboyan ini merupakan motivasi perwujudan kemajemukan yang
berasal dari jati diri bangsa sehingga pluralisme berakar dari ideologi dan sosio-
kultural sendiri. Bingkai pluralisme dalam lambang negara tersebut menurut
Ahmad Syafii Maarif menjelaskan Indonesia adalah sebuah bangsa multi-etnis,
multi-iman, dan multi-ekspresi kultural dan politik yang jika dikelola dengan baik,

cerdas, dan jujur akan merupakan sebuah kekayaan kultural yang dahsyat

sehingga menjadi masa depan Indonesia yang harus dibela dan diperjuangkan.??’

224 Nur Ahmad (ed.), Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, 14.

225 Ahmad Syafii Maarif, “Pluralisme Sebagai Fakta Sejarah: Tanggapan atas Anthony Reid”,
dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia, 79.

226 Nur Ahmad (ed.), Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, 13.

227 Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi
Sejarah (Bandung: Mizan bekerjasama dengan Maarif Institute, 2009), 246.
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Kondisi objektif bangsa Indonesia yang majemuk tersebut terlihat dari
tingkat heterogenitasnya baik sebagai negara kepulauan maupun kondisi sosial
budaya seperti suku, bahasa, adat istiadat, dan bahkan agama. Meskipun
berpenduduk mayoritas Muslim, tingkat perbedaan intensitas pemahaman dan
perilaku sosial masyarakatnya berlainan. Demikian pula pengaruh penyebaran
agama-agama terhadap perkembangan sejarah dan budaya di Indonesia diawali
oleh agama Hindu, Budha, kemudian Islam, Kristen, dan disusul Kong Hu Chu.
Beberapa agama besar mewakili kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Hindu,
Budha, dan Islam. Selanjutnya bersamaan dengan penjajah Barat terjadi
penyebaran agama Kristen. Sejarah kedatangan agama-agama tersebut
memunculkan kesan stereotipikal tertentu apalagi jika truth claim oleh semua
agama sangat berdampak pada hubungan antarumat beragama di Indonesia.??

Pengaruh stereotipikal pada sejarah agama di Indonesia tersebut ternyata
tidak terlalu bermasalah karena watak bangsa Indonesia adalah rukun, saling
menghormati dan menghargai satu sama lain. Tenggang rasa antarumat, bergotong
royong membangun masyarakat merupakan ciri dari bangsa Indonesia. Data
toleransi agama di Indonesia ini merupakan bukti sejarah yang cukup
menggambarkan secara sosiologis bangsa Indonesia hidup berdampingan secara
rukun. Misalnya, pendirian tempat ibadah yang tampak sekilas mengandung unsur
teologi, tetapi sebenarnya bersifat sosiologi dan humanis. Seperti dilakukan

masyarakat Maluku yang sejak dahulu suku Ambon menjalankan adat yang

228 Djohan Effendi, “Dialog Antar-Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?”, dalam
Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984 (Jakarta: LP3ES, 1985), 169-
170.
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bernama “pellu”, yaitu kerjasama bergotong royong antara umat Nasrani dan
Muslim dalam mendirikan rumah-rumah ibadah.?*°

Dengan watak kemajemukan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi
nilai toleransi, seharusnya berpotensi menjadi kekuatan konstruktif-transformatif
bukan destruktif yang justru mereduksi hakikat pluralisme itu sendiri. Potensi
destruktif dapat terjadi jika antarumat tidak menjunjung tinggi nilai toleransi
seperti menganggap agamanya paling benar, superior, dan memandang inferior
agama lain.?*° Pada konteks keberagamaan menunjukkan bukti bangsa Indonesia
sangat plural karena hampir semua agama besar di dunia, seperti Islam, Kristen,
Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, terwakili di kawasan ini. %t

Demikian halnya dengan perbedaan dan keragaman agama era Orde Baru,
semua agama eksistensinya diakui, diberi hak hidup, dan dijamin oleh Undang-
Undang Dasar 1945. Meskipun semua agama mempunyai perbedaan antara satu
dengan yang lain, tetapi sumber ketegangan dan konflik agama bukan akibat dari
perbedaan. Perbedaan agama bukanlah faktor utama penyebab konflik dan
permusuhan karena sejak dahulu perbedaan selalu ada di dunia, sehingga tidak
harus menciptakan konflik. Sumber utama konflik adalah pelanggaran etika pada
cara-cara penyebaran agama, seperti menyiarkan agama kepada umat yang telah
beragama dengan tujuan mengganti iman. Isi pidato Kenegaraan Pejabat Presiden

Jenderal Soeharto tanggal 16 Agustus 1967 dinyatakan, hendaknya dihindari

229 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, 259-260.

230 Alwi Shihab, Islam Inklusif, 41.

231 Burhanuddin Daya, “Hubungan Antar Agama di Indonesia”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an No.
4, Vol. 1V, Th. 1991, 52.



133

usaha pengembangan agama yang dapat menyinggung perasaan masyarakat yang
kebetulan beragama lain, bukan tidak senang terhadap agama yang bersangkutan,
tetapi karena adanya perbedaan mencolok dalam lingkungan atau nilai-nilai sosial
yang berlaku dalam masyarakat.?*?

Menjaga interaksi sosial antarumat beragama dari persengketaan yang
tidak ada habisnya perlu diatur mekanisme penyebaran agama dalam sebuah kode
etik yang ditaati semua pihak. Dengan kode etik hubungan antarumat beragama,
maka masing-masing pemeluk agama terjadi persaingan yang sehat dan tidak
merusak persatuan nasional.?®®> Menurut gagasan Kuntowijoyo, persatuan dari
keragaman agama di Indonesia menjadi asas pergaulan antarumat beragama
sejauh perbedaan itu tidak diingkari dan tidak menimbulkan perpecahan.?*
Toleransi antarumat beragama di Indonesia tersebut selalu mendapatkan pujian
sebagaimana kekaguman Verkuyl. Bersama Sekjen Departemen Agama tahun
1973, Guru Besar Missiologie Universitas Leiden Belanda ini menganjurkan agar
dunia luar meniru atau belajar banyak dari Indonesia.?*®

Pada masa Orde Baru pemerintah memiliki kredo yang diistilahkan Tri
Kerukunan Umat Beragama. Sebagaimana dijelaskan dalam pidato Menteri
Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara di Pesantren Islam Suryalaya, Tasikmalaya

tahun 1978, yaitu kerukunan hidup internal umat beragama, kerukunan hidup

antara umat berlainan (eksternal) agama, dan kerukunan hidup pemeluk dan

232 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, 388.

233 Tbid., 359-360.

234 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, 153.

235 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, 260. Lihat juga Berita
Buana, (24 Mei 197).
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organisasi agama dengan pemerintah.?%

Konsep kerukunan tersebut
menggambarkan adanya kemajemukan agama di Indonesia. Meskipun tidak
memunculkan konflik, bukan karena hidup rukun tetapi karena pemerintah
membendung potensi gangguan ketertiban umum atau diistilahkan “stabilitas
nasional”. Selain itu kelompok yang dikenal fundamentalis-radikal menjadi
gerakan bawah tanah yang selalu menghindar dari sorotan publik dan tidak
mendapat tempat pada masa Orde Baru.?*’

Menurut Mujamil Qomar terkait dengan motif politik sebagai faktor
dominan terjadinya konflik antarumat beragama di Indonesia harus menjadi
perhatian paling besar dalam penanganan kasus-kasus pertikaian antarumat
beragama. Dengan pengalaman resolusi konflik yang berhasil dipecahkan dari
mengidentifikasi, menghadapi, dan menyelesaikan masalah menjadikan bangsa
Indonesia memiliki modal besar dalam mengembalikan pluralisme kehidupan
beragama yang benar-benar harmonis.

Watak sosio-politik dan kekuasaan di Indonesia pasca proklamasi
kemerdekaan dan era Orde Baru meskipun mencitrakan dirinya sebagai bangsa
majemuk yang dipengaruhi kultur politik kosmo-globalisme, yaitu kehidupan
multi partai, faktanya kebijakan politik pemerintah yang tidak toleran dipengaruhi

oleh kekuasaan politik global. Menunjukkan sikap intoleran disebabkan oleh

faktor internal dan eksternal, misalnya kebijakan politik pemerintah, kekuasaan

2%81bid., 373.

237 Zuhairi Misrawi, “Rethinking Pluralisme Telaah Konsep dan Implementasi Dalam Kehidupan
Sosioreligius di Indonesia”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 24.

238 Mujamil Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia, 20.
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politik global, dan kekuatan dunia tertentu yang berstandar ganda dalam
memecahkan masalah-masalah internasional.?%

Bentuk politik multikultural di era Orde Baru tersebut tidak mendapatkan
dukungan bahkan dibatasi oleh pemerintah. Seperti tidak adanya power sharing
kepada partai politik pemenang pemilu. Semua jabatan politik mendapatkan
intervensi pemerintah, yaitu hanya diisi oleh orang-orang pusat. Semua perbedaan
dan konflik antarkelompok masyarakat termasuk bidang keagamaan dianggap
mengganggu stabilitas nasional. Atas dasar memperkuat persatuan nasional, maka
pemerintah Orde Baru banyak menggalakkan jenis multikulturalisme seperti
menghindari konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).?4

Meskipun gerakan intelektual yang memberikan perhatian tentang tema
pluralisme agama terjadi pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, jauh
sebelumnya, yaitu akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an sudah dipelopori oleh
tokoh-tokoh muda HMI Yogyakarta seperti Dawam rahadjo, Djohan Efendi, dan
Ahmad Wahib. Mereka tergabung dalam kelompok studi bernama Limited Group
yang diprakarsai oleh H. Mukti Ali, mantan Menteri Agama RI sekaligus tokoh
awal dan sentral dalam pengembangan dialog antaragama di Indonesia.?** Institusi
penting yang mengembangkan wacana pluralisme agama tahun 1990-an adalah

Institute DIAN (Institut Dialog Antariman di Indonesia) atau Instutute for Inter-

Faith Dialogue in Indonesia (INTERFIDEI) tahun 1992 dan LKiS (Lembaga

239 Nur Ahmad (ed.), Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, 13.

240 Masykuri Abdillah, “Pluralisme dan Toleransi”, dalam Pluralitas Agama Kerukunan dalam
Keragaman, 15.

241 1mam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, 71.
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Kajian Islam dan Sosial) tahun 1997. Tokoh-tokoh pluralisme agama di Interfidei,
yaitu Th. Sumartana, Eka Dharmaputera, Djohan Efendi, dan Elga Sarapung.
Sedang tokoh-tokoh LKiS seperti Ahmad Suedy, M. Imam Aziz, M. Jadul Maula,
dan Farid Wajdi.?*

Berbeda dengan masa Orde Baru, era Reformasi muncul agresifitas massa
akibat dukungan pemerintah atas politik multikultural sangat tinggi bahkan terjadi
euforia demokrasi, tetapi kendala otonomi daerah baik rekrutmen kepemimpinan,
pengelolahan sumber daya alam, dan rendahnya tingkat pendidikan belum cukup
memiliki budaya demokratis dalam menghadapi perbedaan sehingga
memunculkan konflik terbuka dan bentrokan fisik.243

Pasca Reformasi, konsep pluralisme agama kembali dipersoalkan setelah
munculnya gerakan anti liberalisme yang menuntut pembubaran kelompok Islam
liberal karena dianggap menyebarkan ajaran yang menyamakan semua agama.
Diawali penolakan NU dan Muhammadiyah terhadap aktivis Islam liberal untuk
tidak menjadi pengurus di semua tingkat dalam keputusan Muktamar. Seperti
Muktamar NU di Boyolali tahun 2004 memunculkan “Ikrar Ulama NU” yang
menolak cara berpikir liberal karena keluar dari tradisi aswaja. Muktamar
Muhammadiyah di Malang tahun 2005 juga berusaha menghilangkan tradisi
liberal yang dibangun beberapa pengurus penting, yaitu M. Amin Abdullah,

Munir Mulkhan, dan barisan kaum muda JIMM (Jaringan Intelektual Muda

242 Tbid., 72.
243 Masykuri Abdillah, “Pluralisme dan Toleransi”, dalam Pluralitas Agama Kerukunan dalam
Keragaman, 15.
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Muhammadiyah). Selanjutnya keputusan keharaman pluralisme agama ini
mengemuka setelah munculnya Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.

Konsep pluralisme agama yang menimbulkan kontroversi teologi di antara
pihak bertikai pasca Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 mulai terpahami
dan bergeser ke perspektif sosiologi, khususnya setelah gagasan Hasyim Muzadi
berhasil disepakati melalui utusan International Conference of Islamic Scholars
(ICIS) di Vatikan, Wina, WCC/Kristen di Porto Alegre Brazilia dalam Assembly
ke-9 tahun 2006. Menurutnya pluralisme teologis justru merugikan teologi semua
agama karena masalah teologi dan ritual adalah hak original masing-masing
agama yang tidak boleh dicampuri dari luar. Pluralisme sosiologis merupakan
kebersamaan antarumat beragama dalam komunitas keduniaan dan perwujudan
Bhinneka Tunggal Ika, setiap agama di luar teologi dan ritualnya pasti ada ruang
humanisme dan di situlah umat lintas agama bertemu.?**

Multikulturalisme ini menurut Zainal Abidin Bagir disebut juga pluralisme
kewargaan, yaitu pluralisme yang lebih mengarah kepada keragaman atau
perbedaan atas dasar nalar publik daripada persamaan. Berbeda dengan pluralisme
teologis yang tujuannya adalah mencari kesamaan seperti Frithjof Schuon dan
Budhi Munawar-Rachman. Pluralisme teologis melihat perbedaan agama-agama
selalu menuju satu titik konvergensi sehingga jika menginginkan sebuah
perdamaian antarumat beragama dibutuhkan common ground.?*> Menurut Budhi

Munawar-Rachman, titik temu agama-agama tidak berada pada jalur formal, kulit

244 http://www.nu.or.id/show/pages/625.html Hasyim Muzadi (24 Desember 2013).
245 7ainal Abidin Bagir, Mencari Format Baru Pengelolaan Perbedaan (t.t.: Democracy Project,
Yayasan Abad Demokrasi, Review Diskusi Edisi 005, (Juni, 2012), 20.
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luar, eksoteris, fenomen, aksiden, dan seterusnya, tetapi hanya terealisasikan pada
level esoteris, esensial atau transenden.

Menurut Anis Malik Thoha, gagasan pluralisme agama sebagai wacana
barat menjadi populer di dunia Islam melalui filsafat modern yang muncul pasca
perang dunia kedua oleh Rene Guenon (Abdul Wahid Yahya), Frithjof Schuon (Isa
Nuruddin Ahmad), dan Seyyed Hossein Nasr.?*’ Sebagaimana dinyatakan
Legenhausen, pluralisme agama merupakan kelanjutan dari reformasi dan
liberalisme (protestanisme liberal) yang berusaha mencari landasan teologis
menuju toleransi beragama.?*®

Karya pemikiran tiga tokoh tersebut mempengaruhi wacana pluralisme
agama di Indonesia. Misalnya, pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang sophia
perennis (perennial wisdom) atau al-hikmat al-kholidah (kebenaran abadi), yaitu
sebuah wacana menghidupkan kembali kesatuan metafisika yang tersembunyi di
semua ajaran agama sejak Nabi Adam hingga sekarang. Menurut Frithjof Schuon,
metafisika keagamaan tidak terpisah sama sekali dari tradisi dan transmisi (mata
rantai) tradisional termasuk dalam realisasi spiritual yang menjadikan setiap
agama bersifat religio perennis atau agama yang bersifat abadi.?*°
Tipologi pluralisme agama yang membangkitkan kebenaran abadi pada

masing-masing agama tersebut dapat dikategorikan menganut aliran pluralisme

kesatuan transenden agama-agama (7ranscendent Unity of Religions). Meskipun

246 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 166.

247 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, 7-8.

248 Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, 17.

249 Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, A4gama Masa Depan, 22.
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mengenal pluralisme sosiologis sepertinya istilah pluralisme masih menjadi
masalah karena sejak lama kelompok yang mengakui semua agama adalah sama
terlalu berani dan sistematis membentuk opini melalui media cetak. Menurut
Abdusshomad Buchori mereka justru menyesatkan dari segi ‘agidah dan syariat.
Membela kelompok yang merugikan umat Islam dan terpengaruh oleh pikiran
orientalis bahkan pikiran zionis.?*

Kecurigaan dan tuduhan pada sinkretisme dan relativisme, khususnya
pasca meninggalnya Abdurrahman Wahid yang disebut mantan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sebagai “Bapak Pluralisme” kembali dipersoalkan karena
dianggap menyalahi keputusan fatwa yang sudah dikeluarkan MUI tahun 2005.
Sebagaimana respons negatif Ketua MUI Propinsi Jawa Timur, Abdusshomad
Buchori saat memberi masukan pada sidang Badan Pembina Pahlawan Daerah
(BPPD) yang membahas pengusulan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional di
Kantor Gubernur Jatim tahun 2010.

Menurutnya Abdusshomad Buchori, yang benar adalah pluralitas, bukan
pluralisme. Pluralisme mengandung upaya untuk mensejajarkan beberapa agama
sehingga harus dicermati agar tidak memicu konflik karena adanya pelanggaran
‘agidah.?® Sangat rancu dan berbahaya jika masyarakat awam tidak memahami
maksud pluralisme agama. Gus Dur bisa dianggap sebagai tokoh yang

mencampuradukkan agama karena sejumlah laporan masuk ke MUI Jatim, para

250 Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Islam, 120.
251 Abdusshomad Buchori, “MUI Tolak Gelar “Bapak Pluralisme” Gus Dur”, dalam
http://www.voa-Islam.con/lintasberita/hidayatullah/2010/01/14/2603/ (28 Februari 2013).
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Kiai mulai diundang Pendeta untuk masuk Gereja.?®®> Abdusshomad Buchori
menyatakan, pluralisme merupakan bentuk kemusyrikan baru yang lebih
berbahaya dibandingkan kemusyrikan yang diajarkan kaum Quraisy.?®® Meskipun
demikian menurut M. Amin Abdullah, terlepas dari sejarah besar pluralisme,
konteks kerukunan antarumat beragama di Indonesia sangat dibutuhkan bagi
bangsa yang majemuk. Keanekaragaman dan paham keagamaan (pluralisme) yang
hidup di internal umat beragama merupakan kenyataan historis.?>*
D. Pluralisme Agama Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya setiap agama muncul dari lingkungan keagamaan dan
kebudayaan yang plural, tetapi saat yang sama pemeluknya telah membentuk
wawasan keagamaan yang eksklusif dan bertentangan dengan semangat
pluralisme dan multikulturalisme. Pluralisme yang berarti memahami fenomena
kemajemukan konsep ajaran Tuhan sebagai petunjuk hidup yang semuanya
mengaku benar disertai sikap saling menghormati dan menghargai dengan
perlakuan adil dalam kehidupan masyarakat kepada semua pemeluk agama tanpa
diskriminasi memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam.

Nurcholish Madjid berpendapat, paham kemajemukan merupakan sisi
kedua dari ajaran Islam setelah iman sehingga pluralisme yang berisi semangat
kemanusiaan harus ditegakkan berdasarkan prinsip masing-masing kelompok

manusia berhak untuk bereksistensi dan menempuh hidup sesuai dengan

252 Abdusshomad Buchori, “MUI Jatim Tolak Gelar Bapak Pluralisme”, dalam
http://asshomadiyahcenter.blogspot.com/2011/10/.html# (19 April 2014).

253 www.inpasonline/new/kh-abdusshomad-buchori-tegas-terhadap-paham sipilis, (23 November
2013).

254 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, 5.
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keyakinannya tanpa ada paksaan.?®® Pemaksaan merupakan pelanggaran atas
prinsip kebebasan manusia dan tanggung jawab individualnya bahkan dalam
rangka mencegah proses pemaksaan agama Rashid Ghanoushi menegaskan, jihad
dapat disahkan sebagai perlindungan atas hak setiap orang untuk berbeda dan
menghindari pemaksaan untuk percaya atau tidak percaya pada agama tertentu.
Tugas negara hanyalah mengatur kehidupan sosial dan keagamaan masyarakatnya
melalui dialog, konsultasi, dan penghormatan pada konsensus. Sedang perbedaan
keyakinan yang tidak dapat diselesaikan di dunia akan dihakimi oleh Allah kelak
di akhirat.?®

Wacana pluralisme agama dalam dunia pemikiran Islam tergolong baru.
Menurut Mohammed Arkoun, tradisi Islam klasik memiliki unsur-unsur eksklusif-
intoleran sekaligus inklusif-toleran, tetapi penjelasan konsep secara eksplisit
belum ada dalam kitab-kitab klasik. Ketiadaan nomenklatur ini disebabkan konsep
toleransi dan intoleransi merupakan “wilayah yang tak terpikirkan” dalam wacana
pemikiran Islam klasik dan skolastik. Konsep toleransi modern baru dikenal
dalam tradisi Islam abad ke-19 M sehingga sedikit sekali elit yang mengenal
sejajar dengan toleransi modern.?®’
Terlepas kata pluralisme kali pertama muncul di negara Barat, sejatinya

nilai-nilai pluralisme memiliki akar yang cukup kuat dalam ajaran Islam.

25 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin & Peradaban, Xvii.

256 Sheikh Rashid Ghanoushi, “Pluralisme dan Monoteisme dalam Islam”, dalam Mansoor al-Jamri
(ed.), Islamisme, Pluralisme dan Civil Society, terj., Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana,
2007), 67.

257 Mohammed Arkoun, al-Fikr al-Islami: Qira’ah Ilmiyah, Cet. IV (Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-
Arabi, 1994), 7.
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Pluralisme adalah bagian intrinsik ajaran Islam yang sejarahnya menyatu dengan
ajaran monoteisme sebagai ajaran pokok Islam.?®® Diplomasi dan sejenisnya
merupakan aplikasi konkret dari pluralisme agama. Artinya, pola-pola diplomasi
yang ditunjukkan Nabi Muhammad Saw merupakan representasi konkret dari
toleransi dan pluralisme yang selalu ditampakkan Nabi sepanjang hidupnya.?*®

Antarumat beragama harus berinteraksi secara proeksistensi karena
pluralisme sebagai sikap atas pluralitas membutuhkan peran agama bukan sebagai
entitas tertutup dalam sebuah masyarakat terbuka melainkan secara inklusif
menjadi jalan dan sebab pemeluknya terbuka kepada pemeluk yang beragama
lain. Artinya, keniscayaan pluralitas agama itu harus disikapi dengan keterbukaan
antarumat beragama, tidak dapat hidup secara terisolasi melainkan harus terbuka
berbagai masalah sosial yang sedang berkembang dengan atau tanpa legitimasi
ajaran agama. Sebagaimana pendapat Farid Esack tentang surat al-Nisa’ ayat 90,
peristiwa hijrahnya Nabi mencari suaka kepada kaum lain bukan didasarkan pada
kesamaan identitas agama melainkan karena terikat perjanjian damai atau
mempunyai hubungan politis dengan masyarakat Islam. Jadi hubungan dan kerja
sama antarumat beragama tidak berkaitan dengan masalah doktrinal melainkan
lebih karena faktor sosio-politik.?*°

Dalam Islam konsep kerukunan antarumat beragama bukanlah pasif atau

sekadar hidup berdampingan secara damai melainkan toleransi aktif dan positif

258 Abd A’la, “Pluralisme dan Islam Indonesia Ke Depan: Ketakberdayaan Umat dan Politisasi
Agama sebagai Tantangan”, dalam Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam, ed. Azyumardi Azra, et.
al., 138-139.

259 Ibid., 135.

260 Farid Esack, Qur’an, Liberation and Pluralism, 187-188.
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berlaku adil dengan mengakui keberadaan orang yang beragama lain bahkan
dalam batas tertentu melindunginya. Sebaliknya, jika toleransi tidak dibalas
dengan baik dalam batas tertentu seperti tetap memusuhi bahkan memerangi
Islam, maka umat Islam tidak dibolehkan atau dilarang menjadikan orang-orang
yang memusuhi Islam sebagai teman kepercayaan.’®® Selanjutnya umat Islam
tidak boleh langsung membalas, kecuali terlebih dahulu melakukan dakwah
penyadaran, ajaran Islam menolak kejahatan harus dengan cara yang lebih baik.

Hubungan kerukunan antarumat beragama seperti Muslim dan nonmuslim
tersebut menurut Yiisuf al-Qardhawi sepenuhnya ditegakkan di atas asas toleransi,
keadilan, kebaikan dan kasih sayang.®> Dalam mendudukkan hubungan
antarumat beragama, maka Islam menempuh dakwah secara hikmah dan dialog
bijak dengan memperhatikan titik kesepakatan dan letak persamaan, bukan
mencari titik perbedaan dan pertentangan. Keduanya berupaya saling
mendekatkan diri satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam surat al-
Ankabtt ayat 46, “Dan katakanlah, kami telah beriman kepada yang diturunkan
kepada kami (al-Qur’an) dan yang diturunkan kepada kamu (Taurat dan Injil).
Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu”.?%®

Meskipun terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami ayat-ayat

pluralisme karena tidak semua orang Islam bisa menerima bahkan terjadi konflik,

261 Al-Qur’an, 60: 9.

262 yiisuf al-Qardhawi, “Ghairul Muslimin Fil Mujtama’ Al Islami”, dalam Minoritas Non-Muslim
di dalam Masyarakat Islam, terj., Muhammad Al Baqir (Bandung: Karisma, 1994), 15.

263 Yiisuf al-Qardhawi, “Al-Islam wal Ilmaniyyah wajhan li wajhin”, dalam Islam dan Sekulalisme,
59.
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tetapi akan ada proses akomodasi yang menciptakan keseimbangan baru.?%*

Namun, ada prinsip normatif dalam pengalaman historis agama, khususnya Islam
di tengah lingkungan masyarakat multikultural. Artinya pada pengalaman historis
tradisi masyarakat Muslim terkandung nilai ajaran tentang pluralisme terkait
hubungannya dengan agama lain.?®® Oleh sebab itu, secara normatif pluralisme
tidak ada persoalan dalam Islam bahkan melalui pendekatan sejarah dapat
dijumpai bagaimana Muslim mengembangkan sikap menghormati, toleran, dan
menghargai pluralisme.

Menurut Gamal al-Banna ada tujuh prinsip dalam al-Qur’an yang
mendasari pluralisme. Pertama, Allah menciptakan segala sesuatu dengan
berpasang-pasangan.’® Kedua, Allah membedakan kelompok-kelompok dalam
masyarakat berdasarkan tingkatan sosial yang menunjukkan manusia berderajat
(darajat).®" Ketiga, perintah berlomba-lomba dalam kebajikan (al-khayrat) secara
eksplisit menekankan kebebasan individu.?®® Keempat, perintah saling menahan
(sunnat al-tadafu’) melebihi berlomba dalam kebajikan.?®® Kelima, karunia Allah

tidak terbatas pada kaum beriman yang merindukan akhirat semata.’”® Keenam,

264 Azyumardi Azra. “Pluralisme Islam dalam Perspektif Historis”, dalam Nilai-Nilai Pluralisme
dalam Islam, 152.

265 Farid Esack. Qur’an, Liberation & Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious
Solidarity Against Oppression (Oxford: One World, 1997), 146-178.

266 a]-Qur’an, 51: 49. Tujuannya mengingat kebesaran Allah.

267 Tbid., 6: 165. Allah menjadikan manusia penguasa di bumi dengan meninggikan sebagian atas
sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji rasa syukur atas nikmat karunia Allah.

268 a]-Qur’an, 2: 148.

269 Ibid., 22: 40.

270 31-Qur’an, 17: 20.
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kebebasan berkeyakinan.?’* Ketujuh, kebolehan segala sesuatu untuk memutuskan
halal atau haram merupakan hak prerogatif Allah.?’?

Mewujudkan masyarakat yang dilandasi semangat toleransi dan kerukunan
yang dinamis, maka umat Islam terhadap umat lain harus membangun jembatan
pemahaman dan kerja sama dialog produktif. Gagasan ini bersifat universal
karena merengkuh segenap manusia dengan berbagai pilihan agamanya di bawah
satu otoritas ketuhanan. Menjadi basis teologi pluralis yang menuntut kesetaraan
hak setiap pemeluk agama.?”

Rashid Ghanoushi berpendapat, banyaknya perang agama di Eropa era
Romawi, abad pertengahan, dan abad modern adalah keserakahan akibat dari
pemikiran sempit yang menganggap perbedaan sebagai kejahatan yang harus
dilenyapkan dengan kekerasan.?’* Perjuangan menegakkan Uni Eropa merupakan
perjuangan antara warisan imanensi berbagai filsafat keagamaan, politik, dan
nasionalistik melawan tuntutan rasional untuk mengakui prioritas unifikasi dan
berbagai kebaikannya. Meskipun revolusi pembebasan masyarakat dari
despotisme cukup berhasil dilakukan, perkembangan peradaban di negara Barat
selanjutnya sangat terbatas. Fenomena ini mencerminkan tidak adanya pandangan

positif atas perbedaan dan etika monoteisme murni sekaligus menunjukkan

lemahnya kesadaran moral dan keagamaan dalam budaya bangsa.?”

271 Tbid., 2: 256, 18: 29.

272 31-Qur’an, 3: 93.

273 Abdulaziz Sachedina, Kesetaraan Kaum Beriman, 48.

274 Sheikh Rashid Ghanoushi, “Pluralisme dan Monoteisme dalam Islam”, dalam Mansoor al-Jamri
(ed.), Islamisme, Pluralisme dan Civil Society, 64.

275 Tbid., 65.
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Toleransi yang dikembangkan di negara Barat berbeda dengan toleransi
perspektif sejarah Islam, khususnya Piagam Madinah. Selain bersifat inklusif,
Piagam Madinah berhasil mengakhiri kesalahpahaman antarumat beragama
nonmuslim dengan jaminan keamanan yang dilindungi konstitusi secara
multilateral. Menurut Nurcholish Madjid toleransi berakar pada prinsip kebenaran
dari ajaran agama, bukan karena pragmatisme sesaat atau jangka pendek.?’® Abd.
A’la menegaskan, pluralisme merupakan bagian intrinsik dari ajaran Islam yang
realitas sejarahnya menyatu dengan ajaran monoteisme sebagai ajaran pokok
dalam Islam.?’" Artinya, kebaikan seorang Muslim menerima perbedaan agama
dalam sebuah komunitas adalah berkat dari agama yang dianutnya, bukan akibat
pertimbangan lain yang bersumber dari faktor eksternal seperti berbagai kalkulasi
politik dan kepentingan ekonomi. Sedang kebaikan beberapa sistem nilai lain
menurut Abdlwahab El-Affendi yang ditonjolkan bukan toleransi melainkan
kebebasan manusia.?’®
Di bidang kemasyarakatan toleransi agama Islam dengan golongan

nonmuslim sangat tinggi. Menurut Umar Hasyim, umat Islam yang taat beribadah

tidak akan menjadi eksklusif karena syariat agamanya. Artinya, umat Islam

276 Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan
Kemungkinan”, dalam Ahmad Baso (ed.), Civil Society Versus Masyarakat Madani, 26.

27 Abd. A’la, “Pluralisme dan Islam Indonesia ke Depan: Ketakberdayaan umat dan Politisasi
Agama sebagai Tantangan®, dalam Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam, 139.

278 Abdlwahab El-Affendi, “Catatan tentang Pluralisme”, dalam Mansoor al-Jamri (ed.),
Islamisme, Pluralisme dan Civil Society, 91.
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merupakan bagian dari kesatuan organisme tubuh masyarakat sehingga tidak
terkesan berada di luar atau tidak terhitung dari masyarakat yang lain.?"

Ajaran Islam mengakui perbedaan sebagai gejala sosial dan keagamaan
universal tanpa dipengaruhi oleh sejarah perang antaragama atau misi genosida
baik etnik, keagamaan dan pemusnahan peradaban. Pandangan tersebut
merupakan cerminan ayat al-Qur’an tentang kebebasan memilih agama tanpa
paksaan dan tugas pengabdian kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah sebagai
tujuan penciptaan alam semesta tidak dirath melalui pengingkaran melainkan
pengakuan terhadap perbedaan sebagai konsekuensi atas keragaman dan kesatuan
dalam pluralisme. Interaksi antarumat beragama melalui mekanisme dialog dan
kerjasama dalam kebaikan dengan mengakui sepenuhnya hak-hak orang lain
untuk berbeda sekaligus menolak paksaan untuk konversi iman.?°

M. Amin Abdullah berpendapat, terbentuknya pengalaman dan historisitas
keberagamaan Islam tentang masyarakat pluralistik religius secara wajar sudah
menjadi kesadaran umum pada era Rasulullah karena kronologisnya agama Islam
muncul sesudah Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, Majusi, Zoroaster, Mesir Kuno,
dan agama-agama lain sehingga dialog antariman termasuk tema sentral al-

Qur’an.?® Lebih jauh dikatakan, jika sekarang ada hambatan, maka penyebab

utamanya bukan karena inti ajaran Islam adalah eksklusif dan intoleran melainkan

219 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, 251.

280 Sheikh Rashid Ghanoushi, “Pluralisme dan Monoteisme dalam Islam”, dalam Mansoor al-Jamri
(ed.), Islamisme, Pluralisme dan Civil Society, 66-67.

281 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, 72.
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dipengaruhi oleh faktor lain seputar situasi historis, politik, dan ekonomi pada
komunitas Muslim di berbagai tempat.?8?

Menurut Mukti Ali, membangun pluralisme dan model kerukunan
antarumat beragama di Indonesia perlu memperhatikan adanya faktor penghambat
dan penunjang. Faktor penghambatnya antara lain warisan politik penjajah,
fanatisme dangkal, sikap kurang bersahabat, agresif dalam penyebaran agama,
pengaburan nilai-nilai ajaran antaragama, ketidakmatangan paham keagamaan
(eksklusif), dan masih kuatnya budaya patrilokal. Sedang faktor pendukungnya
seperti nilai gotong-royong, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
sesuai agamanya, kerja sama antarumat beragama, kematangan berpikir, dan sikap
terbuka para penganut agama (inklusif).?

Pengakuan adanya kebaikan pada agama lain ini tidak berarti
meninggalkan keyakinan yang benar menurut agama para pemeluknya, tetapi
membangun sikap menghormati dan menghargai perbedaan. Islam saat ini berada
di persimpangan jalan sebagai Muslim, arus utama dan ekstremis, konservatif dan
progresif, berjuang menyeimbangkan penegasan kebenaran keimanan dengan
penanaman pluralisme dan toleransi yang berakar pada penghormatan dan
pemahaman bersama.?®

Menurut Achmad Jainuri, pengakuan akan persamaan dan perbedaan

agama harus diterima secara wajar atas dasar ciri ajaran masing-masing agama

282 Tbid., 75.

283 Mukti Ali, “Dialog dan Kerjasama Agama dalam Menanggulangi Kemiskinan”, dalam Wienata
Saiirin, Dialog Antarumat Beragama, 59.

284 Jhon L. Esposito, Islam Aktual, terj., Norma Arbi’a Juli Setiawan (Depok: Inisiasi Press, 2002),
78.
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bukan untuk menghilangkan satu sama lainnya,?® sebagaimana perintah Allah
dalam surat Al-Kafirin [109]: 1-6,..“Untukmu agamamu, dan untukkulah,
agamaku”. Hubungan antaragama membutuhkan perasaan pluralisme dan
toleransi baru yang lebih inklusif, dibangun atas pemahaman dan penghormatan
bersama melalui dialog multidimensi. Agama Islam mengajarkan dasar normatif
dari apa yang Muslim percaya mengenai Islam melalui sejarah kehidupan Nabi
dan masyarakat berikutnya.

Dalam praktek keagamaannya, sejarah perkembangan Islam ke wilayah di
luar jazirah Arab seperti Syria, Mesir, Spanyol, Persia, Asia dan seterusnya ke
seluruh dunia sangat cepat dan dapat diterima sebagai agama yang membawa
rahmat bagi semua alam. Meluasnya Islam dilakukan dengan jalan damai tanpa
paksaan sehingga penduduk daerah yang disinggahi menemukan kebenaran Islam
sendiri melalui interaksi aktif dan dialog. Sebagaimana John L. Esposito
mengakui, Islam memiliki sejarah panjang tentang toleransi seperti, tidak ada
paksaan dalam agama, Allah menciptakan banyak bangsa dan orang yang
beragam, Ahli Kitab sebagai rumpun pengikut tiga agama Ibrahim. Meskipun
ekspansi dan penaklukan awal menyebarkan penguasaan Islam, Muslim tidak
berusaha untuk memaksakan agama pada orang lain. Ahli Kitab dipandang
sebagai kelompok yang dilindungi (dhimmi) secara agama maupun sosial.?%

Inilah paham eskatologis Islam, yang menjadi fondasi pluralisme.

285 Achmad Jainuri, “Pluralisme Agama dan Multikulturalisme Dasar Teologis dalam Pengalaman
Sejarah Islam”, dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi (ed.), Reinvensi Islam Multikultural,
67.

286 John L. Esposito, Islam Aktual, 74-75.
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Bentuk pluralisme dalam sejarah digambarkan melalui Piagam Madinah
(Medina Document) 622-624 M. Tatanan sosial politik yang diperintah bukan atas
kemauan pribadi, melainkan secara bersama berdasarkan prinsip-prinsip yang
dilembagakan dalam dokumen kesepakatan, yaitu konstitusi.?®’ Di dalam Piagam
Madinah tersebut terkandung nilai-nilai persamaan, kebebasan beragama, hak
asasi manusia, musyawarah dan demokrasi. Robert Bellah menyebut Negara
Madinah sebagai Negara modern “nasionalisme partisipatif egaliter”,?%® yaitu
menunjukkan negara plural yang kesatuan komunitasnya dibangun dari kesatuan
civil society bukan kesatuan agama.

Teologi inklusif-pluralis telah diteladankan pada tingkat praksis oleh
Rasulullah ketika menjadi pemimpin politik dan agama di Madinah yang
memberikan jaminan perlindungan dan hak yang sama bagi nonmuslim sepanjang
tidak memusuhi Islam. Komitmen sosio-teologis ini terangkum dalam Konstitusi
Madinah, yang disusun oleh Rasulullah dengan melibatkan elemen-elemen
Madinah dalam Ummah. Menurut Ali Balac, bentuk komunitas yang khas
sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan 25A dengan istilah ummah,?® yaitu

ummatan wahidah, komunitas masyarakatnya bersepakat hidup berdampingan

menjadi egaliter (a/-musawah), keadilan (al-'adalah), pelestarian adat yang baik,

287 Budhy Munawar-Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta:

Paramadina, 1995), 590.

288 Ibid., 592.

289 Ali Bulac, “Piagam Madinah”, dalam Wacana Islam Liberal, ed. Charles Kurzman, 268-270.
Pada pasal 25 disebutkan “Kelompok (orang-orang) Yahudi dari Bani ‘Auf bersama dengan kaum
Muslim merupakan sebuah ummah” atau satu umat yang hidup berdampingan dengan orang-orang
mukmin. Orang-orang Yahudi dan para pendukungnya bebas berpegang pada agama, kecuali yang
melanggar undang-undang atau berkhianat, maka ia hanya menyusahkan (menghancurkan) diri
sendiri dan keluarganya.
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kebebasan beragama (al-hurriyah), dan pembelaan tanah air sangat jelas
menunjukkan komitmen pluralisme. Dalam al-Qur’an kata wmmat yang
bersanding dengan kata wahidah menurut M. Quraish Shihab, menekankan pada
sifat umat yang satu dalam arti persatuan, bukan penyatuan umat. Tidak pernah al-
Qur’an memakai kata wahdat al-ummah (kesatuan umat) atau tawhid al-ummah
(penyatuan umat).?%

Pada waktu Piagam Madinah disetujui oleh masyarakat beragam suku dan
agama, komunitas terbesarnya adalah penduduk Yahudi ditambah Nasrani dan
penganut Pagan. Komunitas Islam waktu itu masih minoritas. Nabi Muhammad
berfungi sebagai pemersatu yang mampu membangun komitmen sosio-teologis
menjadi masyarakat yang satu (ummatan wahidah). Artinya, Piagam Madinah
secara konstitusi merupakan kontrak sosial yang membentuk solidaritas, tetapi
identitas pribadi tetap diakui. Jika waktu itu komunitas Islam adalah pemersatu
dari berbagai kebudayaan lokal, maka sekarang Islam adalah bagian dari dunia
global dengan kebudayaan Barat yang berintikan budaya Yudeo-Kristiani sebagai
pemegang hegemoni yang mendominasi.?®*

Demikian pula dalam peristiwa Fath al-Makkah, Nabi tidak mengambil
tindakan balas dendam bahkan sebaliknya memberi kebebasan penuh terhadap

umat lain yang pernah mengusirnya adalah contoh konkrit sebuah pemahaman

dan penghayatan multikulturalisme. Dalam hal ini Nabi memilih sikap agree in

290 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat
(Bandung: Mizan, 1997), 335.

291 Bydhy Munawar-Rachman, Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme; 1slam Progresif dan
Perkembangan Diskursusnya (Jakarta: Grasindo, 2010), XLIX-L.
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disagreement daripada menuntut truth claim. Artinya, Nabi tidak memaksakan
agamanya untuk diterima orang lain jika tanpa kesadaran hati, tetapi mengakui
keberadaan agama-agama lain sehingga menunjukkan etika keberagamaan,
khususnya hubungan antarumat beragama adalah terbuka dan dialogis.?%?

Menurut Nurcholish Madjid, Nabi Muhammad juga pernah menerima
delegasi Uskup dari Najran berjumlah 60 orang. Selesai perundingan para delegasi
meminta izin Nabi untuk meninggalkan Masjid Nabawi karena waktu
sembahyang mereka telah tiba. Meskipun beberapa sahabat tidak setuju, Nabi
menghendaki agar para delegasi Uskup tersebut sembahyang di dalam Masjid.?®3

Di era kekhalifahan Umar Ibn Khattab, Patriarch Sophronius penguasa
lama Bizantium 638 M membuat perjanjian Aelia atau Iliyah, nama kuno
Yerussalem. Perjanjian ini dibentuk sebagai akibat kekalahan Bizantium tahun 15
H/636 M yang mengharuskan penyerahkan Yerussalem kepada khalifah Umar dan
mengundang masuk dari Bayt al-Maqdis. Isi perjanjian tentang jaminan
keamanan, atas jiwa anak turunan, wanita dan semua gereja tidak boleh diduduki
dan tidak boleh dirusak.?**

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah apa

yang hamba Allah, Umar Amirul Mukminin berikan kepada penduduk

Iliyah, yaitu keamanan. Umar memberikan jaminan keamanan untuk

hidup, harta benda, gereja-gereja, dan salib-salib mereka, orang yang

lemah, orang merdeka dan semua agama. Gereja-gereja mereka tidak

dipakai, tidak dihancurkan, tidak ada sesuatu yang dikurangi dari
tempatnya; tidak juga salib, tidak harta benda mereka, penduduknya tidak

292 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, 74.

2938 Ja’far Subhani, Ar-Risalah (Jakarta: lentera, 1996), 648.

2% Munim A. Sirry (at.al), Figih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta:
Paramadina, 2004), 257.
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dipaksakan untuk menjalankan agama mereka, dan tidak ada satu orang
pun yang dilukai...%

Setelah itu Umar mendatangi gereja Qumamah dan duduk di halaman
Gereja hingga waktu sholat tiba. Sophronius kemudian menawarkan agar sholat di
dalam gereja, tetapi Umar menolaknya dengan sholat di tangga gerbang timur
Gereja. Jika tidak karena pertimbangan militer mungkin Umar tidak keberatan.?%

Pada masa Muawiyyah berkuasa tahun 661-669 secara teratur mengirim
undangan untuk Kristen Jacobit dan Maronit untuk datang ke istana kerajaan,
mendiskusikan perbedaan mereka.?®” Selanjutnya di Damaskus, ada masjid Bani
Umayyah yang dahulunya bekas gereja. Sebelumnya orang Islam numpang untuk
sembahyang bahkan ada periode yang mengatakan bangunan itu dibagi dua,
gereja dan masjid. Namun, jumlah Muslim semakin banyak sementara orang
Kristen semakin sedikit, akhirnya secara sukarela dibeli oleh orang Islam.?%

Kerja sama antara Khalifah Abbasiyyah dan Katolik Nestorian sepanjang
satu abad 132-236 H/750-850 M di Baghdad, Irak menunjukkan kehidupan
harmoni antarumat beragam di bawah pemerintahan Islam sangat terjamin pada
masa Abu Jakfar al-Mansur, Muhammad al-Mahdi, Musa al-Hadi dan Abdullah

al-Makmun. Dialog tentang Kristus, Trinitas, kematian Yesus di atas Salib,

pendapat Nasrani mengenai Nabi Muhammad dan seterusnya juga terjadi di masa

2% Abi Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Tarikh al-Tabari: Tarikh al-Umam wa al-Mulik.,
Jilid T1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Tmiyyah, 1997 M./1417 H), 449.

29 Musa Syahin Lasyin, Fath al-Mun’im: Syarh Shahih Muslim (Kairo: Maktabat al-Jami’ah al-
Azhariyyah, 1970), 233.
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2% Muhammad Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan
Tradisionalisme dan Liberalisme (Yogyakarta: IRCiSoD dan UMG Press, 2006), 221.
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Khalifah al-Mahdi dan Patriarch Timoti I. Orang-orang Kristen Nestorian berjasa
dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani kepada dunia Islam
sebagai penerjemah.?®°

Pengalaman coexistence sebagai contoh paling ekspresif ini juga pernah
terjadi dalam sejarah Islam di Spanyol abad pertengahan (Andalus), yaitu adanya
koeksistensi tiga agama yang inheren dalam masyarakat ditandai dengan toleransi
dan saling mempengaruhi secara kreatif. Pemerintahan Muslim di Spanyol (al-
Andalus) tahun 756-1000 M sebagai periode harmoni antaragama, dan

convivencia®®

(hidup bersama) yang menawarkan penduduk Kristen dan Yahudi
mencari tempat pengungsian dari sistem kelas Eropa berkesempatan menjadi
pemilik tanah kecil yang makmur dan menempati posisi di istana khalifah pada
abad X, bekerja sebagai penerjemah, insinyur, dokter dan arsitek. Uskup besar
dari Seville melakukan penerjemahan tambahan penjelasan Injil untuk komunitas
Kristen berbahasa Arab.%%

Pada abad XIII beberapa perjanjian antara Kristen dan Muslim memberi
akses bebas kepada orang Kristen pada tempat-tempat suci yang diduduki kembali
oleh Islam. Santo Francis Assisi menemui sepupu Shalahuddin, Sultan al-Malik
al-Kamil, di tahun 1219 yang memberi kebebasan beribadah kepada lebih dari

30.000 tahanan Kristen ketika permusuhan berhenti dan menawarkan pilihan

untuk kembali ke negara atau berperang di angkatan bersenjatanya. Demikian pula

299 Ayang Utriza Yakin, Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2016), 94.

300 Bydhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme, 202. Convivencia adalah bahasa Spanyol
yang berarti coexistence. Koeksistensi antara ketiga komunitas agama ini ditandai oleh saling
pinjam dan saling mempengaruhi secara kreatif.
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turut menjaga kebebasan bagi pengikut Yahudi yang melarikan diri dari
penyiksaan Eropa Kristen selama inkuisisi.3%2

Pluralisme agama juga menjadi kebijakan putra Humayun, Akbar dari
Dinasti Mughal di India (1556-1605) yang memimpin diskusi teologi antara
pendeta Katolik dan ulama Muslim.3%® Sebagai raja yang juga memerankan guru
spiritual Islam, Akbar mencabut beberapa aspek hak Islam yang diskriminatif.
Misalnya, menghapus jizyah Kkafir dhimmi, mengizinkan orang Hindu
memperbaiki dan membangun kuil baru, melarang konversi Islam secara paksa
tanpa takut dihukum murtad, mengangkat pejabat tinggi, menarik hibah tanah
yayasan Islam yang dilakukan secara tidak sah, dan memperluas bantuan tanah
untuk tujuan amal kepada para Yogi, Brahmana, dan Bangsa Persia.®%*

Contoh perlakuan positif mayoritas Muslim kepada minoritas agama juga
dilakukan kesultanan Otoman yang secara resmi mengakui empat komunitas
berbasis agama yang disebut millet: Ortodoks Yunani, Gregorian Armenia,
Muslim dan Yahudi. Di bawah sistem millet, Islam mengambil posisi utama,
tetapi tiap millet lainnya ditempatkan di bawah otoritas hukum agamanya sendiri.
Kesultanan menampung keragaman, menawarkan status perlindungan, dan
memberikan posisi pemerintahan dalam beberapa kasus.3%

Demikian pula penyebaran Islam di Nusantara tidak dilakukan dengan

kolonialisme sehingga masyarakat menerima Islam secara suka rela dan penduduk

302 Thid., 89.
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304 Antony Black, Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, terj., Abdullah Ali
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lokal pribumi tetap pada keyakinan lamanya tanpa dimusuhi. Model akulturasi
dan enkulturasi budaya juga dilakukan demi toleransi sehingga tidak
menimbulkan konflik dengan budaya setempat sebagaimana dakwah sembilan
wali di pulau Jawa. Sikap saling menghormati perbedaan budaya dalam toleransi
bagi umat Islam sangat membantu keberhasilan dakwah hingga sekarang.
Sebagaimana dikatakan Azyumardi Azra, Indonesia merupakan satu-satunya
negeri mayoritas Muslim bercorak maritim, berpusat di kota-kota pelabuhan yang
selalu didatangi pedagang mancanegara sehingga karakternya terbuka (inklusif),
cair (fluid), dan bersikap akomodatif.>%

Pluralisme agama sebagai sikap atas keragaman dan perbedaan agama
(pluralitas) bersumber dari unsur kesamaan manusia sebagai ciptaan Allah untuk
saling berinteraksi secara sosial agar tercipta kehidupan yang harmonis.
Keragaman dan perbedaan antarmanusia tersebut merupakan karunia Allah yang
wajib disyukuri karena semua kehidupan yang ada di bumi ini sejak awal sangat
beragam bahkan saling bertolak belakang. Meskipun keragaman dan perbedaan
ras, suku, kebudayaan, dan agama manusia dapat mengantarkan konflik, manusia
dengan kemampuan akalnya tidak membiarkan itu terjadi. Tugas manusia adalah
mengelola fakta keragaman tersebut agar tercipta keseimbangan dengan
memperkokoh hubungan persaudaraan antarmanusia.

Jika hubungan antarumat beragama bermotif musalamah (mengajak

damai), mu’asharah al jamilah (bergaul dengan baik), mu’amalah bi al-husna

86 Azyumardi Azra, “Islam  Indonesia Beda Dengan Islam  Arab”, dalam

www.kiblat.net/2015/03/19/azyumardi-azra-islam-indonesia-beda-dengan-islam-arab (19 Maret
2015).
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(bermasyarakat secara baik), tabddul al-maslahat (saling menguntungkan) dan
ta’awiin (atas dasar kebaikan) dan takwa, maka justru hubungan yang demikian
adalah seruhan Islam.®”” Menurut Yiasuf al-Qardhawi,*® Islam membangun
masyarakat atas dasar hubungan persaudaraan dan persatuan di antara manusia.
Semua manusia adalah bersaudara sehingga tidak ada ruang terjadinya konflik
antar bangsa, agama, kelas, dan aliran. Status manusia terikat sebagai hamba Allah
dan anak cucu Nabi Adam, semua perbedaan dan perdebatan antarmanusia terjadi
atas kehendak Allah dan kelak akan dijelaskan nanti di hari Kiamat.

Fahmi Huwaydi menyatakan, perbedaan di antara manusia dalam agama
terjadi karena kehendak Allah yang diyakini siapa pun tidak dapat menolak dan
mengubahnya atau tidak berkehendak kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan
hikmah.*® Menurut Yiisuf al-Qardhawi, umat manusia dari agama apa pun
dengan semua perbedaan agama tidak menjatuhkan predikat dan mencerabut
unsur-unsur  kemanusiannya sebagaimana Nabi Muhammad juga tidak
membedakan manusia bahkan ketika berdiri di depan jenazah orang Yahudi.?
Islam menghormati keberadaan orang nonmuslim yang berada di tengah
komunitas Muslim baik di bawah tanggungan atau dalam jaminan kaum Muslim
sebagai bentuk pengartikulasian agama dalam Islam, yaitu ibadah kepada Allah

dengan mempertahankan, berbuat baik, dan berbuat adil kepada nonmuslim.

307 Sayyid Sabiq, “Fighussunnah”, dalam Fikik Sunnah II, terj., Kamaludin A. Marzuki (Bandung:
Al-Ma’arif, 1987), 25.

308 Yiisuf Al-Qardhawi, “Al-Islam wal Ilmaniyyah wajhan li wajhin”, dalam Islam dan
Sekulalisme, terj., Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 52.

309 Fahmi Huwaidy, Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani (Bandung: Mizan, 1996), 30.

310 yusuf Al-Qardhawi, Karakteristik Islam Kajian Analitik, terj., Rofi’ Munawwar (Surabaya:
Risalah Gusti, 1994), 106.
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Yiasuf al-Qardhawi mengatakan, agama Islam menetapkan hak-hak
manusia yang wajib dipelihara, salah satunya adalah memilih agama tanpa
tekanan dan paksaan.®! Tidaklah cukup seseorang menjadi saleh untuk pribadinya
sendiri, tetapi mengabaikan kerusakan yang dialami orang lain. Orang shaleh
adalah orang yang memperbaiki dirinya dan berusaha menjalin hubungan baik
dengan orang lain semata-mata demi kebaikan bersama.’!? Islam memberikan
kebebasan ber-‘agidah dan beribadah, menjaga jiwa dan harta, melindunginya
dari tindak kezaliman, memberikan hak dan privasi seperti yang dimiliki oleh
kaum Muslim. Menjamin nonmuslim agar hak-haknya terpenuhi baik moral,
materi maupun di bidang hukum. Pada aspek moralitas di luar bidang hukum,
Islam menyebarkan semangat dan sikap toleransi yang lebih besar dengan saling
menghormati sebagai ciri khas bagi segenap bangsa.’"

Konsep toleransi (tasamuh) dalam pengertian sama-sama berlaku baik,
lemah lembut, dan saling mengenal dari kekokohan spiritualitas inilah menjadi
dasar bagi umat Islam untuk melakukan mu’amalah. Konsep toleransi (tasamuh)
dalam Islam mengandung dua pengertian:

a. Toleransi antara sesama Muslim. Berupa sikap saling tolong menolong,

menghargai, menyayangi, menasihati, dan berbaik sangka.

811 viasuf Al-Qardhawi, “Al-Islam wal Ilmaniyyah wajhan li wajhin”, dalam Islam dan
Sekularisme, 43.

312 Yusuf Al Qardhawi, Menuju Pemahaman Islam Yang Kaffah; Analisis Komprehensif tentang
Karakteristik, Tujuan dan Sumber-sumber Acuan Islam, terj., Saiful Hadi (Jakarta: Insan
Cemerlang, 2003), 35.

313 viisuf Al-Qardhawi, “Al-Islam wal Ilmaniyyah Wajhan li Wajhin”, dalam Islam dan
Sekulalisme, 53.
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b. Toleransi antara Muslim dan nonmuslim, yaitu menghargai hak sebagai
manusia dan anggota masyarakat dalam satu negara.

Toleransi (tasamuh) didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu
bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,
membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan
beragama. Menurut Kasman Singodimedjo, pengertian kerukunan antarumat
beragama harus bersifat timbal balik, bukan bersifat one way traffic (satu jalur)
yang diberatkan kepada umat Islam, tetapi harus bersifat multi way traffic (banyak
jalur) yang tumbuh dari semua pihak menuju kepada semua pihak tanpa
terkecuali.®** Disebut aksi sepihak apabila sebagian pemeluk agama diminta harus
berbuat positif, tetapi sebagian lain bebas berbuat yang intoleran.

Demikian pula bukan toleransi atau kerukunan antarumat apabila untuk
saling menerima harus melepaskan keyakinan atau kehilangan identitas
agamanya. Kendala utama meyakinkan Islam juga menghormati realitas bangsa
Indonesia adalah masyarakat plural justru bersumber dari nonmuslim.
Sebagaimana pendapat Kuntowijoyo, masih adanya minoritas agresif yang
menaruh kecurigaan terhadap mayoritas menjadi salah satu masalah nasional yang
mendesak.31®

Umar Hasyim berpendapat, mempersatukan keyakinan semua golongan
(agama) di Indonesia merupakan pemaksaan terhadap masing-masing pihak agar

munafik. Cara yang demikian bukanlah sikap toleransi melainkan suatu pelajaran

814 Kasman Singodimedjo, “Faktor-Faktor Bentrokan dan Kerukunan Antarumat Beragama”,
dalam Suara Muhammadiyah, No. 8, th. Ke-56, (April, 1976).
815 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, 47.
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dan pendidikan yang tidak baik terhadap kaum beragama untuk bersikap
hipokrit.31® Lebih lanjut dikatakan Hamka, sikap ini hanya bisa dilakukan oleh
pemeluk agama yang tidak berkepribadian atau mereka yang lupa
tanggungjawabnya di hadapan Tuhan.3*’

Perbedaan pandangan teologi dan sikap sosial ini menurut Badawi
Tabanah meyakini, The Real secara teologis hanya satu, tidak plural (al-haqiqat la
tata ‘addad), maka yang bersifat plural adalah pemikiran, pendapat, agama dan
aliran dalam menafsiri The Real3'® Demikian pula sikap sufi terhadap pemeluk
agama lain juga dirumuskan oleh Abii Manshur al Hallaj (858-992 M) dengan
istilah  wahdat al-adyan (kesatuan agama-agama) atau menurut terminologi
modern disebut pluralisme agama.®!® Meskipun pluralisme agama oleh sebagian
Muslim identik dengan kesatuan agama-agama, sebagian Muslim lain masih
mempersoalkan istilah tersebut. Sebagaimana pendapat Ahmad Syafii Maarif,
istilah kesatuan agama-agama cenderung panteistis, seakan-akan ragu untuk
mengakui fakta keunikan tiap-tiap agama.3%°

Perlu ada kompromi antara sikap sosial dan pandangan teologi
sebagaimana tipologi pluralisme agama nonindifferent. Beragam bentuk

pluralisme agama saat ini berhasil diformulasikan secara signifikan dari realitas

816 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju
Dialog dan Kerukunan Antar Agama (Surabaya: bina ilmu, 1981), 262-263.

817 Tbid., 264. Lihat juga Abadi, Panji Masyarakat, 36 th. Ke III.

318 Badawi Tabanah, “Muqaddima fi al-Tasawwuf’, dalam Abu Hamid al-Ghazali, [hya ‘ Ulum al-
Din (t.t.: Kwagean, t.th.), Juz 1, 13.

818 M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen, 286.

320 Ahmad Syafii Maarif, “Pluralisme Sebagai Fakta Sejarah: Tanggapan atas Anthony Reid”,
dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia, 77.
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empirik oleh tokoh agama dan intelektual. Kehadirannya menjadi pertimbangan
dalam menjelaskan pluralisme agama yang bebas dari relativisme dan sinkretisme
agama. Dengan demikian dalam legalitas pluralisme keagamaan berlaku slogan
saling membantu dalam hal yang disepakati bersama, dan saling memahami dalam
hal-hal yang diperselisihkan.®?!

Menurut Kuntowijoyo, pluralisme harus seiring dengan harmoni
kerukunan antarumat beragama atau bersifat positif. Artinya, pluralisme harus
mencakup dua kaidah antara lain setiap pemeluk agama harus mempunyai
kesadaran tentang keberadaan agama lain dan harus tetap berpegang teguh dengan
agamanya. Dengan menawarkan gagasan “Islam sebagai ide”, Kuntowijoyo
menekankan penghayatan Islam sebagai agama yang inklusif, orisinal, autentik,
dan berparadigma yang mengandung beragam mode.3??

Pluralisme dalam kerukunan antarumat beragama perspektif Islam
berdasarkan pada keragaman (pluralitas) untuk saling menghormati dan
menghargai keberadaan umat beragama tanpa pereduksian iman. Artinya, fakta
keragaman agama dikelola dengan memperhatikan keunikan dan perbedaan tanpa
mendeskriditkan umat beragama lain atau tidak memaksakan agama dan
kepercayaan pada posisi sinkretisme maupun relativisme. Islam sangat
menghargai pluralisme karena tegas mengakui hak penganut agama lain untuk
hidup berdampingan bersama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing

dengan penuh kesungguhan. Oleh sebab itu, kerukunan antarumat beragama

%21 Yiisuf al-Qardhawi, “Al-Islam wal Ilmaniyyah wajhan li wajhin”, dalam Islam dan Sekulalisme,
60.
322 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretatif untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1999), 29.
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dalam pluralisme harus dibedakan dengan sinkretisme dan relativisme yang justru
sangat ditentang oleh ajaran dan pemahaman agama Islam.
1. Pluralisme dan sinkretisme

Pluralisme agama dalam wacana teologis membawa kepada pengertian
semua agama itu sama saja bahkan mengarah sinkretisme, yaitu perpaduan
agama-agama yang membahayakan ‘agidah. Oleh sebab itu, pluralisme agama
harus dimaknai sosiologi sebagai kerukunan mutlak tanpa melibatkan unsur
keimanan yang dapat mereduksi keyakinan seseorang. Artinya, bukan
merukunkan agamanya melainkan orang atau subjek pemeluknya karena makna
pluralisme agama sering diselewengkan pada penyatuan agama yang mengarah
pada sinkretisme. Sebagaimana dinyatakan Hamka, orang-orang yang sinkretisme
selalu mencari segala persesuaian di antara segala yang berbeda, lalu dari segala
yang sesuai itu mereka membuat sesuatu yang baru. Cara seperti ini bukanlah
toleransi, tetapi merusak agama karena memaksa orang menelan sesuatu yang
berlawanan dengan inti kepercayaannya.*?®

Umar Hasyim membagi tiga jenis wacana toleransi dan titik temu

antarumat beragama yang mendatangkan sinkretisme:

a. Semua agama adalah sama, yaitu sama benar dan sama universal.
Meskipun demi kerukunan dan persatuan, tetapi pandangan tersebut
mengakibatkan terjadinya pengaburan agama karena secara substansi
semua agama tidak sama bahkan kontradiktif. Akibatnya, agama-agama
bercampuraduk, menjadikan pemeluknya hipokrit, dan identitas agama

menjadi hilang sehingga tanpa disadari alasan tersebut bertentangan
dengan nurani dan akal sehat.

323 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, 263.
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b. Agama campuran, yaitu beragam agama dijadikan semacam sebagai
sintesis dari cerminan dasar-dasar semua agama menjadi agama baru
agar semua pemeluknya rukun. Agama baru ini dapat dikatakan sebagai
aliran Theosofi yang awalnya menyatakan berbagai agama menitik
beratkan pada pengetahuan tentang Tuhan menjadi ajaran campuran
dari bermacam agama.

c. Humanisme universal, yaitu suatu ajaran yang meninjau semua agama
dengan mengambil yang baik dan sesuai perkembangan modern.
Ajaran-ajaran yang dianggap baik oleh semua agama dijadikan suatu
ikatan baru, namun masing-masing pemeluk masih tetap dalam ikatan
agama semula.®?*

Menurut Zainudin, mengutip pendapat Said Nursi, pluralisme atau
toleransi bukan berarti integrasi atau konversi. Perbedaan harus diterima sebagai
kunci dalam memahami kebenaran dari religiositas ke etnisitas dan dari moderasi
menuju keselamatan (salvation). Gerakan Nursi (Nursi’s movement) berorientasi
pada reformasi masyarakat berdasarkan wacana moralitas dan gerakan bahkan
melakukan advokasi jalan tengah dengan mengkampanyekan gerakan pluralisme
di dunia Islam pada awal abad ke-20.3%

2. Pluralisme dan relativisme

Pluralisme agama merupakan sikap dasar hubungan antarumat beragama,
yaitu sikap terbuka untuk saling berdialog dan menerima keragaman serta
perbedaan secara adil, bukan sikap atau gagasan yang mereduksi keyakinan
kebenaran semua agama menjadi relativisme. Menurut Alwi Shihab, perlu

dibudayakan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, dan menghormati

kemajemukan diiringi komitmen akan loyalitas pada agama masing-masing.3?

324 Ibid., 264-265.
325 M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen, 19.
326 Alwi Shihab, Islam Inklusif, 43.
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F. Budi Hardiman berpendapat, kelompok agama yang menerima fakta
kemajemukan termasuk dalam agama sendiri dan berusaha mengembangkan
teologi pluralis sering dicurigai sebagai ancaman integritas iman atau dituduh
sebagai kelompok relativisme, yaitu suatu paham yang mengakui tidak adanya
kebenaran mutlak lintas agama dan kebudayaan karena tergantung pada perbedaan
kebudayaan, agama dan sejarah. Padahal seorang pluralis yang menerima fakta
keragaman agama tidak otomatis bersikap relativisme, tetapi justru mendorong
cara beriman secara dewasa dan terbuka perubahan dan perbedaan di dalam
masyarakat modern.3?’

Mengutip pendapat Hamka Haq, Budhy Munawar-Rachman menyatakan,
pluralisme bukan relativisme karena pengenalan mendalam atas yang lain
berkonsekuensi mengakui sepenuhnya nilai-nilai kelompok lain tanpa
menganjurkan pergantian apalagi memaksa orang lain berpindah agama.
Pernyataan simplistis kelompok antipluralisme tentang semua agama adalah sama
bukanlah menjadi penekanan melainkan keberbedaan agama yang melahirkan
komitmen bersama dalam membangun toleransi aktif dan peradaban.3?8

Pluralisme adalah sebuah sikap positif atas keragaman, termasuk menjaga
hak-hak keyakinan orang lain secara aktif, saling memahami dan peduli pada yang
lain. Pluralisme agama bukan sesuatu yang diberikan begitu saja (given),

melainkan harus diperjuangkan sehingga fakta adanya keragaman agama pada

327 F. Budi Hardiman, “Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme”, dalam http://www.lsaf.or.id/
Home.aspx (11 Juli 2014).
328 Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme, 202.
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masyarakat atau bangsa tidak otomatis menjadikan orang yang hidup di dalamnya
memahami dan menghargai pluralisme.3%°

Diskursus pluralisme agama di negara yang memiliki tingkat kolektivitas
dan homogenitas tinggi seperti Indonesia tersebut ternyata tidak mudah untuk
diterima. Meskipun pluralisme agama tidak mengklaim kepemilikan tunggal
(monopoli) atas suatu kebenaran apalagi memaksakan kebenaran pada orang lain.
Perbedaan sikap nonmonopoli tidak didasarkan pada pandangan hidup masing-
masing sebagaimana relativisme sejati, tetapi pada kenyataan masing-masing
agama secara subtansial memang mempunyai kebenaran sendiri.**° Diana L. Eck
menyatakan, Pluralism is premised not on a reductive relativism but on the
significance of and engagement with real differences.®! Artinya, Pluralisme
agama bukanlah relativisme reduktif, tetapi sebuah makna dan keterlibatan
dengan perbedaan-perbedaan yang nyata.

Keragaman dalam pluralisme tetap dipertahankan, tidak dihilangkan
sebagaimana relativisme yang menafikan pentingnya upaya membangun
komitmen bersama di antara pelbagai komunitas masyarakat bahkan menafikan
kebenaran itu sendiri.®*® Menurut Alwi Shihab pluralisme agama bukan
relativisme, yaitu suatu paham yang dicetuskan pada abad ke 5 SM oleh

Protagoras, kebenaran adalah relatif sehingga tidak mengenal kebenaran mutlak

329 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 119.

330 Achmad Khudori Soleh dan Erik Sabti Rahmawati, Kerjasama Umat Beragama Dalam Al-
Qur’an Perspektif Hermeneutika Farid Esack (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 109.

331 Diana L. Eck, A. New Religious America, 71.

332 Zuhairi Misrawi, “Rethinking Pluralisme Telaah Konsep dan Implementasi dalam kehidupan
Sosioreligius di Indonesia”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 18.
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(absolut) sebagaimana paham pluralisme. Artinya, kebenaran itu ditentukan oleh
pandangan hidup, serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakat. 33

Pluralisme adalah paham yang menegaskan hanya ada satu kemanusiaan,
yaitu keragaman, heterogenitas dan kemajemukan itu sendiri. Penegasannya
melalui pengakuan adanya perbedan wacana kelompok, individu, dan komunitas
sebagai fakta yang harus diterima dan dipelihara sehingga bukan ingin dilebur dan
disatukan dalam bentuk homogenitas, kesatuan, tunggal, mono dan ika.
Pluralisme bukan kesatuan yang melebur atau menghilangkan keyakinan lain
sebagaimana relativisme kebenaran agama (nisbiyah al-haqiqah al-diniyah) yang
mengacu nihilisme nilai.*
E. Pembangunan Budaya Pluralisme Agama

Menurut Gufran Ali Ibrahim, memelihara pluralisme agama dalam
kehidupan sosial atas dasar persaudaraan antarmanusia tidak sekadar toleransi
yang koeksistensi, yaitu menerima keberadaan, tetapi masih memosisikan orang
luar sebagai pihak lain yang berjarak psikososial. Jika ada faktor pemicu konflik
sosial, penempatan orang luar sebagai ciri toleransi ini tidak menjamin
bertahannya ikatan sosial antarumat beragama.>*®
Pluralisme agama mensyaratkan adanya budaya saling menerima

perbedaan sebagai sikap sosial mengenai dasar-dasar hidup bersama yang

berproses dan dilatihkan melalui pembiasaan. Terminologi sosiologi untuk “orang

333 Alwi Shihab, Islam Inklusif, 92.

33 Nur Kholik Ridwan, Pluralisme Borjuis Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur (Yogyakarta:
Galang Press, 2002), 77.

335 Gufran Ali Ibrahim, Mengelola Pluralisme (Jakarta: Grasindo, 2004), 7
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atau kelompok luar” (out group) sebagai yang berbeda disilahkan atau “ditarik
masuk” ke dalam kosmopolit kesadaran “orang atau kelompok dalam” (in group).
Sikap saling terima dapat tumbuh bila penghargaan atas hak-hak, penyesuaian dan
pengakuan, perlakuan dan pelayanan sosial berjalan setara serta adil dalam
keterwakilan politik dan akses ekonomi. Semua merasa mendapatkan akses dan
mobilitas yang adil sehingga terdorong partisipasinya untuk bertoleransi yang
proeksistensi dalam ikatan kewarganegaraan. Keberterimaan atau saling terima
(akseptabilitas) sebagai basis kulturisasi pluralisme agama menjadi peluang
bersama terciptanya harmoni kehidupan antarumat beragama di Indonesia. 3%
Fakta lapangan mengenai dua pemeluk agama yang berbeda, tetapi saling
menyelamatkan di beberapa tempat di Indonesia merupakan bukti adanya
akseptabilitas sebagai proses penerimaan pluralisme agama. Mengenai bentuk
sikap terhadap keragaman antara toleransi koeksistensi dan toleransi proeksistensi
ini dapat dibedakan dalam dua kategori pluralisme. Jika sekadar mengakui
keragaman atau bersifat deskriptif disebut pluralisme defensif, maka lebih dari

mengakui keragaman bahkan memperjuangkannya atau bersifat normatif-

preskriptif dalam arti positif disebut pluralisme ofensif.3*’

336 Tbid., 8.

337 Moh. Shofan, “Mencari Format Baru Pluralisme: Dari Moral Defensif ke Moral Ofensif”,
dalam Ali Usman (ed.), Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis
(Jakarta: LSAF dan Ar-Ruzz Media, 2008), 176.
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Tabel 2.1 Akseptabilitas berbasis kulturisasi pluralisme

Pada umumnya akseptabilitas antarumat beragama dalam masyarakat
majemuk merupakan gejala psikososial yang bersifat personal. Partisipasi
masyarakat yang tumbuh bersama dan berkompetisi dalam berbagai level
kuantitas dan kualitas harus dikelola agar memiliki kesadaran yang sama.
Mewujudkan akseptabilitas yang bersifat personal menjadi sumber daya sosial
berkarakter masif dan kolektif dibutuhkan strategi budaya dari merancang
gagasan, meramu pembelajaran massal, perencanaan dan pelaksanaan lapangan.

Dengan keterampilan komunikasi lintas agama yang intensif, maka berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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kesadaran baru pembudayaan akseptabilitas berbasis pluralisme agama yang
kosmopolit dapat terwujud.33®

Metode pembudayaan pluralisme melalui akseptabilitas antarumat
beragama menggunakan empat strategi budaya (cultural strategy). Pertama,
menilai kualitas perjumpaan antarpemeluk lintas agama. Masing-masing pemeluk
agama berinteraksi sosial untuk saling mengenal dan memahami perbedaan
berdasarkan etos pertetanggaan (neighborhood). Perjumpaan dilakukan secara
alamiah sebagaimana mengenal dan memahami orang lain juga melalui rekayasa
budaya (cultural engineering), yaitu perjumpaan yang dimotori oleh akademisi,
praktisi, dan tokoh masyarakat pada lembaga pendidikan dan sosial. Dengan
strategi melintasi (passing over) dan kembali ke diri sendiri (coming back) dapat
menghadirkan penghargaan atas orang lain tanpa meleburkan diri. Kedua,
membudayakan semangat bertetangga. Interaksi hidup bertetangga antarumat
beragama dapat memelihara kehadiran kelompok sendiri dalam bingkai kelompok
lain. Ketiga, berpikir rasional. Menggunakan klaim kebenaran pada agama sendiri
secara inklusif proposional bukan eksklusif berlebihan. Keempat, membangun
sumber daya sosial (social resources) yang tangguh.3*

Langka nyata pembudayaan pluralisme melalui akseptabilitas antarumat
beragama dapat dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, pembelajaran pluralisme
di lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya membelajarkan diri agar terbiasa

hidup bersama dengan komunitas lain atau tidak bergerak pada komunitas sendiri.

338 Gufran Ali Ibrahim, Mengelola Pluralisme, 10.
339 |pid., 11.
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Kedua, reinterpretasi teks-teks ajaran keagamaan tentang pluralisme seperti cinta
damai, menghargai sesama, dan berlaku adil terhadap orang lain. Ketiga,
mengekplorasi kearifan lokal (local wisdom) terkait harmoni, cinta sesama

manusia, dan lingkungan.3*

=>» akseptabilitas

Reinterpretasi

Kearifan lokal

Tabel 2.2 Strategi kebudayaan akseptabilitas masyarakat sadar pluralisme

Pada akhirnya pluralisme agama sebagai pasar keagamaan mencoba untuk
membuka ruang baru bagi agama, yaitu ruang kemanusiaan yang menekankan
aspek pelayanan secara sukarela.®* Meskipun demikian menghidupkan budaya
menghormati kemajemukan berbagai agama, tidak berarti menuntutnya harus
mengakui juga kebenaran agama lain adalah valid dan otentik karena pengakuan
kebenaran pada semua agama yang diawali proses relativisasi dan reduksionisasi

agama-agama menurut Anis Malik Thoha sama dengan relativisme. Pada level

340 Gufran Ali Ibrahim, Mengelola Pluralisme, 12-13.
341 Zuhairi Misrawi, “Rethinking Pluralisme Telaah Konsep dan Implementasi dalam kehidupan
Sosioreligius di Indonesia”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 19.
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keyakinan tidaklah mungkin seseorang yang committed dapat mengakui semua
agama adalah sama, valid, dan otentik.3*?

Sebaliknya dengan pluralisme tidak pernah merelatifkan ajaran semua
agama, tetapi justru mempercayai kebenaran agamanya sendiri. Relativisme
menolak pluralitas dan tidak toleran sebagaimana pendapat M. Syafi’i Anwar,
relativisme menuntut agama-agama melepaskan dulu keyakinan masing-masing
adalah benar. Pada pluralisme meskipun berbeda atau tidak sama iman, masing-
masing pemeluk agama tetap bisa bersatu dalam nilai-nilai yang mereka miliki
bahkan dapat bekerja sama dan tolong-menolong untuk masalah kemanusiaan dan
penegakkan keadilan.®*® Nilai kerja sama adalah sesuatu yang asasi bagi
kehidupan manusia.®** Dari dimensi teologi dan sosiologi yang saling berebutan
tersebut menurut Abdulaziz Sachedina, makna penting konsep pluralisme agama
lebih diprioritaskan pada masalah hubungan sosial antarumat beragama karena
realitasnya menggambarkan relasi yang penuh dinamika dan ketegangan bahkan
sering terjadi konflik.3#

Dapat disimpulkan secara spesifik pluralisme agama bersifat sosiologi,
yaitu ada ikatan aktif dalam interaksi antarumat beragama untuk saling membuka
diri, belajar dan menghormati, tetapi tetap committed pada agama yang dianutnya

agar terhindar dari relativisme. Pluralisme agama tidak sekadar mengakui

342 Anis Malik Thoha, “Doktrin Pluralisme Agama; Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
Agama”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 12.

343 M. Syafi’i Anwar, “Islam, Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Globalisasi”, dalam Islam
Madzhab Tengah, 94.

344 Surahman Hidayat, Islam, Pluralisme dan Perdamaian (Jakarta: Fikr, 2008), 43.

345 Abdulaziz Sachedina, Beda tapi Setara, 34-35.
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keragaman dan perbedaan, melainkan bersikap proaktif dalam merangkai
harmonisasi keragaman untuk tujuan kebersamaan. Pluralisme merupakan salah
satu bentuk toleransi aktif yang bertujuan meningkatkan kesepahaman di tengah

perbedaan dan keragaman (mutual understanding).3*®

346 Zuhairi Misrawi, “Rethinking Pluralisme Telaah Konsep dan Implementasi dalam kehidupan
Sosioreligius di Indonesia”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 18.
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BAB IlI
MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan
pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif.
Berdirinya MUI tahun 1975 dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu:

1. Wadah harapan umat Islam dan pemerintah, nasihat ulama memiliki pengaruh
sangat kuat sehingga program pemerintah, khususnya keagamaan berjalan baik
bila mendapat dukungan para ulama.

2. Peran ulama yang dirasakan sangat penting.*

Pada awalnya Majelis Ulama didirikan agar pemerintah dapat mengadakan
pembinaan pada kegiatan masyarakat yang dianggap penting sekaligus mencari
dukungan dari pihak ulama.? Pembentukan Majelis Ulama sebagai wadah baru
bagi para ulama waktu itu semakin diperlukan setelah berkurangnya peran para
ulama dalam politik formal pasca pembubaran Masyumi 1960 era Presiden
Soekarno (1959-1965) dan pembatasan peran hanya urusan keagamaan sejak 1966
era pemerintahan Presiden Soeharto.® Sejak tahun 1965 Majelis Ulama Daerah
sudah pernah terbentuk di propinsi Aceh sekaligus merupakan majelis ulama

pertama yang mengeluarkan fatwa terkait pelarangan paham dan tuntutan

! Aunur Rahim Faqih, dkk. HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
35.

2 Ibid., 35.

3 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 54.
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pembubaran Partai Komunis Indonesia oleh pemerintah. Selanjutnya pada tahun
1966 majelis ulama daerah lainnya dibentuk di propinsi Sumatra Barat.*

Seiring adanya ketegangan hubungan antara Islam dan Kristen awal tahun
1967, maka pemerintah yang diwakili Menteri Agama waktu itu Fatah Yasin
menyelenggarakan Musyawarah Antaragama tanggal 30 Nopember 1967. Menteri
Agama sebagai penanggung jawab hubungan baik dengan para ulama menetapkan
dirinya sebagai ketua majelis sekaligus mengumumkan terbentuknya Majelis
Ulama Pusat.®> Dalam pertemuan yang dihadiri para wakil dari lima golongan
agama tersebut terbentuklah sebuah badan konsultasi antaragama dan
menghasilkan suatu pernyataan Presiden Soeharto yang menerangkan setiap
kegiatan penyebaran agama hendaknya jangan ditujukan kepada mereka yang
sudah memeluk salah satu dari lima agama yang diakui di Indonesia.®

Majelis Ulama Pusat yang sudah dibentuk tersebut ternyata tidak berjalan
penuh bahkan boleh dikatakan gagal karena kedua golongan antara Islam dan
Kristen tidak bersedia kompromi. Sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh
kelompok Muslim menolak untuk berpartisipasi dalam badan antaragama, tetapi
sangat setuju dengan usulan adanya pembatasan penyebaran agama. Sebaliknya,

kelompok Kristen menerima pembentukan badan antaragama, tetapi menolak

setiap usulan yang membatasi kegiatan penyebaran agama.’

4 Ibid., 56.
> Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 55.
6 Ibid., 75.
" Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 76.
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Setelah tiga tahun lamanya sempat berhenti, maka atas prakarsa Pusat
Dakwah Islam Indonesia (PDII) yang digagas sendiri oleh Menteri agama waktu
itu, K.H. Muhammad Dahlan (1967-1971) dan berdiri tanggal 14 September 1969
berhasil menyelenggarakan konferensi para ulama di Jakarta tanggal 30
September hingga 4 Oktober 1970. Hasil konferensi tersebut merekomendasikan
agar para ulama yang mewakili kepemimpinan kaum Muslimin membentuk
sebuah majelis (lembaga) yang nantinya bertugas memberikan fatwa-fatwa.®
Mengingat kesibukan negara masih berkonsentrasi menghadapi Pemilu 1971 dan
Sidang Umum MPR 1973, maka dengan pertimbangan situasi dan kondisi
Indonesia saat itu belum memungkinkan terbentuknya Majelis Ulama di tingkat
pusat sehingga segala hal yang mengganggu kedua acara besar tersebut harus
dicegah agar kondisi masyarakat menjadi tenang.®

Rekomendasi hasil musyawarah PDII tanggal 4 Oktober 1970 sepertinya
kembali dihiraukan oleh para ulama selama 4 tahun hingga datangnya acara
lokakarya nasional para juru dakwah Muslim Indonesia tahun 1974. Lokakarya
para mubaligh se-Indonesia tanggal 26-29 November 1974 tersebut menghasilkan
konsensus diperlukan adanya majelis ulama sebagai wahana yang dapat
menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien guna memelihara dan membina
kontinuitas partisipasi umat Islam Indonesia pada pembangunan. Salah satu hasil

musyawarahnya adalah sebuah konsensus untuk membentuk Majelis Ulama Islam

8 lbid., 54.
® Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum, 92.
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dalam pembangunan.’® Selanjutnya diperkuat oleh Presiden Soecharto dalam
pidato pembukaan yang menyarankan perlunya sebuah badan nasional bagi para
ulama untuk mewakili kaum Muslimin dalam sebuah wadah antaragama yang
akan dibentuk kemudian, yaitu Badan Konsultasi Antarumat Beragama.
Kemudian disepakati, pembentukan majelis ulama tersebut harus diprakarsai pada
tingkat daerah.™ Tugas Badan Konsultasi Antarumat Beragama adalah membantu
Pemerintah Pusat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan
umat beragama, khususnya pasca beberapa peristiwa negatif yang meresahkan
kehidupan antarumat beragama di Indonesia.*?

Bertepatan dengan kunjungan Pengurus Dewan Masjid Indonesia tanggal
24 Mei 1975, Presiden Soeharto menekankan kembali perlunya dibentuk Majelis
Ulama Indonesia, maka berdirilah Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan sebagian
tingkat II seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jambi dan lain-lain.!®
Dengan terus terang disampaikan ada dua alasan perlunya membentuk Majelis
Ulama Indonesia, yaitu keinginan pemerintah untuk mempersatukan kaum
Muslimin dan kesadaran. Masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan
tanpa partisipasi ulama.** Menindaklanjuti keinginan Presiden Soeharto tentang
pembentukan wadah bagi ulama se-Indonesia ini, Menteri Dalam Negeri yang

dijabat oleh Amir Machmud waktu itu menginstruksikan kepada para gubernur

10 Aunur Rohim Faqih, dkk. HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI, 36.

11 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 54-55.

12 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, 365-366.

13 Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum, 93.

14 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 55.
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untuk mendirikan majelis ulama ditingkat propinsi. Instruksi tersebut disambut
baik dengan berdirinya majelis ulama pada 26 propinsi di Indonesia untuk
mendukung berdirinya majelis ulama di tingkat nasional.

Dua bulan kemudian melalui Menteri Agama dengan surat yang bernomor
28, pada tanggal 1 Juli 1975. Pemerintah yang diwakili Departemen Agama
mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama
tingkat nasional yang diketuai oleh seorang jenderal purnawirawan TNI Angkatan
Darat, H. Soedirman dan tiga ulama terkenal sebagai penasihat, yaitu Dr. Hamka,
K.H. Abdullah Syafi’i dan K.H. Syukri Ghozali.*®

Rapat pembentukan panitia ini dihadiri oleh 26 orang ulama mewakili 26
Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama dari unsur ormas-ormas Islam tingkat pusat
seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math’laul
Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyyah, dan 4 orang ulama dari Dinas
Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 tokoh cendekiawan perorangan.16
Selanjutnya rapat tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk
wadah bermusyawarahnya para ulama, zu’'ama, dan cendekiawan Muslim yang
tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI” dan ditandatangani oleh seluruh
peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.'’

Tiga minggu berikutnya terselenggara Muktamar Nasional yang dibuka di
Istana Negara Jakarta dari tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H atau tanggal 21 sampai

27 Juli 1975. Acaranya tersebut diselenggarakan di Convention Hall Senayan

15 Ibid., 56.
16 Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, 30.
17 Aunur Rohim Faqih, dkk. HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI, 36.
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Jakarta dengan tema, “Dengan Memperkokoh Ketahanan Nasional dan
Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama, Majelis Ulama Menyukseskan
Pembangunan”.'® Peserta muktamar terdiri atas para wakil majelis-majelis ulama
daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah
ulama bebas dan orang wakil rohaniwan Islam TNI. Sebagaimana rincian 53
peserta Konferensi Nasional Ulama, yaitu 26 ulama mewakili 26 propinsi, 10
orang mewakili organisasi keagamaan yang berpengaruh di Indonesia seperti NU,
Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyyah, Mathlaul Anwar, GUPPI,
PTDI, DMI dan al-Ittihadiyah, 4 orang ulama yang berasal dari para rohaniawan
Islam TNI dan POLRI, serta 13 orang tokoh cendekiawan Muslim.®

Atas anjuran Presiden Soeharto dalam pembukaan Musyawarah Nasional
ke I Majelis Ulama Islam seluruh Indonesia, maka selanjutnya dalam sidang
paripurna VIII, Sabtu MUI terbentuk pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau
bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M sehingga di akhir muktamar yang
ditandatangani oleh 53 orang peserta itu berhasil mendeklarasikan terbentuknya
MUI dengan Ketua Umum pertama terpilih, yaitu Hamka.?*® Musyawarah ditutup
oleh Menteri Agama, Mukti Ali, di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia
Indah Jakarta dan diresmikan berdirinya MUIL.
B. Profil Majelis Ulama Indonesia

1. Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia

18 Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum, 93.

19 http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekilas-tentang-kami (27 Juni 2013).

20 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 56.
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Menurut Mohammad Atho’ Mudzhar, MUI secara teoretik bukanlah badan

pusat majelis-majelis ulama daerah yang ada di propinsi-propinsi.?l Majelis
Ulama Indonesia secara hirarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat
dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. MUI Pusat berwenang mengeluarkan fatwa
mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut
permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah
keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah
lain bahkan nasional. Meskipun ada hirarki antara MUI Pusat dan MUI daerah,
fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat. Artinya, fatwa
yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri
sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya.??

Jika keputusan MUI antara Daerah dan Pusat dalam masalah yang sama
ada perbedaan, maka kedua pihak perlu bertemu untuk mencari penyelesaian
terbaik agar tidak membingungkan umat Islam.? Menyusul perbedaan pendapat
yang menghasilkan perselisihan antara majelis ulama daerah dan MUI, maka
melalui Munas ketiga para ulama di Jakarta tanggal 19 hingga 23 Juli 1985
diusulkan agar ada keseragaman bentuk dan referensi.?*

Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam Ketentuan

Umum disebutkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat berkedudukan di

21 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 56.

22 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI,
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), 7

23 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
7.

24 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 87.
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Ibukota Negara Republik Indonesia dan MUI Daerah yang berkedudukan di
Ibukota Propinsi atau Kabupaten/Kota memiliki Dewan Pimpinan, Komisi Fatwa
dan Anggota Komisi Fatwa yang ditetapkan Dewan Pimpinan. Dewan Pimpinan
terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum.?® Ketua Komisi Fatwa secara
otomatis bertindak sebagai salah seorang wakil ketua MUI. Pada waktu dibentuk
tahun 1975 Komisi Fatwa memiliki tujuh orang anggota dan dapat berubah karena
kematian atau penggantian anggota setiap lima tahun sekali.?

MUI berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau
diistilahkan oleh MUI sebagau Pedoman Pokok (PP) dan Pedoman Rumah
Tangga (PRT). Pada saat berdiri MUI baru memiliki Pedoman Pokok dan
Pedoman Rumah Tangga baru dibuat dalam rapat kerja pertama pada tahun 1976.
Kepengurusan MUTI terdiri dari Pelindung, Dewan Pertimbangan, dan Dewan
Pimpinan. Pelindung dijabat langsung oleh Presiden, Ketua Dewan Pertimbangan
dijabat oleh Menteri Agama exofficio, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan adalah
Buya Hamka, serta Sekretaris Umum adalah Kafrawi yang memiliki lima komisi
dalam periode pertama, yaitu Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi
Kerukunan Antarumat Beragama, Komisi Kerjasama Ulama Umara, dan Komisi
Umum. Program kerja lima tahun pertama ini disusun atas 3 program, yaitu dasar
program, pokok-pokok program, dan saran-saran umum yang berkaitan dengan

agama dan ketahanan nasional dan pembangunan.?’

25 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 4.

26 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 79-80.

2! Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum, 95.
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2. Kedudukan, Peran dan Fungsi MUI dalam Masyarakat

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia semakin dibutuhkan perannya sebagai
organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam mewujudkan
silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat
Islam. Mengingat keragaman pemikiran dan kecenderungan aliran keagamaan,
organisasi sosial, dan aspirasi politik umat Islam di Indonesia berpotensi konflik
di antara umat Islam sendiri dalam bentuk egoisme (ananiyyah) dan fanatisme
kelompok (ashabiyyah hizbiyyah). Dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia pertama tahun 2003 tentang Taswiyat al-Manhaj (penyamaan pola
pikir dalam masalah-masalah keagamaan) menyebutkan sikap ananiyyah dan
ashabiyyah hizbiyyah berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al- ‘adawah),
pertentangan (al-tanazu’), dan perpecahan (al-insyigag).?®

Sejak awal sifat dari tugas Majelis Ulama Indonesia hanyalah memberi
nasihat sebagaimana saran para ulama sendiri yang disambut baik oleh
pemerintah. Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Konferensi Nasional
Pertama para ulama tanggal 21 Juli 1975 menyarankan MUI tidak dibolehkan
terlibat dalam program-program praktis. Seperti menyelenggarakan madrasah,
masjid atau rumah sakit sebagaimana kegiatan organisasi Islam lain maupun
kegiatan politik praktis yang hanya diperuntukkan bagi partai politik.?

MUI merupakan organisasi nonpemerintah dan bukan organisasi politik

atau organisasi masa. Artinya, MUI tidak mempunyai keanggotaan, kecuali

28 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 841.
2 Tbid., 63.
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pengurus yang merepresentasikan unsur ormas Islam dan cendekiawan Muslim
sehingga fungsi MUI dihadapan pemerintah memiliki tugas terbatas. Selain
keinginan para ulama sendiri untuk membatasi hubungannya dengan pemerintah,
MUI juga mempertimbangkan keberadaan berbagai organisasi masa Islam lain
yang lebih dahulu ada secara mapan. Beberapa ormas Islam khawatir jika MUI
melebihi perkembangannya sehingga MUI bukanlah gabungan dari ormas-ormas
Islam, tetapi organisasi bersifat forum.*® Menanggapi fatwa MUI yang diboncengi
kepentingan politik tertentu menurut Hasanuddin Af, selama belasan tahun
menjadi komisi fatwa MUI dan Ketua Komisi sampai sekarang sama sekali tidak
ada yang namanya fatwa pesanan.!

Majelis Ulama Indonesia bertugas memberi fatwa dan nasihat baik kepada
pemerintah maupun kaum Muslim mengenai masalah-masalah keagamaan dan
semua masalah yang dihadapi bangsa secara umum. Tugas MUI juga diharapkan
menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak sebagai penengah
antara pemerintah dan kaum ulama dan mewakili kaum Muslim dalam
musyawarah antargolongan agama.®?

Meskipun keberadaan MUI dalam masyarakat mendapatkan persetujuan
53 orang yang mewakili pimpinan pusat beberapa organisasi Islam, tetapi maksud
dukungan atas pendirian MUI tersebut tidak pernah diartikan membentuk sebuah

federasi apalagi menjadi organisasi Islam tertinggi. Beberapa organisasi Islam

% Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 225.

31 Hafidz Muftisany, “Hasanuddin AF: Pemerintah Harus Apresiasi Fatwa MUI”, dalam
http://www.republika.co.id/kanal/koran/dialog-jumat/nq6jg710 (17 Oktober 2015).

32 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 63.
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mapan waktu itu tidak menginginkan MUI sebagai pendatang baru tumbuh kuat
karena dapat mengganggu kedudukannya di mata masyarakat Islam.*

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam masyarakat sebagaimana
relasi antarorganisasi Islam bersifat sangat rumit, namun secara umum ciri dari
keberadaan dan peran MUI, yaitu:

a. MUI ingin keberadaannya diterima baik oleh masyarakat dan organisasi-
organisasi [slam.

b. MUI selalu berusaha memelihara hubungan baik dengan pemerintah.

c. Demi menjaga ‘aqidah kaum Muslim, MUI bersikap waspada terhadap
ancaman usaha Kristenisasi.*

Hubungan kedekatan MUI dengan pemerintah di masa Orde Baru menurut
Moch. Nur Ichwan bukan kedekatan intim melainkan kedekatan berjarak.
Keberanian Hamka mengatasi masalah pendangkalan ‘agidah dalam perayaan
Natal bersama merupakan pengalaman manuver MUI berjarak dengan pemerintah
sehingga menjadi bekal untuk lebih percaya diri memasuki era Reformasi.®®

Pada Muktamar tahun 2000, MUI menemukan momentumnya untuk
deklarasikan diri sebagai khadimu ‘I-ummah (pelayan ummat). Penjagaan jarak
dengan pemerintah semakin kuat setelah MUI menyatakan sikap menentang
upaya Gus Dur untuk menghapus TAP MPRS/15/1966 tentang Komunisme.

Menyusul respons negatif Gus Dur terhadap fatwa haram Ajinomoto dan

33 Tbid., 69.

34 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 79.

35 Moch. Nur Ichwan, “Politik Metamorfosis Majelis Ulama”, dalam Mimbar Ulama, edisi 345
(Juni 2010), 44.
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dorongan Gus Dur untuk mundur. Penjagaan jarak tersebut menjadikan MUI
menemukan dirinya keluar dari stigma bukan lagi di garis pemerintah, tetapi
berada di garis oposisi.®®

Tujuan Majelis Ulama Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang
berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur
rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah (baldatun thayyibatun wa rabbun
ghafur). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, yaitu
memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan
dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan
keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.®’

Majelis Ulama Indonesia juga menempatkan sembilan orientasi sebagai
bentuk pengabdiannya, yaitu:

a. Diniyyah. MUI merupakan wadah pengabdian yang mendasari semua
langkah dan kegiatannya pada nilai ajaran Islam yang kaffah.

b. Irsyadiyyah. MUI merupakan wadah pengabdian dakwah wal irsyad,
yaitu upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan dan
melaksanakan amar ma’ruf nahyi munkar dalam arti luas, setiap
kegiatan MUI bermaksud dan dirancang untuk dakwah.

c. Istijabiyyah. MUI merupakan wadah pengabdian yang berorintasi
istijabiyyah, selalu memberi jawaban positif dan responsif atas setiap
masalah masyarakat melalui prakarsa kebijakan (amal saleh) dengan
semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al khairat).

d. Hurriyyah. MUI merupakan wadah pengabdian independen yang bebas
dan merdeka. Dalam mengambil keputusan, pandangan dan pendapat
tidak terpengaruh oleh pihak lain.

e. Ta’awuniyah. MUl merupakan wadah pengabdian yang mendasari diri
dari semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,
membela kaum dhu’afa dalam meningkatkan harkat dan martabat, serta
derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar

% |bid., 45.
87 http://mui.or.id/ Tujuan dan Fungsi MUI (31 Maret 2016)
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persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwah
Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini meruapakan landasan bagi MUI
untuk  mengembangkan  persaudaraan  kebangsaan  (ukhuwah
wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah
basyariyyah).

f. Syurriyah. MUI merupakan wadah pengabdian yang menekankan
prinsip  musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui
pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap
berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

g. Tasamuh. MUl  merupakan  wadah  pengkhidmatan  yang
mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi
masalah-masalah khilafiyah.

h. Qudwah. MUI merupakan wadah pengabdian yang mengedepankan
kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat
perintisan untuk kemaslahatan umat.

i. Addualliyah. MUI merupakan wadah pengabdian yang menyadari
dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif
mempgzgrjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran
Islam.

Selanjutnya peran Majelis Ulama Indonesia dalam mengagendakan
organisasinya ada lima peran utama, yaitu:

a. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (Warasat al-anbiyah), MUI
berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan
ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan
sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. MUI
menjalankan fungsi kenabian (an-nubuwwah), yaitu memperjuangkan
perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun
dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman
karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya,
dan peradaban manusia.

b. Sebagai pemberi fatwa (mufti), yaitu MUI berperan sebagai pemberi
fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak. MUI
mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang
sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi
keagamaannya.

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra iy wa khadim al ummah).
MUI berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), vyaitu
melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan
tuntutan umat. MUI berikhtiar memenuhi permintaan umat akan

3 Aunur Rohim Faqih, dkk. HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI, 37-38.
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bimbingan dan fatwa keagamaan, baik langsung maupun tidak. MUI
berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan
aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai penegak amar ma ruf nahyi munkar. MUI berperan sebagai
wahana penegak amar ma ruf nahyi munkar, yaitu menegaskan antara
kebenaran kebatilan dengan penuh hikmah dan istigamah. Dengan
demikian, MUI merupakan wadah pengabdian bagi mujahid dakwah
yang merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari
kondisi yang tidak sejalan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa
yang berkualitas (khairu ummabh).

e. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (al-Tajdid). MUI berperan
sebagai pelopor gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

f. Sebagai pelopor gerakan Ishlah. MUI berperan sebagai juru damai
terhadap perbedaan umat. Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan
umat Islam, maka MUI dapat menempuh jalan al-jam’u wat taufiq
(kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih
kuat). Harapannya tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwah)
di kalangan umat Islam Indonesia.

Fungsi Majelis Ulama Indonesia diantaranya ada empat, yaitu:

a. Wadah musyawarah pada ulama, zuama dan cendekiawan Muslim
dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami,
silaturahmi, penghubung antarumat dan pemberi fatwa.

b. Wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim untuk
mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang
ukhuwah Islamiyah.

c. Wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi
antarumat beragama.

d. Pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta
maupun tidak diminta.®

Fatwa-fatwa MUI sebagai jawaban para ulama atas berbagai pertanyaan
penanya yang menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan keseharian
ternyata juga dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, para alim ulama
tertuntut untuk segera memberikan jawaban dalam mengatasi penantian umat

akan kepastian ajaran Islam. Dalam mukadimah Pedoman dan Prosedur Penetapan

% Tbid., 38-40.
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Fatwa MUI dinyatakan, membiarkan persoalan tanpa jawaban atau kebingungan
umat tidak dapat dibenarkan baik secara i tigadi maupun syar’i.*°

Memenuhi permintaan masyarakat yang ingin mengetahui nasihat dan
hasil fatwa MUI sejak 1976, MUI menerbitkan himpunan fatwa-fatwanya dari
tahun 1995, 1997, dan 2010. Melalui Munas dan Rakernas tahun 2010, maka
program prioritas Komisi Fatwa MUI periode 2010-2015 salah satunya adalah
mengoptimalkan sosialisasi fatwa MUI. Selanjutnya himpunan fatwa-fatwa MUI
yang memuat latar belakang penetapan fatwa, landasan dalil, rumusan, dan
rekomendasi bahkan penjelasan fatwa secara lengkap terbit tahun 2011.%
C. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

1. Kedudukan dan kewenangan Komisi Fatwa MUI

Pada periode 1975-1980 dan 1980-1985, fatwa-fatwa MUI ditetapkan oleh
Komisi Fatwa dan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Keputusan
yang berkaitan dengan fatwa dari Komisi Fatwa atas dasar Sidang Pleno MUI
pada 18 Januari 1986 selanjutnya diambil oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk
“Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa” yang dipimpin oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ketua Komisi Fatwa MUI. Seperti
dijelaskan dalam petunjuk prosedur penetapan fatwa Pimpinan pusat MUI
nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu ke dalam bentuk Sertifikat

Keputusan Penetapan Fatwa.*?

40 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3.
4 Tbid., v-vi.
42M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia, terj., Iding Rosyidin Hasan (Jakarta: Teraju, 2002), 93.
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Kepemimpinan MUI ini tidak secara langsung berhubungan dengan umat
karena hanya para ulama yang memimpin organisasi-organisasi Islam itu sendiri
yang mempunyai hubungan struktural antara pemimpin dan pengikutnya. MUI
sebagai lembaga tidak memiliki hubungan struktural dan ulama yang duduk dalam
kepengurusan MUI bukan atas nama organisasi, tetapi atas nama pribadi.*?

Ketua pertama Komisi Fatwa tahun 1975 hingga 1981 adalah Syukri
Ghozali. Pada tahun 1975 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena baru terbentuk.
Selanjutnya dalam periode kepemimpinan Syukri Ghozali menghasilkan 15 fatwa.
Jabatan Ketua MUI sepeninggal Kyai Syukri, dikosongkan hingga Munas III di
Jakarta tanggal 20-23 Juli 1985.** Ketua kedua Komisi Fatwa tahun 1981-1988
adalah Ibrahim Hosen yang menghasilkan 24 fatwa,* dan kembali menjadi Ketua
Komisi Fatwa dari tahun 1988 sampai dengan 1999. Ketua Umumnya adalah
Hasan Basri terpilih dalam Munas III tahun 1985 untuk periode 1985-1990
bertemakan, “Dengan Pendalaman Beragama dan Peningkatan Peran Serta Umat,
Kita Songsong Lepas Landas Pembangunan”. Hasan Basri terpilih kembali
sebagai Ketua Umum pada Munas IV di Jakarta tahun 1990,% diteruskan oleh
Sahal Mahfud tahun 2000-2005. Ketua keempat Komisi Fatwa tahun 2000-2007
adalah Ma’ruf Amin, dilanjutkan oleh Anwar Ibrahim tahun 2005-2010. Ma’ruf

Amin dipilih kembali sebagai Ketua Komisi Fatwa tahun 2010-2015 dan

43 Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum, 94.

4 Ibid., 96.

4 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 82.

6 Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Rl, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum, 96.
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dilanjutkan Hasanuddin AF tahun 2015-2020 dengan Ketua Umumnya Din
Syamsuddin tahun 2014.%/

Keberadaan MUI selalu identik dengan fatwa. Fatwa secara etimologi,
yaitu meminta jawaban hukum untuk urusan yang sulit kepada mufti. Peminta
fatwa (penanya) disebut mustafti. Fatwa secara terminologi berarti penjelasan
hukum syar’i bagi penanya perihal berbagai peristiwa yang dipertanyakan dengan
menggunakan dalil-dalil.*® Sebagaimana pendapat Amir Syarifuddin, secara
definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh
ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.*®

Pada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bagian Ketentuan
Umum menyebutkan, fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai
masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.>® Fatwa (bentuk jamak fatawi atau
fatawa) berarti nama dari penjelasan seorang alim mengenai hukum dan orang
yang mengeluarkan fatwa disebut mufti, artinya al-fagihu al-ladzi yu thi al-fatwa
wa yajib ‘ammd ulgiya ‘alah min al-masa’il al-muta’alligat bi al-shari’ah (ahli
fikih yang memberikan fatwa, dan wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan
dengan syariat).”! Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli,>® ifta’ (pekerjaan

memberi fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dan mufti memutuskan

47 http://mui.or.id/tentang-mui/ketua-mui/dr-hc-kh-maruf-amin.html (10 Nopember 2015).

48 www. harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=146885 (20 Mei 2015).

4 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2009), 429.

50 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 5. Fatwa
adalah bentuk tunggal dan bentuk jamaknya adalah fatawa.

S17afrullah Salim, “Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia”, dalam Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum, 20.

52 Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Figh al-Islami, Jilid 11 (Beirut/Damaskus: Daar al-Fikri al-
Mu’ashir, 1986), 1156.
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ketentuan hukum berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Mufti merupakan sosok
ulama yang memiliki keahlian khusus tentang hukum Islam dan memberi putusan
yang bersifat otoritatif.

Menurut Bagir Manan, fatwa merupakan pengamalan norma-norma agama
dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sumber hukum materiil bagian dari
kaidah-kaidah (hukum) tidak tertulis. Sumber hukum materiil adalah perasaan
(keyakinan) hukum individu dan pendapat umum (public opinion) yang menjadi
determinan materiil dan menentukan isi dari hukum.>® Di setiap negara, kaidah
hukum tidak tertulis tumbuh dan berkembang berdampingan dengan kaidah
hukum tertulis, kecuali hukum pidana (meteriil). Semua bidang hukum menerima
kehadiran kaidah hukum tidak tertulis yang diakui sebagai salah satu sumber
penting dalam hukum tata negara.>*

Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dipandang sebagai pendapat hukum
berdasarkan pertimbangan (considered legal opinion). Mufti mengeluarkan fatwa
untuk melaksanakan fungsi utamanya adalah memberikan pendapat hukum
kepada anggota masyarakat yang berkepentingan mengenai suatu masalah sesuai
pertanyaan. Jawaban resmi yang diberikan oleh ulama atas pertanyaan atau
persoalan penting menyangkut dogma atau hukum tersebut mensyaratkan adanya
otoritas yang memadai untuk berfatwa (al-ijazah li al-ifta’), yaitu terletak pada

penerimaan luas dewan ahli hukum terkemuka terhadap seseorang.®® Meskipun

fatwa merupakan jawaban resmi ulama, tidak semua pertanyaan atau masalah

%3 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan (Bandung: Armico, 1987), 12.
% Ibid., 18.
%5 M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial, 21.
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yang dialamatkan kepada MUI dijawab dalam bentuk surat keputusan fatwa.
Beberapa pertanyaan masyarakat ada yang cukup dijawab secara lisan dalam
bentuk taushiyah atau rekomendasi.*

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh fugaha tanpa
status resmi dan ketetapan prosedur yang baku. Selanjutnya dengan
berkembangnya pemerintahan Islam melalui birokrasi, maka diangkatlah beberapa
mufti (penasihat hukum) sebagai pejabat negara sebagaimana masa pemerintahan
Ustmani. Demikian pula di Indonesia, organisasi mufti yang mengeluarkan fatwa
dinamakan Majelis Ulama Indonesia karena istilah-istilah fugaha dan mufti
meskipun tidak asing sama sekali, tidak dipergunakan secara umum.®’ Fatwa
berfungsi menerapkan secara konkret ketentuan figh dalam masalah tertentu.

Kewenangan dalam penetapan fatwa oleh ulama tidak lagi dilakukan
secara perseorangan melainkan berkelompok, khususnya sejak berdiri ormas
Islam pada kuartal kedua abad ke-20 dan lahirnya MUI tahun 1975.%8 Fatwa MUI
adalah keputusan kolektif lembaga fatwa. Pernyataan individu pengurus baik
sebagai anggota atau pimpinan komisi fatwa sekalipun belum dianggap sebagai
fatwa MUI melainkan hanya pendapat pribadi.>®

Ketentuan Umum Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI
disebutkan, fatwa MUI adalah fatwa tentang suatu masalah keagamaan yang telah

disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat. Penetapan fatwa MUI tersebut bersifat

5 Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 228.

5" Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 4.
%8 Tbid., 4-5.

59 Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 225-226.
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responsif, proaktif, dan antisipatif. Aktivitas penetapan fatwa tersebut dilakukan
secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.%

Komisi Fatwa beranggotakan orang-orang yang mempunyai kompetensi
menyampaikan fatwa terkait masalah-masalah yang bersifat umum menyangkut
hukum figh dan masalah-masalah aqidah menyangkut kebenaran dan kemurnian
aqidah.%! Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bagian Ketentuan Umum
disebutkan, komisi fatwa dalam menetapkan fatwanya didasarkan pada Al-
Qur’an, sunnah (hadith), ijma’,®? dan giyds serta dalil lain yang muktabar.%3

2. Mekanisme kerja Komisi Fatwa MUI

Berdasarkan Rapat Pengurus Komisi Fatwa MUI Tanggal 3 September
2009. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Kerja Pimpinan Komisi Fatwa dan Sistem Prosedur Surat
Menyurat.

1) Pimpinan bersifat kolektif dengan asas kebersamaan.

2) Untuk menangani masalah yang bersifat khusus, pimpinan dapat

membentuk Tim Khusus/Pokja yang bersifat ad hoc.

3) Beberapa masalah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada

point b, yaitu (i) penyelesaian fatwa atas masalah-masalah yang
tertunda; (i) kompilasi dan pembukuan himpunan fatwa; (iii)
kompilasi, verifikasi dan pembukuan hasil ijtima ulama I dan II; (iv)
sosialisasi fatwa yang dibutuhkan masyarakat.

4) Surat-surat yang masuk ke komisi fatwa atau ke pimpinan MUI yang

diteruskan ke Komisi Fatwa didisposisi oleh Ketua Komisi. Jika Ketua
berhalangan, didisposisi oleh pimpinan yang lain.

%0 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 5.

61 Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 226.

62 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 5. Ijima’
ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.

83 Ibid. Qiyds ialah pemberlakuakn hukum asal pada furu’ disebabkan kesatuan (kesamaan) ‘illat
hukum.
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5) Dalam tindak lanjut surat-surat, sekretaris dan wakil sekretaris sesuai
pembidangannya menyiapkan administrasi, termasuk penjadwalan
rapat-rapat, dan penentuan nara sumber/draft acuan.

6) Sekretaris/Wk. Sekretaris juga bertanggung jawab dalam menghasilkan
notulasi, kesimpulan, dan/atau rumusan akhir draft fatwa, yang harus
diselesaikan selambat-lambatnya tiga hari setelah berakhirnya rapat.

7) Ketetapan tentang suatu Fatwa MUI ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris, dengan mengikuti ketentuan pada pedoman dan prosedur
penetapan fatwa MUL

8) Ketetapan fatwa/keputusan komisi fatwa harus disampaikan kepada
Dewan Pimpinan Harian MUI dalam waktu sesingkat mungkin sebelum
dipublikasikan kepada masyarakat.

9) Surat Komisi Fatwa ke Dewan Pimpinan MUI ditandatangani oleh
Ketua dan Sekretaris atau pimpinan yang membidangi.

b. Pembidangan Pimpinan Komisi Fatwa
1) Bidang I: Aqidah, Ibadah dan Aliran Keagamaan
2) Bidang II: Sosial dan Budaya
3) Bidang III: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4) Bidang IV: Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Pembidangan tugas tersebut di bawah koordinasi Ketua Komisi Fatwa.
c. Penugasan mewakili Komisi Fatwa
1) Setiap tugas untuk mewakili Komisi Fatwa harus sepengetahuan Ketua
Komisi Fatwa.
2) Setiap penugasan mewakili Komisi Fatwa dilaporkan hasilnya kepada
pimpinan Komisi Fatwa secara tertulis.
3) Penugasan dimaksud pada point a didasarkan pada (i) kompetensi dan
keahlian; (ii) keadilan proporsional.®
3. Keberadaan lembaga atau forum sejenis di luar komisi Fatwa MUI
Di lingkungan MUI terdapat beberapa lembaga atau forum yang

mempunyai otoritas memutuskan fatwa selain Komisi Fatwa MUI, yaitu:

a. Dewan Syari’ah Nasional (DSN)-MUIL

64 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 961-962.
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Lembaga yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI menangani
masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan shari’ah. DSN
merupakan satu-satunya badan yang berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis
kegiatan, produk, dan jasa keuangan shari’ah serta mengawasi penerapan fatwa
tersebut melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga
keuangan shari’ah. Eksistensi DSN sebagai lembaga fatwa secara eksplisit telah
diakui dan dibuktikan dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang
Bank Umum Syari’ah pasal 35 ayat 2 dan No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha
Syari’ah pasal 10 ayat 2 sebagai implementasi dari UU No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Menurut Mardani, fatwa-fatwa yang ditetapkan DSN-MUI secara umum
mempertimbangkan kemaslahatan umum dan bersifat moderat, yaitu tidak terlalu
rigit pada teks al-nass, tetapi juga tidak keluar dari mafhum al-nass. DSN-MUI
berpandangan, kandungan syari’ah merupakan mashlahah yang pasti (mashlahah
qath’iyyah). Sebaliknya, mashlahah yang melanggar prinsip syari’ah termasuk
yang belum pasti (mashlahah mauhumah) sehingga tidak ada alasan untuk
mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syari’ah.%®

b. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI.

Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI merupakan forum pertemuan setiap tiga

tahun sekali yang dihadiri pengurus dan anggota komisi fatwa MUI baik di tingkat

pusat maupun daerah serta para ulama utusan dari organsiasi Islam dan pondook

8 Mardani, Ushul Figh (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 387.
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pesantren. Ijtima Ulama ini mengkaji berbagai persoalan yang bersifat umum dan
strategis atau mempunyai dampak luas bagi masyarakat, baik yang menyangkut
masalah aqidah, syariat dan akhlak.

c. Musyawarah Nasional MUI (Munas MUI).

Musyawarah Nasional MUI merupakan lembaga permusyawaratan
tertinggi yang berwenang menetapkan pedoman dasar dan pedoman rumahtangga
MUI memilih dan menetapkan pengurus, serta menetapkan kebijakan organisasi.
Munas MUI dilaksanakan setiap lima tahun yang dihadiri pengurus komisi fatwa
dan alim ulama dari berbagai organisasi Islam juga membahas berbagai masalah-
masalah diniyah.%®
D. Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Pada Muktamar Nasional ketiga para ulama di Jakarta tanggal 19 hingga
23 Juli 1985 diajukan usulan agar ada keseragaman bentuk dan referensi, baik
bagi majelis ulama daerah maupun bagi MUI sewaktu mengeluarkan fatwa. Pada
tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 melalui Sidang Pleno MUI
diputuskan adanya perubahan prosedur dengan diterbitkannya buku pedoman
terperinci untuk mengeluarkan fatwa tanggal 30 Januari 1986.%” Selanjutnya
disempurnakan kembali pada tanggal 2 Oktober 1997 dengan ditetapkan dasar-
dasar dan prosedur penetapan fatwa MUI yang dirumuskan dalam Pedoman
Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dasar-

dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbath hukum yang

8 Ainul Yaqin, Menolak Liberalisme Islam, 226-227.
67 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 87.
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digunakan oleh MUI berisi beberapa peraturan dan petunjuk tentang prosedur atau

tata cara dalam memutuskan fatwa.

Petunjuk prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

1. Dasar-dasar fatwa adalah al-Qur’an, Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi),
Ijma’ (kesepakatan ulama), Qiydas (penarikan kesimpulan dengan analogi).

2. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan dasar-
dasar fatwa, pendapat para imam mazhab mengenai hukum Islam dan pendapat
para ulama terkemuka melalui penelitian atas penafsiran al-Qur’an.

3. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan
penafsiran terkuat dan bermanfaat bagi masyarakat Islam.

4. Jika masalah yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan sesuai prosedur,
maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (ijtihad).

5. Otoritas fatwa MUI berkaitan dengan masalah keagamaan dan masyarakat
Islam Indonesia yang bersifat umum. Masalah keagamaan yang relevan dengan
wilayah tertentu dianggap dapat ditetapkan di wilayah lain. MUI tingkat
propinsi dapat menangani masalah keagamaan yang sifatnya lokal atau kasus
kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan Komisi Fatwa.

6. Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri para anggota Komisi Fatwa yang diangkat
pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI propinsi dengan mengundang

para ahli jika dianggap perlu.
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7. Sidang Komisi Fatwa harus diselenggarakan ketika ada permintaan atau
kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa yang berasal dari
pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat atau MUI sendiri.

8. Sesuai aturan Sidang Komisi Fatwa, bentuk fatwa untuk masalah tertentu harus
diserahkan Ketua Komisi Fatwa kepada Ketua MUI nasional dan propinsi.

9. Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu ke
dalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa.®

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa dalam keputusan MUl Nomor:

U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997 tersebut di lapangan menurut Atho

Mudzhar tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten, yaitu:

a. Fatwa langsung merujuk kepada hadith, tanpa meninjau ayat al-Qur’an.

b. Fatwa langsung merujuk kepada kitab fikih, tanpa melihat sumber lain.

c. Fatwa tidak memberikan dasar dan argumen sama sekali, namun langsung
menyebut dictum fatwa tersebut.®

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI tersebut selanjutnya
diperbarui dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia yang diterbitkan pada
tanggal 16 Desember 2003 oleh Pimpinan Sidang Komisi A, Ma’aruf Amin dan

Sekretaris Hasanuddin. Penjelasan singkat tentang Pedoman dan Prosedur

Penetapan Fatwa MUI sebagaimana tertuang dalam bagian Penutup dapat

disimpulkan, yaitu:

%M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia, 93-94.
8 M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta:
Titian Ilahi Press, 1998), 134.
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1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman
yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai
kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.

2. Jika terjadi perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah
mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua
Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.

4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan
bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,
akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Adapun petunjuk lengkap tentang prosedur penetapan fatwa adalah
sebagai berikut:"t
1. Dasar Umum dan Sifat Fatwa
Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab Il dijelaskan, Dasar
Umum dan Sifat Fatwa, yaitu:
a. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, Sunah (hadith), Ijma’ dan
Qiyas serta dalil lain yang mu tabar.
b. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga
yang dinamakan Komisi Fatwa.
c. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. "
Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa
MUI tentang Dasar-dasar umum penetapan fatwa bab 2 pasal 2 ayat 1, setiap
Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang
mutabarah,” serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Sebagaimana

aturan baku dalam ilmu ushul figh, pendapat ini merupakan kesepakatan dan

keyakinan umat Islam. Oleh sebab itu, menurut dasar-dasar umum penetapan

0 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 8.
" Ibid., 3-9.

2 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 5.
73 Ibid., 15. Sunah mu tabarah adalah sunah yang dapat dijadikan hujah.
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fatwa dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI disebutkan fatwa yang

bertentangan dan atau tidak didasarkan dengan kedua sumber hukum tersebut

menurut pandangan MUI tidak sah bahkan tahakkum dan berdusta atas nama

Allah, ™ seperti firman Allah dalam surah Al-Nahl [16]: 116 yang berbunyi:

AT e &5 Gl &) QAT AT e 155880 2108 1885 Jla 158 QT & G W 4058 V5

VT Al Y s

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh
lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”™

2. Metode Penetapan Fatwa

Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang diterbitkan

pada tanggal 16 Desember 2003 dalam Bab Il tentang metode penetapan fatwa

menyatakan, yaitu:

a.

Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat
para imam mazhab dan Ulama yang mu fabar tentang masalah yang
akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan
sebagaimana adanya.

. Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka:

1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di
antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode al-jamu’
wa al-taufig, dan

2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan
fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode mugaranah
dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Figh Muqgaran.

. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan

mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’i (kolektif)

4 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 16.
5 al-Qur’an, 16: 116.
76 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 5-6.
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melalui metode bayani, ta’lili (qiyasi, istihsani,’”" ilhaqi), istishlahi,’
dan sadd al-zari’ah.

e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum
(mashalih ‘ammah) dan maqashid al-syari’ah.

Penjelasan metode penetapan fatwa dalam Pedoman dan Prosedur Fatwa

MUI pada bagian 3 dari pasal 1 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut:

a. MUI sebelum menetapkan fatwa lebih dahulu meninjau masalah secara
seksama berikut dalil-dalil pendapat para imam mazhab dan Ulama yang
mutabar. Dalam menetapkan fatwanya MUI mengikuti prosedur penetapan
fatwa seperti pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap masalah yang
disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan
seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya
seminggu sebelum disidangkan”. Disebutkan dalam lampiran himpunan fatwa
MUI tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa. Pada dasarnya proses awal
sebelum dilakukan sidang penetapan fatwa menghendaki agar masalah yang
akan difatwakan hukumnya harus terlebih dahulu diketahui secara jelas.™

b. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat 2 bagian sebelumnya mengenai
masalah yang telah jelas hukumnya (gat’i), hendaklah Komisi

menyampaikannya sebagaimana adanya; dan fatwa menjadi gugur setelah

diketahui adanya al-nass dari al-Qur’an atau Sunah. Dari keterangan ini

7 Ibid., 5. Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam Ketentuan Umum
dinyatakan istihsan ialah pemberlakuan maslahat juz’iyah ketika berhadapan dengan kaidah
umum.

8 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 5.
Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bagian Ketentuan Umum menjelaskan Istishlahi/
maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas syar’i tertentu.

9 Ibid., 947.
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menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam dasar-dasar
umum penetapan fatwa menunjukkan Hukum Islam menurut pandangan MUI
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum-hukum gat’i dan zanni. Jika
permasalahan yang diajukan ke MUI dikategorikan hukum gat’i karena bukan
merupakan wilayah ijtihad, maka MUI sebagaimana maksud pasal 3 ayat 2
hanya menyampaikan apa adanya dalam arti tidak perlu melakukan ijtihad.®°

c. Sebagaimana dasar-dasar umum penetapan fatwa bab 2 pasal 2 ayat 2
menyatakan jika permasalahan fatwa tidak ditemukan dalam kedua sumber, al-
Qur’an dan Sunah Rasul, maka penggunaannya diteliti dari kemungkinan
adanya ijma’ ulama terdahulu. Menurut pandangan MUI dalam Pedoman dan
Prosedur Penetapan Fatwa MUI tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa
menyatakan #jma’ memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan berlaku
universal. Selanjutnya jika masih belum ditemukan fatwa dari ijma’, maka
melalui proses ijtihad lain yang memadai seperti giyas dan seterusnya.
Selanjutnya pada pasal 2 ayat 3 menyatakan sebelum pengambilan keputusan
fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu,
baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan
dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Perlunya
memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih antara pendapat yang
mendukung dan menentang bertujuan agar keputusan fatwa tidak berada pada

dua kutub ekstremitas, tetapi lebih mencari jalan tengah di antara pendapat

8 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 17.
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yang bertolak belakang. Metode yang digunakan dalam ijtihad ini merupakan
metode ijtihad intiga’i, yaitu merujuk dan mengkaji pendapat para imam
madzhab terdahulu. Masalah khilafiah yang terjadi di kalangan madzhab
diselesaikan dengan metode al-jamu’ wa al-tawfig dan metode mugaranah.
Pendekatan yang lazim digunakan dalam metode ijtihad intiga’i ini disebut
mugaranah al-mazahib sebagaimana maksud bab 3 pasal 3 ayat 3:
Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka yang
difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan Figh Mugaran
(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Figh Mugaran
yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.8!
Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam dasar-dasar
umum penetapan fatwa dinyatakan semua pendapat dan dalil-dalil tersebut
dikaji lalu dipilih pendapat yang paling kuat dan membawa kemaslahatan umat
selanjutnya ditetapkan sebagai fatwa. ljtihad intiga i yang dilakukan MUI tidak
sekadar memilih pendapat yang akan difatwakan sesuai kondisi, tetapi melalui
proses mugaranah sehingga kualitas hasil fatwa selain mengandung
kemaslahatan juga memiliki validitas dalil yang kuat.®?

d. Pada bab 2 pasal 2 ayat 2 menyatakan jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan
Sunnah Rasul, maka Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan
ijma’, giyas yang mu tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti isti/san,
maslakah mursalah, dan saddu al-dzari’ah.®® Keputusan fatwa dengan dalil-

dalil hukum yang lain dalam bab 3 ayat 4 ini tentu saja setelah mengkaji

81 Ibid., 16.
82 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 16.
& Ibid., 14.
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pendapat hukum di kalangan mazhab sebagaimana ketentuan fatwa
sebelumnya, yaitu bab 3 ayat 1 sampai dengan 3.

e. Bagian 3 pasal 5 menerangkan penetapan fatwa harus memperhatikan
kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan magashid al-shari’ah.
Sebagaimana dijelaskan pada ketentuan bab 2 pasal 2 ayat 1 bagian terdahulu
dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI tentang dasar-dasar
umum penetapan fatwa. Keputusan fatwa selain berdasar pada Kitabullah dan
Sunah Rasul juga tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat.
Artinya, keputusan fatwa yang membawa kemaslahatan adalah sejalan dengan
tujuan syariat hukum Islam.®

3. Prosedur Rapat

Pada umumnya untuk mengeluarkan satu fatwa dalam persidangan komisi
hanya membutuhkan sekali sidang namun ada pula yang membutuhkan lebih.

Dalam menghasilkan beberapa fatwa dengan lingkungan yang lebih luas dapat

juga melalui konferensi tahunan atau Musyawarah Nasional (Munas) para ulama.

Melalui Munas tersebut disampaikan masalah-masalah yang perlu dibuatkan

keputusan fatwa. Setelah beberapa masalah disetujui dan memiliki kelengkapan

dalil-dalil, maka dilakukan pendaftaran dan penyampaian masalah serta solusinya

kepada Komisi Fatwa untuk dibuatkan pengumuman fatwa. Misalnya, konferensi

8 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 16.
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nasional para ulama tahun 1980 tentang persoalan operasi penggantian kelamin,
pernikahan antaragama dan gerakan ahmadiyah.®

Pada era reformasi MUI menyelenggarakan Munas VI tanggal 25-29 Juli
2000 di Jakarta dengan merumuskan kembali perannya untuk melayani umat
sesuai perkembangan baru umat Islam pasca orde Baru.® Selanjutnya pada Munas
VII para ulama di Jakarta tahun 2005, MUI menetapkan 11 fatwa diantaranya soal
keharaman paham Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama.

Bentuk Fatwa MUI tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang
diumumkan oleh Komisi Fatwa sendiri atau oleh MUIL Dimulai dengan
keterangan komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan
adanya pertanyaan yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu.
Dilanjutkan penggunaan dalil-dalil sebagai dasar pembuatan fatwa dengan
panjang dan kedalaman yang berbeda pada masing-masing fatwa. Dalil bagi
kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat al-Qur’an disertai hadith yang
bersangkutan serta kutipan naskah-naskah figh dalam bahasa Arab. Dalil rasional
juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan
sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan dicantumkan pada bagian akhir.®’

Prosedur rapat yang dilakukan oleh MUI terdapat dalam Pedoman dan
Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab IV bagian Prosedur Rapat dijelaskan, yaitu:

a. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya
dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.

8 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 80.
8 Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 79.
87 Tbid., 80.
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b. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

c. Rapat diadakan jika ada:

1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan
Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.

2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi
sosial, atau MUI sendiri.

3) Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang
muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan
Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris
Komisi.

e. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin
oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.

f. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi
mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan
Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.

g. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif
serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat
menetapkan fatwa.

h. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan
Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak
yang bersangkutan.®®

Solusi MUI dalam menetapkan fatwa salah satunya adalah perlunya
mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan
pertimbangan dalam penetapan fatwa. Terkait kehadiran dalam persidangan
disamping ketua dan para anggota komisi juga dihadiri undangan luar, yaitu ulama
bebas dan ilmuwan umum yang ada hubungannya dengan masalah terkait.5®
Hadirnya ilmuwan umum yang menjadi pertimbangan fatwa tersebut

sesuai dengan ketentuan prosedur rapat bab 4 pasal 2 tentang kehadiran tenaga

ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sebagaimana pasal 2

8 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 6-7.
8 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 79-80.
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ayat 4 bagian sebelumnya menyatakan pandangan tenaga ahli dalam bidang
masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.® Artinya,
sebagaimana Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam dasar-dasar
umum penetapan fatwa menyatakan MUI sebelum pengambilan fatwa perlu
mendengar keterangan para ahli mengenai bidang tertentu yang akan difatwakan
hukumnya seperti kedokteran, ekonomi, dan masalah kontemporer lainnya agar
masalah menjadi jelas. Selanjutnya baru dilakukan ijtihad untuk menentukan
hukumnya sehingga diharapkan keputusan fatwa mempunyai dasar dan landasan
yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.®*
4. Format Fatwa
Pada beberapa keputusan fatwa ada yang langsung berisi pernyataan fatwa

tanpa mencantumkan dalil-dalil baik ayat al-Qur’an maupun pendapat akal atau
mungkin saja dapat ditemukan dalam catatan persidangan. Pada bagian akhir
fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan:
a. Tanggal dikeluarkannya fatwa yang dapat berbeda dengan tanggal diadakannya

sidang-sidang.
b. Nama-nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan.
c. Presensi nama-nama peserta sidang. Ada kalanya tanda tangan ketua MUI

dicantumkan pada fatwa bahkan ada tanda tangan Menteri Agama.%?

% Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
4-5.

%1 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 16.

92 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 80.
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Adapun penjelasan format fatwa MUI yang terdapat dalam Bab V dari

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI disebutkan, yaitu:

a.

b.

C.

Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh
masyarakat luas.
Fatwa memuat:
1) Nomor dan judul fatwa.
2) Kalimat pembuka bismillah
3) Konsideran yang terdiri atas:
a) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan wurgensi
penetapan fatwa.
b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam).
¢) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama,
pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan
fatwa.
4) Diktum, memuat:
a) Substansi hukum yang difatwakan, dan
b) Rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu
5) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa
6) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.*

5. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI pada Bab VI menerangkan

Kewenangan dan Wilayah Fatwa, yaitu:

a.

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah
keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah
‘agidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umnat
Islam Indonesia.

. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah

keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam
Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu
daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia

Derah hanya berhak melaksanakannya.

Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud
nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan
fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.

% Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 7.
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e. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan
fatwa.

f. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif,
sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu
melakukan konsultasi dengan MUL %

Dari uraian proses dan mekanisme tersebut secara umum dapat

disimpulkan prosedur penetapan fatwa MUI, yaitu:

a. Pengkajian masalah. Anggota Komisi Fatwa terlebih dahulu mengetahui
dengan jelas hakikat permasalahan. Jika masalah yang dihadapi merupakan
masalah baru dan membutuhkan penjelasan ahli, maka ahli yang bersangkutan
didengarkan penjelasannya.

b. Setelah masalahnya jelas, maka ditentukan apakah dikategorikan hukum
qat’ivat atau bukan. Jika termasuk hukum gqat’iyat dan ada ijma’ mu tabar,
maka MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Sebaliknya, jika bukan
termasuk hukum gat ‘iyat, maka MUI selanjutnya melakukan ijtihad.

c. Dalam berijtihad MUI menggunakan metode ijtihdd insya’i maupun ijtihad
intiga’t yang dilakukan secara jama’t (ijtihad jamda’r). Jika memilih ijtihad

intiga’t, maka menggunakan pendekatan mugaranah al-madhahib.

% Ibid., 7-8.
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BAB IV
FATWA MUI TENTANG PLURALISME AGAMA

A. Latar Belakang Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah bertemunya para ulama, zuama,
dan cendekiawan Muslim berbagai komponen untuk bermusyawarah membahas
berbagai persoalan keumatan. Sesuai tugasnya MUI secara moral memikul
tanggung jawab besar untuk melindungi umat Islam di Indonesia dari berbagai
serangan dan praktik kemungkaran. Demikian pula dengan masalah ‘agidah perlu
diputuskan melalui fatwa bukan dijawab secara lisan dalam bentuk taushiyah atau
rekomendasi. Sebagian pihak menilainya sebagai wujud pertanggungjawaban MUI
untuk melindungi ‘agidah umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran
fatwa bagian menimbang yang memuat latar belakang, alasan, dan urgensi
penetapan fatwa pada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, * yaitu:
1. Munculnya fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 karena berkembangnya paham
pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis.
2. Berkembangnya paham-paham di kalangan masyarakat tersebut telah
meresahkan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI menetapkan fatwa.
3. MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme,

liberalisme, dan sekularisme agama untuk dijadikan pedoman umat Islam.?

! Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 7.
2 1bid., 87.
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Respons ulama dalam fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 mengenai masalah
‘agidah dan ibadah atas pertanyaan peminta fatwa terkait perkembangan pranata
sosial di Indonesia menunjukkan pengaruh yang signifikan. Disebutkan dalam
Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Bab VI tentang kewenangan dan wilayah
fatwa, “MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan

secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah ‘aqidah yang

menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia."®

Fatwa sebagai produk kajian melibatkan tinjauan dari berbagai sudut
pandang sehingga hasil keputusan kolektif lembaga fatwa MUI memiliki otoritas
dalam memutuskan hukum berbagai kebijakan. Pada Musyawarah Nasional VII
tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H /26-29 Juli 2005 M Majelis Ulama Indonesia
yang diketuai oleh Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa, Ma’ruf Amin
mengeluarkan sebelas keputusan fatwa, yaitu:

1. MUI mengharamkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual
termasuk hak cipta.

2. MUI mengharamkan perdukunan dan peramalan termasuk publikasi hal
tersebut di media.

3. MUI mengharamkan doa bersama antaragama, kecuali doa menurut
keyakinan atau ajaran agama masing-masing, dan mengamini
pemimpin doa yang berasal dari agama Islam. Fatwa ini dikeluarkan
karena doa bersama antaragama dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah
atau tidak diajarkan dalam syariat agama Islam.

4.  MUI mengharamkan kawin beda agama kecuali tidak ada lagi Muslim
atau Muslimah untuk dinikahi.

5. MUI mengharamkan warisan beda agama kecuali dengan wasiat dan

hibah.

MUI mengeluarkan kriteria maslakah atau kebaikan bagi orang banyak.

7. MUI mengharamkan pluralisme (pandangan yang menganggap semua
agama sama), sekularisme dan liberalisme.

N

SAinul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 7.
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8.  MUI memfatwakan, hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan
tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun
jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah
kepentingan umum. Pemerintah dapat mencabut hak pribadi untuk
kepentingan umum jika dilakukan dengan cara musyawarah dan tanpa
paksaan serta harus menyediakan ganti rugi dan tidak untuk
kepentingan komersial.

9.  MUI mengharamkan perempuan menjadi imam salat selama ada pria
yang telah akil balig. Perempuan mubah jika menjadi imam salat bagi
sesama perempuan.

10. MUI mengharamkan aliran Ahmadiyah.

11. MUI memperbolehkan hukuman mati untuk tindak pidana berat.*

Dalam membentengi umat dari paham menyimpang, maka MUI
menerbitkan keputusan fatwa larangan mengikuti paham liberalisme, sekularisme
dan pluralisme agama.® Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 adalah
satu dari sebelas fatwa yang dikeluarkan dan ditetapkan di Jakarta, 21 Jumadil
Akhir 1426 H / 28 Juli 2005 M melalui Munas VII Tahun 2005 tidak dapat
dilepaskan dari konteks lokal dan global. Pada tingkat lokal maraknya gerakan
pemikiran yang mengagungkan pluralisme sebagai agama baru cukup meresahkan
para elit MUL. MUI khawatir jika kaum Muslim semakin jauh dari Islam,
kehilangan identitas, dan meragukan Islam itu sendiri karena pandangan semua
agama sama.® Demikian pula pada tingkat global terjadi desakan dari beberapa
negara untuk membangun sebuah tatanan kehidupan dunia yang damai dengan
dialog intensif antaragama. Salah satu upayanya adalah membentuk berbagai forum

dan organisasi dunia yang secara spesifik mempromosikan pluralisme.’

4 Alirsyad.net/11-fatwa-hasil-munas-mui-vii (4 April 2017).

5 Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 18.

® Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, 30.
" bid., 31.
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Menurut Ma’ruf Amin, munculnya pendapat yang mencerca fatwa
membuatnya semakin yakin bahwa ulama harus memberikan bimbingan dan
pedoman, yaitu membetulkan ‘agidah karena banyak yang menyimpang. Dalam
memilih pendapat, MUI menggunakan metode mana yang paling kuat (unggul,
bukan asal memilih) sebab ada pedomannya. Jika ada pendapat berbeda, maka
dicari yang terunggul. Memberikan hukum dengan sesuatu yang tidak unggul sama
dengan memberikan hukum selain hukum Allah.®
B. Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

1. Landasan Hukum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

Pada konsideran fatwa bagian mengingat yang memuat dasar-dasar hukum
(adillah al-ahkam) dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI® ada dua
sumber hukum yang dijadikan landasan MUI, yaitu:°

a. Firman Allah SWT
NS G mdll a3 AT 3 5y A ) o8 Ui AT 22 455 (50

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah

akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-

orang yang rugi.'!

Ve BT AT e il
Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam....*2

T o s 3 X

Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku.®

8 Ma’ruf Amin, “Yang Kontroversial Bukan Fatwa MUI, tapi Tanggapannya”, dalam alirsyad.net (5
April 2017).

® Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 90.

10 Ibid., 88-90.

1 al-Qur’an, 3: 85.

12 al-Qur’an, 3: 19.

13 Ibid., 109: 6.
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......

1 LJAM)\LAJ-AJSSM}“)}AM\UAMUA}
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi
perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan
mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka
sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.'*

2558 o X o eiﬁﬁd 2l (il eijlm B uml‘ o Al &gk ¥
um\ o esjmum\ua gslé_ut.u\ A UJ:.M\ Gan f u\ (,g_m ‘M;
s Sl adsh cas s ils o Rs1d) L s E o o eSPﬁ\J
9 & sallal
Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan
mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk
mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka
mereka itulah orang-orang yang zalim.%®

a,u\ w&\ww&\)uﬂ\wmw‘z’jaﬁ‘z’\ J\.ﬂ\&l\ du\;l.mﬁ@.\\j

'A% UJM\L_\AJ\Y&S\L)\UAJY\@JM\&Y}&\
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan.*®

V) & &) Ol V) G st o) BT e e Al (VT e T 3l o

VAT G ea )yl
Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini,
niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain
hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah
berdusta (terhadap Allah).t’

4 al-Qur’an, 33: 36.
15 1bid., 60: 8-9.
16 al-Qur’an, 28: 77.
7 1bid., 6: 116.
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L3 ¢ SRR 4% a8 _T_af o, % _ %2 ¢
b 2a RN g T (e e (YT sl il 2aclsal GAll & S
V) G 2 aa R3e
Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit
dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah
mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling
dari kebanggaan itu.8

b. Hadits Nabi SAW

Imam Muslim (w. 262 H) dalam kitabnya Shazih Muslim, meriwayatkan
sabda Rasulullah s.a.w.: Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad,
tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar
tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman
terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.®

Sy e O 898 LSS, 2a uhemwuus MLW@\U.\)SJ}\\MJA

‘;\J\me\uc).:)’d\mu.\fsuma.s}b\\Ag_\.ul.a.@_\\cbd;od}s.a\
5 G g S 20&a 1 083 Y) Al 085 G ¥ 36 Al e P
cb\u\a_a\)nu)u}é:Y\d\?&ﬂ\&b}ﬂ\&&ﬁ@bd&b\)@
mmww@mehduduuduel”w \‘;Mm\d}ujucmq;
Lcucmo_ﬂﬂ\u;mje&\f\u;dm\uhdﬁupéc)S.u(dj
du}uus;uq;)mqm‘j\\q@oatél_uq;emb)n\uj}nmu;w\

%28 2o 8

e (O

Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang nonmuslim,
yaitu Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, al-Najasyi
raja Abesenia yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama
Majusi, di mana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam.2°

@J&\d\.ﬁd‘)ﬁ)&\u’cw}abﬁ\w\mhﬁ\uﬂnﬂy\&m&wbh
u\aﬁ\t_!ﬁuduhmu‘u\a‘)n\whsué\u\mOAAL\\.JJ.GuJA.\.\\J.uQ

duuaﬂ\ﬁmayueuu\Jm\yﬁjwﬁwﬂ‘;d\@j‘_hﬁ
Jmu‘é‘";)” j\ﬂ\ﬁum\dbdﬂéujmh&\ém&\d}{)uh&
35 3 i e e S LN e Jina ) ad sl e

8 al-Qur’an, 23: 71.
19 Hadtts Riwayat, Muslim No. 4970.
20 Hadits Riwayat, Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari No. 5790, 3328, dan 6722.
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Nabi melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas nonmuslim
seperti Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran, bahkan
salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Ahthab adalah tokoh Yahudi
Bani Quradzah (Sayyid Bani Quraizah).?

2. Keputusan Hukum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
Pada diktum fatwa yang memuat substansi hukum fatwa dalam Pedoman

dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI,?

ada dua ketentuan, yaitu:
a. Ketentuan Umum
Dalam Fatwa MUI menerangkan pluralisme agama adalah paham yang
mengajarkan semua agama adalah sama karena kebenaran setiap agama relatif
sehingga tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar sedangkan yang
lain salah. Pluralisme mengajarkan semua pemeluk agama akan masuk dan hidup
berdampingan di surga. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan di negara atau
daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup berdampingan.?
b. Ketentuan Hukum
Maksud pluralisme agama di bagian ketentuan umum adalah paham yang
bertentangan dengan ajaran Islam sehingga haram mengikutinya. Menurut MUI
untuk masalah agidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Artinya,

haram mencampuradukkan agidah dan ibadah umat Islam dengan pemeluk agama

lain. Masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas),

21 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 90
22 |bid., 7.
23 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 91.
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atau masalah sosial yang tidak berkaitan agidah dan ibadah harus bersifat inklusif.

Artinya, tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang

tidak saling merugikan.?*

3. Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bagian penjelasan
berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa.” Penjelasan keharaman
pluralisme agama yang dimasukkan pada bidang ‘agidah dan aliran keagamaan
tersebut, yaitu:2®

a. Umat Islam Indonesia menghadapi perang pemikiran (ghazwul fikr) seperti
berkembangnya paham pluralisme agama. Perang nonfisik ini berdampak luas
pada ajaran, kepercayaan dan keberagamaan umat karena pluralisme agama
tidak lagi bermakna kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama.
Semua agama sama benar dan baik serta hidup beragama diibaratkan seperti
memakai baju dan boleh berganti-ganti sehingga jelas mengarah pada ajaran
relativisme agama yang dapat mendangkalkan keyakinan ‘agidah.

b. Selain mengarah pada ajaran relativisme agama, paham pluralisme agama
sebagaimana hasil dialog antarumat beragama di Indonesia yang dipelopori A.
Mukti Ali tahun 70-an dengan pengertian setuju dalam perbedaan (agree in
disagreement) dan adanya klaim kebenaran masing-masing agama ternyata

dibelokkan kepada paham sinkretisme (penyampuradukan ajaran agama).

24 |bid., 91-92.
25 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 7.
26 1hid., 93-95.
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c. Paham pluralisme agama yang tidak banyak mendapat perhatian dari para ulama
dan tokoh umat tersebut telah disebarkan secara aktif menyelusup jauh ke pusat
atau lembaga pendidikan umat terpahami oleh masyarakat sebagaimana maksud
para penganjurnya. Munas VII MUI perlu merespons usul para ulama dari
berbagai daerah agar MUI mengeluarkan keputusan fatwa sebagai tuntunan dan
bimbingan kepada umat untuk tidak mengikuti paham pluralisme agama.?’

d. Diktum fatwa mengenai pluralisme agama terbagi menjadi dua bagian yang
tidak terpisahkan, yakni ketentuan umum dan ketentuan hukum. Ketetapan
hukum bagian kedua secara substansial menunjuk kepada definisi dan
pengertian yang disebutkan pada ketentuan umum bagian pertama. Definisi
dalam fatwa tersebut bersifat empiris, bukan definisi akademis sebagaimana
hasil rumusan para ulama peserta Munas VII MUI. Definisi pluralisme agama
adalah paham (isme) yang hidup dan terpahami oleh masyarakat sehingga bukan
definisi yang mengada-ada, tetapi untuk merespons apa yang selama ini telah
disebarluaskan oleh para pendukungnya.?

e. Fatwa MUI menegaskan pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama,
karena pluralitas agama berarti kemajemukan agama. Banyaknya agama-agama
di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara,
termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan

dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai.

2ITim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 93.

28 1bid., 94. Diktum hukum adalah bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan
pengadilan atau amar putusan. Ali Mustafa Yaqub, Toleransi Antar Umat Beragama (Jakarta:
PustakaFirdaus, 2008), 44.
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Pluralitas agama merupakan hukum sejarah (sunatullah) yang tidak mungkin
terelakkan keberadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari.

f. Fatwa MUI dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme
agama, yaitu kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini
justru menegaskan masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran
agamanya (truth claim) sendiri-sendiri, tetapi tetap berkomitmen saling
menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan antarpemeluk.?®
4. Istinbat Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

Menurut Mardani, metode yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam
penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan al-nass qath'’i,
pendekatan gawliy, dan pendekatan manhaji.

Pendekatan al-nass gath 't dilakukan untuk penetapan masalah yang jelas
terdapat dalam al-Qur’an dan al-hadith. Apabila tidak terdapat dalam al-
nass, maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan gawliy dan manhaji.
Pendekatan gawliy adalah proses penetapan fatwa berdasarkan pada
pendapat para imam madhhab dalam Kitab-kitab figh terkemuka
(mu tabarah). Pendekatan manhaji adalah proses penetapan fatwa yang
menggunakan gawaid al-ushiliyyah dan metodologi yang dikembangkan
imam madhhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji
dilakukan setelah pendekatan gqawliy dari pendapat ulama terdahulu sudah
tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman. Pendekatan manhaji
dilakukan dengan ijtihad kolektif (ijtihad jama’i) melalui metode
mempertemukan pendapat yang berbeda (al-jam 'u wa al-taufiq), memilih
pendapat yang lebih kuat dalilnya (tarjih), menganalogkan permasalahan
yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam
kitab-kitab figh (ilhaqi) dan istinbati. Metode istinbati dilakukan ketika
tidak bisa dilakukan dengan metode ilhagi karena tidak ada padanan
pendapat (mulhaq bih) dalam al-kutub al-mu tabarah. Metode istinbati
dilakukan dengan memberlakukan metode giyas, istihsan, dan sadd al-
dhari"ah.*°

29 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 95.
30 Mardani, Ushul Figh, 383-385.
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Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama tahun 2003
tentang taswiyat al-manhaj (penyamaan pola pikir dalam masalah keagamaan)
menyatakan, perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di
dalam mgjal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan) sehingga diupayakan mencari titik
temu untuk keluar dari perbedaan (al-khurzj min al-khilaf). Perbedaan yang berada
di luar mgjal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai
penyimpangan seperti munculnya perbedaan masalah yang sudah jelas pasti
(ma’lim min al-din bi al-dlarizrah).3! Oleh sebab itu, terpahami apabila MUI
melarang paham pluralisme teologis di Indonesia karena dapat meringankan makna
eksistensi ‘agidah suatu agama bagi para pemeluknya, khususnya umat Islam.

C. Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 Bukan Fatwa Kontroversial

Terkait dengan tuduhan atas Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
sebagai fatwa kontroversi menurut Makruf Amin,® dirinya tidak setuju dengan
istilah fatwa yang kontroversi melainkan tanggapan yang kontroversial terhadap
fatwa MUI. Tanggapannya yang kontroversi, bukan fatwanya karena keputusan
fatwa ini sudah melalui kajian yang sangat lama dari pertanyaan-pertanyaan
masyarakat sehingga harus diputuskan melalui Forum Munas Ulama, bukan Forum
Komunikasi Fatwa.

Forum Munas Ulama ke-7 Tahun 2005 itu dihadiri 300 orang sebagai

representasi ulama dari selurun daerah dan ormas Islam seperti NU dan

31 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 841.
32Tim Redaksi Kantor Berita Radio 68H Jakarta 89,2 FM, “Transkrip Diskusi: Menyikapi Perbedaan
Pasca Fatwa MUI”, dalam file:///search?l=is-lam@milis.isnet.org (21 Mei 2013).
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Muhammadiyah. Sebagaimana pendapat Hasanuddin AF, fatwa MUI merupakan
otoritas tertinggi karena semua ulama dari seluruh Tanah Air berkumpul, ada
berbagai macam cendekiawan Muslim dari seluruh kalangan dan golongan
sehingga bisa mewakili atas nama ulama seluruh Indonesia.*

Makruf Amin berpendapat secara substansi fatwa ini tidak ada yang
menimbulkan konflik atau menyulut konflik antaragama, tetapi bisa saja yang
menanggapi fatwa ini salah paham atau tidak paham atau mengikuti paham yang
salah. Contohnya soal doa bersama, tidak semua doa bersama itu diharamkan,
beberapa penjelasannya, yaitu:

Menjadi haram jika pemimpin doanya nonmuslim dan yang mengamini
orang Islam sehingga doa bersama seperti ini secara ‘agidah tidak boleh.
Jika tidak ada fatwa, maka umat Islam menjadi kesulitan. Misalnya,
mengikuti doa yang dibacakan orang Kristen tentang Yesus Kristus, maka
orang Islam yang mengamini menjadi syirk. Jika tidak mengangkat tangan
dan tidak mengamini dianggap menghina. Ketika fatwa ini dikeluarkan,
maka orang Islam menjadi tenang dan orang Kristen tahu jika orang Islam
tidak mengangkat tangan berarti memang sesuai dengan ajaran agamanya
sehingga tidak terjadi konflik. Bukan menambah konflik, tetapi menambah
saling pengertian dan tidak ada yang tersinggung. Jika ada fatwa tidak akan
terjadi kesulitan dan Pendeta akan mengatakan orang Islam yang demikian
itu menurut ajaran agamanya.

Orang yang menentang fatwa MUI dari segi konflik tersebut berarti salah
paham atau tidak paham sehingga harus mengikuti pengertian dalam fatwa bukan
dalam pengertian lain. Misalnya pluralisme dalam fatwa artinya membenarkan

semua agama menurut ulama tidak benar, tetapi tidak dalam arti kemajemukan

agama (pluralitas). Pluralitas itu suatu kenyataan bahkan keharusan. Hidup

33 Hafidz Muftisany, “Hasanuddin AF: Pemerintah Harus Apresiasi Fatwa MUI”, dalam
http://www.republika.co.id/kanal/koran/dialog-jumat.htm (17 Oktober 2015).
34 Transkrip diskusi radio 68h, Menyikapi Perbedaan Pasca Fatwa MUI (21 Mei 2013).
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berdampingan secara damai dalam fatwa justru sangat dibenarkan dan harus
disikapi dengan toleransi. Dalam pengertian MUI, membenarkan semua agama itu
salah. Jika menimbulkan konflik antaragama, maka tidak benar sebab
kemajemukan agama dalam fatwa sebagai suatu kenyataan justru wajib di terima.®
Kedudukan fatwa MUI ini ingin membantah berkembangnya paham
relativisme agama. Pluralisme agama sebagai satu paham (isme) yang membahas
cara pandang terhadap keberadaan semua agama menjadi perdebatan panjang
ilmuwan studi agama-agama (religious studies). Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi,
perbedaan kultural antara Islam dan Barat terlalu besar untuk dijembatani hanya
dengan penyebaran materi dan eksport konsepsi liberal tentang HAM. Liberalisasi
pemikiran Islam sengaja dilakukan dengan dana besar dan beragam strategi untuk
menciptakan masyarakat sipil yang menerapkan paham pluralisme, feminisme dan
kesetaraan gender, demokrasi, humanisme, sekularisme, dan liberalisme.®
Memasukkan istilah pluralisme ke dalam tradisi Islam, bahkan memberikan
justifikasi teologis terhadapnya menurut Zarkasyi merupakan bentuk pemaksaan
konseptual yang tidak kompatibel atau tidak memiliki relevansi dengan Islam dan
dapat melahirkan kebingungan konseptual (conceptual confusing).®” Lebih dari itu
menurut Adian Husaini dan Nuim Hidayat, pemaksaan tersebut sangat berbahaya
karena dapat mengaburkan konsep taw/id Islam yang justru merusak ‘agidah dan

jika dibiarkan menjadi musibah besar bagi umat Islam melebihi musibah degradasi

35 Ibid., 1-2.

36 Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam (Jakarta:
INSISTS & MIUMI, 2012), 120-121.

87 Majalah Gontor, No. 5, (September, 2005/Rajab 1426), 13-16.
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moral akibat pornografi dan pornoaksi.®® Melalui Munas VII, Majelis Ulama
Indonesia merespons usul para ulama dari berbagai daerah sebagai tuntunan dan
bimbingan kepada umat dengan mengeluarkan fatwa agar tidak mengikuti paham
pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.®

Keputusan fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 terbagi menjadi dua bagian,
yaitu Ketentuan Umum dan Ketentuan Hukum. Ketetapan hukum secara
substansial menunjuk kepada ketentuan umum fatwa. Definisi dan pengertian
pluralisme agama bersifat empirik, bukan definisi akademis. Artinya, paham (isme)
yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Definisi pluralisme agama sebagaimana
rumusan para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah definisi yang mengada-ada,
tetapi untuk merespons maraknya penyebaran ajaran pluralisme.*

Pemaknaan pluralisme sebagaimana fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 lebih
condong pada pengertian pluralisme dalam arti asimilasi bukan pluralisme
nonasimilasi sehingga sesuai dengan kenyaatan empirik yang berkembang di
Indonesia. Berbeda dengan makna asal pluralisme secara bahasa. Pemaknaan
filosofis tentang pluralisme di Indonesia lebih condong kepada makna pluralisme
yang bersifat asimilasi, yaitu:

1. Diliputi semangat religius, bukan hanya sosial kultural.

2. Digunakan sebagai alasan pencampuran antarajaran agama.

38 Adian Husaini dan Nuim Hidayat, Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan
Jawabannya (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 83.

% Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 94.

40 Ibid., 94.
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3. Digunakan sebagai alasan untuk mengubah ajaran suatu agama agar sesuai
dengan ajaran agama lain.

Dengan pemaknaan pluralisme agama yang bersifat asimilasi selanjutnya
pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa yang melarang paham
pluralisme agama. Jalan keluar dan upaya klarifikasi terhadap makna pluralisme
agama yang mengandung opini (perspektif tertentu) dalam menyikapi realitas
plural, maka dibuatlah dua penamaan antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas
agama (ta 'addud al-adyan/plurality of religions) berbeda dari pluralisme agama
(al-ta addud al-diniyy/religious pluralism).*

Majelis Ulama Indonesia lebih memilih dan mengakui pluralitas yang
berarti keniscayaan adanya kemajemukan agama sebagai hukum sejarah daripada
menerima pluralisme. Pluralitas atau keragaman agama di Indonesia merupakan
fakta kehidupan sehari-hari yang harus diterima dengan cara toleransi dan hidup
berdampingan secara damai.*?

Pluralisme bukan terjemahan dari Bhineka Tunggal Ika, yaitu kenyataan
perbedaan (pluralitas) di Indonesia sehingga para ulama dapat membedakan konsep
kerukunan yang salah dalam pluralisme. Konsep pluralisme justru menggiring
seseorang lebih meyakini pemahaman tertentu seperti relativisme, yaitu semua
agama adalah sama dan benar sehingga kebenaran agama bersifat nisbi (tidak pasti).

Sikap yang benar menurut ajaran Islam adalah mengakui dan menghormati adanya

4Ihttp://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/16/zionisme-dan-penghapusan-
agama (12 Mei 2016).
42 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 95.
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pluralitas agama tanpa mengakui kebenaran masing-masing, kecuali Islam dengan
prinsip lakum dinukum waliyadin (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).*
Pandangan ini jelas berbeda dari penganut pluralis yang menegaskan, semua agama
menawarkan jalan keselamatan dan mengandung kebenaran umum sehingga
perbedaan yang terjadi bersifat relatif.*

Penjelasan MUI tentang fatwa keharaman pluralisme agama dimaksudkan
membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu kebenaran suatu
agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini justru menegaskan masing-
masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (truth claim) sendiri-sendiri,
tetapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dengan mewujudkan
keharmonisan hubungan antarpemeluk.*

D. Pluralisme Agama Perspektif Kelompok Antipluralisme

Pluralisme agama perspektif MUI dan kelompok antipluralisme lain
berdasarkan kategorisasi Legenhausen sebagai nonreduksionis (deontic-
diachronic). Artinya, pada beberapa daur sejarah tertentu, Tuhan memberikan
wahyu untuk umat manusia melalui seorang utusan, nabi atau rasul. Perintah ilahi
ini terus menyempurna dan melahirkan keragaman tradisi agama.’® Dengan
ditetapkannya Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam terakhir, maka

memutuskan mata rantai penyempurnaan tradisi agama. Konsekuensinya menuntut

“http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/16/zionisme-dan-penghapusan-
agama (12 Mei 2016).

4 M. Legenhausen, Pluralitas dan Pluralisme Agama, 5.

%5 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 95.
46\, Legenhausen, Pluralitas dan Pluralisme Agama, 41.
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seluruh umat manusia memeluk wahyu terakhir sekaligus mencegah pluralisme
liberal atau reduktif. Kategori tersebut dimunculkan untuk mengimbangi tipologi
pluralisme agama yang digagas John Hick karena bersifat reduktif terhadap nilai-
nilai agama. Menurut M. Legenhausen, kritik panjang menentang gagasan
pluralisme agama oleh Hick dan W.C. Smith adalah praktik ritual sebagai ciri
pembeda suatu agama yang tidak bisa mengakhiri konflik klaim-klaim kebenaran.
Ciri pembeda agama bukan hanya sistem keyakinan saja melainkan ritus, standar
etika, dan hukum-hukumnya.*’

Kelompok antipluralisme menyakini agama yang sesuai dengan ‘agidah
Islam adalah fawhid yang ditegaskan dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 85,
agama yang diturunkan oleh Allah melalui para Rasul-Nya adalah Islam. Menurut
penelitian M. Zainuddin,*® beberapa dalil ayat al-Qur’an sering dijadikan Aujjah
untuk membenarkan agama sendiri dan menyalahkan agama lain, antara lain:
“Sesungguhnya agama (yang sah) di sisi Allah hanyalah Islam,*® barang siapa
mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama
itu) daripadanya, dan ia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi,”® kebenaran
yang telah diturunkan oleh Allah di dunia ini pasti dan tidak ada keraguan

sedikitpun kepadanya,®® dan kebenaran itu hanya ada di agama Allah.>?

47 Ibid., 97.

48 M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia, 273.
4% al-Qur’an, 3: 19.

%0 al-Qur’an, 3: 85.

L al-Qur’an, 2: 147.

52 al-Qur’an, 3: 19.
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Kelompok antipluralisme menolak anjuran pencarian kalimah sawa’ dalam
konsepsi Nurcholish Madjid karena makna titik temunya adalah peleburan
keyakinan atau pencampuradukan agama, kecuali jika kalimah sawa’ bermakna
sama-sama makhluk Allah yang saling menghargai. Adanya peleburan keyakinan
pada semua agama berakibat benar dan salah menjadi kabur sehingga semua agama
sama saja, sangat mungkin untuk pindah-pindah agama, dan pilihan agama atas
Islam tidak lagi bermakna. Meskipun orang nonmuslim baik, shalih, tetapi
keyakinannya syirk tidak akan masuk surga karena syaratnya tidak terpenuhi.>®

Dengan demikian, agama selain Islam adalah batil dan segala bentuk
penyamaan agama dari penafsiran ayat yang mengandalkan akal semata oleh
kelompok liberal harus ditolak. Sebaliknya, berlatar belakang pendidikan agama
yang puritan, kelompok antipluralisme menafsirkan ayat bercorak tekstual-
skripturalis dan antimodernisme. Kelompok antipluralisme memandang ajaran
pluralisme adalah suatu paham sesat yang mengajarkan semua agama sama dan
kebenarannya bersifat relatif. Kesesatannya bukan karena masalah pemahaman,
tetapi tendensius untuk menutupi kepentingannya sebagai kelompok minoritas.

Kelompok antipluralisme menerima pluralitas agama, tetapi menolak
pluralisme agama. Pluralitas berkaitan dengan kemajemukan alam yang bersifat

sunnat al-Lah, tetapi pluralisme adalah paham yang mengarah pada masalah

53 Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak lagi Merdeka, 247.
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‘agidah yang harus ditolak. Beberapa kategori yang dijadikan sikap kolektif untuk

menolak pluralisme agama, yaitu:>*

1. Sikap umat Islam yang menyangkut masalah ‘agidah dan ibadah harus eksklusif
dan tidak boleh toleran, bahkan untuk masalah kesenian dan budaya pun harus
tetap hati-hati agar tidak terjadi pembauran yang dapat mendatangkan
perpecahan umat Islam.

2. Ukuran kebaikan antara Islam dan agama lain juga berbeda. Misalnya, jika
nonmuslim mengucapkan salam kepada Muslim, maka menurut al-Qur’an
cukup dijawab wa ‘alaikum saja karena termasuk mendoakan. Mengucapkan
salam bagi Muslim terkait dengan ‘agidah dan ibadah yang tidak boleh toleran.

3. Agama Islam adalah agama yang unggul dan umatnya memiliki derajat lebih
tinggi dari selainnya sehingga tidak ada keselamatan di luar Islam. Oleh sebab
itu semua orang harus diislamkan, diselamatkan dari jurang kesesatan dan
neraka sehingga dialog antaragama harus diarahkan pada islamisasi bercorak
teologis-islamisasi.

4. Dialog antarumat beragama tidak mengarah ke masalah ajaran atau teologi,
tetapi terbatas pada masalah sosial (dialogue of life) seperti urusan kebangsaan
dan keumatan bercorak sosial-kemasyarakatan (in community of life).

E. Argumentasi Kelompok Antipluralisme

Tokoh Islam yang melakukan kritik terhadap pluralisme agama secara

akademik bahkan pendapatnya menjadi referensi utama bagi kelompok

% M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia, 284-287.
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antipluralisme agama adalah Anis Malik Thoha dan Adian Husaini. Sasaran
kritiknya kepada tokoh pluralisme agama yang dianggap paling bertanggung jawab
terhadap pendangkalan ‘agidah, yaitu John Hick. Menurut Zuhairi Misrawi,
kekhawatiran Anis Malik Thoha terhadap John Hick adalah selalu identik dengan
menyamakan semua agama.>

Budhy Munawar-Rachman berpendapat, John Hick adalah seorang filsuf
agama kontemporer terkenal yang concern dalam masalah pluralisme dan
hubungan antaragama. Pemaknaan Hick, pluralisme agama selalu didefinisikan
dengan cara menghindari klaim kebenaran satu agama atas agama lain secara
normatif. John Hick sebagai tokoh pluralisme agama sering dijadikan objek
penolakan dari berbagai kelompok antipluralisme.>®

Kelompok antipluralisme menuduh Hick sebagai pembawa ajaran
relativisme. Menurut Adian Husaini, gagasan pluralisme agama yang diajukan John
Hick merupakan pengembangan dari inklusivisme.>” Meskipun harus
mengorbankan ‘aqidah Islam, pengalaman kaum Kristen seperti yang dialami
Hans-Kung, John Hick, dan W.C. Smith biasanya ditelan begitu saja oleh sebagian
Muslim yang menerima dan mempercayai paham pluralisme agama.*®

Menurut M. Legenhausen, Hick secara sempurna mengetahui dengan baik

inkonsistensi antara Islam dan pluralisme keagamaan reduktif seperti adanya

%5 Zainal Abidin Bagir, Mencari Format Baru Pengelolaan Perbedaan, 41.

% Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme, 194.

57 Adian Husaini, “Pluralisme dan Persoalan Teologi Kristen”, dalam Adnin Armas (ed.), Pluralisme
Agama: Telaah Kritis Cendekiawan Muslim (Jakarta: INSISTS, 2013), 89.

58 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, 334.
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keyakinan Muslim tentang penutup para nabi dan penyempurna semua wahyu yang
final namun tidak mendorong pengakuan pluralisme keagamaan secara utuh dan
sempurna. Selanjutnya Hick mengusulkan solusi eufemisme, perkembangan
doktrinal kreatif atau menurut bahasa ulama disebut bid ’ah dengan menawarkan
ide-ide kaum sufi pada dunia transenden agar memenangkan penerimaan pluralisme
keagamaan reduktif.*
Beberapa argumentasi kelompok antipluralisme agama seperti Anis Malik
Thoha menolak konsep pluralisme agama, yaitu:
1. Pluralisme agama (religious pluralism) pada hakikatnya adalah gerakan politik,
bukan gerakan agama.®
2. Kelemahan mendasar paham pluralisme agama adalah klaim pluralisme
menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi justru dirinya sendiri tidak
toleran karena menafikan "kebenaran eksklusif" sebuah agama.®*
3. Menghormati keberbedaan (the otherness) dengan mengklaim dirinya sebagai
pemberi tafsir kemajemukan agama yang absolut benar. Semua agama adalah

sama, sama artinya dengan merampas keunikan dan klaim kebenaran masing-

masing agama untuk dimonopoli oleh dirinya sendiri secara eksklusif.**

59 M. Legenhausen, Pluralitas dan Pluralisme Agama, 124-125.

60 Anis Malik Thoha, “Pluralisme Agama Sama Dengan Agama Baru”, Islamia, Tahun I, No. 1
(Maret, 2004), 99.

61 Adian Husaini, Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2005), 7.

62 Anis Malik Thoha. “Doktrin Pluralisme Agama; Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
Agama”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 9, No. 1, Juni 2011, 12.
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4. Jika dikaitkan teori civil religion sebagaimana gagasan yang dikembangkan
Robert N. Bellah di Amerika, yaitu agama yang tidak berpihak pada agama-
agama tradisional apa pun yang dipeluk oleh warga Negara, maka pluralisme
agama adalah agama baru.®* Konsep pluralisme agama sebagai agama baru ini
merujuk kepada pemikiran John Hick.54

5. Jika diasumsikan pluralisme agama paham yang merangkai unsur dari banyak
agama menjadi unsur baru, maka pluralisme agama sama dengan sinkretisme.®

6. Jika gagasan tersebut disebarkan dan berkembang di negara berpenduduk
mayoritas Islam, maka pluralisme agama adalah proses deislamisasi.®®

Tanggapan lain para ulama dan tokoh keagamaan yang menentang
pluralisme agama secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Pluralisme agama adalah istilah khusus dalam studi agama-agama

Pluralisme agama adalah istilah khusus sekaligus populer dalam kajian
agama-agama sehingga tidak dapat dimaknai sembarangan misalnya disamakan
dengan istilah toleransi atau kerukunan agama. Menurut Anis Malik Thoha tidak
dibenarkan memahami istilah pluralisme agama secara tiba-tiba dan sangat simpel
sedangkan istilah tersebut sudah digunakan oleh ahlinya.®’ Kata pluralisme agama

merupakan istilah baku (a fechnical term) sehingga untuk mendefinisikannya pun

tidak cukup hanya sekadar merujuk kamus-kamus bahasa. Berdasarkan dictionary

83 Anis Malik Thoha, “Pluralisme Agama Sama Dengan Agama Baru”, Islamia, 100-101.

64 Ibid., 99.

8 Anis Malik Thoha, Trend Pluralisme Agama, 264.

8 Anis Malik Thoha, “Pluralisme Agama Sama Dengan Agama Baru”, Islamia, 98.

7 Anis Malik Thoha, “Pemainnya semakin banyak”, dalam https//pluralisme-agama-islam-
barat.wordpress.com.htm (11 Mei 2016).
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meaning, pluralisme bermakna menghormati keunikan semua agama disayangkan
berbeda secara diametral dengan makna teknikalnya. 5

Meskipun demikian untuk memahami pluralisme sebagai sikap terhadap
fakta pluralitas banyak dipengaruhi oleh keyakinan agama dan pengalaman hidup
yang membentuknya, sehingga untuk memaknai pluralisme agama tidak boleh
berhenti pada tataran definisi. Menurut Adian Husaini, istilah pluralisme agama
sebagaimana istilah sekularisme juga lahir dan dikembangkan di Barat yang
awalnya tidak dikenal dalam teologi resmi Gereja bahkan dimusuhi oleh kaum
Kristen, tetapi diterima dan dicarikan legitimasinya dalam Bible.®°

Melalui teologi inklusif, Karl Rahner merumuskan Konsili Vatikan II
dengan menyebutkan, Other religions are implicit forms of our own religion
(agama-agama lain adalah bentuk-bentuk implisit dari agama kita). Selanjutnya
teologi yang lebih pluralis dikembangkan melalui studi teologi agama-agama
dengan istilah paralelisme dalam agama-agama.”® Menurut Adian Husaini, kurang
relevan mengaitkan pluralisme agama dengan Konsili Vatikan II terkait persoalan
teologis dan sejarah Kristen dalam menghadapi dinamika masyarakat Barat yang
trauma atas perlakuan Gereja saat memegang kekuasaan politik.*

Melalui teologi ini paham pluralisme agama berupaya membentuk teologi

baru yang disebut teologi agama universal sehingga tidak berlebihan jika pluralisme

% Anis Malik Thoha, “Doktrin Pluralisme Agama; Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
Agama”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 3.

89 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, 334.

0 Ibid., 338

"l Adian Husaini, “Pluralisme dan Persoalan Teologi Kristen”, dalam Adnin Armas (ed.), Pluralisme
Agama, 809.
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agama sebenarnya merupakan jenis agama baru yang menciptakan kitab suci dan
nabinya sendiri.”> Meskipun secara formal masih bertahan dalam agama masing-
masing, penganut ajaran pluralisme sejatinya adalah antiagama atau sejenis senjata
pemusna masal yang dapat membunuh dan membubarkan eksistensi agama-
agama.’

Menurut Majelis Ulama Indonesia, istilah pluralisme agama merupakan
istilah populer, tetapi pengertiannya sering disalahpahami. Beberapa pihak
memahami pluralisme agama sama dengan pluralitas agama dan sebagian lain
memaknai toleransi beragama. Adanya kerancuan tersebut menyebabkan MUI
mengeluarkan fatwa keharaman paham pluralisme agama.”® Pengharaman
pluralisme agama menurut Din Syamsudin, sesungguhnya didasarkan pada
anggapan, yaitu sama dengan relativisme.” Sebagian pemikir Islam di Indonesia
tanpa disadari telah mengaburkan atau membelokkan makna pluralisme agama,
yaitu semua agama adalah benar sehingga kebenaran agama adalah relatif.”®

Terkait dialog antarumat beragama menurut Din Syamsudin, dialog harus
bertumpu pada tugas dan fungsi masing-masing tanpa harus mengganggu harmoni

sosial atas dasar kemajemukan masyarakat. Komisi Fatwa MUI dalam

mengeluarkan keputusan tetap menjamin dan melindungi pluralisme sosial yang

2 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, 341.

3 Ibid., 346.

4 Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 57.

5 Suhadi Cholil (ed.), Resonansi Dialog Agama dan Budaya Dari Kebangsaan Beragama,
Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi (Yogyakarta: CRCS, 2008), vi.

6 http://news.detik.com/mostpopular Din: Pelaksanaan Fatwa Bukan Lagi Wewenang MUI (24
Februari 2016).
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sudah berkembang sebagai modal sosial bangsa yang penting. Pluralisme jangan
mengarah relativisme dan sinkretisme agama karena juga berdampak negatif bagi
bangsa Indonesia, yaitu terganggunya keharmonisan yang telah tumbuh.”’
Menurut Anis Malik Thoha istilah pluralisme agama yang berkembang
dipahami dan didesain dalam bingkai sekular, liberal, dan logical positivism Barat
yang menampik hal-hal metafisis. Dengan alasan tidak mungkin dibuktikan secara
empiris, maka agama dianggap sebagai human response, atau lazimnya dikenal
sebagai religious experience yang menafikan kemungkinan datangnya agama dari
Tuhan atau Zat Yang Maha Agung.”® Dengan demikian pluralisme agama
merupakan istilah yang sudah baku (a fechnical term) sehingga untuk
mendefinisikannya pun tidak cukup merujuk kamus bahasa. Berdasarkan
dictionary meaning, pluralisme yang bermakna menghormati keunikan semua
agama disayangkan berbeda secara diametral dengan makna teknikalnya.™
Dengan berbagai penolakan tersebut, maka definisi pluralisme agama yang
tepat dan berasal dari kata dasar pluralisme dan agama menurut Anis Malik Thoha
adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antaragama (dalam arti luas) yang
berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik

atau ajaran masing-masing agama.®® Ainul Yagin, Sekretaris MUI Jatim

" M. Budy Santosa, “Muhammadiyah Siap Menjembatani Soal Kontroversi Fatwa MUI”, dalam
httpnews.detik.comberita417374muhammadiyah-siap-menjembatani-soal-kontroversi-fatwa-
mui.htm (21 Mei 2013).

8 Anis Malik Thoha, Trend Pluralisme Agama, 125.

9 Anis Malik Thoha, “Doktrin Pluralisme Agama; Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
Agama”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 3.

80 Anis Malik Thoha, Trend Pluralisme Agama, 14.
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berpendapat, definisi yang dibuat MUI tidak salah. Definisi MUI bukan mengada-
ada, bahkan definisi MUI telah mencakup dan menyimpulkan pandangan para
penganjur pluralisme agama itu sendiri.8® MUI Jawa Timur lebih sering
mensosialisasikan penyebutan keragaman agama dengan istilah pluralitas daripada
pluralisme, bahkan telah diikuti oleh sejumlah pejabat di beberapa instansi
pemerintah.®

Maksud MUI yang sejalan dengan pemahaman kelompok antipluralisme
seperti pendapat Ahmad Muryidi, sepakat plural, tetapi tidak sepakat dengan
pluralisme karena mengesankan isme yang plural, padahal isme itu tidak plural.
Isme Islam dan isme Kristen tetap sesuai agamanya sehingga adakah ismenya
plural? Sebagaimana kehendak Allah benar jika berbagai isme itu polanya plural,
tetapi bukan pluralisme yang artinya ada isme paham Islam, Kristen, Hindu, dan
Buddha. Mengakui di Indonesia itu tidak hanya Islam, tetapi ada agama lain, seperti
Kristen, Hindu, dan Buddha namun bukan berarti mengakui pluralisme.®

Setuju isu plural, tetapi keyakinan Muslim tidak boleh pluralis sehingga
mengakui sebuah pluralitas, bersikap toleran dan menghargai pemeluk agama lain
tidak perlu menjadi penganut pluralisme. Menolong orang lain merupakan

kewajiban kemanusiaan yang tidak melihat agamanya. Contoh, memperlakukan

81 Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 61.

8 Ainul Yagin, Wawancara, di Kantor MUI Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 4 September 2015.

8 Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, 120-121. Ahmad Mursyidi adalah
Ketua Forum Umat Islam (FUI) sekaligus Guru Besar Farmasi dan Ketua Senat UGM serta menjabat
sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 1997-2002 representasi
struktural Muhammadiyah.
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staf nonmuslim saat merayakan Natal yang tidak mencampuradukkan ‘agidah
adalah memberi uang saku tambahan tanpa mengucapkan selamat Natal 34
2. Pluralisme agama adalah gerakan keislaman ekstrem Kiri

Seiring dengan menguatnya indikasi pergeseran gerakan keislaman pada
dua kutub ekstrem, yaitu kutub kiri memunculkan gerakan liberalisme, pluralisme
dan sekularisme. Kutub kanan menumbuhkan radikalisme dan fanatisme sempit
dalam beragama. Munculnya gerakan pluralisme agama merupakan gambaran
pertarungan ideologi global yang dapat memorakporandakan bangunan keislaman
yang selama ini dibangun oleh para ulama terdahulu. Dalam membendung gerakan
tersebut, maka Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, Ma’ruf Amin melalui
pembukaan Rakernas | di Jakarta tanggal 10 November 2015 menginginkan
paradigma Islam wasasiyah menjadi ruh dari setiap gerakan di semua tingkatan.®
3. Pluralisme agama tidak dapat disamakan dengan toleransi

Pluralisme agama tidak dapat disamakan dengan toleransi karena keduanya
memiliki entitas yang berbeda. Jika pluralisme agama mengakui agama lain sebagai
absah atau mengikuti istilah John Hick disebut valid and authentic, maka toleransi
hanya mengakui keberadaan agama lain sebagai gejala kemajemukan tanpa
menghilangkan keyakinan agama sendiri. Toleransi yang bersyarat menghargai

perbedaan ini tidak harus mengakui agama lain absah secara ‘agidah, valid dan

8 bid., 122.
8 http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/paradigma wasathiyah menjadi ruh setiap gerakan
mui.html (31 Maret 2016).
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otentik. Meskipun semua agama secara ontologis diciptakan atas kehendak Allah,
tidak semuanya diridhoi secara syara’.®

Keberadaan semua agama diterima dengan toleran (tasamuh) dan tanpa
paksaan, tetapi tidak semuanya benar karena kelak di akhirat selain Islam termasuk
golongan merugi. Menurut pandangan Yunahar Ilyas, yang ditolak dari agama
selain Islam adalah kebenarannya, bukan keberadaannya.®” Sebagaimana prinsip
beragama yang diatur dalam al-Qur’an, yaitu:
a. Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama.®

Makna toleransi dalam Islam adalah mengakui keberadaan agama lain,
bukan kebenarannya. Demikian pula dalam masalah keberimanan semua orang di
muka bumi.®® Segala sesuatu yang terjadi termasuk masalah keyakinan pasti akan
sesuai dengan kehendak Allah. Sejak awal Allah memang tidak berkehendak
menjadikan manusia semua beriman terbukti masih banyak yang tidak beriman,
bahkan lebih banyak daripada yang beriman. Seandainya Allah berkehendak untuk
menjadikan semua manusia beriman, maka niscaya semuanya akan beriman.®

Substansi pertanyaan dalam al-Qur’an tersebut bermakna sindiran walaupun

Nabi Muhammad SAW memaksa semua manusia beriman, niscaya tidak terjadi

karena Allah memang menginginkan tidak semuanya beriman. Kata s dalam

8Anis Malik Thaha, “Pluralisme Agama, Ancaman Bagi Agama-Agama”, dalam http://www.
insistnet.com/index2.php?option=com (12 Maret 2008).

87 Yunahar Ilyas, Cakrawala al-Qur’an (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 47.

8 al-Qur’an, 2: 256.

8 Ibid., 10: 99.

% Abu Muhammad Abdul Hag Bin Ghalib Bin Abdurrahman Bin Tamam Bin Athiyyah al-Dalusy,
al-Muharrar al-Wajiz, (Maktabah Syamilah), j.3, 392.
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kajian kebahasaan disebut harfu imtina‘in i imtina‘in. Artinya, apa yang

diandaikan tidak akan terjadi karena syaratnya tidak terjadi, bahkan yang terjadi

sebaliknya.®

b. Mengakui pluralitas agama, tetapi tidak mengakui kebenaran semua agama
(pluralisme agama), kecuali agama Islam.%

Sebaliknya, teologi pluralis justru melihat agama lain sebanding dengan

agama sendiri. Misalnya, rumusan beberapa tokoh pluralisme, yaitu:

1) Other religions are equally valid ways to the same truth (John Hick).

2) Other religions speak of different but equally valid truths (John B. Cobb Jr).

3) Each religion expresses an important part of the truth (Raimundo Panikkar).

4) Setiap agama sebenarnya mengekpresikan adanya 7he One in the many (Seyyed
Hossein Nasr).%

Penyetaraan agama mengarah kepada konsep al-hikmah al-kholidah
menurut Kholid Karomi juga terlihat dalam gagasan Harold Coward, setiap agama
terkandung tradisi-tradisi sakral yang perlu dihidupkan dan dipelihara secara adil
tanpa memandang salah satunya lebih superior daripada yang lain. Agama bagaikan
jalan-jalan yang mengantarkan ke puncak yang sama. Meskipun terkesan moderat
karena membela eksistensi agama, patut dicurigai sebagai langkah awal

penyetaraan agama.*

91 Tajuddin al-Subkiy, Jam 'ul Jawami’, Vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2004), 557.

92 al-Qur’an, 5: 3.

9 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, 339.

% Kholid Karomi, “Sufi Menolak Pluralisme: Kajian Analisis Pemikiran Ibn ‘Arabi”, dalam Adib
Fuadi Nuriz (ed.), Problem Pluralisme Agama dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial
Keagamaan (Ponorogo: CIOS dan UNIDA Gontor, 2015), 86.
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Adanya klaim kebenaran semua agama sama dan sejajar oleh pendukung
pluralisme ini juga dikaitkan dengan surat al-Hujurat ayat 13. Menurut Muhammad
Hasan Qadran Qaramaliki, adanya klaim selain saling memahami dan hidup damai
juga harus dibangun di atas kesamaan prinsip fawhid, karakter agama, dan
ketuhanan. Ayat tersebut menurutnya bukan saja tidak ada indikasi ke arah model
pluralisme yang menonjolkan semua agama, tetapi justru menunjukkan sebaliknya
eksklusif dan tidak ada hubungannya dengan agama-agama melainkan larangan
menggunggulkan diri tentang warna kulit, keluarga, kemerdekaan versus
perbudakan.®® Demi tercapainya kedamaian antarpemeluk agama di bumi untuk
saling bersanding, maka secara operasional pengaturan kehidupan diatur dalam
fikih minoritas (fighu al-aqaliyydt).%®
4. Pluralisme agama tidak dapat disamakan dengan kerukunan umat beragama

Demikian pula pluralisme agama juga tidak dapat disamakan kerukunan
umat beragama seperti pengalaman beberapa kota yang memelopori acara buka
bersama bahkan ada kegiatan tadarrus al-Qur’an di Gereja. Penyamaan ini
dikhawatirkan mengulang seperti fatwa kehadiran orang Islam pada perayaan
Natal. Fatwa ini dikeluarkan untuk menanggapi maraknya undangan perayaan
Natal yang dihadiri oleh orang-orang Islam.

Fatwa yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1981 tersebut menyatakan

kehadiran orang Islam yang ikut terlibat dalam upacara-upacara seperti itu adalah

% Muhammad Hasan Qadran Qaramaliki, A/ Qur’an dan Pluralisme Agama: Islam, Satu Agama di
antara Jalan yang Lurus dan Toleransi Sosial (Jakarta: Sadra Press, 2011), 174-175.

% Zahrul Fata, “Islam dan Pluralisme Agama; Telaah atas Beberapa Ayat al-Qur’an yang Dijadikan
Argumen Pluralisme”, dalam Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, 42.
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haram (dilarang) karena sebagian ada yang menyamakan Natal dengan Maulid Nabi
yang tidak bersifat ibadah, tetapi ada juga yang ikut serta dalam penyelenggaraan
perayaan Natal melalui acara formal sekolah dan tempat pekerjaan.®’

Konteks kerukunan yang ingin mendekatkan tamu Islam kepada kekristenan
dalam pandangan ulama justru merupakan ancaman langsung Kristenisasi. Para
ulama menilai perayaan Natal bagi umat Kristen adalah satu rangkaian kegiatan
ibadah yang tentu mengganggu keimanan umat Islam yang hadir. Perbaikan
toleransi jangan dilakukan di bidang ‘agidah dan ibadah, melainkan harus melalui
kegiatan sosial atau berhubungan dan bekerja sama dalam masalah keduniawian.%

Ajaran pluralisme agama ini juga menjadi kekhawatiran Forum Umat Islam
(FUI) Yogyakarta karena sudah merasuki generasi muda Islam, bahkan tokoh
masyarakat yang diwakili ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Dengan
mendapat sejumlah fasilitas, sikap ormas Islam menjadi semakin permisif terhadap
kristenisasi dan dianggap takut jika mengangkat isu kristenisasi dapat mengganggu
hubungan antaragama.®

Fatwa tentang keharaman mengikuti Natal bagi umat Islam ini juga merujuk
kaidah ilmu wusil al-figh (teori hukum Islam) yang menyatakan menghindari

mafsadat (kerugian) harus lebih diutamakan daripada memburu maslahat

(keuntungan).!® MUI berperan untuk mempertegas dirinya sebagai kelompok

9 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 117.
% 1bid., 118.

9 Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, 123.

100 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia , 121.
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Muslim yang ingin memperkuat identitas dan melindungi umat agar tidak
terjerembab kemusyrikan dengan melebur sesaat ke dalam kelompok lain.'%

Konsep kerukunan beragama yang digunakan secara keliru oleh sejumlah
tokoh sering menimbulkan konflik dan disharmoni di tengah masyarakat, tidak
terkecuali bagi semua agama. Sebagaimana pendapat Adian Husaini, pluralisme
menjadi musuh semua agama karena masing-masing pemeluknya menolak
penyeragaman dan bercampurnya agama apalagi mengakui relativisme kebenaran.
Keberadaan paham pluralisme agama di Indonesia menjadi penyulut konflik atau
permusuhan baru dalam keragaman agama.'%

Adian Husaini menilai para penganut paham pluralisme agama di Indonesia
mengembangkan penyederhanaan bahasa yang dikesankan secara menarik dan
provokatif sebagai pengganti paham lama, yaitu eksklusivisme. Pluralisme agama
merupakan keharusan bagi setiap pemeluk agama sehingga segala bentuk
penolakan dicap sebagai antipluralitas dan antitoleransi. Propaganda selanjutnya
adalah tidak ada satu agama pun yang berhak mengklaim dirinya benar dan selamat
karena klaim kebenaran merupakan sumber konflik antarumat beragama.'%

Dari berbagai pandangan tersebut penggunaan istilah pluralisme agama

berdalih kerukunan antarumat agama selalu ditolak oleh MUI karena ajaran yang

berasal dari negara Barat dan dikembangkan oleh kelompok berpaham liberalisme

101 Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum, 97.

102 Adian Husaini, “Pluralisme Agama musuh agama-agama (pandangan Katolik, Protestan, Hindu,
dan Islam terhadap paham Pluralisme Agama”, dalam www.adianhusaini.com (14 Juni 2014).

103 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, 336.
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di Indonesia ini cenderung mencampuradukkan ajaran agama. Sebagaimana
penolakan Ketua MUI Propinsi Jawa Timur, Abdusshomad Buchori di Surabaya
terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas wafatnya
Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Pluralisme.

Abdusshomad Buchori mengatakan, “Kami tidak sependapat jika Gus Dur
disebut sebagai Bapak Pluralisme, seperti diungkapkan Presiden di Jombang
beberapa waktu lalu karena dapat menimbulkan konflik agama. Ini harus dicermati
agar tidak memicu konflik karena adanya pelanggaran ‘agidah.”'® Istilah yang
tepat adalah pluralitas, bukan pluralisme. Pluralitas merupakan upaya untuk
mensejajarkan  beberapa  agama, sedangkan  pluralisme = merupakan
pencampuradukan beberapa ajaran agama. Implikasinya, pluralisme adalah paham
yang sangat berbahaya terhadap kehidupan beragama di Indonesia. %

Pemberian gelar yang salah ini dikhawatirkan berimplikasi pada masyarakat
untuk mengikuti pola pikir dan sikap tokohnya sehingga wajar MUI mengecam
keras paham pluralisme dan beberapa kelompok antipluralisme menyambut baik
fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.

5. Pluralisme agama tidak sekadar doktrin sosial melainkan menyangkut teologi

Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi yang mengutip pendapat Akbar S. Ahmed,
doktrin nihilisme dan relativisme dalam wacana pluralisme tidak bisa dilepaskan

dari pemikiran postmodernisme yang berkembang di negara Barat. Tujuan

104 Abdusshomad Buchori, “MUI Tolak Gelar Bapak Pluralisme Gus Dur”, dalam http://www.voa-
islam.com/lintasberita/hidayatullan/2010/01/14/2603/ (28 Februari 2013).

105 www.antaranews.com/print/169419/mui-tolak-gelar-bapak-pluralisme-gus-dur (22 November
2013).
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postmodernisme menebar pluralisme adalah mengimbangi fundamentalisme.
Target utamanya adalah agama dan kepercayaan karena ketika membicarakan
pluralisme secara sosiologis, maka otomatis membahas teologi atau agama juga.

Demikian pula tanggapan Zarkasyi tentang Diana L. Eck juga bermuatan
relativisme karena membayangkan peleburan agama menjadi satu wajah baru, yaitu
realitas keagamaan yang plural. Berargumen setiap agama mengandung porsi
kebenaran, maka disarankan agar agama-agama bersedia membuka diri dan
menerima kebenaran yang ada pada agama lain. Menunjukkan tanda persetujuan,
semua agama adalah sama benar atau tidak ada agama yang lebih benar dari agama
lain. Klaim pluralisme adalah sebuah doktrin sosial ternyata menyentuh aspek
teologis. Artinya, pluralitas dan pluralisme tidak ada perbedaan, kecuali jika ada
yang memahami pluralisme hanya setingkat toleransi.*%®
6. Pluralisme agama adalah ajaran relativisme dan sinkretisme agama

Pluralisme agama yang membawa ajaran relativisme juga berpotensi
sinkretisme, yaitu penyampuradukan ajaran agama. Penjelasan fatwa MUI
menerangkan pengertian agree in disagreement gagasan Mukti Ali sebagaimana
hasil dialog antarumat beragama yang mengakui adanya klaim kebenaran masing-
masing agama di Indonesia dibelokkan kepada paham sinkretisme. Bermakna
sinkretisme karena mengakui semua agama sama benar dan baik serta hidup

beragama seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti.1%’

108 Hamid Fahmy Zarkasyi, “Toleransi atau Relativisme Pluralisme”, dalam https//pluralismeagama
islambarat.wordpress.com.htm (11 Mei 2016).
107 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 93.
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Jika pemahaman tersebut dibenarkan, maka setiap orang tidak perlu
menganut agama tertentu karena dapat pindah ke agama lain. Dampak selanjutnya
agama bagi manusia menjadi tidak diperlukan lagi dan peran agama dapat
terhapus.’®® Menurut Adian Husaini, paham pluralisme agama jelas merupakan
paham syrik modern yang harus ditanggulangi sebagai perjuangan utama,® karena
pluralisme agama menodai tawhid Islam dengan menyebut semua agama sama
sehingga mencampuradukkan antara benar dan salah.!*® Definisi MUI dengan
realitas pemikiran kaum pluralis di Indonesia sangat tepat sehingga umat Islam
harus menentang pemikiran yang membahayakan ‘aqidah umat dengan mengonter

pemikiran pluralisme agama yang batil.**!

198http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/16/ngny4a30-zionisme-dan-
penghapusan-agama (12 Mei 2016).

109 Adian Husaini, “Liberalisasi Islam di Indonesia”, dalam On Islamic Civilization Menyatukan
Kembali Lentera Peradaban Islam yang Sempat Padam, ed. Laode M. Kamaludin, et al. (Semarang:
UNISSULA Press, 2010), 370-371.

110 Adian Husaini, Pluralisme Agama: Haram!, 18.

11 1bid., xi-xiii.
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BAB V
IMPLIKASI TIPOLOGI PLURALISME AGAMA
NONINDIFFERENT DALAM KEPUTUSAN FATWA MUI
NOMOR 7 TAHUN 2005

Bab ini menyajikan analisis peneliti atas data Keputusan Fatwa MUI
Nomor 7 Tahun 2005 dan temuan penelitian berdasarkan pemaknaan peneliti pada
data tersebut. Perbedaan pemaknaan pluralisme agama yang mengandung
kerancuan ini membuat beberapa pihak berpolemik mengeluarkan pernyataan
sikap atau tanggapan. Misalnya, kelompok yang menolak pluralisme agama
seperti  MUI mengeluarkan keputusan fatwa. Demikian pula kelompok
propluralisme agama juga menanggapinya melalui media cetak dan elektronik
menolak hasil rumusan MUI mendefinisikan pluralisme agama. Perbedaan
tipologi pluralisme agama indifferent dan nonindifferent merupakan pemaknaan
peneliti atas fenomena Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.

Dari perkembangan wacana pluralisme agama nonindifferent serta
perubahan sosial yang dihasilkan oleh kontroversi fatwa MUI, maka persoalan
kebahasaan seputar terminologi pluralisme beserta konteks penggunaan pihak
yang berpolemik menghasilkan kompromi atau kesepahaman secara sosiologi
tanpa dipengaruhi bias kepentingan teologi maupun ideologi. Pluralisme agama
nonindifferent dapat diterima oleh semua kalangan karena mengakui pluralisme

sebagai titik temu komitmen dalam ikatan kewarganegaraan.
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Identitas keagamaan sangat dihargai dengan segala perbedaan keyakinan
dan keunikannya. Pluralitas agama bukan dilebur, tetapi justru menjadi basis
untuk melahirkan komitmen bersama pada kemanusian. Terwujudnya pluralisme
agama sangat mungkin bila diawali dengan menumbuhkan sikap inklusif. Pada
titik inilah relevansi teoretik inklusivisme melempangkan jalan bagi model
keberagamaan berbasis pluralisme menjadi kenyataan. Jadi, pluralisme agama
merupakan akhir dari manifestasi praksis paham keagamaan melebihi
inklusivisme.

Berdasarkan paradigma interaksionisme simbolik, setiap situasi interaksi
antar individu berkecenderungan untuk memperbaiki atau memperbarui aturan-
aturan. Dalam kondisi tertentu partisan interaksi bersepakat terhadap simbol-
simbol tertentu untuk digunakan bersama.! Dengan paradigma tersebut semua
masalah konflik seperti dialog internal agama atau antarumat beragama dapat
dipecahkan. Makna hasil interaksi bersama dapat dimodifikasi melalui proses
penafsiran para individu yang terlibat. Oleh sebab itu, perbedaan sikap masing-
masing aktor dalam proses penafsirannya selalu mengalami penyesuaian diri
sesuai konteks pemberian maknanya dalam batas waktu tertentu secara periodik.

Berbagai penolakan konsep pluralisme agama tersebut menunjukkan MUI
terlalu cepat menyimpulkan orang pluralis akan berpandangan semua agama
sama. Menurut penulis pola pikir pluralisme indifferent ini tidak menghargai

keunikan beragama karena aspek subtansi keagamaan seperti kepercayaan religius

L William Levin, Sociological Ideas (California: WadsWorth, 1991), 30.
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atau keimanan sebagai identitas pembeda pada masing-masing agama tidak
diperlakukan secara wajar.

Budhy Munawar-Rachman dari hasil wawancaranya dengan Guru Besar
UIN Alauddin Makasar, Qasim Matar menyatakan pandangan dan penjelasan
MUI tentang pluralisme tersebut tidak berdasarkan ensiklopedi sehingga jelas
salah dan tidak bisa dibenarkan karena seorang pluralis akan toleran atau merasa
tidak terganggu pada setiap hal yang berbeda dan beragam apakah itu agama, cara
pandang, keyakinan dan sebagainya.? Sebagaimana konsep toleransi juga terjadi
dalam bidang hukum seperti sabda Nabi Muhammad saw, seorang hakim yang
berusaha mencari kebenaran kemudian benar, maka mendapatkan dua pahala. Jika
salah, maka mendapatkan pahala satu.’

MUI dalam konteks kebangsaan dan keragaman kehidupan bersama
seharusnya lebih mematangkan definisi pluralisme agama setelah mengadakan
dialog internal dan eksternal antarumat beragama. Sebaliknya, MUI membuat
definisi sendiri tentang pluralisme dan memaksakannya kepada pihak lain untuk
diakui sebagai definisi tunggal dan final. Padahal kelompok propluralisme sendiri
tidak mengakui konsep yang diberikan olenh MUI.

Fatwa-fatwa yang diproduksi MUI seharusnya merefleksikan kekayaan
khazanah keberagamaan masyarakat, bukan turut menyeponsori atau memersekusi
tafsir keagamaan tertentu. Melalui pendekatan struktural politis yang absolut

tersebut secara tidak langsung MUI menciptakan kekerasan karena berpijak pada

2 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islamuntuk Pluralisme, 33.
3 Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 22
(MaktabahSyamela, versi 3), 335.
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teks keputusan fatwa yang sama dan hampir tidak peduli pada realitas perubahan
munculnya pluralisme agama nonindifferent adalah sikap otoritarian. Fatwa ini
menurut Hasyim Muzadi merupakan langkah mundur bagi kehidupan antarumat
beragama, padahal pluralisme dipercaya menjadi dasar hubungan sosial
masyarakat majemuk di Indonesia.*

Keberadaan pluralisme bermakna tunggal indifferent tersebut tidak
mewakili makna lain dari gambaran ideal bentuk pluralisme agama karena tidak
memperhatikan perbedaan dan keunikan masing-masing agama. Pendekatan
perenialisme dan spiritualitas sudah tidak memadai bahkan mengandung
kecurigaan memihak pada bentuk pluralisme agama tertentu seperti teologi
inklusif yang juga mengandung kontroversi. Sebaliknya, pluralisme agama
nonindifferent adalah pandangan yang menuntut setiap pemeluk agama mengakui
keberadaan dan hak agama lain tanpa pereduksian iman serta terlibat aktif usaha
memahami perbedaan dan persamaan mencapai kerukunan dalam kebhinekaan.

Dengan melihat sifat dan realitas Islam Indonesia terutama signifikansi
perubahan pemaknaan dan status hukum pluralisme agama nonindifferent, maka
nilai pentingnya menjadi relevan sebagaimana identifikasi Dale F. Eickelman dan
Jon W. Anderson, kajian masyarakat Muslim menjadi perlu untuk dicermati
terutama ketika ada usaha untuk mengakomodasi norma-norma etik Islam dan

pluralisme kewargaan.®

4 Hasyim Muzadi, “Fatwa MUI Memicu Kontroversi”, dalam http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0507/30/utama/1937905.htm (22 Mei 2013).

5 Azyumardi Azra, "Intelektual Muslim Baru dan Kajian Islam”, dalam Studi Islamika, Indonesian
Journal for Islamic Studies, Vol.19, No. 1 (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2012), 201.
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Perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra pluralisme agama ini
turut menyumbang ketegangan sosial hubungan antarumat beragama, khususnya
norma sosial dan beban psikologis. Substansi pesan MUI melalui fatwa berharap
ingin menyelamatkan ‘agidah umat Islam, tetapi dalam waktu yang sama juga
menghasilkan ketersinggungan sosial hubungan antarumat beragama akibat
generalisasinya pada semua wacana pluralisme agama. Artinya, meyakini agama
sendiri adalah paling benar meskipun dibolehkan, tidak berarti boleh
merendahkan agama orang lain seperti menuduh sikap baik masing-masing umat
beragama dalam membangun pluralisme. Dengan menolak pluralisme sebagai
kesadaran sosial antarumat beragama, maka semakin menunjukkan minimnya
interaksi dan sifat afinitas pemeluk agama terhadap pemeluk agama lain, yaitu
ketertarikan atau simpatik yang ditandai oleh persamaan kepentingan.

Masalah konsep atau paham kemajemukan dalam pluralisme agama juga
mengalami multitafsir dan menimbulkan kecurigaan antarumat beragama
sehingga berpotensi menjadi sumber konflik seperti adanya tipologi pluralisme
agama indifferent dan nonindifferent. Pluralisme agama sebagai produk pemikiran
dipahami umat Islam secara diametral, yaitu kelompok antipluralisme
memahaminya secara teologi sebagai isme atau paham yang membahayakan
‘aqidah. Kelompok propluralisme memahami pluralisme agama adalah sikap atas
pluralitas yang bersifat sosiologi.

Pluralisme dan pluralitas tidak dapat dipisahkan karena pluralitas saja

tanpa pluralisme tidak mungkin tercipta hidup damai yang proeksistensi atau
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ekuemenis, yaitu ada ikatan sosial yang menuntut kepedulian secara aktif, saling
mengayakan dan menyejahterakan terhadap agama lain dalam persaudaraan yang
sejati.® Tidak sebagaimana pluralisme, pluralitas adalah realitas keragaman
sehingga pluralitas bukan sikap atas atau teori tentang realitas. Selanjutnya
pluralisme agama perspektif teologi dengan beragam variannya seperti teologi
global dan kesatuan agama-agama transenden sering disebut juga pluralisme
agama indifferent (apatis). Sebaliknya, pluralisme agama perspektif sosiologi
disebut pluralisme agama nonindifferent (peduli). Artinya, tipologi pluralisme
agama yang menghiraukan, mengindahkan, dan memerhatikan masyarakatnya
dengan cara dialogis, proaktif, dan berbagi bersama untuk ikut serta merasakan
perasaan orang lain baik senang atau susah tanpa saling mengintervensi.

Pembatasan interaksi sosial akibat fatwa pengharaman pluralisme agama
berarti tidak memperhatikan eksistensi, peran, dan keikutsertaan umat beragama
membangun kebaikan bersama (common good). Sebagaimana pendapat M. Syafi'i
Anwar, fatwa MUI ini bagi masyarakat bawah dikhawatirkan bisa ditafsirkan lain
yang pada gilirannya mengganggu hubungan antarumat beragama.” Sepertinya
terjadi penyempitan ruang keberagamaan dan solidaritas sosial dalam tatanan
kebangsaan sehingga dikhawatirkan dapat melemahkan ikatan kewarganegaraan
dan cita-cita berdemokrasi di masa depan.

Adanya truth claim pada setiap agama dan penerimaan atas pluralitas tidak

menyebabkan masing-masing agama berhenti untuk tidak mengembangkan titik

& M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen, 286.
7 Subur Tjahjono dan Imam Prihadiyoko, “M. Anwar Syafi'i dan Obsesi Pluralisme”, dalam http://
www. kompas.com/kompas-cetak/0507/30/Politikhukum/1937374.htm (22 Mei 2013).
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temu etika pergaulan seperti kerja sama sosial antarumat beragama. Dalam
masalah yang tidak bisa bertemu, sikap saling menghargai dicapai dengan
bersepakat untuk tidak sepakat (agree in disagreement) dalam hal-hal prinsipil.
Persamaan dan perbedaan yang didialogkan secara matang tersebut menjadi
energi positif untuk membangun kebersamaan. Cara ini lebih bijaksana daripada
menolak dan mengharamkan pluralisme agama tanpa mempertimbangkan
pemaknaan yang beragam.

Kedudukan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama secara
defakto oleh sebagian masyarakat Muslim di Indonesia dipercaya sebagai hukum
Tuhan yang mutlak dipatuhi. Bagi kelompok minoritas baik Muslim maupun umat
beragama lain terpaksa harus mengikuti pemahaman umum. Pluralisme agama
adalah sinkretisme dan relativisme yang bernilai haram. Pemahaman seperti ini
tentu saja berdampak pada kesungguhan antarumat beragama dalam menjalankan
toleransi yang positif, yaitu toleransi yang dibangun dari keragaman dan
perbedaan agama secara proeksistensi. Akibatnya, pluralisme agama yang
seharusnya menjadi mempermudah kehidupan manusia, justru menghalangi
terciptanya harmoni kehidupan.

Dalam perspektif politik identitas, geneanologinya terkait dengan
terganggunya kepentingan kelompok minoritas yang menuntut kesetaraan oleh
dominasi arus besar sebuah negara seperti gerakan kulit hitam dan gender di
Amerika pada paruh kedua abad ke-20. Sedang di Indonesia, politik identitas

justru dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil, kelompok mainstream, mayoritas
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terhadap kelompok minoritas yang dianggap menyimpang berniat
menyingkirkan.®

Pluralisme agama nonindifferent sebagaimana tercakup dalam rumusan
masalah tulisan ini, yaitu tipologi pluralisme agama nonindifferent pada
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang mengharamkan pluralisme
agama di Indonesia. Perbedaan tipologi pluralisme agama tersebut berimplikasi
pada perubahan ketentuan umum dan ketentuan hukum dalam Keputusan Fatwa
MUI Nomor 7 Tahun 2005.

A.Ketentuan Umum Pluralisme Agama Nonindifferent dalam
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
Pada diktum fatwa dalam ketentuan umum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun

2005 menerangkan, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan
semua agama adalah sama karena kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap
pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar
sedangkan yang lain salah karena semua pemeluk agama akan masuk dan hidup
berdampingan di surga.’

Dari ketentuan umum tersebut, maka pluralisme agama adalah paham yang
bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga haram untuk diikuti. Umat
Islam hanya dibolehkan menerima pluralitas (bukan pluralisme) agama, yaitu
sebuah kenyataan di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama

yang hidup secara berdampingan. Dalam masalah teologis wajib bersikap

8 Siti Musdah Mulia, “Politik Identitas: Ancaman terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia”,
dalam Ahmad Syafii Maarif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita (Jakarta:
Democracy Project, 2012), 45.

9Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 91.
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eksklusif, yaitu haram mencampuradukkan agidah dan ibadah umat Islam dengan

pemeluk agama lain. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk

agama lain (pluralitas agama), atau masalah sosial yang tidak berkaitan dengan
agidah dan ibadah umat Islam bersikap inklusif, yaitu tetap melakukan pergaulan
sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Melalui fatwanya MUI secara eksplisit menunjukkan penolakan terhadap
ajaran pluralisme agama indifferent, yaitu:

1. Fatwa ini justru menegaskan masing-masing agama dapat mengklaim
kebenaran agamanya sendiri tetapi tetap berkomitmen saling menghargai satu
sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antarpemeluk.

2. Pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama karena pluralitas agama
berarti kemajemukan agama sebagai hukum sejarah yang disikapi dengan
toleransi dan hidup berdampingan secara damai.*!

3. Hubungan sosial antarumat beragama harus bersifat inklusif dan hidup
bertoleransi secara menguntungkan dengan take and give. Artinya, ketika
dalam pergaulan sosial ada ketidakjujuran yang dapat merugikan umat Islam,
maka umat Islam tetap harus bersikap waspada dan hati-hati.'? Sebagaimana
dinyatakan dalam penjelasan tentang ketentuan hukum pluralisme agama

dalam Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.%3

10 1bid., 91-92.

11 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, “Penjelasan Fatwa Tentang Pluralisme, Liberalisme,
dan Sekularisme Agama”, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 95.

L2Ainul Yagin, Menolak Liberalisme Islam, 61.

13 Ibid., 92.
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Kewaspadaan terhadap nonmuslim secara berlebihan dibalik fatwa
pelarangan pluralisme agama merupakan salah satu kriteria eksklusivisme yang
memanfaatkan teori konspirasi nonmuslim dalam mendiskreditkan Islam oleh
negara Barat, khususnya aliansi Yahudi dan Nasrani.** Meskipun tidak memiliki
bukti faktual dan tidak melarang interaksi sosial antarumat beragama, himbauan
agar Muslim tetap waspada dari Yahudi dan Nasrani berbasiskan dalil normatif.®

Penerimaan rekonsepsi dalam pluralisme agama indifferent merupakan
bentuk pengingkaran atas keyakinan agama sendiri karena dapat menghilangkan
substansi dasar ajaran agama tertentu. Menurut Said Agil Husin Al Munawar,
pengakuan rekonsepsi bagi koeksistensi religius tidak dapat diterima oleh para
pemeluk agama bahkan tanpa penawaran karena masing-masing ajaran agama
secara teologis memiliki keunikan dan saling berbeda bahkan bertolak belakang.
Misalnya, ajaran tawhid dalam Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan,
tetapi tidak dapat diterima oleh agama lain seperti Hindu, Kristen dan Yahudi
karena bertentangan dengan keimanan pemeluknya.*®

Dengan berbagai perbedaan teologis antarumat beragama tersebut, maka
masing-masing pemeluk agama harus memantapkan posisi kepercayaannya dan
meyakinkan agamanya berbeda dengan agama selainnya. Kemantapan iman
sebagai subtansi ajaran agama ini sangat diperlukan karena memperkuat umat
dalam menjalankan agama sendiri sekaligus menyadari keberadaan keyakinan lain

dari pemeluk agama yang berbeda.

4 Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak lagi Merdeka, 237.
5 al-Qur’an, 2: 120.
16 Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, 203.
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Semua pemeluk agama meyakini kebenaran agama sendiri sekaligus
menyadari adanya kekeliruan pada agama lain adalah sebuah keniscayaan.
Meskipun kesadaran atas kebenaran agama sendiri harus dimantapkan, tidak perlu
ditonjolkan secara eksternal dalam lisan dan sikap melainkan sebatas dalam hati
relasi internal seagama. Artinya, seseorang harus bisa menghormati dan memberi
ruang kepada pemeluk agama lain untuk mengamalkan keyakinannya tanpa
mengganggu atau merendahkan kesalahannya secara terbuka.

Argumen untuk menolak pluralisme agama indifferent berdasarkan
rumusan para peserta Munas V11 Tahun 2005 dapat dibenarkan mengingat kondisi
waktu itu dinyatakan MUI, “Pluralisme agama tidak lagi dimaknai adanya
kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama sehingga relativisme
agama semacam ini jelas dapat mendangkalkan keyakinan ‘agidah”’

Dinamika keputusan fatwa MUI penetapannya bersifat responsif, proaktif,
dan antisipatif.'®* Dengan melihat kesamaan sebab gangguan keimanan (keutuhan
‘agidah) dan penggunaan beberapa dalil al-Qur’an terkait toleransi bidang
‘aqidah dan ibadah antara Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 terkait pluralisme dan
fatwa tanggal 7 Maret 1981 tentang perayaan Natal, maka fatwa yang berstatus
hukum haram tersebut sebagaimana pendapat Mohammad Atho Mudzhar
menunjuk pada kaidah ilmu usa/ al-figh (teori hukum Islam) yang menyatakan

menghindari mafsadat (kerugian) harus diutamakan daripada memburu masla/kat

17 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 93.
18 Ibid., 7.
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(keuntungan).!®* MUI menegaskan paham yang meresahkan tersebut dengan
mengatakan definisi yang tercantum dalam ketentuan umum fatwa bersifat
empirik, bukan definisi akademis, dan tidak mengada-ada, yaitu paham (isme)
yang hidup dan dipahami masyarakat sebagaimana rumusan para ulama.?

Pendapat para tokoh yang berkeberatan menerima pluralisme agama
secara eksplisit juga menunjukkan penolakannya. Semula definisi pluralisme
agama adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antarumat beragama yang
berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri
spesifik atau ajaran masing-masing agama.?! Selanjutnya berkembang memiliki
makna berbeda karena dipahami dan didesain dalam bingkai sekular, liberal dan
logical positivism Barat, yaitu menampik hal-hal metafisis dengan alasan tidak
mungkin dibuktikan secara empiris. Agama dianggap sebagai human response
atau dikenal sebagai religious experience (pengalaman keagamaan) dengan
menafikan kemungkinan datangnya agama dari Tuhan.?

Metodologi pedekatan ini menyebabkan tergiringnya pluralisme agama
pada suatu kesimpulan tentang persamaan semua agama secara penuh tanpa ada
yang lebih superior dan benar daripada yang lain. Selain itu, terjadi reduksionisme
entitas agama yang lebih sempit karena agama hanya dibolehkan beroperasi di
wilayah spiritual manusia sebagai urusan pribadi (private affairs). Pluralisme

agama secara epistemologi, mengklaim lebih tahu tentang semua agama daripada

19 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 121.
20 1hid., 94.

2L Anis Malik Thoha, Trend Pluralisme Agama, 14.

22 |bid., 125.
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para pemeluk agama sendiri. Semua agama dianggap relatif dan bias subjektif
karena melihat kebenaran agama hanya melalui lensa agama tertentu.?

Dampak selanjutnya adalah eksklusivisme dan sangat berbeda jauh dengan
pluralisme yang memposisikan dirinya sebagai ajaran yang ramah, menghormati
keberbedaan (the otherness), dan menjunjung tinggi kebebasan. Kebebasan harus
dibedakan dengan anarkisme. Jika toleransi antarumat beragama termasuk
pluralisme inheren dengan kebebasan, maka anarki jauh dari unsur-usur tersebut
tergantung kultur dan kesiapan masyarakat untuk belajar memandang perbedaan.?*

Meskipun pluralisme agama disebarkan dengan antieksklusivisme, tetapi
dengan menyamakan semua agama pada hakikatnya pluralisme merampas klaim
kebenaran absolut masing-masing agama dan memonopolinya secara eksklusif.?
Padahal identitas dan komitmen semua pemeluk agama terletak pada keimanan
akan kebenaran tunggal dan absolut agamanya. Dalam berinteraksi dengan
pemeluk agama lain sikapnya selalu committed pada prinsip keyakinan dan tidak
pernah kompromi atau menisbikannya.

Definisi yang dirumuskan MUI merupakan ikhtiar yang harus diterima
karena pluralisme agama merupakan istilah khas yang tidak bisa didefinisikan

seenaknya sendiri, sebagaimana dilakukan para pengusung dan pembela paham

23 Anis Malik Thoha, “Doktrin Pluralisme Agama, Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
agama”, dalam Dialogia, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo,
\Vol.9, No.1, (Juni, 2011), 6-7.

24 Saiful Mujani, “Demokrasi”, dalam Hamid Basyaib (ed.), Membela Kebebasan: Percakapan
tentang Demokrasi Liberal (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 131.

%5 |bid., 12.

%6 Anis Malik Thoha, “Doktrin Pluralisme Agama, Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
agama”, dalam Dialogia, Jurnal Studi Islam dan Sosial, 11.
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ini.?” Makna pluralisme agama menurut para pengusungnya bermakna akademis
sehingga sangat berbeda dengan makna teologis,?® yaitu menyamakan Islam
dengan semua agama dan menolak kebenaran eksklusif Islam.

Pluralisme agama tidak boleh dimaknai menurut selera dan asumsi setiap
orang, seperti reaksi dan respons propluralisme yang cenderung emosional dan
simplistik terhadap fatwa MUI tahun 2005. Misalnya, pluralisme sama dengan
toleransi sehingga pluralisme agama sama dengan toleransi agama.?® Padahal
Islam sama sekali tidak bermasalah dengan toleransi agama, tetapi menjadi
masalah jika ajaran toleransi Islam ditarik dan dipelintir untuk disamakan dengan
ajaran pluralisme agama dan disimpulkan Islam mengajarkan persamaan agama.°

Menurut MUI pluralisme agama adalah penyamaan dan peleburan agama
(sinkretisme) yang melanggar ‘agidah.3 Paham pluralisme agama dinilai
bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga umat Islam haram
mengikutinya dengan penjelasan masalah ‘agidah dan ibadah (mahdah).®
Sebagaimana disebutkan MUI dalam ketentuan hukum fatwa, “Umat Islam wajib
bersikap eksklusif dalam arti haram mencampuradukkan masalah agidah dan
ibadahnya dengan agidah dan ibadah pemeluk agama lain”.*® Sebagaimana

penjelasan MUI, “Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk

27 Adian Husaini, Pluralisme Agama, 13.

28 Ibid., 12.

29 Anis Malik Thoha, “Doktrin Pluralisme Agama, Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
agama”, dalam Dialogia, Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2.

30 1bid., 8.

31 Anis Malik Thoha, “Doktrin Pluralisme Agama, Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-
agama”, dalam Dialogia, Jurnal Studi Islam dan Sosial, 93.

32 Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Islam, 285.

33 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 92.
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membantah berkembangnya paham relativisme agama yang menganggap
kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut”.3

Relevansi pengharaman pluralisme agama oleh MUI adalah melindungi
‘agidah umat Islam. Fatwa bagi sebagian Muslim merupakan hukum agama
tertinggi sehingga gagasan-gagasan konstruktif tentang pluralisme dianggap
melawan fatwa sebagai produk hukum MUI. Pluralisme dipandang sebagai paham
yang mengarah pada praktik penghancuran terhadap batas-batas agama sehingga
agama menjadi kabur atau kehilangan identitasnya. Meskipun sikap MUI dalam
fatwa secara tidak langsung mengadili penyebar pluralisme, landasannya bukan
faktor kebencian melainkan lebih pada perbedaan memaknai pluralisme itu sendiri
diiringi keengganan untuk mendialogkannya.

Jika pluralisme menurut ketiga kategori Panikkar diterapkan di Indonesia,
maka sifat eksklusif menjadi sifat gerakan Islam fundamentalisme. Selain itu
institusi keagamaan seperti MUl yang menolak pluralisme agama dalam
pengertian penyamaan semua agama juga termasuk kategori ini. Selanjutnya
inklusif yang dibedakan dengan sikap plural diistilahkan agree in disagreemant
menurut Mukti Ali,® sebagai kebenaran yang tidak menjadi monopoli agama
tertentu, tetapi juga ditemukan dalam agama-agama lain. Sifat inklusif seperti ini

juga dipahami oleh Alwi Shihab dan Abdurrahman Wahid. Sikap plural sebagai

% Ibid., 95.

% Abd. Sidiq Notonegoro, “Dilema Menuju Islam Dialogis: Belajar dari Kasus Moh. Shofan”,
dalam Ali Usman, (ed.), Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, 263.
36 Mukti Ali, ‘Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam llmu Perbandingan
Agama di Indonesia dan Belanda, ed. Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (Jakarta:
INIS, 1992), 230.
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sintesis dari inklusif menurut Panikkar adalah pandangan yang mengakui setiap
agama secara paralel adalah sama. Pemahaman plural atau paralel terdapat pada
pemahaman Djohan Effendi dan Nurcholish Madjid.

Respons beberapa kelompok Muslim akademisi memaknai persoalan
keagamaan seperti pluralisme agama dan perkembangannya lebih substantif,
kontekstual dan rasional. Pluralisme agama dimulai dari kesadaran tentang
pentingnya proeksistensi, kesetaraan, dan semangat tumbuh bersama dalam
perbedaan dan keragaman. Dalam konteks keragaman agama di Indonesia
pluralisme agama bukan hanya terletak pada perbedaan ‘agidah dan tata cara
peribadatan saja, melainkan terkait dengan kondisi sosial-budaya, aliran ideologi
dan politik keagamaan. Meskipun banyak melibatkan perbedaan dan dilematik,
keberadaan pluralisme sebagai sikap atas pluralitas merupakan fitrah yang harus
dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun harmoni.

Menyikapi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7 Tahun
2005 tentang keharaman pluralisme agama di Indonesia saat ini harus
dikembalikan kepada pengertian yang berkembang di masyarakat. Munculnya
keputusan fatwa MUI tersebut secara historis dilatarbelakangi oleh dua faktor,
yaitu konteks lokal dan global. Pertama, maraknya gerakan pemikiran sosial yang
mengangungkan pluralisme agama indifferent sebagai agama baru identik
relativisme yang meresahkan. MUI khawatir pluralisme agama semakin
menjauhkan umat dari Islam, kehilangan identitas, dan meragukan agama sendiri.

Kedua, desakan negara-negara di dunia untuk membangun tatanan dunia yang
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damai dengan membangun dialog antariman secara intensif dan spesifik
membentuk berbagai forum organisasi dunia yang mempromosikan pluralisme.

Pengertian pluralisme agama ini jauh berbeda dengan makna yang
dimaksud dalam pluralisme agama nonindifferent sehingga tidak dapat
digeneralisasi untuk semua bentuk pluralisme agama. Penyamaan makna
pluralisme agama yang beragam dan berkembang memicu penolakan paham dari
pendapat yang berbeda. Menurut penulis sumber masalah pluralisme agama
adalah menyangkut penggunaan bahasa dan legitimasinya terkait ‘agidah. Value
judgments pada keasingan bahasa dengan maksud tertentu secara teologi bahkan
bercampur teori filsafat seperti relativisme sebagai ancaman pendangkalan
‘agidah. Terlinat dari pemahaman MUI dan mayoritas antipluralisme yang
mengkhawatirkan adanya perangkap konsep relativisme karena mengakui
kebenaran agama ditentukan oleh keadaan tempat, pendapat individu, dan
konvensi sosial. Munculnya fatwa MUI ini sebagai upaya menjaga ‘agidah umat
Islam agar tetap memilih dan bertahan dari pengaruh keyakinan lain.

Penolakan pluralisme agama yang turut menyumbang sejarah konflik
hubungan sosial antarumat beragama juga bersumber dari keberadaan interest
sosial, politik, dan ekonomi. Sebagian umat beragama bisa menanggalkan sejarah
masa lalunya dengan proeksistensi, tetapi sebagian yang lain masih bersikap
koeksistensi bahkan antipati sehingga semakin menunjukkan, tidak hilangnya
pengalaman konflik dalam ingatan kolektif umat beragama. Contoh kebijakan luar

negeri Amerika, Kanada, dan Australia yang sangat ditentang oleh beberapa
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masyarakat internasional, khususnya Rusia, basis Katolik di Amerika Latin, dan
seluruh dunia Muslim karena mempromosikan kebebasan agama sebagai sarana
pengembangan kegiatan misionaris Kristen Evangelis konservatif.®’

Menurut Adian Husaini, kampanye pluralisme agama melalui LSM-LSM
dikembangkan secara masif akibat kontroversi teologi Kristen yang menimbulkan
efek traumatis di negara Barat. Pengaruh kekejaman Gereja Abad Pertengahan
mendorong sebagian pemikir Barat dan teolog Kristen mengajukan pluralisme
agama sebagai pemikiran yang membongkar dasar-dasar teologi Kristen sendiri.®
Penyebaran paham pluralisme agama di tengah masyarakat Muslim merupakan
titik temu misi sebagai upaya hegemoni Barat mengglobalkan nilai-nilainya atau
kalangan misionaris Kristen-Yahudi untuk mencegah dan melemahkan fanatisme
kaum Muslim dalam memegang keyakinan agamannya. Sebagaimana pengalaman
Kristen, pluralisme adalah jenis “senjata pemusnah massal” terhadap keyakinan
fundamental agama-agama.®

Dengan alasan yang sama, yaitu takut dituduh tidak bertoleransi terhadap
agama lain sebenarnya jauh sebelum fatwa pengharaman pluralisme agama tahun
2005, MUI juga pernah mengeluarkan keputusan fatwa tentang perayaan Natal

bersama. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 7 Maret 1981 tersebut

87 Mark Woodward, “Hubungan Agama-Negara di Indonesia: Sebuah Perspektif Komparatif
Tanggapan atas Anthony Reid”, dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), Mengelola Keragaman Di
Indonesia, 63.

3 Adian Husaini, “Pluralisme dan Persoalan Teologi Kristen”, dalam Adnin Armas (ed.),
Pluralisme Agama, 90-91.

39 Adian Husaini, Pluralisme Agama: Haram!, 125.
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mengharamkan orang Islam untuk ikut terlibat dalam upacara keagamaan lain.*
Jika dihubungkan idealitas kolektif pengalaman sejarah konflik antaragama masa
lalu, khususnya Islam dan Kristen diwakili oleh kolonialisme, perang salib, invasi
bangsa Arab, dan 300 tahun ancaman bangsa Turki terhadap Kristen di Eropa,*
serta pengaruh dunia global dari negara Barat yang membentuk multikomunitas.

Dari dua peristiwa penolakan paham pluralisme agama dan perayaan Natal
bersama antara pemeluk agama Islam dan Kristen terdapat motivasi bawah sadar
adanya persaingan keyakinan. Berdasarkan pengalaman terdahulu seperti
penelitian Atho Mudzhar tentang fatwa MUI tahun 1975-1988, Fatwa MUI dalam
merespons hubungan antaragama selalu dasarnya adalah rivalitas,** yaitu adanya
kewaspadaan MUI dalam menjaga ‘agidah kaum Muslim, khususnya ancaman
usaha kristenisasi.*’

MUI secara otoritatif sebagai lembaga agama mampu menjadi mediator
dan bersikap netral dalam menghadapi kelompok pro dan kontra pluralisme. MUI
tidak seharusnya memainkan peran inquisisi dan ekskomunikasi beberapa
kelompok Islam yang dianggap menyalahi pemahaman ulama mainstream. Jika
pemahaman keagamaan MUI tidak bersikap netral, maka dapat memunculkan

konflik horisontal dan bencana kemanusiaan.

40 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 314.

41 Frans Magnis-Suseno, “Religious Harmony in Religious Diversity: The Case of Indonesia”,
dalam Alef Theria Wasim, et al. Religious Harmony: Problems, Practice, and Education, ed.
(Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005), 16.

42 M. Atho’ Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), 120.

4 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (edisi dwibahasa) (Jakarta: INIS, 1993), 79.
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Meskipun munculnya Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dapat
dibenarkan sebagaimana rumusan para ulama atas maraknya ajaran pluralisme
agama bertipologi indifferent yang meresahkan, penolakan pada semua tipologi
pluralisme agama merupakan bentuk ekspresi keberagamaan yang eksklusif. Pada
akhirnya sikap MUI yang memonopoli pengertian tunggal pluralisme agama tanpa
mempertimbangkan bentuk lain dari ekspresi keagamaan masing-masing dapat
menciptakan ketegangan sosial antarumat beragama.

Penolakan MUI terhadap gagasan pluralisme agama yang diekspresikan
secara diskriminatif dan kecurigaan berlebihan atas nonmuslim merupakan
keangkuhan atau arogansi teologis yang disebabkan oleh sikap eksklusivisme.
Arogansi teologis dalam penolakan pluralisme agama di Indonesia dapat
menjatuhkan kredibilitas Islam di mata nonmuslim.** Fatwa pengharaman
pluralisme agama perspektif teori relasi-kuasa menyiratkan perebutan kuasa
dalam politik keagamaan, yaitu perebutan makna ajaran-ajaran Islam tertentu
yang menjadi diskursus masyarakat luas. Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat,
bagi masyarakat awam berdampak signifikan, yaitu polarisasi keberagamaan umat
mengarah pada viktimisasi pihak-pihak yang lemah secara kuasa.*®

Kekhawatiran MUI atas ajaran pluralisme agama bertipologi indifferent
yang dipropagandakan kelompok Islam liberal waktu itu dipengaruhi oleh

identitas keislaman kelompok liberal yang tidak merujuk pada tradisi Islam.

4 M. Hilaly Basya, “Hamka, Pluralisme, dan Muhammadiyah: Refleksi atas Kasus Shofan”, dalam
Ali Usman, (ed.), Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, 361.

4 Masdar Hilmy, “Islam dan Pluralisme: Mengarifi Kelianan dalam Agama-agama”, dalam Ali
Usman, (ed.), Esai-esai Pemikiran Moh. Shofan dan Refleksi Kritis Kaum Pluralis, 390.
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Beberapa pemikiran Islam liberal cenderung menghiraukan bahkan sinis terhadap
syariat semakin meyakinkan tuduhan kelompok Islam mayoritas. Masalah
kredibilitas ini menjadikan masyarakat sering mencurigai kelompok Islam liberal
sebagai agen negara Barat bahkan zionis yang menyesatkan. Menurut Imam
Ghazali Said, kekhawatiran kelompok-kelompok intoleran yang memiliki
eksklusifitas pemahaman agama adalah mengakui pluralisme agama akan masuk
golongan Islam liberal yang saat ini diharamkan banyak ulama.*® Selanjutnya
seiring dengan berkembangnnya pluralisme agama bertipologi nonindifferent di
negara Barat, Klarifikasi ajaran pluralisme agama bukan relativisme menunjukkan
berubahnya kredibilitas kelompok Islam liberal di mata umat.

Dengan berubahnya pemahaman pluralisme agama dari indifferent ke
nonindifferent oleh kelompok Islam liberal ternyata tidak mengubah Keputusan
Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005. Pemahaman tunggal makna pluralisme agama
indifferent tersebut mendapatkan respons dari para aktivis kelompok Islam liberal
dan akademisi. Mereka tetap menilai pemahaman MUI tentang pluralisme agama
merupakan bentuk monopoli penafsiran atas Islam karena sikap membedakan
pluralitas dan pluralisme adalah kesimpulan yang kurang tepat dan
membingungkan. Sikap MUI dengan tafsiran sendiri memosisikan pemikirannya
sebagai tolok ukur tunggal untuk menyalahkan sekaligus menginsafkan kelompok

propluralisme yang dianggap menyimpang.

% Imam Ghazali Said, “Pluralisme, Dialog Antaragama, dan Tantangan ke Depan; Refleksi
Pengelolaan Pluralisme Keagamaan”, dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (ed.), Wacana &
Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia,150.



265

Ketidakjelasan asas yang dihalalkan dalam masyarakat plural membuat
umat Islam dibiarkan dalam keadaan tersesat atau tidak tahu sikap pergaulan yang
tepat, kecuali keragaman (pluralitas). Selain itu pengharaman atas pluralisme
agama merupakan langkah keliru yang menyebabkan terganggunya harmonisasi
hubungan kerukunan antarumat beragama maupun internal umat Islam, yaitu cara
berpikir demarkasi secara subjektif untuk menilai pihak lain sebagai entitas yang
berbeda secara sosial.

Zuhairi Misrawi mempertanyakan pemahaman MUI tidak begitu jelas
menggunakan rujukan yang semestinya tentang arti pluralisme.*” Penjelasan MUI
tentang definisi pluralisme agama ini dipandang kurang memuaskan karena terjadi
ketidakcocokan dalam istilah yang digunakan (contradictio in terminis).*® Artinya,
pengertian pluralisme agama dalam pandangan MUI tidak sebagaimana
pengertian pluralisme agama dalam diskursus akademik sehingga terjadi
kesalahpahaman. Sebagaimana dikatakan Azyumardi Azra, definisi pluralisme
yang disusun oleh MUI tidak lazim atau tidak sesuai dengan definisi umum yang
diakui secara universal.*

Demikian pula pendapat Mogsith Ghazali yang dikutip Budhy Munawar-
Rachman, MUI cenderung mendefinisikan sendiri pluralisme dan menjadikannya
sebagai acuan untuk mengharamkan pluralisme. Padahal yang dilarang MUI

bukanlah pluralisme melainkan pandangan yang menyatakan, semua agama

47 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi, 205.

48 Heppy EI Rais, Kamus IImiah Populer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 131. Pertentangan
antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan.

4 Azyumardi Azra, “Definisi Pluralisme MUI Dianggap Tidak Lazim Secara Ilmiah”, dalam
http://news.detik.com/mostpopular (24 Februari 2016).
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adalah sama persis. Jika semua agama adalah sama, maka tidak akan ada
pluralisme melainkan singularisme (ketunggalan). Pemaknaan MUI tersebut
mengandung contradictio in terminis atau ketidakcocokan istilah sehingga
tuduhan MUI tentang pluralisme yang menyamakan semua agama adalah salah
pada dirinya sendiri dan tidak realistis karena agama tidak mungkin disamakan.*

Pluralisme agama menurut Sakarias Abduli sebenarnya menjadi istilah
yang enak dihidupi, ringan diterjemahkan dan mudah dijalani. Namun, dari sekian
perbedaan tidak ada titik temu yang dapat memperkaya relasi dan formasi
kehidupan yang tepat bagi semua orang.>! Sebagian pendapat bahkan menilai
fatwa MUI merupakan bentuk ketidakpahaman daripada kesalahpahaman.
Menurut Abdul Mogsith Ghazali, fatwa ini adalah salah kaprah karena selain salah
pemaknaan juga jauh dari etimologinya.®2

Dengan munculnya generalisasi pada semua istilah pluralisme agama,
maka keputusan fatwa MUI semakin tampak adanya kesalahpahaman. Luthfi
Assyaukanie berpendapat, pada umumnya argumen untuk menolak pluralisme
agama didasarkan pada kesalahpahaman konsep dan bertentangan dengan ajaran
Islam karena jika dipahami dengan tepat, maka pluralisme agama sama sekali

cocok dengan Islam.

50 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 37.

51 Sakarias Abduli, “Kamu Harus Memberi Mereka Makan”, dalam Bertolomeus Bolong (ed.),
Mencintai Perbedaan: Renungan Lintas Iman Pluralisme dan Kerukunan, 92.

52Abdul Mogsith Ghazali, “Islam dan Pluralisme pembukaan Kuliah Pluralisme Angkatan ke-I”,
dalam http://www.islamlib.com/islam-dan-pluralisme (14 Juni 2014).

53 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia; Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia
(Jakarta: Freedom Institute, 2011), 156.
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Munculnya Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 meskipun bersumber dari
maraknya ajaran pluralisme agama indifferent, tetapi makna pluralisme agama itu
sendiri tidak tunggal seperti nonindifferent yang bebas dari sinkretisme dan
relativisme. Memaknai pluralisme agama indifferent sebagai penyamaan agama
sangat cocok jika diarahkan kepada relativisme kebenaran sebagaimana pendapat
Budhy Munawar-Rachman, sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama,
maka doktrin agama apa pun secara nilai harus dinyatakan benar dan sama.>*
Sebaliknya, pernyataan tersebut tidak cocok untuk jenis pluralisme agama
nonindifferent yang juga sama-sama menolak relativisme agama. Jika pluralisme
agama nonindifferent berupaya mencari titik temu dan membangun komitmen
bersama di antara keragaman dan perbedaan, maka relativisme tidak menghendaki
adanya nilai penting membangun komitmen bersama bahkan menafikan
kebenaran itu sendiri.

Keresahan atas masalah relativisme agama ini pernah disampaikan Paul F.
Knitter, relativisme tidak menyisakan ruang untuk membahas berbagai anggapan
kebenaran dan derajat nilai.>> Meskipun satu dengan lainnya berbeda keyakinan
bahkan saling bertentangan, kebenaran semua agama tetap harus diterima.
Menjaga harmoni perbedaan antarumat beragama membutuhkan kesadaran baru.
Kehadiran pluralisme agama nonindifferent yang tidak sekadar diversitas dan

relativisme ini menjadi katub pengaman dari penjagaan iman umat beragama dan

54 Budhy Munawar-Rachman, “Kata Pengantar”, dalam Agama Masa Depan Perspektif Filsafat
Perennial, 19.

5% Paul F. Knitter, Pengantar Teologi Agama-Agama, terj., Nico A. Likumahuwa (Yogyakarta:
Kanisius, 2008), 9.
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berbangsa yang damai. Menurut Jarot Wahyudi, pluralisme agama yang modern
bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti melainkan justru kesempatan untuk
pertumbuhan kreatif.%

Sikap pengabaian pluralisme agama bertipologi nonindifferent menjadi
tanda MUI menutup diri dari perbedaan pendapat bahkan memiliki kepentingan
tertentu untuk mengideologisasi konsep tunggal pluralisme agama. Akibatnya,
pluralisme agama yang dipahami sebagai relativisme bercorak indifferent
menimbulkan kerugian bagi kehadiran konsep lain seperti pluralisme agama
nonindifferent. Misalnya, sikap kelompok Islam antipluralisme dan masyarakat
awam secara a priori cepat menjustifikasi propluralisme agama sebagai pembawa
ajaran relativisme dan sinkretisme. Sebaliknya, pluralisme agama nonindifferent
justru dapat meredam konflik karena antarumat beragama didorong untuk
membangun perjumpaan atau silaturahmi dalam konteks luas, khususnya
mewujudkan saling menghargai atau menghormati.

Dampak pembiaran ini kurang kondusif bagi perwujudan toleransi
antaragama dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dengan menolak yang
lain, maka keputusan fatwa ini dapat mendisiplinkan akal atau pendapat-pendapat
yang kritis untuk mengarahkan ketaatan individu agar memilih fatwa MUI sebagai
standar sosial bagi paham keagamaan Islam melalui pelabelan sesat. Lebih jauh
lagi penolakan terhadap keyakinan pemeluk agama lain dapat menimbulkan

tindakan penyerta, yaitu tidak mau berinteraksi dengan penganut agama lain atau

5 Jarot Wahyudi, Ahl-al-Kitdb: A Qur’anic Invitation to Inter-Faith Co-Operation (Yogyakarta:
Pilar Media, 2006), 75.
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pemaksaan untuk mengikuti keyakinan agama sendiri. Terkait penolakan ini
agama tetap menjadi instrumen untuk membangun perbedaan dan membentengi
umat dari kemungkinan bergaul dengan pemeluk agama lain.>’

Menurut M. Syafi’i Anwar, beberapa dampak sosial pasca dikeluarkannya
fatwa MUI bersumber dari makna substansi pluralisme agama yang sebenarnya
sudah didahului oleh prakonsepsi tunggal yang negatif.®® Konstruksi berfikir
pluralisme agama tersebut melahirkan sikap eksklusif yang intoleran atau tidak
menghargai keberlainan kepada keberagaman dan keagamaan orang lain baik
nonmuslim maupun individu bahkan kelompok yang seagama.>® Selanjutnya
masyarakat menjadi terbiasa dengan pemahaman yang salah penafsiran,
pluralisme adalah relativisme dan sinkretisme agama yang diharamkan, sehingga
semakin antipati bahkan memusuhi penggunaan istilah pluralisme agama.
Kekhawatiran berlanjut konflik jika toleransi yang melekat pada pluralisme
agama dikembangkan secara formalitas menjadikan masyarakat menganggap
toleransi dalam pluralitas merupakan hal yang dilarang oleh ajaran agama.

Meskipun gagasan pluralisme agama lahir dari peradaban Barat yang
awalnya berusaha menyeragamkan makna pluralisme sebagai relativisme bahkan
nihilisme, pemaknaan pluralisme agama terus berkembang dan beragam. Oleh

sebab itu, pemaknaan tunggal atas pluralisme agama berbentuk generalisasi dan

5 Imam Ghazali Said, “Pluralisme, Dialog Antaragama, dan Tantangan ke Depan; Refleksi
Pengelolaan Pluralisme Keagamaan”, dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (ed.), Wacana &
Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia,150.

% M. Syafi’i Anwar, “Pluralisme dan Amanah Kecendekiawanan: Belajar Bersama Dawam
Rahardjo 7, dalam Demi Toleransi Demi Pluralisme, 199.

% 1hid., 200.
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simplifikasi berlanjut monopoli dan berakhir dengan pelarangan harus ditolak.
Seiring menguatnya gejala perlawanan atas upaya penyeragaman agama melalui
tipologi tertentu, maka penggunaan istilah pluralisme agama harus dipertahankan
agar dominasi ideologi tertentu yang memanfaatkan opini negatif atas wacana
pluralisme agama dapat dicegah.

Pendekatan yang bersifat struktural dan politis melalui fatwa MUI untuk
mengharamkan semua jenis pluralisme agama semakin membenarkan adanya
toleransi semu yang selama ini menjadi penghalang kerjasama sosial antarumat
beragama. Artinya, toleransi yang dikembangkan bukanlah hubungan mendalam
untuk saling belajar secara dialogis, tetapi menjaga jarak aman atau sekadar
gencatan senjata yang berpotensi rawan konflik. Fatwa keharaman pluralisme
agama dikhawatirkan mencederai demokrasi dan melanggar konstitusi karena
mengancam kebhinekaan yang dibangun dan disepakati bersama.®°

Meskipun MUI sudah menerbitkan penjelasan Fatwa Nomor 7 Tahun 2005
tentang keharaman pluralisme agama, tetapi penjelasannya kembali normatif dan
tidak menjawab substansi pluralisme agama yang diperbolehkan. Penjelasan MUI
hanya berhenti pada rumusan pluralitas dan sekadar menunjukkan maksud untuk
membantah berkembangnya paham relativisme agama tanpa mempertimbangkan
kebaikan pluralisme agama nonindifferent.

Pluralisme dalam pengertian penyamaan semua agama bertentangan

dengan pluralisme sesungguhnya karena jauh dari kategori kebenaran agama bagi

80 Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme, 60.
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para pemeluknya. Bentuk pluralisme agama indifferent harus ditolak karena dalam
kemajemukan, masing-masing agama berangkat dari dasar teologi yang berbeda
sehingga tidak mungkin disamakan. Sebagaimana argumen Diana L. Eck,
“Pluralism is not an ideology, not a leftist scheme, and not a free-form relativism.
Rather, pluralism is the dynamic process through which we engage with one
another in and through our very deepest differences”.%* Artinya, Pluralisme
bukanlah sebuah ideologi, bukan skema dari aliran Kiri, dan bukan pula
relativisme bebas. Pluralisme merupakan sebuah proses dinamis interaksi sosial
masyarakat yang saling terlibat dengan perbedaan yang paling mendasar.

Tanggapan tersebut tidak berlebihan karena kehidupan masyarakat
beragama yang dibiarkan tanpa asas pergaulan yang benar cenderung
mengandalkan superioritas atas nama agama dan berpotensi laten sehingga suatu
saat dapat menindas umat beragama lain. Realitas munculnya fatwa yang tidak
memperhatikan perkembangan zaman ini selain merusak citra agama bagi para
pemeluknya juga membahayakan masa depan kemanusiaan, khususnya yang
mengatur hubungan sosial keagamaan antarumat beragama di Indonesia.

Makna pluralisme agama indifferent yang ditolak oleh para ulama tersebut
sama sekali berbeda dengan makna pluralisme agama nonindifferent. Pluralisme
agama nonindifferent secara intrinsik sebagaimana rumusan fatwa MUI dalam
ketentuan umum juga mengakui adanya klaim agama sendiri disertai komitmen

untuk saling menghargai dan mewujudkan keharmonisan hubungan antarumat

61 Diana L. Eck, A. New Religious America,70.
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beragama. Perbedaan pengertian pluralisme agama dalam ketentuan umum fatwa
MUI dan pluralisme agama nonindifferent terletak pada penggunaan istilah antara
pluralisme dan pluralitas serta perbedaan inklusif dan hidup bertoleransi.

Konsekuensi kesalahan definisi tersebut mengakibatkan pluralisme agama
dimaknai sebagai bentuk paham keyakinan bahkan menjadi agama tersendiri,
padahal arti kata “isme” tidak selalu berkonotasi ajaran ideologi atau agama
tertentu. Menjalin hubungan baik secara sosial untuk saling menghormati
keberadaan umat beragama lain tidak harus dikonotasikan semua agama sama
atau benar semua. Menerima pluralisme agama tidak berbanding lurus dengan
kehilangan iman atau kepercayaan atas kebenaran agama sendiri karena dalam
pluralisme ada komitmen keimanan yang terjaga sehingga pemeluk agama tetap
setia pada agamanya. Oleh sebab itu, anggapan pluralisme agama selalu berwujud
sinkretisme merupakan pandangan yang cenderung mengada-ada karena faktanya,
pluralisme dan sinkretisme sangat tidak identik. Pandangan pemeluk agama
terhadap sinkretisme adalah bagian dari sikap intoleransi pada agamanya sendiri
karena seolah-olah tidak lagi meyakini kebenaran agama sendiri.

Pemahaman pluralisme tidak lain adalah sinkretisme yang diharamkan
MUI adalah pemahaman yang salah. Pemahaman tersebut menurut Budhy
Munawar-Rachman dari wawancaranya dengan Hamka Hag, Guru Besar UIN
Sultan Alaudin, Makasar dan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)

dinyatakan, adalah pemahaman keliru dan merupakan fatwa yang mubazir karena
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semua agama tidak berpaham pluralisme itu berarti sinkretisasi agama-agama.®?
Demikian pula hasil wawancaranya dengan Ketua Umum ICRP Jakarta tahun
2006, Siti Musdah Mulia dinyatakan, pluralisme bukanlah paham relativisme
yang menyamakan semua agama, identik dengan sinkretisme, dan terlalu jauh
juga dipahami sebagai nihilisme.®

Beberapa hasil temuan terkait dengan ketentuan umum pluralisme agama
nonindifferent dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:

1. Pengertian pluralisme agama dalam ketentuan umum fatwa merupakan Kriteria
spesifik untuk pluralisme agama indifferent (apatis).

Meskipun keputusan fatwa Nomor 7 Tahun 2005 bersumber dari maraknya
ajaran relativisme dan sinkretisme yang meresahkan umat Islam menjadi
konsideran (bahan pertimbangan) untuk melarang ajaran pluralisme agama,
verifikasinya sangat sulit. Sebagaimana pendapat Abdussomad al-Bukhari yang
menolak penyebutan gelar bapak pluralisme, tetapi menerima gelar pahlawan
nasional untuk mendiang Presiden Abdurrahman Wahid karena khawatir salah
kaprah, rancu dan berbahaya. Demikian pula pluralisme agama dianggap
mencampuradukkan agama dan membingungkan masyarakat awam karena
faktanya banyak ulama diundang pendeta ke Gereja. Faktanya kehadiran ulama ke
Gereja tidak selalu dimaknai ibadah melainkan menjalin kerja sama kemanusiaan,
saling berlomba dalam kebajikan dan membangun dunia yang lebih ramah juga

dapat dibenarkan.

62Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 1.
8 |bid., 34.
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MUI harus membuktikan kekhawatirannya tentang niat kelompok
propluralisme agama memang benar memiliki kesenjangan untuk melakukan
pendangkalan ‘agidah. Adakah bukti kebenaran data tentang banyaknya umat
Islam mengalami masalah ‘agidah akibat pengaruh ajaran pluralisme agama.
Semua umat beragama yang diwakili tokoh agama dan akademisi baik Muslim
maupun nonmuslim propluralisme sangat menghargai hak pribadi para pemeluk
agama agar ada komitmen iman dengan segala keunikannya.

Menurut penulis tidak cukup bukti untuk dikatakan sinkretisme dan
relativisme karena memahami bahaya pluralisme agama tidak boleh ditentukan
sendiri olehn MUI melainkan harus melakukan penelitian mendalam, serius, dan
menggunakan perspektif yang lebih luas seperti konfirmasi dengan pendapat
tokoh Muslim lain atau observasi lapangan kepada pemeluk agama lain. Menurut
Junus E.E. Inabuy, jika pluralisme agama disalahartikan relativisme kebenaran
atau menyamakan setiap agama, maka jelas ditolak. Apabila diartikan sebagai
suatu daya atau kekuatan dari pluralitas masyarakat untuk bersama-sama di dalam
keunikan masing-masing yang mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan
bersama, maka tidak mungkin ada yang menolaknya.®

Christianus Surinono menegaskan, pluralisme agama di Indonesia mustahil
ditolak, lebih bijak menerima dan menyiasatinya demi kebaikan bersama.

Tanamkan dalam diri nilai-nilai luhur ajaran agama yang membangun peradaban

6 Junus E.E. Inabuy, “Hidup dalam Masyarakat Plural”, dalam Bertolomeus Bolong (ed.),
Mencintai Perbedaan, 58.
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dengan keterbukaan, kerjasama, Karitatif, dan semangat persaudaraan.®® Jika
setiap orang percaya dalam agama ada cinta, maka pluralisme agama tidak akan
pernah menjadi ancaman bagi siapa dan agama manapun apalagi penghalang
untuk saling menghargai dan menghormati.®

Penelitian Fawaizul Umam tentang elit Majelis Ulama Indonesia,
khususnya di Jawa Timur dalam praksis kebebasan beragama menunjukkan
inklusivisme dialog hanya ditoleransi untuk dialog antarpenganut agama (dialog
sosial) bukan antarsesama (antaraliran) di internal Islam. Deskripsi perbedaan
paham keagamaan dalam fatwa-fatwa terkait MUI untuk konteks internal
cenderung eksklusif dan bersikap zero tolerance,®” khususnya sejak munculnya
kelompok aliran “tak lazim” tahun 1998-2011.%8

Paham keagamaan yang diformulasi aliran-aliran tersebut bukan produk
penafsiran, melainkan tindak penodaan terhadap agama Islam. Dialog tidak bisa
dilakukan MUI karena secara teologi tidak setara. MUI sebagai pihak yang benar
mewakili keyakinan mayoritas. Sedang lainnya “sesat dan menyesatkan”
mewakili kelompok aliran yang harus diinsafkan terlebih dahulu. Misalnya, dalam
kasus Ahmadiyah tidak dihadapi dengan dialog melainkan Kklarifikasi atau
konfirmasi bahkan mengadili berujung memaksa para penganutnya kembali ke

jalan yang benar (al-ruji’ ila al-haqq),®® atau membuat agama sendiri.”®

85 Christianus Suriono, ‘“Pluralisme dan Agama Cinta”, dalam Bertolomeus Bolong (ed.),
Mencintai Perbedaan, 36.

% |bid., 39.

67 Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak lagi Merdeka, 235.

%8 Ibid., 250.

%9 Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak lagi Merdeka, 236.
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Berdasarkan kasus di atas mungkin respons MUI terhadap perbedaan paham
keagamaan yang diformulasi aliran lain di internal Islam selama ini memiliki
kesamaan sikap sebagaimana tercermin dalam fatwa-fatwa MUI seperti
keharaman pluralisme agama.

Menanggapi opini pluralisme berbahaya bagi Islam karena setiap orang
boleh leluasa berganti agama. Ahmad Syafii Maarif menyatakan, “Kalau ini yang
betul-betul terjadi, saya akan berdiri di garda terdepan untuk menentangnya.”
Masalah keimanan adalah urusan vyang terlalu serius dan dalam untuk
dipermainkan. Kesalahpahaman konsep pluralisme pada tataran tertentu telah
menciptakan dua kutub Islam Indonesia, hamun arus utama yang diwakili oleh
Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) mendukung pluralisme.

Membangun sikap akomodatif dengan menghargai keanekaragaman dan
perbedaan umat beragama merupakan salah satu landasan hidup bersosial agar
lebih sensitif pada nilai-nilai kemanusiaan. Memperlakukan umat beragama lain
secara manusiawi lebih didasari oleh nilai kemanusiaan memang menjadi milik
setiap orang. Agar tidak terjadi malapetaka, maka konsep pluralisme perlu
dikembangkan sebagai kekuatan sinergis dan menjadi landasan etis dalam
kehidupan antarumat beragama di masa depan.’?

Munculnya Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 meskipun ditujukan untuk

membendung gerakan Islam liberal, tetapi secara tidak langsung melibatkan

0 Ibid., 241.

"1 Ahmad Syafii Maarif, “Pluralisme Sebagai Fakta Sejarah: Tanggapan atas Anthony Reid”, dalam
Bernard Adeney-Risakotta (ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia, 78.

2 Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam, Pluralisme Budaya dan Politik (Yogyakarta: S Press, 1994),
34,
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beberapa agama yang secara teologi dianggap menyamakan dan mensejajarkan
semua agama. Akibatnya, kerjasama apapun secara sosial misalnya undangan
kepada para Kiai untuk hadir di Gereja juga dianggap sebagai usaha pendangkalan
‘agidah. Fatwa MUI ini sekurang-kurangnya berisi kecurigaan dan
ketidakpercayaan pada agama lain karena sama artinya dengan menghilangkan
aspek sosial yang universal, yaitu niat baik semua agama bermaksud memberikan
kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, dan kasih sayang dalam kehidupan umat
manusia. Sedang kerangka berpikir yang digunakan dalam pluralisme agama
adalah kemanusiaan dan keadilan, bukan tentang ‘agidah dan peribadatan.

Interaksi sosial yang dipenuhi kecurigaan dan diselesaikan dengan diam
pada lingkungan negara bangsa (nation state)

Munculnya Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 meskipun
bermotif penjagaan ‘agidah akibat berkembangnya paham relativisme agama,
pemaknaan atas pluralisme agama itu sendiri tidak tunggal. Pemahaman
pluralisme agama terbatas relativisme dan sinkretisme menunjukkan pandangan
MUI yang subjektif dan pragmatisme. MUI hanya melihat pluralisme agama dari
pendekatan teologi dan langsung dihubungkan dengan para penganjur pluralisme
yang membawakan ajaran relativisme dan sinkretisme. Pemaknaan lain tentang
pluralisme agama nonindifferent (peduli), yaitu pemahaman pluralisme agama
yang bebas dari unsur reduksi keyakinan agama seperti relativisme dan

sinkretisme agama justru diabaikan.
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Munculnya kebingungan teologi yang berusaha mengaitkan ‘agidah dan
ibadah dalam pluralisme agama merupakan masalah mendasar dan sering
dijumpai, khususnya bagaimana seseorang harus mendefinisikan dirinya secara
tepat di komunitas masyarakat beragama yang juga eksis dan memiliki keabsahan
secara konstitusi. Oleh sebab itu, kata pluralisme lebih memadai untuk
menggambarkan watak atau karakter sosiologis menjaga harmoni kehidupan
bersama dan semangat kebersamaan yang memang terlahir dalam kemajemukan.
Pluralisme adalah sebuah sikap yang mengakui sekaligus menghargai,
menghormati, memelihara bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan
yang bersifat jamak atau plural.

Kesediaan antarumat beragama untuk saling menerima dan menghargai
keunikan yang lain mencerminkan keberanian dan kekuatan iman para
pemeluknya. Kekokohan iman ini justru terbukti ketika dirinya berani berhadapan
dengan sesama maupun antarumat beragama yang berbeda. Sebaliknya, sikap
keengganan untuk terlibat aktif dan kesediaan membuka diri adalah cermin dari
eksklusivisme, ketakutan, dan tanda lemahnya iman. Berbagai alasan untuk
menolak pluralisme ditengah dialog antarumat beragama, banyak bersumber dari
perasaan beragama yang tidak terlalu percaya diri.

Bagi kelompok antipluralisme kenyataan historis pluralisme agama
dipandang sebagai ancaman bagi eksistensinya. Jika pandangan sempit ini
dominan dalam masyarakat, maka agama bukan lagi sebagai rahmat melainkan

berubah menjadi doktrin pemaksa dengan sistem etika yang pasti otoritarian dan
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memonopoli kebenaran. Tuhan menciptakan keragaman, tetapi sebagian manusia
justru memilih serba uniformitas yang dapat mematikan ketulusan dan
kejujuran.’

Mayoritas Muslim propluralisme justru menolak anggapan MUI dan
kelompok antipluralisme yang menuduhnya sebagai penganjur ajaran relativisme
karena menganggap semua agama berujung pada ajaran relativisme tidak
mewakili semua kelompok propluralisme, Khususnya tipologi nonindifferent.
Pluralisme agama dalam konstruksi kelompok pendukungnya tidak bermaksud
menyamakan keseragaman semua agama mengarah pada singularis, bermakna
tunggal, atau unifikasi dalam arti penyatuan agama.

Maksud membenarkan semua agama adalah sama merupakan bentuk
pengakuan dan penghargaan atas eksistensinya secara sosial sebagaimana amanat
konstitusi. Artinya, semua agama memiliki kesamaan klaim kebenaran dan hak
untuk mengembangkannya tanpa harus menyinggung agama lain. Dalam
konstitusi kehidupan beragama, masing-masing pemeluk meyakini agama sendiri
adalah baik dan benar sehingga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan
yang sama. Jika agama sendiri secara pribadi adalah baik dan benar, maka
demikian juga bagi agama lain.

Dalam pengertian umum semua agama dikatakan baik karena menurut
keyakinan masing-masing menganjurkan nilai-nilai luhur yang diterima semua

umat manusia seperti kebenaran, keadilan, kebajikan, kesalehan dan kebersamaan.

3 Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas Dalam Kegalauan (Jakarta: PSAP Muhammadiyah,
2004), 11.
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Demikian pula semua agama dikatakan benar karena agama secara umum dalam
pandangan subjektif-eksklusif pemeluknya memiliki klaim kebenaran dan satu-
satunya pembawa keselamatan dunia akhirat.

Meskipun setiap agama memiliki klaim kebenaran yang eksklusif pada
agama sendiri, penggunaannya hanya dibatasi pada internal antarsesama agama.
Agama bagi para pemeluknya pada ranah teologi secara internal adalah sebentuk
monisme yang menganggap hanya ada satu jalan menuju kebenaran, yaitu agama
sendiri. Sedang keberadaan klaim kebenaran pada ranah sosial untuk konteks
relasi antarumat beragama tidak perlu disampaikan secara eksplisit karena justru
membatasi dan menghalangi bahkan saling menegasi relasi produktif seperti
kerjasama sosial dan kemanusiaan.

Makna ini tidaklah sama dengan mengatakan agama saya baik dan benar,
tetapi juga mengakui agama lain sama baik dan sama benarnya dengan agama
yang saya miliki. Artinya, kualitas agama sendiri dan orang lain adalah sama
persis, yaitu baik dan benar sehingga semua agama tidak ada perbedaan atau
semuanya sama. Pandangan semua agama sama secara kolektif di luar kebenaran
agama sendiri menurut ketentuan umum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
dianggap membahayakan ‘agidah, yaitu membawa ajaran relativisme.”

Makna pluralisme agama yang demikian disebut pluralisme agama
indifferent, yaitu apatis atau tidak peduli pada perbedaan dan keunikan masing-

masing agama. Menerima pluralisme agama indifferent sama artinya dengan tidak

4 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 91.
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menghormati klaim kebenaran agama dan keunikan masing-masing agama.
Pengertian pluralisme agama dalam ketentuan umum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun
2005 merupakan kriteria spesifik yang ditujukan untuk pluralisme agama
indifferent. Artinya, pluralisme agama nonindifferent bukanlah pluralisme agama
yang dimaksud dalam ketentuan umum Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun
2005. Pluralisme agama indifferent sebagaimana ketentuan umum fatwa MUI
menerima keragaman agama, tetapi mereduksi semua perbedaan keyakinan tanpa
persetujuan pemeluknya.

Pemahaman Majelis Ulama Indonesia tentang pluralisme agama indifferent
yang diambil dari sejarah kelam konflik antaragama dan relativisme kajian filsafat
di Eropa tanpa mempertimbangkan kehadiran pluralisme agama nonindifferent
merupakan bentuk ketidakpahaman. Terlebih setelah labelisasi keharaman
pluralisme agama sebagai pendangkalan ‘aqidah dihubungkan dengan maraknya
pemikiran Islam liberal. Kesalahan definisi secara terminologi dalam memahami
pluralisme agama ini selanjutnya didoktrinkan kembali secara sederhana pada
pengertian bahasa (etimologi) dengan mempersoalkan kata “isme” di belakang
kata benda “plural”. Seperti penegasan MUI dalam ketentuan umum fatwa tentang
definisi pluralisme agama, yaitu paham (isme) yang hidup dan dipahami oleh

masyarakat sebagaimana rumusan para ulama.” Menurut M. Syafi’i Anwar,

S Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 94.
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pluralisme agama bukanlah ideologi, bukan pula sebuah anarki keagamaan, dan
jelas bukan bentuk bebas relativisme.”®

Menerima kemajemukan agama diiringi menghormati perbedaan
keyakinan tidak identik dengan membenarkan semua agama. Menurut Nurcholish
Madjid, menghormati agama orang lain dalam pluralisme tidak ada hubungannya
dengan ucapan semua agama sama.”’ Jika seseorang memahami agama, maka
tentu tidak hanya mengenal agama sebagai sekumpulan ajaran melainkan juga
aturan. Apabila dirinya sebagai pemeluk agama, maka akan memaklumi dengan
mengamalkan aturan itu karena perintah ajarannya. Sebaliknya, jika dirinya bukan
pemeluk agama tersebut tentu akan menghormati aturan itu sehingga tidak ada
hubungannya dengan membenarkan apalagi mengikuti aturan agama orang lain.

Tujuan interaksi antarumat beragama yang berbeda keyakinan bukanlah
untuk penyamaan agama. Menurut Paulus Budi Kleden, makna Kketerlibatan
antarumat beragama adalah saling menyerap, menilai, dan memaknai sesuatu
dalam proses memberi dan menerima orisinalitas masing-masing sehingga tidak
sama dengan mengatakan berdasarkan pandangan satu agama, semua agama
adalah benar.”

Menurut penulis tidak mungkin semua agama adalah sama benar, tetapi
tepatnya adalah semua agama baik yang benar maupun salah adalah sama-sama

memiliki hak untuk hidup dalam tatanan bersama. Melalui dialog antarumat

76 M. Syafi’i Anwar, “Islam, Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Globalisasi”, dalam Islam
Madzhab Tengah, ed. Heri Sucipto, 94.

7 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah
Keimanan, Kemanusian, dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 1995), 602.

8 Paulus Budi Kleden, Dialog Antaragama, 194.
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dibutuhkan gagasan pluralisme agama berdimensi sosial yang praksis dan
nonreduksi sebagaimana dikatakan Diana L. Eck, “Pluralism is premised not on a
reductive relativism but on the significance of and engagement with real
differences”.”Artinya, pluralisme agama bukanlah relativisme reduktif, tetapi
sebuah makna dan keterlibatan dengan perbedaan-perbedaan yang nyata. Segala
bentuk reduksi teologi harus dihindari agar tercipta harmoni dan penguatan ikatan
sosial antarumat beragama.

Semua agama berbeda dalam doktrin, institusi, pemimpin, jenis umat, hari
besar, ruang, tempat, dan waktu yang dianggap suci menurut pengikutnya.
Meskipun tidak ada agama yang sama, ada commonalities, common pattern (al-
maskit ‘anhu) yang tidak terekspresikan keluar. Artinya, masing-masing agama
secara intrinsik memiliki unsur kesamaan, yaitu absolut ide dasarnya seperti
keadilan, rasa kemanusiaan, dan keprihatinan pada kondisi lingkungan, tetapi
relatif dalam penerapannya. Istilah relativitas dalam penerapan ini merupakan
istilah teknis metodologis untuk menggambarkan betapa perbedaan budaya,
agama, bahasa, dan tradisi ada dalam realitas yang justru sangat dibutuhkan dalam
dunia pemahaman, penafsiran, dan pemaknaan. Relativitas penerapan bukan
dipahami sebagai sikap penolakan total adanya standar umum, nilai fundamental
keagamaan, dan prinsip taw/id yang sudah baku.®

Pluralisme agama dapat berjalan ketika perbedaan iman para pemeluk

yang cenderung bertahan dengan keyakinannya sendiri-sendiri  memiliki

7 Diana L. Eck, A. New Religious America, 71.
80 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 47-48.
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kesadaran proeksistensi dan kooperatif. Jika diasumsikan semua agama sama-
sama mengajarkan kebenaran dan tetap committed pada agamanya sendiri, maka
sikap saling menghormati dan belajar perlu diaktualisasikan agar tercipta mutual
understanding perbedaan keagamaan tanpa pereduksian iman.

Salah satu contoh pembeda yang tepat untuk mengilustrasikan kegiatan
keagamaan yang mengandung unsur antara pereduksian iman dan bukan terdapat
pada acara doa dan parade doa bersama. Meskipun keduanya dilakukan pada
acara dan tempat yang sama, tetapi ada perbedaan. Jika berdoa bersama dilakukan
sendiri-sendiri menurut agama dan kepercayaannya secara individu seperti
memanjatkan doa bagi arwah pahlawan yang telah gugur, maka parade doa
bersama dilakukan berganti-ganti dari berbagai agama yang diamini dan berlaku
untuk semua hadirin terutama pada peringatan hari besar keagamaan yang
diselenggarakan oleh panitia bersama.

Acara doa bersama yang dilakukan secara bersama-sama antara Muslim
dan nonmuslim berdasarkan ketentuan hukum Keputusan MUI Nomor
03/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang doa bersama tidak dikenal dalam Islam
sehingga termasuk bid’ah. Sedang parade doa bersama baik bergiliran maupun
serentak atau pemimpin doanya nonmuslim, maka hukumnya haram, kecuali doa
bersama dengan pemimpin doa tokoh Islam atau setiap orang berdoa menurut
agama masing-masing hukumnya adalah mubah.

Pada parade doa bersama setiap agama tertuntut untuk saling menghargai

perbedaan cara berdoa, tetapi memiliki harapan yang sama. Terlepas dari apakah
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konsepsi Tuhan sebagai penentu keselamatan adalah tepat dan benar adalah
masalah keyakinan masing-masing. Oleh sebab itu, agar tidak disalahpahami
mengganggu formalitas agama, maka kelompok propluralisme seperti Forum
Persaudaraan Umat Beragama (FPUB) di Yogyakarta menyebut kegiatan doa
bersama yang diharamkan MUI dengan istilah bersama-sama berdoa.®

Jadi, doa bersama menurut ajaran Islam dibolehkan karena bukan
mengikutsertakan pemeluk agama pada upacara ibadah agama lain, tetapi parade
doa bersama tidak dibenarkan mengingat doa adalah ibadah dan mengamininya
berarti memanjatkan permohonan kepada Tuhan dari golongan agama yang
berdoa tersebut. Hamka berpendapat, upacara keagamaan yang dilakukan secara
serempak di satu tempat seperti Idul fitri dan Hari Natal bukanlah toleransi tetapi
pemaksaan agama yang berujung pada kemunafikan dari kedua agama. Dapat
dikategorikan sebagai orang yang masa bodoh pada agama atau sinkretisme, yaitu
mencari segala persesuaian di antara segala yang berbeda dan membuat sesuatu
yang baru melebihi ulama dan pendeta.®?

Adanya unsur pemaksaan beragama oleh pemeluk agama lain ini dianggap
ancaman serius karena merupakan bentuk penyerangan terhadap eksistensi iman
yang dapat memunculkan reaksi perlawanan. Oleh sebab itu, antarumat beragama
harus saling menghormati dan menghargai dengan tidak memaksakan keyakinan
agamanya kepada umat beragama lain yang menyebabkan terganggunya iman dan

konflik antarumat beragama. Dengan mengabaikan perbedaan ‘agidah dan ibadah

81 Imam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, 99.
82 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, 263.
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tersebut, maka kemungkinan besar dapat mengganggu kemurnian iman ( ‘agidah)
beserta klaim kebenaran dari masing-masing agama.

Sikap keberagamaan umat Islam pada acara doa bersama antarumat secara
internal umumnya bersifat inklusif-lIslamsentris. Menurut kategori Legenhausen,
pluralisme agama ini becorak deontic-religious pluralism, yaitu pluralisme yang
mengasumsikan adanya daur sejarah tertentu (diachronic). Dalam istilah lain
disebut pluralisme religius nonreduksionis, yaitu pluralisme agama yang
mencegah munculnya pluralisme liberal atau reduktif sehingga semua kegiatan
yang berkaitan dengan ‘agidah dan ibadah termasuk parade doa bersama harus
dipahami dalam perspektif nonreduksionis.

Gagasan Muhammad Legenhausen tentang nonreductive religious
pluralism of Islam menyatakan pluralisme agama harus mampu menghargai
sepenuhnya perbedaan signifikan antaragama, mampu mengakui aneka jalan
menuju kesempurnaan, tanpa mengurangi kekuatan klaim agama dari segala
bentuk relativisme.®® Klaim kebenaran pada masing-masing agama meskipun
diakui sebagai identitas yang alamiah terjadi pada semuan agama bukan berarti
sebagai legitimasi diperbolenkannya melakukan tindakan kekerasan terhadap
pemeluk agama lain.

Maksud pluralisme agama tidak menghilangkan identitas dan klaim
kebenaran pada masing-masing pemeluk agama melainkan lebih menumbuhkan

dan mengembangkan sikap rasional, inklusif, dan saling menghormati keyakinan,

8 Mun’im A. Sirry, Membendung Militansi Agama, 187.
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belajar dan berbagi pengalaman keagamaan untuk kebaikan. Dalam konteks
keagamaan setiap pemeluk agama bukan hanya mengakui keberadaan dan hak
umat beragama lain, tetapi terlibat aktif dalam usaha memahami perbedaan dan
persamaan demi terciptanya kerukunan dalam kebhinekaan.

Tuhan memberikan wahyu kepada umat manusia melalui para Nabi yang
terus menyempurna dan melahirkan keragaman tradisi. Dengan ditetapkannya
Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam terakhir, maka memutus mata
rantai penyempurnaan tradisi agama sekaligus menuntut seluruh umat manusia
memeluk wahyu terakhir. Sikap beragama tersebut sebagai konsekuensi dari
pengalaman dan pelaksanaan perintah Tuhan.®*

Demikian pula dengan sikap doa bersama secara eksternal antarumat
beragama dapat dimaknai pluralisme agama karena dalam perspektif ini doa
bersama bukan masalah persetujuan akan kebenaran agama melainkan masalah
kebersamaan. Oleh sebab itu, maraknya kehadiran beberapa Kiai memenuhi
undangan Pendeta di Gereja tahun 2009-2010 sebagaimana kekhawatiran Ketua
MUI Propinsi Jawa Timur, Abdusshomad Buchori di Surabaya boleh dipahami
sebagai kebersamaan. Kebersamaan dalam masyarakat majemuk ini menjadi
modal utama dalam penataan sosial sehingga ikut berkontribusi meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan sosial. Dengan
munculnya intoleransi menunjukkan rasa kebersamaan antarumat beragama di

Indonesia semakin memudar dan berdampak pada ketahanan sosial.

84 Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, 46.
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Sebagaimana teori universalisme Islam, terdapat nilai kemurahan dan
kasih sayang sebagai kehendak Allah yang berlaku waktu di akhirat, tergantung
teologi mana yang dibenarkan Allah. Artinya, walaupun doa termasuk bagian
ritual yang secara partikular ditujukan hanya untuk umat sendiri, tetapi doa juga
memiliki makna universal, yaitu untuk orang lain sebagai wujud solidaritas agama
pemberi rahmat bagi siapapun. Ekspresi nilai-nilai kebenaran dan humanisme
universal harus teraktualisasikan dalam kehidupan keseharian karena eksistensi
agama bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kehidupan bersama.

Dalam hal ini teologi sebagai ilmu yang menyatu dengan aspek ‘agidah
atau pokok-pokok keimanan bukan berarti menjadi sesuatu yang sakral dan jauh
dari realitas sosial. Artinya, teologi merupakan refleksi dan relasi doktrin agama
dengan realitas sosial atau hasil konstruksi manusia memahami kitab suci
berdasarkan konteks zaman. Menurut M. Amin Abdullah, teologi bukanlah agama
sehingga memungkinkan terjadi kekurangan bahkan kesalahan. Bahasa teologi
tidak boleh terasing dengan zamannya karena berimplikasi tidak menyentuh
perubahan pengalaman kognitif, kultural, dan spiritual manusia.®

Dengan demikian acara doa bersama tidak perlu dikaitkan dengan masalah
sinkretisme sehingga mendoakan orang lain agar selamat di dunia atau
mendapatkan hidayah Allah tanpa paksaan seharusnya dibolehkan. Dalam ajaran
Islam yang dilarang adalah doa bersama kepada orang nonmuslim yang sudah

meninggal atau jelas memusuhi Islam sehingga mendoakan orang lain yang

8 M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1996), 48.
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nonmuslim agar selamat di dunia merupakan hal yang dibolehkan. Doa bersama
kepada Allah bukan untuk membenarkan kebenaran agama lain namun
mendoakan keselamatan bangsa dan tujuan kerukunan antarumat beragama. Oleh
sebab itu, pluralisme agama adalah paham di mana orang beragama menentukan
sikap memahami agama yang memang tumbuh dalam realitas yang berbeda.

Pluralisme agama merupakan penerimaan atas fenomena kemajemukan
konsep ajaran Tuhan sebagai petunjuk hidup manusia yang benar menurut
pemeluknya disertai sikap saling menghormati dan menghargai konsep ajaran
Tuhan dengan perlakuan adil (fair-mindedness) pada semua pemeluk agama tanpa
melihat apapun agamanya. Pluralisme agama menghargai perbedaan agama
beserta klaim kebenarannya dan interaksi sosial yang proeksistensi tanpa
pereduksian iman.

Kesadaran sosial tidak hanya agama sendiri saja yang memiliki keyakinan
melainkan juga agama lain disertai sikap positif secara proeksistensi dan
nonreduktif, maka seperti itulah yang disebut sebagai pluralisme. Dalam bentuk
sederhana pengertian pluralisme agama adalah pengakuan di kehidupan
masyarakat dan bernegara terdapat bukan hanya orang Islam melainkan ada
pemeluk agama lain yang juga memiliki hak yang sama untuk eksis sebagaimana
keberadaan agama diri sendiri. Dari pengakuan hak yang sama tersebut

menciptakan kesadaran bersama untuk hidup saling menghormati. Sebagaimana
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dinyatakan Budhy Munawar-Rachman, antarumat beragama harus membangun
perasaan saling menghormati.®

Dengan demikian istilah pluralisme lebih tepat untuk hal yang bersifat
filosofis dan sosiologis, yaitu istilah dalam ilmu sosial yang berarti keragaman
beragama yang menuntut interaksi, tetapi sama sekali tidak menafikan bahkan
mengakui eksistensi agama yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu,
pemaknaan pluralisme sebagai paham yang menghendaki setiap orang bebas
memilih agama tanpa mempertimbangkan eksistensi dan keunikan masing-masing
agama tentu tidak dapat dibenarkan.

Gambaran pluralisme pada ilmu sosial ini ternyata dipakai untuk
pemaknaan teologi yang digunakan MUI, sehingga terjadi perubahan makna
pluralisme yang sebenarnya. Jika pendapat ini dibenarkan meskipun mengakui
keragaman agama, maka MUI termasuk mendukung pluralisme agama bertipologi
indifferent, khususnya beraliran teologi global seperti yang terjadi di Barat karena
tidak menghormati keunikan masing-masing agama. Selain itu inklusif dengan
menerima kebenaran umum karena semua agama ikut berpartisipasi di dalamnya
tanpa memperhatikan aspek teologis juga dapat terjebak pada bentuk lain dari
pluralisme agama bertipologi indifferent, yaitu kesatuan transenden agama-agama
(transcendent unity of religions).

Meskipun menghargai keunikan, tetapi mengakomodasi kepentingan

dengan membenarkan semua agama pada kebenaran umum yang sejatinya

8 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 32.
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berbeda adalah pereduksian iman. Sifat inklusif harus diarahkan pada wilayah
sosiologis karena makna teologisnya rawan dimanipulasi untuk menyatakan
semua agama adalah sama sebagaimana pemahaman tokoh-tokoh pluralisme
agama bertipologi indifferent. Oleh sebab itu, pluralisme agama nonindifferent dan
inklusif harus dibedakan karena justru keinklusifan agama berpotensi terjadinya
pereduksian iman. Sikap yang benar adalah memilih inklusivisme-pluralisme dan
partikularisme terbuka. Artinya, di antara inklusivisme dan pluralisme atau di
antara eksklusivisme (partikularisme) dan inklusivisme.

Salah satu faktor potensial yang menyulitkan tegaknya pluralisme adalah
perbedaan agama yang tidak dikelola dengan etika global. Berkaitan dengan
realitas bangsa yang plural, keberagamaan cukup menjadi perangkat etika.
Keberagamaan selalu bersinergi dan berada dalam perangkat harmoni dengan
realitas masyarakat tanpa mereduksi agama karena bertentangan dengan nilai-nilai
normatif Islam. Meskipun terdapat berbagai perbedaan keyakinan, istilah dan
penggunaan pluralisme agama yang mengalami perubahan tipologi dari indifferent
ke nonindifferent ini dapat dipahami sebagai asas pergaulan bersama antarumat
beragama.

2. Pengertian pluralitas dan pluralisme agama adalah satu kesatuan.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, Majelis Ulama
Indonesia memaknai pluralisme agama sebagai paham yang menganggap semua
agama sama. Dari pemahaman tersebut berkembang logika untuk menerima

pluralitas, tetapi menolak pluralisme. Meskipun logika tersebut mengandung
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kerancuan (fallacy), beberapa kelompok Islam antipluralisme dan masyarakat
awam banyak yang sepaham dengan pandangan tersebut.

Meskipun istilah pluralitas dan pluralisme merupakan pengalihbahasaan
dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu plurality dan pluralis, keduanya sama-
sama memiliki kata dasar “plural”. Menyikapi pluralitas tanpa merujuk salah satu
perspektif pluralisme adalah mustahil. Jika pluralitas berarti kondisi yang
majemuk, maka pluralisme adalah pandangan dan sikap yang mendukung adanya
realitas keragaman atau kemajemukan agama. Dengan demikian, pandangan
semua agama adalah ungkapan religiositas yang sama dapat menghilangkan
makna pluralitas.

Jika dikaitkan sejarah hubungan Islam dan nonmuslim, maka kasus
ketidakpahaman makna kata seperti menerima pluralitas dan menolak pluralisme
pernah terjadi pada era Umar bin Khathtahb. Sebagaimana dinyatakan Ytsub al-
Qaradawi, Umar bin Khathtahb pernah mengabulkan permintaan kaum Nasrani
atas kekalahan mereka dari bangsa Arab untuk mengubah status nonmuslim
pembayar jizyah (pajak). Kaum Nasrani hanya siap memberikan kesediaannya
untuk membayar apa saja yang diminta darinya atau lebih pantas disebut sedekah.
Dengan peristiwa tersebut Umar bin Khathtahb menilainya sebagai bentuk
kebodohan karena menerima makna, namun tidak dengan nama (istilah).®’

Kemajemukan atau pluralitas bangsa memperlihatkan pengalaman

empirik, prinsip pluralisme sebagai paham yang menghargai eksistensi perbedaan

87Yiisub al-Qaradawi, “Al-Islam wal Ilmaniyyah wajhan 1i wajhin”, dalam Islam dan Sekularisme,
52.
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manusia dalam bentuk semboyan negara Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal lka
harus diakui dan dilestarikan. Semboyan tersebut secara implisit mengandung
penegasan perbedaan adalah khazanah nasional yang wajib dikelola bukan dengan
permusuhan maupun penyeragaman, tetapi dipelihara dan disatukan agar tidak
menjadi kekuatan yang tercerai berai. Oleh sebab itu, perlu menumbuhkan sebuah
gerakan kebudayaan pluralisme berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.

Pluralisme agama ibarat sebuah taman yang menjadi keindahan dan
anugerah jika terdapat keragaman, bukan kesamaan dan penyeragaman. Semua
agama tumbuh dan berkembang subur, tetapi identitasnya tetap jelas dan tidak
mengurangi nilainya ketika bersama-sama menjadi taman. Semua agama
mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan agamanya, tetapi ketika
berbagai penganut agama berkumpul dalam satu taman Indonesia tetap tidak
mengurangi identitasnya masing-masing bahkan semakin menambah khazanah
masing-masing.

Pentingnya pengelolaan tersebut untuk mengatasi perbedaan yang
membawa kerja sama dan tidak menuju kerjasama. Meskipun tidak selalu
permusuhan, tanpa asas pergaulan bersama perbedaan agama sangat sulit
mengarah kerjasama sehingga masing-masing pemeluk agama harus mentaati dan
menghormati perbedaan demi menuju kerukunan hidup bersama. Berpijak pada
prinsip tersebut para pendiri bangsa merumuskan tata kehidupan berbangsa dan

bernegara yang menghargai semua agama.
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Pluralisme sebagai sikap atas pluralitas menurut penulis sebaiknya tidak
serta merta dipahami sebagai sumber pendangkalan ‘agidah, yaitu relativisme
karena tidak berhubungan secara langsung dengan teologis. Sebagaimana
monisme, relativisme agama justru lawan dari pluralisme. Kedua paham
menafikan fakta sosial atas masyarakat plural sehingga menjadi kendala utama
pewujudan pluralisme. Monisme menganggap hanya satu nilai saja yang benar
dan relativisme berpandangan setiap nilai adalah benar sehingga setiap kebenaran
adalah relatif.

Keberadaan pluralisme sebagai asas pergaulan antarumat beragama hanya
sebatas hubungan sosial, kemanusiaan dan kebangsaan. Penyebutan semua agama
adalah sama sebagaimana pemaknaan Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan
Fatwa Nomor 7 Tahun 2005 bukan bermakna relativisme karena rentan untuk
disalahpahami sebagai penghapus identitas dan keunikan masing-masing agama.

Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 meskipun bertujuan penjagaan iman dari
tipologi pluralisme agama indifferent, tetapi bagi kelompok Muslim yang
memperjuangkan tipologi berbeda justru memunculkan kontroversi yang
berkepanjangan dan belum ada tanda-tanda berakhir. Letak kontroversi keputusan
fatwa ini bukan pada eksistensi MUI sebagai lembaga fatwa, tetapi metodologi
yang kurang tepat dalam menghubungkan realitas antara pluralitas dan pluralisme.
Kerancuan makna ini berimplikasi langsung pada norma sosial hubungan

antarumat beragama dan status hukum pluralisme agama bagi umat Islam.
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Gambaran pengertian pluralisme agama yang sepihak secara monolitik ini
dapat menghasilkan disharmoni intelektual sehingga harus dicarikan tawaran
beberapa alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam menjembatani kepincangan
pemahaman publik dan pemikiran akademik tentang pluralisme. Dalam
memahami persoalan tersebut harus dilihat pemahaman awal tentang makna
semantik antara pluralisme dan pluralitas sehingga wacana tersebut sebaiknya
tidak terlalu diarahkan pada keperpihakan golongan tertentu, tetapi diarahkan
untuk memotivasi kohesif dan interaksi sosial yang beragregasi dengan
kepentingan bangsa dalam menghadapi tantangan globalisme.

Pluralisme agama harus dipahami sebagai pertalian sejati kemajemukan
dalam ikatan sosial kemasyarakatan, yaitu saling menghormati dan bekerja sama
antarumat beragama yang positif jauh dari sifat fanatisme sempit dan disintegratif.
Pada dirinya sendiri pluralisme justru mengandaikan pluralitas karena jika semua
agama adalah sama, maka tidak pernah ada pluralisme melainkan singularisme
(ketunggalan). Dalam pandangan Mogsith Ghazali, pluralisme sama sekali tidak
identik dengan penyamaan agama sehingga tuduhan menyamakan semua agama
oleh MUI adalah salah pada dirinya sendiri dan tidak realistis karena agama tidak
mungkin disamakan.®® Oleh sebab itu, masing-masing pemeluk agama perlu
memiliki kesadaran untuk memahami istilah antara pluralitas dan pluralisme.

a. Pluralitas adalah sebuah fakta keragaman yang ada secara alami berdasarkan

pada hukum alam atau pemberian Tuhan untuk manusia, bukan pilihan

8 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 37.
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manusia seperti jenis kelamin, ras, suku, budaya, agama dan seterusnya.
Tidak ada yang salah dalam pluralitas, tetapi cara menyikapinya berbeda.
Jika sekadar menjawab masyarakat di Indonesia adalah beragam suku,
agama dan budaya, maka hanya menggambarkan kesan fragmentasi secara
deskriptif. Demikian pula jika deskriptif pluralitas disikapi dengan toleransi
dan bersifat inklusif, maka pengalaman yang muncul sekadar tenggang rasa
dan koeksistensi, yaitu hidup berdampingan tetapi pasif tanpa aksi sehingga
peluang lain sebagai rumusan jawabannya adalah dengan pluralisme.

b. Pluralisme dipahami sebagai paham menghormati kemajemukan kehidupan
bersama secara sosial termasuk agama yang afirmatif dan nonreduktif
sehingga tidak perlu dikaitkan dengan agidah dan ibadah tertentu.

Keberadaan pluralisme agama bukan hanya fenomena Islam, tetapi terjadi
pada semua agama secara global bahkan setiap peradaban mempunyai pluralisme
seperti mazhab, pemikiran, filsafat dan aliran politik. Dalam sejarah sosial
perkembangan umat Islam, pluralisme agama sebagai sikap atas pluralitas
merupakan khazanah yang mewujud dalam Islam. Pluralisme juga mengandung
arti kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat dapat berpartisipasi secara
penuh dan setara dengan kelompok mayoritas, sambil mempertahankan identitas
dan perbedaan mereka yang khas. Pluralisme harus dilindungi negara dan hukum,
khususnya hukum internasional.®® Pluralisme perspektif politik berarti

perlindungan negara atas hak-hak warga untuk memeluk agama sesuai

89 Mohamed Fathi Osman, Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan, 4.



297

keyakinannya sehingga negara tidak dapat menghakimi keyakinan seseorang.
Kewajiban negara adalah melindungi warga dan kewajiban warganegara
mematuhi peraturan yang berlaku di negaranya.®

Ide pluralisme agama berangkat dari anggapan agama-agama itu tidak
sama sehingga pluralisme diperlukan untuk menjawab realitas masyarakat
Indonesia yang plural. Artinya, fakta pluralitas di Indonesia harus disikapi dengan
pluralisme, yaitu menerima dan menghargai realitas yang plural. Meskipun
berbeda keyakinan, adanya asas pergaulan sebagai aturan bersama dapat berjalan
tertib. Sebaliknya, jika interaksi sosial antarumat beragama berjalan tanpa aturan,
maka masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan berpotensi konflik. Masing-
masing agama menggunakan truth claim dan pengaruhnya secara politik dan
ekonomi untuk persaingan tidak sehat seperti merendahkan agama lain.
Akibatnya, muncul rasa saling iri dengki dan mengintai satu sama lain sehingga
tersebarlah kebencian, permusuhan dan saling menjatuhkan.

Meskipun konflik sosial sebagai implikasi negatif adanya pluralisme
agama mungkin saja terjadi sehingga perlu diantisipasi, tetapi solusi untuk
mengatasinya tidak harus mengingkari kenyataan adanya pluralisme itu sendiri.
Pluralisme agama sebagai sikap atas pluralitas adalah keniscayaan sebuah fakta
yang sudah menjadi agenda kemanusiaan sehingga pengingkaran terhadapnya
merupakan upaya menciptakan suatu hegemoni baru pada berbagai aspek

kehidupan masyarakat.

% Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 45.
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Jika pluralitas adalah eksistensi keragaman agama, maka pluralisme adalah
suatu paham atau perspektif atas keragaman agama sehingga pluralisme pada
dirinya sendiri justru mengandaikan pluralitas. Agama-agama adalah fakta
perbedaan (pluralitas) dan pluralisme adalah sikap terhadapnya.®* Meskipun
pluralisme adalah sikap atas pluralitas, sikap antarumat beragama secara teologis
tetap mengakui kebenaran agama sendiri sebagai bentuk penjagaan identitas
keimanan para pemeluknya. Berbeda dengan sikap sosial untuk memahami
keragaman dan perbedaan antarumat beragama adalah dengan menghormati
eksistensi semua agama.

Dengan demikian pluralisme merupakan kesadaran kemajemukan yang
tidak sekadar pengakuan pasif fakta kemajemukan (pluralitas) melainkan lebih
dari itu, yaitu menghendaki tanggapan positif secara aktif.% Pluralisme sebagai
sikap atas pluralitas tidak dapat dipisahkan karena pluralitas tanpa pluralisme
tidak mungkin tercipta hidup damai yang proeksistensi, yaitu ada ikatan sosial
yang menuntut adanya kepedulian secara aktif terhadap agama lain. Pluralitas
tanpa pluralisme berhenti pada sikap koeksistensi, yaitu hidup damai
berdampingan tetapi sendiri-sendiri dan berpotensi konflik karena sebelumnya
tanpa dialog atau tidak pernah menjalin kedekatan.

3. Pluralisme agama bukan sekadar inklusif dan hidup bertoleransi.

Masing-masing umat beragama secara inklusif wajib menerima

keberadaan agama lain dengan memberikan pengakuan umum atas nilai-nilai

1 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 38.
%2 Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan
Kemungkinan”, dalam Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani, 30.
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kebaikan dan klaim kebenaran dari semua agama. Pengakuan umum ini bertujuan
agar tidak ada pemahaman tentang agama lain buruk dan salah secara mutlak
sehingga harus dijauhi dan tidak perlu dihormati. Semakin kuat pemahaman
antarumat pada nilai-nilai umum bagi masyarakat beragama, maka semakin kuat
pula ikatan sosialnya sehingga terjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis.
Kondisi tersebut meningkatkan kemampuan masyarakat memelihara sumber daya
alam dan sosial dari berbagai peluang konflik. Oleh sebab itu, makna inklusif
adalah terbuka terhadap orang beragama lain atas dasar kerelaan saling memberi
dan menerima semua kebaikan umum, bukan untuk menyerahkan keyakinan
secara Khusus.

Kebenaran umum pada semua agama digunakan untuk menghargai dan
menghormati keberadaan agama lain secara sosiologis, bukan membenarkan
adanya sinkretisme dan relativisme agama. Faktanya sebagian kelompok yang
mendukung dan memperjuangkan pluralisme agama melalui pintu inklusif juga
terjadi kerancuan pemikiran. Meskipun tetap berkeyakinan ada kebenaran absolut,
sifat inklusifnya justru menunjukkan adanya pengakuan kebenaran agama yang
kualitasnya juga dapat ditemukan pada agama-agama lain.

Sikap ini inkonsisten karena secara teologis menganut paham
perenialisme, tetapi argumentasi yang dibangun untuk merumuskan data agama
menggunakan pendekatan lain seperti relativisme. Meskipun menerima pluralisme
berpotensi terjadinya perebutan klaim kebenaran, sikap toleran dan kedewasaan

dalam membangun relasi antarumat beragama perlu dikembangkan masing-



300

masing pemeluk. Menurut Nurcholish Madjid, kata kunci perwujudan hubungan
antarumat beragama adalah keterbukaan, saling menghargai dan toleransi.®

Toleransi bermakna bersedia memahami orang lain dengan sabar dan
lapang dada tanpa saling mengganggu antarumat beragama atas dasar sikap
hormat pada keyakinan dan keikhlasan sesama. Artinya, paham bahwa setiap
orang berhak dan sah memiliki kepercayaan apapun terlepas setuju atau tidak
dengan kepercayaan atau agama orang tersebut, tetapi tidak boleh merendahkan
atau melecehkan orangnya.

Dalam konteks kehidupan beragama yang majemuk di Indonesia, toleransi
secara koeksistensi atau sekadar hidup berdampingan tidaklah cukup sebab
tenggang rasa saja juga berpotensi untuk apatis dengan yang lain. Artinya,
meskipun dalam keseharian antarumat beragama tampak hidup bersama, tetapi
sebenarnya hidup sendiri-sendiri secara eksklusif sehingga perlu dikembangkan
kehidupan antarumat beragama yang proeksistensi.

Pada kondisi sekarang tugas utama masing-masing pemeluk agama bukan
semakin mempertegas perbedaan, tetapi justru bagaimana mengkomunikasikan
ajaran-ajaran agamanya pada wilayah agama lain sehingga semua agama memiliki
keterbukaan untuk saling memberi kesempatan dalam memahami, bertoleransi,
dan membangun solidaritas secara intens. Minimnya komunikasi justru
melahirkan perbedaan tajam karena setiap orang atau kelompok sosial,

keagamaan, dan budaya sangat wajar memiliki frame of reference yang berbeda.

93 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban, 190.
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Toleransi dalam pluralisme agama menanamkan nilai dasar dari setiap
penganut agama untuk menghormati perbedaan dan kesediaan berbagai tempat
dengan kelompok agama lain, khususnya agama minoritas. Menanamkan nilai
dasar dari setiap penganut agama terhadap perbedaan dan keunikan masing-
masing agama ini dapat dilakukan dengan mengembangkan dialog bahkan
konsensus untuk bonum commune atau kebaikan bersama. Dalam konsensus lebih
inspirasi bagi semua kelompok daripada aspirasi kelompok mayoritas. Konsensus
bukan dinilai dari kuantitas pendapat mayoritas atau titik temu argumentasi
populer, tetapi juga melibatkan hak-hak agama minoritas. Oleh sebab itu, toleransi
bukan sekadar menerima keragaman melainkan masalah bagaimana agar
keberagaman membawa manfaat, yaitu hidup bersama secara proeksistensi.

Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan yang menciptakan perdamaian
antarumat beragama. Toleransi perspektif Islam diistilahkan zasamuf yang
berkonotasi kemurahan hati (jud wa karam) dan kemudahan (tasahul) dari kedua
belah pihak yang berbeda atas dasar saling pengertian atau memahami satu sama
lain. Makna tasamuh berbeda dengan fakta awal toleransi di negara Barat yang
menunjukkan adanya sebuah otoritas berkuasa, tetapi enggan bersikap sabar atau
membiarkan orang lain yang berbeda. Toleransi dalam Islam (tasamuh) selalu
digunakan dalam bentuk resiprokal (hubungan timbal balik), yaitu membangun
sikap saling menghargai dan menghormati antarumat beragama.

Toleransi akan tegak jika lahir dari keikhlasan hati sehingga bukan saja

membutuhkan kesediaan ruang untuk menerima perbedaan, tetapi juga
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pengorbanan lahir dan batin. Meskipun menciptakan ruang perbedaan dan
membutuhkan pengorbanan, toleransi tidak bisa mentoleransi tindakan-tindakan
intoleran. Pereduksian agama harus dihindari sehingga titik temu dalam
pluralisme agama tidak boleh dikaitkan dengan urusan keyakinan yang
merendahkan kesucian agama. Wacana teologi yang salah berakibat terjadinya
pengaburan bahkan menuju sinkretisme yang tidak dikehendaki semua agama.

Menjawab tuduhan kelompok antipluralisme yang menganggap kalimah
sawa’ menurut konsepsi Nurcholish Madjid adalah peleburan agama merupakan
kekeliruan karena pencarian titik temu agama dalam kalimah sawa'* atau a
common word tidak bermaksud peleburan atau pencampuradukan keyakinan,
melainkan pengakuan atas kebersatuan dalam kemajemukan.%

Demi tuntutan sosial untuk hidup berdampingan secara proeksistensi,
maka keberadaan semua agama harus diakui oleh masing-masing umat beragama.
Kesediaan untuk memberikan pengakuan terhadap kebenaran agama lain oleh
agama sendiri tidak dibutuhkan karena masing-masing umat beragama memiliki
klaim kebenaran agama sendiri tanpa meminta persetujuan dari agama lain.
Pengakuan kebenaran agama sendiri bukanlah anggapan yang salah bahkan setiap
umat beragama harus yakin pada agama yang dipeluknya adalah paling benar dan

orang lainpun dipersilahkan untuk meyakini kebenaran agamanya.

% Al-Qur’an, 3: 64.
% Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Pluralisme Nurcholish Madjid (Jakarta: PSIK
Paramadina, 2007), 157-162.
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Malapetaka yang timbul adalah ketika seseorang meyakini agama sendiri
paling benar lalu memaksa orang lain untuk memeluk agama yang dianutnya.%
Citra ideal agama yang disifati secara chauvinism tanpa mempertimbangkan
keberadaan agama lain ini sering beriringan dengan sikap eksklusivisme, agresif
dan absolut. Kebenaran yang dianut agama sendiri bukan lagi menafikan
kebenaran yang diyakini oleh umat beragama lain, tetapi memandang eksistensi
agama yang berbeda diluar dirinya dianggap fenomena yang menyalahi kebenaran
itu sendiri. Klaim kebenaran yang disikapi secara eksklusivisme ini terus berusaha
agar orang lain mengikuti agamanya dengan cara menganggap agama orang lain
tidak sempurna, keliru dan tidak selamat.

Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang mengharamkan
pluralisme agama ini meskipun secara khusus bertujuan untuk menolak
beredarnya paham pluralisme agama yang mengajarkan sinkretisme dan
relativisme agama, tetapi sekaligus berpotensi menjadi alat legitimasi hukum dan
politik untuk menolak pemahaman lain di luar ketentuan umum fatwa. Salah satu
bukti nyata adalah berkembangnya penolakan istilah pluralisme agama sebagai
indikasi kekuatan fatwa MUI oleh pendukungnya yang menjadi titik rawan
masuknya sikap-sikap intoleran terhadap perbedaan keyakinan dalam Islam.
Misalnya, para cendekiawan Muslim yang memperjuangkan pluralisme agama
meskipun bertipologi nonindifferent, sangat rawan menjadi objek penyesatan

kelompok antipluralisme agama yang memanfaatkan fatwa ini.

9% Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), 67-68.
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Tidak mengherankan jika kelompok Muslim yang menolak pluralisme
berdasarkan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 hanya menghidupkan toleransi
yang bersifat koeksistensi, yaitu toleransi yang bersifat pasif, hidup berdampingan
tetapi kurang melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial dan kemanusian secara
bersama. Artinya, toleransi yang dibangun adalah toleransi negatif, yaitu toleransi
malas atau toleransi semu yang minim interaksi, sekadar menyapa secara
formalitas dan berpotensi rawan konflik untuk masalah-masalah yang tidak perlu.
Dengan memahami makna pluralisme agama nonindifferent yang bebas dari
relativisme dan keterlibatan aktif dalam dialog antarumat beragama, maka
terwujud harmonisasi kehidupan beragama berdimensi sosial di Indonesia.

Berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda bersedia membangun
sebuah komunitas global. Pluralisme mengajak keterlibatan aktif dengan orang
yang berbeda agama (the religious other) tidak sekadar toleransi, tetapi lebih jauh
memahami substansi ajaran agama orang lain sekaligus berfungsi sebagai tipologi
yang efektif bagi pluralisme sosial demokratis.

Menjaga harmonisasi antarumat beragama dalam pluralisme sosial
merupakan bentuk toleransi beragama, yaitu sikap menghormati orang yang
berbeda agama untuk hidup berdampingan tanpa mereduksi keyakinannya sebagai

hak dasar yang bersifat personal. Seperti dikatakan Mukti Ali, “...Orang lain juga
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dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk mempercayai dan meyakini kebenaran
agama yang dianutnya”.%’

Berpijak sikap kerelaan menerima perbedaan, maka keragaman di
Indonesia tidak akan dipahami dengan antipluralisme. Pluralisme agama
indifferent meskipun harus ditolak, tetapi penolakan itu tidak menyebabkan
seseorang diklaim antipluralisme sejauh masih menganut paham nonindifferent.
Jika pluralisme agama nonindifferent ini pun ditolak, maka yang menolak
sesungguhnya adalah antipluralisme.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, kebijakan antipluralisme tidak berlangsung
lama karena mengingkari hak asasi manusia untuk memiliki kata hati dan
menyatakan pendapat. Fakta pluralisme tidak hanya ranah agama, tetapi ada
dalam ungkapan sosio-politis dan kultural. Menolak pluralisme berarti
memungkiri realitas sehingga hidup dalam kehampaan ilusi kultural.®®

Jika tipologi pluralisme agama nonindifferent bersifat sosiologi tidak
membahayakan keyakinan umat beragama, maka menurut penulis tidak ada alasan
untuk meninggalkan istilah pluralisme agama yang penggunaannya mewakili
kondisi sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Istilah pluralisme harus tetap
digunakan karena kelebihan istilah ini selain menjadi branding yang digunakan
dimana-mana juga mempunyai teori mapan sehingga jelas bermanfaat dan

berimplikasi legal, diakui negara, dan dunia internasional.

% A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah, dan Misi”, dalam IImu
Perbandingan Agama, ed. Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck, 230.

9% Ahmad Syafii Maarif, “Pluralisme Sebagai Fakta Sejarah: Tanggapan atas Anthony Reid”, dalam
Bernard Adeney-Risakotta (ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia, 78.
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Meskipun tidak ada kepastian politik dan hukum yang mendukung
pluralisme agama, optimisme pada masa depan selalu ada karena karakter
masyarakat Indonesia sejatinya adalah terbuka dan majemuk. Dengan menerima
pluralisme, semua pemeluk agama saling menghormati hidup, menguatkan
harmoni, dan perdamaian antarumat beragama. Sebaliknya menolak pluralisme
berpotensi pada fanatisme dan kebencian yang merusak atau menghancurkan
manusia.%

Meskipun kontroversi istilah pluralisme hanyalah soal persaingan
pemaknaan atau sintesis wacana perebutan para penggunanya, pluralisme agama
nonindifferent tidak menghilangkan sisi normativitas dan historisitas sebagai
konsep etika pergaulan di Indonesia. Persaingan pemaknaan yang menentukan
masa depan hubungan antarumat beragama bagi kelompok pendukungnya tersebut
tidak perlu dihadapi dengan cara mengalah.

Menurut Budhy Munawar-Rachman, pengembangan filsafat, ilmu-ilmu
humaniora, dan studi multikulturalisme pada pengajaran agama diharapkan lebih
menyadari pluralitas itu adalah keniscayaan sejarah.!®® Mengganti istilah
pluralisme agama yang disebut haram menurut MUI dan sebagian kelompok
Islam seperti dilakukan oleh Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB) di
Yogyakarta dengan istilah lain seperti multikulturalisme!®® dan kebhinekaan

(Bhineka Tunggal lka) justru merugikan karena istilah pluralisme agama tidak

9 Guntur Romli, “Pluralisme dan Hak Minoritas di Indonesia: Masa Depan dan Tantangannya”,
dalam http://www.icesnetwork.org/2014/06/.html#.U7LL-2cijlU (11 Juli 2014).

100 Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme, 293.

101 1mam Subkhan, Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, 100.


http://www.icesnetwork.org/2014/06/.html#.U7LL-2cijIU
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mungkin kembali dibicarakan.? Istilah pluralisme agama yang mengandung
resistensi bagi kalangan agamawan konservatif bahkan perlu disosialisasikan.

Penggunaan istilah lain tidak luput dari screening kelompok antipluralisme
karena dianggap memiliki agenda terselubung yang patut dicurigai sebagai pelaku
pendangkalan ‘agidah. Artinya, berusaha menghindari istilah pluralisme sebagai
sikap atas pluralitas dengan istilah lain yang sama justru menjadi punah karena
tertutup oleh pelarangan fatwa dan opini kelompok yang menolak pluralisme
agama di Indonesia.

Penjelasan definisi pluralisme agama dalam ketentuan umum Fatwa MUI
Nomor 7 Tahun 2005 tersebut tidak sesuai dengan makna pluralisme agama
bertipologi nonindifferent sehingga tidak perlu dikait-kaitkan dengan sejarah
kelam penerimaan pluralisme agama di negara Barat. Paham sinkretisme,
relativisme dan nihilisme yang berkembang di negara Barat baik secara
normativitas dan historisitas bukanlah ajaran yang bersumber dari kehidupan umat
Islam. Terlebih pengalaman empiris kehidupan proeksistensi antarumat beragama
di Indonesia sudah dipraktekkan sejak dahulu melebihi kesadaran akan pluralitas,
inklusif dan toleransi agama di negara manapun.

Berdasarkan uraian di atas pluralisme agama merupakan tata nilai yang
memaknai realitas keragaman agama adalah positif sekaligus optimis sebagai
keniscayaan Ilahiyah yang harus diterima seraya terus berbuat sebaik mungkin

secara proeksistensi dan nonreduktif berbasis realitas keragaman agama tersebut.

102 7ainal Abidin Bagir, Mencari Format Baru Pengelolaan Perbedaan, 76-77.
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Kebaikan dari pluralisme agama dalam kehidupan antarumat beragama
berkonsekuensi positif, yaitu tidak dipahami sebagai kebatilan yang harus
diberangus melainkan modal potensial. Menciptakan harmoni di tengah perbedaan
dengan meningkatkan kerukunan-koeksistensi menjadi kerjasama-proeksistensi.

Dari analisis ketentuan umum Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun
2005 seiring terjadinya perubahan makna dan tipologi pluralisme agama dari
indifferent ke nonindifferent, maka perubahan ketentuan umum fatwa tersebut
berimplikasi pada ketentuan hukumnya.

B. Ketentuan Hukum Pluralisme Agama Nonindifferent dalam
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
Pendukung pluralisme agama menilai MUI selain salah dalam definisi juga

tidak tepat dalam memberikan penafsirkan hukum haram dan nilai mafsadah atas
pluralisme agama nonindifferent. Ringkasan sumber-sumber fatwa MUI seperti
dalam Komisi Fatwa Nasional dan Provinsi, diatur ketetapan hukum secara
hierarkis. Majelis Ulama Indonesia menyatakan jika istzinbat fatwa yang hanya
bersumber dari al-Qur’an dan al-kadith belum tentu sesuai latar belakang dan
tujuan al-nass bahkan tidak terdapat dalam keduanya, maka sebagaimana diakui
MUI keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, giyas yang
mu tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istizsan, maslahah mursalah,
dan sadd al-dhari ah.t%®

Demikian pula dengan fatwa tentang ‘agidah harus bersumber dari al-nass

dan tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan sehingga ketetapan hukumnya

103 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 14.
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bersifat tetap dan sulit berubah. Setiap fakta yang bersumber dari tradisi agama
umumnya memiliki makna disamping kandungan nilai seperti halal atau haram.
Salah satunya adalah makna pluralisme agama oleh Majelis Ulama Indonesia
yang cenderung mendefinisikan sendiri pluralisme dan mengacu pada definisi
tersebut MUI mengharamkan pluralisme. Padahal kegiatan penetapan hukum
sebagai tahap pengambilan kesimpulan tidak bisa diputuskan secara mendadak,
tetapi harus melalui suatu tahap yang disebut tasawwur atau rekonstruksi dan
definisi masalah.1%

Masalah selanjutnya menurut penulis sulit melakukan perubahan atas
status hukum pluralisme agama yang terlanjur difatwa haram oleh MUIL.
Pluralisme agama meskipun bertipologi nonindifferent dan bersifat umum
dipahami oleh semua agama, tetapi keputusan fatwa MUI tetap bertahan dan
menunjukkan sikap antipluralisme. Keputusan hukum untuk kasus pluralisme
menurut fatwa MUI termasuk kategori masalah ‘agidah dan ibadah berdefinisi
tunggal dan tanpa kompromi. Perubahan fatwa oleh MUI ternyata hanya
memungkinkan untuk masalah yang menyangkut keduniaan. Seperti pendapat
Wakil Ketua Komisi Fatwa, Anwar Ibrahim menyampaikan peluang atas revisi
fatwa haram pluralisme agama, jika ada perubahan keadaan atau situasi dapat
dimungkinkan adanya revisi untuk fatwa-fatwa yang bersifat keduniawian dan
untuk masalah ‘agidah, MUI belum pernah merevisi fatwanya.!® Perubahan atas

status hukum fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI selain masalah ‘agidah

10%http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/02/0pi01.html (21 Mei 2013).
95 Anwar Ibrahim, “MUI Diimbau Cabut Fatwa Haram Pluralisme”, dalam http://www.Sinar
harapan.co.id/berita/0508/02/opi01.html (26 September 2013).
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juga menyangkut aspek administratif. MUI sejak tahun 1986 membatasi diri
dalam mengeluarkan fatwa, yaitu tidak setiap persoalan yang diajukan oleh umum
atau pemerintah kepada MUI ditanggapi dalam bentuk surat fatwa yang lengkap,
melainkan cukup ditanggapi dengan surat nasihat.%

Berbagai pendapat mengusulkan MUI mengevaluasi fatwa Nomor 7 Tahun
2005 menjadi semakin sulit. Ahmad Suaedy berpendapat, keputusan menolak
pluralisme agama oleh MUI dipengaruhi sistem keanggotaan yang bersifat
organisasi bukan individu sehingga semua organisasi memperoleh representasi
yang sama. Meskipun struktur MUI memiliki ormas Islam moderat seperti NU
dan Muhammadiyah berjumlah individu terbanyak, tetapi institusinya sedikit.
Berbeda dari kelompok Islam konservatif yang individunya sedikit dengan jumlah
organisasi banyak berkonsekuensi mampu menguasai produk fatwa MUI.1%

Menurut Moch. Nur Ichawan, keterjebakan MUI dalam konservativisme
satu setengah dekade terakhir sejak Munas 2000 karena absennya sayap progresif.
Sejak tahun 2000 MUI memosisikan diri sebagai khadimu ‘l-ummah (pelayan
umat Islam) dan selanjutnya berhasil mengeluarkan fatwa keharaman
sekularisme-liberalisme-pluralisme tahun 2005 dan 10 kriteria aliran sesat tahun
2007. Sejak saat itu terjadi pembersihnan MUI dari kelompok progresif ke
kelompok yang orientasi keagamaannya puritan-konservatif. Jika MUI era Orde
Baru melunakkan yang keras tanpa bersentuhan langsung dengan kelompok-

kelompok keras, maka pasca Orde Baru secara bertahap dekat dan bersentuhan

106 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 87.
107 Ahmad Suaedy, “Tantangan dan Arah Baru”, dalam www.wahidinstutute.org (20 Juni 2013).
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langsung dengan kelompok keras yang sebagian secara individual terakomodasi
masuk keanggotaan MU atau tetap di luar, tetapi menekan MUI.1%®

Perubahan kepengurusan MUI periode 2015-2020 yang memasukkan
sejumlah tokoh kelompok keras secara signifikan terjadi setelah Munas 2015
menyusul Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dan Aksi Bela
Islam tahun 2016. Perubahan kepengurusan MUI ini menunjukkan adanya
jaringan informal gerakan Islamis di dalam MUI sekaligus menandai slogan pasca
Orde Baru, “melunakkan yang terlalu keras dan mengeraskan yang terlalu lunak”
sekarang berubah menjadi MUI menjadi pihak yang dikeraskan.'®

Masalah sistem keanggotaan MUI di atas juga mempengaruhi produk
hukum fatwa. Sebagaimana hasil penelitian Fawaizul Umam tentang performa
wacana elit MUI, khususnya di Jawa Timur. Wacana elit MUI dalam praksis
kebebasan beragama menunjukkan ada lima karakteristik, antara lain: (1) MUI
berpretensi menyeragamkan keyakinan; (2) merefleksikan konteks personal dan
sosial; (3) meneguhkan eksistensi MUI di ruang publik; (4) mewujudkan hasrat
kuasa pengetahuan melalui tindakan diskursif; dan (5) melangsungkan relasi
kuasa berlatar kepentingan dengan ideologi pengetahuan (keagamaan) tertentu
untuk menundukkan ideologi pengetahuan lain. Jika kelima kriteria tersebut
ditipologikan, maka eksklusivisme cenderung dominan daripada inklusivisme

apalagi pluralisme. 11

108 Moch. Nur Ichwan, “MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang”, dalam Maarif Vol. 11,
No. 2, Desember 2016, 90.

109 |hid., 91-92.

110 Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak lagi Merdeka, 251.
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Tanpa perubahan sistem keanggotaan MUI dan keterlibatan tokoh
akademisi Muslim, keputusan fatwa representrasi 300 ulama se-Indonesia tetap
menghasilkan tanggapan kontroversi bagi kelompok propluralisme. Keputusan
keharaman pluralisme menjadikan kelompok antipluralisme mendapatkan
legitimasi agama untuk melawan setiap usaha advokasi dari kelompok
propluralisme di Indonesia. Dalam berbagai kajian dan penerbitan seputar
definisi, respons dan kritik intelektual sejak lima tahun pasca dikeluarkannya
Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 menurut Budhy Munawar-Rachman konsep
pluralisme agama menunjukkan perkembangan yang matang.*!

Beberapa hasil temuan terkait dengan ketentuan hukum pluralisme agama
nonindifferent dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:

1. Ketentuan hukum pluralisme agama nonindifferent perspektif sejarah sosial
interaksi Nabi Muhammad dan pemeluk agama lain.

Kekhawatiran MUI pada pluralisme agama adalah soal pendangkalan
keyakinan atau ‘agidah.*'?> Pendangkalan ‘agidah merupakan perbuatan pokok
yang dipandang paling penting sehingga semua jenis pluralisme agama dianggap
perantara (wasilah) yang mendatangkan mafsadah. Kekhawatiran ini juga perlu
pembuktian karena menurut Mujamil Qomar, ketahanan hidup kelompok Muslim
mayoritas berinteraksi dengan minoritas nonmuslim memiliki pengalaman
panjang dalam pluralisme. Kuantitasnya tidak mengalami erosi secara signifikan

sehingga mampu mempertahankan ‘aqidah tanpa harus mengambil jarak atau

111 Budhy Munawar-Rachman, Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, 7.
112 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 93.
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memisahkan diri dari komunitas nonmuslim. Artinya, umat Islam mengetahui dan
menyadari batas-batas wilayahnya untuk bertahan karena prinsip atau boleh
membaur dalam pergaulan sosial.**3

Meskipun usaha pendangkalan ‘agidah yang disebarkan ajaran relativisme
merupakan rasio legis di balik fatwa pengharaman pluralisme agama, tetapi niat
dan pemikiran pluralisme agama tidak dapat diverifikasi berdasarkan perspektif
fikih yang amali. Keputusan fatwa merupakan aplikasi norma fikih yang
diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat tindakan atau perbuatan objektif seperti
masalah perjudian, korupsi, suap dan politik uang.

Menurut kelompok propluralisme menilai MUI tidak memiliki otoritas apa
pun untuk menghakimi sebuah pemikiran karena pemikiran tidak mengenal
hukum #alal dan haram. Penghakiman atas pemikiran pluralisme agama menurut
kelompok propluralisme telah melampaui kewenangan Majelis Ulama
Indonesia.!** Meskipun MUI secara institusi memiliki otoritas dalam
mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan pedoman atau arahan bagi umat Islam,
tetapi de jure fatwa sebagai pendapat hukum ulama di Indonesia hanya bersifat
himbauan. Daya ikat fatwa bagi masyarakat akan tetap bertahan dan tepercaya
selama tidak merugikan dan dapat dibuktikan keampuhannya oleh masyarakat.

Keanekaragaman masyarakat, khususnya daerah perkotaan yang terdiri
dari berbagai kelompok, golongan, aliran keagamaan berlatar belakang budaya

dan pendidikan yang berbeda merupakan salah satu tantangan efektifitas fatwa.

113 Mujamil Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia, 33.
114 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 31.
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Suatu fatwa sangat mungkin hanya berlaku untuk segmentasi kelompok tertentu,
tetapi kelompok lain tidak mengakui, mengenal bahkan merasa terikat dengan
fatwa sehingga justru mengikuti pola pikir dan aspirasi kelompoknya sendiri.**®

Pluralisme agama dapat diverifikasi berdasarkan perspektif fikih apabila
dikontekskan dengan perilaku konkret atau dikaitkan dengan tindakan yang
berwujud sebagaimana hukum fikih yang bersifat amaliah. Keputusan fatwa
pluralisme agama yang mengarah pada aspek pemikiran daripada fikih ini
seharusnya menghasilkan status kedosaan atau kesesatan bukan keharaman
sebagaimana produk Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005. Pluralisme agama sebagai
gagasan sebenarnya tidak bisa dihukumi sebab termasuk pada wilayah pemikiran,
bukan fikih yang sudah diamalkan. Selama berkaitan dengan akal dan hati,
keyakinan tidak boleh dikategorikan sebagai masalah hukum, sehingga tidak
dapat disimpulkan sebagai legal atau ilegal.

Faktanya yang dilarang MUI bukanlah pluralisme sebagai sikap sosial atas
pluralitas keagamaan, melainkan pandangan yang menyatakan semua agama
adalah sama persis. Pandangan yang menyamakan semua agama tanpa mengenal
batas keyakinan intrinsik pada masing-masing agama merupakan bentuk
penghinaan identitas dan keunikan antarumat beragama sekaligus merusak

kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

115 Zafrullah Salim, “Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia”, dalam Badan
Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan (Jakarta: Puslitbang Lektur dan
Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenrian Agama RI, 2012), 25.
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Cukuplah sejarah konflik antaragama dan paham keagamaan Islam masa
klasik yang kelam menjadi bagian masa lalu yang tidak boleh terulang sehingga
dapat membangun sejarah masa depan yang lebih ramah dengan perbedaan.
Artinya, meskipun tidak antipluralisme dan bukan propluralisme agama
indifferent, ada catatan khusus terkait masalah teologi yang berhubungan dengan
kehidupan sosial berbentuk pluralisme agama nonindifferent. Dalam konteks
Indonesia dikatakan bangsa ini jelas secara suku, budaya, agama dan paham
keagamaan ber-Bhineka, namun harus tetap Tunggal Ika.

Mengandalkan pluralitas dan toleransi hanya menciptakan kondisi
masyarakat yang koeksistensi, tetapi bukan proeksistensi sebagaimana pluralisme.
Abdurrahman Wahid menyatakan, demi tegaknya pluralisme masyarakat bukan
hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai (koeksistensi)
yang rentan terjadi kesalahpahaman antarkelompok masyarakat karena pada saat
tertentu bisa menimbulkan disintegrasi.’'® Beberapa pandangan antipluralisme
mencerminkan kepentingan kelompok Muslim beraliran keras yang menjadikan
fatwa sebagai dalil dan dalih untuk menyerang kelompok berbeda haluan yang
dinilai menyimpang dari ajaran Islam.’

Dari penjelasan tersebut menunjukkan keputusan fatwa MUI tentang
keharaman pluralisme agama tidak hanya menangani masalah perilaku amaliah,
tetapi meliputi masalah pemikiran teologis dari aspek penjagaan ‘agidah umat

Islam. Fatwa yang ditujukan untuk hal-hal yang bersifat pemikiran atau

18 Abdurrahman Wabhid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1999), 145.
117 Achmad ‘Aly MD, “Fatwa MUI Otoriter dan Tak Startegis”, dalam Kala Fatwa Jadi Penjara,
ed. Ahmad Suaedy, et al., 141.
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pandangan hidup adalah melampaui batas dan tidak lazim, kecuali jika masalah
keyakinan tersebut dikaitkan dengan perilaku tertentu yang harus berpijak pada
dalil. Sepanjang terdapat dalil yang mendukungnya, maka keyakinan tetap eksis
sehingga jika dalil yang mendukungnya berubah atau terbukti keliru, maka
keyakinan juga menghilang atau mati.

Bagaimana pun juga Islam sendiri hadir sebagai agama di tengah kultur
masyarakat Arab tidak serta merta melenyapkan unsur-unsur lokal sebelumnya
seperti penghormatan kepada tamu, kesetiaan menepati janji dan berbagai tradisi
yang baik melainkan diberi muatan etika dan moralitas keagamaan. Demikian
pula keberadaan agama lain harus diakui masih adanya kebenaran umum yang
dapat diambil inspirasi agar kerja sama sosial tetap terjaga tanpa mereduksi agama
dan keyakinan masing-masing.

Pluralisme agama perspektif Islam terinspirasi secara teologis dari ajaran
al-Qur’an dan sejarah sosial kehidupan Rasulullah dalam bekerja sama dengan
umat beragama lain. Ajaran Islam ini sejalan dengan praktik pluralisme agama
bertipologi nonindifferent yang menerima pluralisme sebagai sikap sosial dengan
mengakui keunikan identitas beserta klaim kebenaran masing-masing agama
tanpa pereduksian iman. Berdasarkan sejarah sosial interaksi antarumat beragama
pada masa Nabi Muhammad menunjukkan pergaulan antarumat yang berbeda
diselesaikan dengan pluralisme agama nonindifferent, yaitu mengakui keberadaan
agama lain dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan teologis

dan bertoleransi secara proeksistensi. Seperti contoh sejarah yang bersumber dari
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sejarawan Muslim Ibn Isaq (w. 151 H) tentang dialog kehidupan antarumat
beragama dalam peristiwa penerimaan Nabi Muhammad di Madinah terhadap
enam puluh orang utusan Nasrani yang pimpinan seorang Uskup terkemuka dari
Najran, yaitu Abu Haritsah bin ‘Alqgamah.

Utusan Nasrani ini masuk Masjid ketika Nabi dan para sahabat usai
melaksanakan salat Ashar. Dengan niat yang sama utusan Nasrani ingin
melaksanakan kebaktian hingga para sahabat bermaksud melarangnya, tetapi Nabi
Muhammad mencegahnya bahkan menyuruh para sahabat meninggalkan dan
membiarkannya menghadap ke arah timur memulai kebaktian di Masjid.**®
Kedatangan para utusan Najran itu selain ingin mengenal Nabi Muhammad juga
dialog perbandingan agama seputar kenabian Isa. Meskipun dalam dialog tersebut
tetap tidak dapat menghasilkan kesepakatan misalnya berikrar masuk Islam, tanpa
dipaksa pindah keyakinan Rasulullah menjamunya dalam beberapa hari. Peristiwa
ini menunjukkan dalam bidang kemasyarakatan dan masalah keduniawiaan
Rasulullah dan para sahabat tetap bisa bergaul dengan nonmuslim.°

Di bidang perdagangan Rasulullah juga berinteraksi dengan orang Yahudi
di Madinah seperti dikisahkan Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada
seorang Yahudi, Abu Syahm.'?® Demikian pula dengan jaminan kebebasan

beragama (al-hurriyah), Islam menetapkan prinsip al-musa@wah (persamaan)

118 |bn Qayyim al-Jauziyah, Zad al-Ma ad fi Hadyi Khoir al- ‘Ibad, Jilid 3 (Beirut: Muassasah al-
Risalah, 1994), 629. Lihat juga Yusub al-Qaradawi, Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-1slami
(Kairo: Dar Garib li at-Thiba’ah, 1397 H/1977 M), 48.

119 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, 255.

120 Muhammad Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, Al-Jami as-kharir al-Mukhtajar juz 6,
(Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 729.
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antara dhimmi dan Muslim. Selain memiliki kewajiban juga memiliki hak yang
sama, yaitu:*?!

a. Tidak memaksa meninggalkan agama atau menganut ideologi
tertentu.!?2

b. Menjadi hak ahlul kitab untuk melaksanakan syiar agamanya, tidak
boleh meruntuhkan tempat ibadah, mematahkan palang salib dan suami
tidak berhak melarang istrinya yang beragama lain pergi ke tempat
ibadahnya.

c. Membolehkan makanan yang dikonsumsi agama lain secara longgar
melebihi kelonggaran yang diberikan kepada umat Islam sendiri seperti
memakan babi dan minum khamr.

d. Membebaskan masalah perkawinan, talak, dan nafkah.

e. Menjaga harga diri dan hak agama lain dalam berdiskusi atau berdebat
dengan beretika dan ilmiah tanpa kekerasan.'?3

f. Menyamakan orang dhimmi dengan kaum Muslim dalam masalah
‘uqubat, Khususnya pengguguran hak waris.

g. Islam menghalalkan makan sembelihan dan menikahi wanita ahlul
kitab.124

h. Membolehkan mengunjungi jika sakit, memberi hadiah, berjual-beli
dan bentuk mu’amalah lain. Dalam sejarah diberitakan saat kembali ke
Rahmatullah, baju besi Rasulullah tergadai pada seorang Yahudi.
Sebagian sahabat jika menyembeli domba menyuruh pembantunya
memberikan daging kepada tetangganya yang Yahudi. Demikian pula
adanya kebaikan proses Islamisasi kultural pada akad dzimmah dalam
jual beli dan pemberian izin tinggal bagi nonmuslim di tengah
pemukiman Muslim.

Landasan tersebut merupakan kebijakan interaksi antarumat beragama
yang memiliki ‘agidah dan ibadah berlainan, atas dasar persahabatan, kerjasama,
dan usaha untuk kesejahteraan umum. Visi jaminan kebebasan beragama adalah
memberi tempat terbuka bagi setiap umat beragama untuk mengeskpresikan

keyakinannya sebagai kebenaran tanpa pereduksian iman baik manipulasi atau

121 Sayyid Sabiq, “Fighussunnah”, terj., Kamaludin A. Marzuki’, dalam Fikih Sunnah II
(Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 26-28.

122 al-Qur’an, 2: 256.

123 al-Qur’an, 29: 46.

124 |bid., 5: 5.
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tekanan situasi. Oleh sebab itu, untuk memperolehnya dibutuhkan kebebasan
berteologi dan kondisi sosial yang kondusif sehingga selama keberagamaan masih
berhubungan dengan keyakinan, maka tidak ada hukum positif yang dapat
menghakiminya. Dalam konteks sosial bila jaminan kebebasan beragama
diekspresikan sebagai wujud penataan pergaulan antarumat beragama yang wajib
dijaga dan dipelihara, maka hukum legal dapat diterapkan.

Menurut Yisub al-Qaradawi, umat Islam harus pandai membedakan antara
interaksi sosial yang mengganggu ‘agidah dan tidak, termasuk menghilangkan
prasangka dan konflik dalam bidang ekonomi yang seharusnya bebas dari
perbedaan agama dan etnis. Di bidang ekonomi semua transaksi dilakukan oleh
berbagai komunitas masyarakat ukurannya bukan atribut agama personal
melainkan kesesuaiannya dengan atau tanpa syariat. Transaksi ekonomi
merupakan bagian dari mu amalah yang mengharuskan bersikap terbuka. Seorang
Muslim yang toleran memiliki keyakinan kuat akan kebenaran agamanya, tetapi
juga meyakini sebagian kebenaran agama lain.*?®

Demikian pula jika tujuannya hanya menghindari relativisme, maka
pluralisme agama nonindifferent sudah mewakili keinginan MUI Kkarena
pluralisme agama zaman Nabi Muhammad saw pun juga membangun kerjasama
sosial, namun tetap komitmen pada agama masing-masing. Keragaman agama
dihadapi dengan sikap keterlibatan aktif, tetapi tidak harus berakibat agama

menjadi relatif atau bahkan secara sinkretis menjadi agama baru. Menurut Said

125 Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin
Kebersamaan (Jakarta: Kompas, 2003), 74.
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Agil Husin Al Munawar, paham sinkretis telah menciptakan nilai-nilai filosofis
menjadi satu nilai agama yang menjebak umat beragama untuk lari dari satu
keyakinan kepada keyakinan yang lain. Berangkat dari nilai-nilai filosofis yang
disakralkan menuju nilai-nilai yang profan.?®

Menurut M. Amin Abdullah, “Tanpa didahului polemik pergumulan
filosofis-teologis, Nabi tidak menuntut truth claim atas nama dirinya maupun atas
nama agama yang dianutnya dalam sikap agree in disagreement”.**’ Nabi
Muhammad tidak meyakini relativisme dan juga tidak terjerumus pada
sinkretisme agama selain ketetapan Allah, yaitu ajaran tawhid yang diturunkan
kepadanya sebagai bentuk kepatuhan tertinggi. Makna keragaman dalam
pluralisme agama merupakan ikatan kesadaran yang dibahasakan sebagai
pengakuan dan penerimaan atas keadaan yang berbeda tanpa menghilangkan
identitas ‘aqidah atau pokok-pokok keimanan.

Dari beberapa gambaran sumber ajaran semua agama yang Secara
eskatologis sama, yaitu prinsip tawhid (ke-Esaan Tuhan), namun secara
fenomenologis dalam perjalanan sejarah memunculkan rumusan yang berbeda
(tidak sama). Meskipun berbeda, tetapi sikap saling membantu satu sama lain
dalam kebersamaan antaranggota masyarakat yang memaklumi keberagaman
keyakinan dan paham agama tetap dipertahankan. Dasar pemahaman inilah yang

menjadi sikap agree in disagreement. Setuju untuk tidak setuju dalam hal-hal

126 Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, 207.
127 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas? 74.
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prinsipil hubungan antaragama yang menyangkut keyakinan atau dasar-dasar
dalam agama seperti ‘agidah dan ibadah.
2. Metode istinbat fatwa MUI kurang mempertimbangkan faktor induksi sosial.

Metode pengambilan hukum MUI dalam memutuskan keharaman
pluralisme agama sebagaimana Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 hanya
menyantumkan sumber hukum al-Qur’an dan al-Aadith, tanpa menunjukkan
metode istinbat lainnya. Fenomena bentuk pluralisme agama antara yang
dibolehkan dan diharamkan tidak menjadi perhatian MUI, kecuali berbagai fakta
negatif ajaran relativisme seiring maraknya propaganda kelompok Islam liberal
yang mendukung pluralisme agama indifferent.

Praktiknya seperti fatwa-fatwa terdahulu menurut Mohammad Atho
Mudzhar, MUI tidak selalu mempergunakan prosedur metodologis sumber hukum
Islam.? Apalagi motif penjagaan umat Islam dari pendangkalan iman menurut
MUI sudah cukup untuk segera memberikan status hukum haramnya pluralisme
agama. Menurut Fawaizul Umam, dari banyak isu keagamaan MUI cenderung
kontekstual, tetapi menyangkut soal ‘agidah seketika itu berlaku tekstual dan
menutup kemungkinan adanya varian penafsiran di luar konstruksi teologinya.
Bagi MUI masalah ‘agidah bukan wilayah yang diperdebatkan (majal ikhtilaf).

Tidak ada ijtihad atau penafsiran baru yang lebih kontekstual untuk bagian-bagian

128 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 139.
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ajaran yang sudah jelas, final dan tetap (gath'i) sehingga setiap produk tafsir yang
menyebal divonis sebagai bentuk kesesatan.?®

Sebagaimana masalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI pada era
terdahulu diakui beberapa peneliti, keberadaan fatwa memiliki kesamaan pola
pengambilan hukum, yaitu persoalan metodologi.**® MUI lebih menitiktekankan
pada pencarian makna literal-tekstual dari ajaran normativitas daripada
mengupayakan kontekstualisasi atasnya. Misalnya, beberapa kasus hukum dalam
keputusan fatwa MUI memperlihatkan kebergantungan pada al-Qur’an dan al-
hadith, tetapi penjelasannya sering mengambil pendasaran dari madhhab al-
Shafi’t atau terkadang merujuk fatwa-fatwa dari Timur Tengah (Mesir)
kontemporer, khususnya karya-karya Syaltut.3!

Dengan demikian Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang
keharaman pluralisme agama kurang melibatkan sistem pengetahuan dan realitas
objektif di masyarakat modern. Kerangka metodologi atau model pendekatan
studi hukum Islam tentang pluralisme agama yang terbatas pada tipologi
indifferent cenderung bersifat teologis-normatif-deduktif. Model penalaran hukum
Islam oleh Komisi Fatwa MUI yang mendekati masalah secara halal-haram
melalui perangkat keilmuan ushul figh klasik berdasarkan kriteria teks lahiriah
dapat dikategorikan berparadigma literalistik (bayani).

Berbeda dari model penalaran hukum Islam berparadigma historis-ilmiah

pada tipologi pluralisme agama nonindifferent. Tipologinya dihasilkan dari

129 Fawaizul Umam, Kala Beragama Tak lagi Merdeka, 237.
130 M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia, 92.
131 1hid., 94.
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pemahaman ajaran agama berdasarkan premis ilmiah masa ajaran itu
dipergunakan. Rasionalitas tipologi pluralisme agama ini dibangun oleh penalaran
yang sesuai dengan sistem pengetahuan masyarakat modern dan realitas objektif
masyarakat. Perangkat keilmuan ushul figh bukan lagi terbatas pada teks, tetapi
kontekstual, yaitu realitas yang melingkupinya dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan baru dari disiplin ilmu alam, sosial dan humaniora. Menurut Wael B.
Hallag hubungan antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya tersusun
dan terpahami melalui interpretasi literal, tetapi melalui interpretasi terhadap
pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. %

Pluralitas sebagai fakta keragaman agama memang diajarkan dalam al-
Qur’an dan al-kadith, tetapi pemahaman dan perilaku empirisnya banyak
dipengaruhi konteks sosial berbagai pihak yang membentuknya. Sikap Islam pada
pluralitas agama berdiri di atas prinsip egalitarian, toleransi proeksistensi, dan
saling melengkapi. Satu agama tidak mampu merespons dinamika kemanusiaan
dan menciptakan kondisi saling berlomba dalam kebajikan. Sikap toleran dan
saling melengkapi antarumat beragama jauh lebih baik dari pada sikap
berseberangan dari puluhan agama.*®

Fatwa MUI juga menegaskan agama Islam tidak menafikan pluralitas
dalam masyarakat karena keanekaragaman dianggap menjadi sunnat al-Lah, tetapi

tidak cukup hanya mengandalkan inklusif dan bersikap toleran karena pluralisme

132 \Wael B. Hallag, A. History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Figh
(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 231.

133 Farid Esack, Al-Qur’an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan Yang Tertindas (Bandung:
Mizan, 2000), 232.
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lebih dari itu. Perlunya pluralisme sebagai sikap atas pluralitas agama salah
satunya bertujuan untuk menghadapi potensi konflik dari keragaman dan
perbedaan antarumat beragama. Derivasi teks berdasarkan dalil khusus dan
bersifat kondisional tersebut tidak cukup mewakili tanpa melibatkan induksi
sosial kehidupan modern. Menurut Gamal al-Banna, segala sesuatu selain Allah
seperti alam semesta, elemen masyarakat, dan ajaran agama pasti beragam.
Dengan demikian, pengakuan atas keesaan Allah sebagai taw/id yang murni harus
mengakui keberagaman entitas selain-Nya, termasuk agama.*3

Mengikuti konteks sosial masyarakat Muslim dalam menghadapi
perkembangan dunia yang melampaui batas etnis, budaya, dan agama perlu
penyandingan wacana pluralisme agama perspektif Islam. Gagasan pluralisme
agama perspektif Islam yang pertama adalah berbasis teologi. Pada hakikatnya
setiap manusia memiliki kesatuan metafisik, yaitu pada dirinya terdapat semangat
Ilahiyah. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika menghadapi masyarakat Arab di
Makkah yang menuhankan harta benda, etnis, dan agamanya menggunakan
paham Ketuhanan Yang Maha Esa (tawhid).!®® Nabi Muhammad mampu
memromosikan kerukunan yang menjamin integrasi masyarakat Arab, khususnya
menghormati pemeluk agama lain. Gerakan teologi sekaligus sosial berbasis

tawhid ini menjadi modal sosial umat Islam di Makkah.

134 Gamal al-Banna, Doktrin Pluralisme dalam al-Qur an, terj., Taufik Damas (Jakarta: Menara,
2006), 15.
135 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi, 29.
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Dalam kehidupan antarumat beragama banyak di antara ayat al-Qur’an

yang mengandung nilai-nilai pluralitas sebagaimana penggalian hermeneutis

tentang prinsip-prinsip kerukunan dan toleransi, yaitu:*3®

a.
b.
C.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).t%’

Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.'3

Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal
Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, dan
bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan
diri.’3® Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan
aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan
kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu
amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah
mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali”.}*® . bagi
kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas
dirimu...*

. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak
(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berlaku adil.1#?

. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap
umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan
merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa
yang dahulu mereka kerjakan.1*3

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan
yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap

136 Bydhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme, 214-215.

137 al-Qur’an, 2: 256.

138 pid., 109: 6. Ayat ini merupakan respons al-Qur’an terkait ajakan sekelompok orang Kafir
Quraisy terhadap Nabi untuk saling menyembah Tuhan antaragama selama setahun sekaligus
kesediaan antarumat beragama mengikuti sesembahan yang lebih baik. Dengan ayat ini secara
tidak langsung menjelaskan agama bagi penganutnya adalah wilayah privat yang tidak bisa
dipaksakan melalui konversi, negosiasi, dan intervensi. Prinsip interaksi antarumat beragama
adalah toleransi, yaitu saling menghormati dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing.
Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Tafsir al-Tabari: Al-Musamma Jami" al-Bayan fi
Ta 'wil al-Qur’an, Vol. X1I (Beirut: Dar al-Kutub al llmiyah, 1992), 728.

139 al-Qur’an, 2: 139.

140 1hid., 42: 15.

141 al-Qur’an 28: 55

142 |bid., 60: 8, 57: 25, 4: 40, 49: 9.

143 al-Qur’an, 6: 108.
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pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah  berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.}*
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang
yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa
manusia supaya mereka menjadi orang-orang Yyang beriman
semuanya?'®® Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan
manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih
pendapat.’*® Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul
perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pembawa kabar
gembira dan pemberi peringatan, dan beserta mereka. Dia turunkan
kitab-kitab dengan benar, supaya Dia bisa memberi keputusan antara
manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.#’

g. Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.*#

Berkaitan dengan status hukum pengharaman pluralisme agama dan
menerima pluralitas dalam Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang melibatkan
penggunaan dalil al-Qur’an menurut beberapa tokoh akademisi, yaitu:

a. Pada mulanya manusia bersatu, namun berselisih karena saling iri hati.
Perpecahan merupakan akibat adanya bermacam versi dari satu Kitab yang
diperkenalkan oleh para Nabi yang berbeda. Atas kehendak Allah dijelaskan
perbedaan dan keragaman umat adalah pemberi peluang bagi pluralitas
agama untuk bersaing satu sama lain dalam kebaikan.!*® Selanjutnya
berdasarkan dalil al-Qur’an Surat al-Ma’idah ayat 48 dapat disimpulkan:

1) Semua agama memiliki aturan hidup (syariat) dan pandangan hidup
(‘aqidah) yang berbeda-beda.

144 |bid., 5: 48.

145 al-Qur’an, 10: 99.

146 1hid., 11: 118.

147 al-Qur’an, 2: 213.

148 1bid., 49: 13.

149 Apdulaziz Sachedina, Kesetaraan Kaum Beriman, 49.
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2) Allah tidak menghendaki semua umat menganut agama yang tunggal
dengan maksud menguji masing-masing umat beragama berkontribusi
kebaikan umat sehingga antaragama disuruh bersaing dalam
memberikan kontribusi kemanusiaan (al-khayrat).

3) Semua agama kembali kepada Allah sehingga menjadi kewenangan
Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan antaragama sehingga manusia
tidak boleh mengambil alih peran Tuhan dalam menyelesaikan
perbedaan agama dengan cara apapun, termasuk fatwa.t*

Menurut penafsiran Ahmad Syafii Maarif atas dalil al-Qur’an Surat Yunus
ayat 99, umat manusia harus berdampingan secara damai dengan sesama
umat beragama bahkan ateis. Sepanjang saling menghormati dan tidak
berniat secara terang atau sembunyi untuk menghancurkan, maka toleransi
dan harmoni sosial menjadi norma yang mengikat dalam kehidupan
keseharian. !

b. Makna kalimat law sa’a rabbuka laja’alnakum ummat-an wahidah dalam
Surat Huud ayat 118 sebagaimana pendapat Nasaruddin Umar dijelaskan,
pluralisme secara normatif adalah hukum alam sebagaimana Tuhan sendiri
mengklaim seperti itu karena kata law bermakna tidak mungkin manusia itu
seragam. Jika menggunakan kata in atau idza, maka pasti berarti bisa.’>?

Allah tidak melakukan paksaan atau membatasi dalam masalah iman, tetapi

memberi kebebasan untuk memilih.?>® Ayat ini dengan tegas melarang orang

1%0 Jalaludin Rakhmat, Islam dan Pluralisme, 32-34.

151 Ahmad Syafii Maarif, “Pluralisme Sebagai Fakta Sejarah: Tanggapan atas Anthony Reid”,
dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), Mengelola Keragaman Di Indonesia, 79.

152Bydhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 33.

153 Az-Zamakhsyari, al-Kasysyaf ‘an Hagqaiq at-Tanzil wa ‘Uyun at-Ta'wil, Jilid 1 (Beirut: Dar
Thya’ at-Turaz al-‘Arabi, t.th.), 331.
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melakukan paksaan baik kasar maupun halus dalam beragama.'® Potensi
akal manusia dapat menggunakannya berpikir dan merenungkan Tuhan,
dirinya dan alam semesta. Ada kerelaan tanpa paksaan, dan bertanggung
jawab atas pilihannya sehingga dapat dipahami jika Tuhan berkehendak,
maka sangat muda tercipta manusia dalam satu kelompok atau satu agama,
tetapi Allah tidak menghendaki yang justru menunjukkan realitas pada
hakikat manusia itu berbeda-beda sehingga atas dasar inilah orang berbicara
tentang pluralisme. Para mufasir berpendapat perbedaan, kemajemukan,
atau pluralitas dalam syari’ah dan manhaj ini sebagai conditio sine qua non
(keadaan atau syarat yang sangat diperlukan) dalam penciptaan makhluk
sehingga bermakna terkesan Allah menciptakan pluralitas itu sebagai illat
atau sebab keberadaan wujud manusia.'® Dengan demikian dapat
disimpulkan Islam mengakui kebinekaan dalam ketunggalan. Meskipun
Allah mampu menyeragamkan agama menjadi satu umat, keragaman agama
atau pilihan berkeyakinan sengaja diciptakan dengan maksud menguji umat
manusia atas segala karunia-Nya.

c. Dalam Surat al-Bagarah ayat 213 terdapat tiga fakta yang menjadi konsepsi
fundamental al-Qur’an tentang pluralisme agama, yaitu kesatuan umat di
bawah satu Tuhan, kekhususan agama para nabi, dan peranan wahyu (kitab

Suci) dalam mendamaikan perbedaan antarumat beragama. Prinsipnya

15 Ahmad Syafii Maarif, “Agama dan Ketulusan”, dalam Pluralitas Agama Kerukunan dalam
Keragaman, ed. Nur Ahmad (Jakarta: Kompas, 2001), 198.

155 Al-Qurthubi, al-Jami’ Ii Ahkam Al-Qur’an, juz 9 (Kairo: Dar al-Kutb al-Mishriyyah, t.th.), 114-
115.
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adalah tidak mengingkari kekhususan berbagai agama dan di lain sisi
menekankan kebutuhan untuk mengakui titik temu manusia dan
menumbuhkan pemahaman antarumat beragama. Islam sebagai al-din
merupakan agama fitrah yang hakikatnya bersumber dari ajaran agama
sangat menghargai kemajemukan.

d. Berdasarkan dalil al-Qur’an Surat al-Hujarat ayat 13. Sebagaimana
pendapat Ahmad Syafii Maarif dapat disimpulkan, Allah menjadikan
manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling
berinteraksi secara baik dan positif. Masing-masing pribadi atau kelompok
dituntut untuk menghargai adanya perbedaan. Setiap manusia selalu
membutuhkan bantuan orang lain sehingga toleransi dan kerukunan
antarumat beragama yang berbeda-beda tersebut merupakan suatu
kebutuhan bahkan suatu keniscayaan yang harus diwujudkan. Ayat ini bukan
sekadar saling mengenal melainkan secara implisit dihimbau untuk bertukar
nilai-nilai peradaban, yaitu saling memberi dan menerima pluralitas
sehingga pluralisme adalah suatu gagasan yang mengakui realitas
kemajemukan.>®
Meskipun ada sejumlah dalil al-nass tentang interaksi antarumat beragama

dari data keagamaan Islam, penggunaan dalil mengandalkan ketersediaan al-nass

khusus tidak otomatis mengalahkan penalaran dari data filosofis yang didukung

156 Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 33.
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penalaran al-nass umum. Prinsip interaksi antarumat beragama adalah saling
menghormati dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing.

Menurut M. Amin Abdullah, meskipun ada prinsip lakum dinukum walz al-
din dalam al-Qur’an, ayat ini berkaitan dengan konsep kebebasan beragama bukan
dialog antarumat beragama. Dalam dialog masing-masing pemeluk memiliki
konsep keselamatan sehingga sedikitpun tidak ada keinginan atau niatan untuk
memandang rendah dan menyerang secara agresif apalagi sampai merebut atau
memindah pemeluknya ke agama.*® Perbedaan pilihan agama tidak menjadikan
pemeluknya saling membenci, menghina, memaki atau menganiaya orang lain.**

Tidak melakukan penghinaan agama orang lain seperti memaki
sesembahan dan pemeluknya berarti menjamin dan melindungi hak hidup agama
lain demi terwujudnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Nabi
Muhammad pun diingatkan oleh Allah hanya diutus sebagai penyampai risalah,
pemberi kabar gembira dan peringatan,'®® bukan pemberi hidayah (petunjuk)
karena hanya Allah yang berhak memberi hidayah dengan kekuasaan-Nya.®°

Harapan umat Islam dan semua umat beragama adalah menjauhkan diri
dari sikap permusuhan atau tantangan terhadap jalan kehidupan agamanya. Sikap
umat Islam kepada penganut agama lain dalam al-Qur’an adalah berbuat baik dan

tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalani

157 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 175-177.

158 al-Qur’an, 6: 108.

159 1hid., 25: 56.

160 gl-Qur’an, 88: 21-22.
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hubungan kerjasama, lebih-lebih mengambil sikap tidak toleran.'®* Masing-
masing umat beragama harus yakin agamanya adalah paling benar namun pada
saat yang sama harus juga menyadari orang lain juga bisa mempunyai keyakinan
seperti itu, tetapi dengan agama dan keyakinan berbeda.

Menurut Hammis Syafaq, sebagaimana istilah-istilah kalam, figh, atau
tasawuf, istilah pluralisme tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan hadits.'®? Terkait
ayat al-Qur’an yang juga dijadikan pendasaran bagi ajaran pluralisme bertipologi
indifferent, tidak boleh diklaim sebagai ayat pluralisme karena secara teologi
berunsur pereduksian iman, kecuali fakta kemajemukan yang bersifat sosiologi
bertipologi nonindifferent. Penggunaan ayat pluralisme oleh kelompok pro dan
kontra sudah mengasumsikan adanya penafsiran ayat-ayat kontradiksi. Misalnya,
ajaran Islam mengakui keberadaan agama lain, tetapi tidak mengajarkan untuk
membenarkan ajaran selainnya.

Dalam persektif teologi Islam meyakini bagi orang tidak beriman telah
disediakan neraka sebagai konsekuensi atas pilihannya. Kecenderungan Islam
memandang Yahudi dan Nasrani sebagai ahzab (kelompok yang keluar dari arus
kenabian). Meskipun Islam, Yahudi, dan Nasrani berasal dari tradisi lbrahim yang
hanif (kelompok yang teguh kepada monoteisme), agama-agama selain Islam

dipandang mengalami deviasi konsep monoteisme Ibrahim.'®® Namun, perbedaan

161 Humaidy Abdussami dan Masnun Tahir, Islam dan Hubungan Antaragama (Wawasan untuk
para Dai) (Yogyakarta: LkiS, 2007), 117.

162 Hammis Syafaq, “Pluralisme dan Perspektif al-Qur’an dalam Menjaga Kebinekaan”, dalam
Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (ed.), Wacana & Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia,
56.

163 Fazlur Rahman, Major Themes of al-Qur’an (Chicago, IL: Bibliotheca Islamica, 1980), 164.
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konsekuensi antara iman dan kafir ini sama sekali tidak dijadikan alasan bagi
Islam untuk memaksakan keimanan seseorang.

Meskipun wajar seorang Muslim menganggap kafir seorang Kristen
berdasarkan Surat al-Ma’idah, “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang
berkata: Sesungguhnya Allah itu ialah Almasih putra Maryam.”'%* Ayat yang tegas
dalam isi ini harus dikomunikasikan dengan toleran dan santun. Argumentasi ayat
yang membenarkan agama sendiri dan menyalahkan agama lain dalam kehidupan
sosial antarumat beragama tidak perlu disampaikan secara terbuka melainkan
harus tersimpan rapi di hati.'®°
3. Pluralisme agama dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

adalah produk fikih yang bersifat zannr.

M. Atho Mudzhar berpendapat, fatwa sebagai salah satu produk pemikiran
hukum Islam mempunyai ciri khas sendiri. Fatwa merupakan respons atas
perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa sehingga
cenderung bersifat dinamis walaupun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.*6®
Meskipun Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 juga menggunakan sumber hukum al-
Qur’an dan al-fadith, status pengharaman pluralisme agama yang berdimensi
sosiologi daripada teologi ini adalah hasil ijtihad. Dalam konteks ushdl figh

sesuatu yang mendekati kebenaran menurut pandangan mujtahid disebut zanni.t®’

164 Al-Qur’an, 5: 17.

165 Ahmad Syarif Yahya, Ngaji Toleransi (Jakarta: Gramedia, 2017), 6.

166 M. Atho Mudzhar, “Figh dan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Kontekstualisasi Doktrin
Islam dalam Sejarah, ed. Budhy Munawar-Rachman, 370.

167 Abd al-Wahhab Khallaf, 1lmu Ushul al-Fighi (Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indonesia li al-
Da’wah al-Islamiyyah, 1972), 22-23.
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Pada wilayah zanni dengan hasil ijtihad yang berbeda-beda, maka umat
Islam harus saling menghargaikarena pilihan antara idealisme dan realisme dalam
pemikiran dan penerapan hukum Islam lebih berorientasi pada bentuk-bentuk
produk pemikiran hukum Islam. Pilihan fatwa sebagai bentuk produk pemikiran
hukum Islam merupakan pilihan atas realisme.!®® Oleh sebab itu, dalam
menetapkan hukum pluralisme agama baik indifferent maupun nonindifferent
sebagai hasil ijtihad adalah bersifat zanni.

Dalam teori dan kaidah ushal al-figh sendiri membuka peluang perbedaan
fikih atau hukum Islam yang bersifat dinamis dan fleksibel disebabkan perbedaan
kondisi, tempat dan masa. Sebagaimana legal maxim yang menyatakan al-zukm
yataghayyaru bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah (hukum bisa berubah
karena perubahan waktu dan tempat). Jika tradisi fikih yang berkembang saat ini
cenderung bersumber dari fikih negara Timur Tengah, tetapi mendominasi aplikasi
hukum Islam di wilayah non Timur Tengah seperti di Indonesia, maka beberapa
tokoh akademisi di Indonesia bahkan menggagas figh al-aqalliyyat (fikih
minoritas) dan fikih kebinekaan.

Menurut Ahmad Imam Mawardi,'*® penggunaan figh al-agalliyyat Kali
pertama digagas Yusub al-Qaradawi dan Thaha Jabir al-‘Alwani ketika secara
intens melihat problematika hukum Islam yang dihadapi masyarakat minoritas
Muslim di Barat. Pembuatan figh al-agalliyyat menggunakan enam kaidah besar

yang dijadikan pedoman, yaitu:

168 Jaih Mubarok, Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan (Bandung: Benang
Merah Press, 2006), 110.
169 Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoritas: Figh Al-Agalliyat, xv.
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a. Memudahkan dan menghilangkan kesukaran (al-taysir wa raf’ al-
haraj).

b. Perubahan fatwa karena perubahan masa (taghyir al-farwa bi taghayyur
al-zaman).

c. Memosisikan kebutuhan pada posisi darurat (tanzil al-kajah manzilah
al-dhardrah).

d. Kebiasaan (al- ‘ury).

Mempertimbangkan akibat-akibat hukum (al-nadzar ild al-ma’alat).

f. Memosisikan masyarakat umum pada posisi hakim (tanzil al-jama’ah
manzilah al-gadhi).

@

Di Indonesia kajian figh al-aqalliyyat jarang dilakukan dengan beberapa
sebab, yaitu:
a. Muslim Indonesia adalah mayoritas sehingga tidak bersentuhan langsung
dengan kebutuhan.
b. Hegemonik fikih tradisional menjadikan kajian fikih geografis dianggap
tabu dan kurang diminati.
c. Stagnansi perkembangan teori ushdl figh sulit berhadapan dengan peristiwa
hukum baru yang sangat heterogen dan dinamis.”®
Jika fighal-agalliyyat (fikin minoritas) berlaku untuk kelompok
masyarakat minoritas Muslim di Barat, maka dengan melihat beberapa kesamaan
unsurnya menurut penulis mungkin saja dapat diberlakukan kepada kelompok
Muslim di luar MUI yang mengusung gagasan pluralisme agama di Indonesia.
Kesamaan unsur yang dimaksud bukan masalah kuantitas pendukung dan
penentangnya, tetapi berkaitan dengan peluang munculnya fikih alternatif yang

diharapkan dapat menyelesaikan masalah kehidupan antarumat beragama.

Sebagaimana gagasan pluralisme agama di Indonesia menjadi perspektif alternatif

170 |hid., xvi.
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bagi lahirnya sebuah fikih kebinekaan atau semacam teologi lintas iman,*"

yaitu
konsep pluralisme yang menjadi perspektif agama-agama dalam melihat problem
kemanusiaan yang diinspirasi oleh sebagian bangunan keimanan masing-masing.

Dikatakan sebagian iman karena tidak semua umat beragama, khususnya
sejarah Islam klasik dan modern menghendaki adanya inspirasi agama secara
keseluruhan sebagai afirmasi atas gagasan pluralisme. Berdamai dengan
perbedaan lebih baik daripada permusuhan dan konflik antarpaham keagamaan.
Pernyataan yang tepat adalah agree in disagreement, setuju untuk tidak setuju
sebagaimana prinsip interaksi antarumat beragama gagasan Mukti Ali,'"?
perbedaan selalu ada di dunia, tetapi tidak harus ada permusuhan atau perbedaan
tidak harus menimbulkan pertentangan. Meskipun ada perbedaan keyakinan, tidak
ada satupun agama yang menghalalkan permusuhan. Selama semua pihak
melaksanakan kewajibannya masing-masing, maka semua agama saling
menghormati satu sama lain.
4. Pluralisme agama nonindifferent dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor 7

Tahun 2005 berstatus hukum muba# atau Aalal.

Masalah status hukum keharaman pluralisme agama semula hanya
ditujukan pada bentuk pluralisme agama indifferent, tetapi berlaku juga untuk
nonindifferent. Keberadaan pluralisme agama indifferent maupun nonindifferent

menurut kelompok antipluralisme dianggap memiliki kepentingan ideologi yang

11 Mohd. Sabri AR, “Agama Mainstream, Nalar Negara dan Fikih Kebinekaan: Menimbang
Philosophia Perennis”, dalam Fikih Kebinekaan, ed. Wawan Gunawan Abd. Wahid, 250.

172 Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam llmu Perbandingan
Agama, ed. Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck, 229.
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bertentangan dengan ‘agidah sehingga semua jenis pluralisme agama dianggap
perantara yang mendatangkan mafsadah. Sebagai antisipasi yang tidak diinginkan,
maka semua bentuk pluralisme agama hukumnya adalah tetap haram karena
persoalan ‘agidah merupakan perbuatan pokok yang dipandang paling penting.

Pada wilayah hukum aspek perbuatan terkait dengan larangan dan
perintah, ukurannya adalah benar dan salah. Sebaliknya, wilayah etika aspek
perbuatan diukur dari nilai, yaitu baik dan buruk. Jaih Mubarok berpendapat,
biasanya perbuatan yang tidak diperintah maupun dilarang (mubah) tanpa sanksi
bagi yang melanggarnya adalah termasuk wilayah etika.*”® Oleh sebab itu, ukuran
terbaik dari suatu perbuatan adalah benar secara hukum dan baik secara etika.
Penjagaan ‘agidah dibalik keharaman pluralisme agama indifferent sah dalam arti
benar menurut hukum, tetapi salah jika diterapkan untuk mengharamkan
pluralisme agama nonindifferent. Pendangkalan ‘agidah akibat pluralisme agama
nonindifferent belum jelas terbukti secara hukum, tetapi secara moral
mengandung keburukan karena dianggap kurang menghargai hubungan sosial
antarumat beragama. Generalisasi pengharaman semua jenis pluralisme agama
mengandung kecurigaan bahkan secara demonstratif merendahkan pemeluk
agama lain yang hidup proeksistensi di tengah pluralitas masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia terburuh-buruh memutuskan sesuatu tanpa
berpikir panjang tentang kadar kerusakan dan kebaikan yang ditimbulkan suatu

perbuatan, lalu memilih yang lebih menguntungkan atau mencari jalan pintas di

173 Jaih Mubarok, Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan, 113.
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antara keduanya yang kebetulan status hukum haram untuk indifferent, maka
selanjutnya menjadi haram juga untuk nonindifferent. Kelompok antipluralisme
langsung mengharamkan yang mubah tanpa mengetahui dengan pasti apakah
pluralisme agama nonindifferent itu menimbulkan kerusakan atau tidak, atau
hanya sekali-kali saja mengakibatkan kerusakan. Oleh sebab itu, berbagai protes
propluralisme baik lesan melalui wawancara atau seminar maupun tulisan dalam
jurnal atau buku yang menggugat fatwa MUI berlangsung hingga saat ini, tetapi
fatwa yang sama tetap digunakan untuk menghukumi pemikiran dan sikap apapun
yang berpaham pluralis (pluralisme).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan pluralisme agama
secara tegas dan mutlak tersebut menurut penulis kurang mencerminkan perilaku
ulama yang seharusnya tenang dalam mengolah perbedaan. Sebagaimana sikap
imam madhhab, contohnya al-Shafi’t yang tidak tergesah-gesah menyatakan
benarnya pendapat sendiri terhadap pihak yang berseberangan. Perbedaan
pemikiran pluralisme agama yang terkandung dalam fatwa justru menunjukkan
Majelis Ulama Indonesia kurang meyakinkan fatwanya dengan cermat sehingga
menjadi kontroversi. Seperti klarifikasi atas definisi pluralisme agama oleh
beberapa pihak yang berkompromi atas keputusan final fatwa MUI itu pun
dicurigai sebagai penyebab konflik agama.

Satu-satunya mekanisme dalam menghadapi isu provokatif yang
memanfaatkan perbedaan identitas keagamaan adalah public reason. Menurut

Masdar Hilmy, sikap truth claim yang ada dalam beragama dapat dimoderasi
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melalui rasionalitas publik, dan rasionalitas publik dapat memunculkan toleransi
atas perbedaan dalam beragama.l’* Dalam kondisi inilah sebuah masyarakat
mengalami pendewasaan sikap beragama sekaligus zona penyangga (buffer zone)
paling ampuh di tengah realitas pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia.l’

Kesempurnaan agama Islam terletak pada kandungan nilai universalnya
sekaligus mendorong umat Islam untuk menggunakan kemampuan intelektual
dalam berijtihad. Kesempurnaan agama bukan dipahami semua masalah termasuk
hal teknis tersedia dalam aturan, tetapi nilai universal yang dapat dijelaskan secara
rasional atas dasar perintah agama. Dalam istilah populer St. Anselmus yang
merumuskan pentingnya iman untuk mendapatkan rasionalitas adalah fides
quaerens intellectum atau iman yang membutuhkan rasionalitas. Dalam konteks
pengembangan pemikiran Islam sejak era aliran modernisme awal (abad ke-19),
tema besarnya tidak lagi membahas masalah ajaran dalam filsafat Islam klasik,
tetapi lebih bersifat modern seperti Islam dan pluralisme. Bagaimana Islam
menghadapi kemajuan kemanusiaan dihadapkan dengan syariat yang dianggap
tetap dan bersifat Ilahi.t"

Pluralisme agama nonindifferent sama sekali tidak bertujuan untuk
menghilangkan identitas dan keunikan agama beserta klaim kebenarannya.

Eksistensi pluralisme agama nonindifferent justru melindungi agama dari

174 Masdar Hilmy, “Politik Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia: Pendewasaan Sikap
Beragama melalui Rasionalitas Publik”, dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (ed.), Wacana &
Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia (Jakarta: Daulatpress, 2017), 39.

175 1bid.,41.

176 Budhy Munawar-Rachman, “Otentisitas Islam di Tengah Liberalisme Modern”, Basis, Vol. 50,
No. 05-06, (Mei-Juni 2001), t.h.
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pereduksian iman, tetapi tetap hidup berdampingan secara proeksistensi dalam
ikatan kewarganegaraan. Oleh sebab itu, pluralisme agama nonindifferent tidak
bertentangan dengan nilai keuniversalan agama, sejalan dengan hasil ijtihad, dan
musyawarah yang menginginkan adanya asas pergaulan sosial dalam kehidupan
antarumat beragama di Indonesia.

Sikap berlebihan pada asas pergaulan bersama antarumat beragama dalam
pluralisme nonindifferent menyebabkan penyempitan ruang lingkup sehingga
banyak hal yang sebenarnya dibolehkan agama menjadi terlarang, termasuk niat
dan sikap baik pendukung nonindifferent. Sikap kehati-hatian MUI selain
memunculkan kebencian bagi nonmuslim juga meruntuhkan citra Islam yang
susah payah dibangun kelompok Islam propluralisme agama. Selain merusak citra
agama para pemeluknya, seperti civil Islam juga membahayakan masa depan
kemanusiaan, khususnya yang mengatur hubungan sosial antarumat beragama di
Indonesia. Fatwa pengharaman hanya sah jika peruntukannya untuk pluralisme
agama indifferent, tetapi dapat diragukan keabsahannya dengan tidak
mempertimbangkan bentuk pluralisme agama nonindifferent sekaligus melanggar
asas pergaulan antarumat beragama. Pelarangan pluralisme agama nonindifferent
tersebut justru dapat mengganggu harmoni kehidupan sosial proeksistensi
antarumat beragama sejak lama di Indonesia.

Dengan demikian, maka wajar jika muncul penilaian fatwa ini merupakan
cerminan ketidakmampuan kaum agamawan dalam memahami pluralisme agama

dengan baik karena mengandung kecurigaan, yaitu menolak diskursus baru terkait
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dengan toleransi positif pada pluralisme agama nonindifferent. Kecurigaan tanpa
rekonstruksi pada definisi masalah (tasawwur) dengan generalisasi semua varian
pluralisme sebagai pendangkalan ‘agidah merupakan sikap berlebihan.

Jika antarumat beragama saling bekerja sama dalam pluralisme agama
nonindifferent dikorelasikan dengan status haram, maka jauh dari kenyataan
karena asas pergaulan sosial adalah melindungi komitmen sehingga #kifz al-din
sebagai tujuan shari’ah (al-magasid al-shari’ah) tidak terganggu atau bukan
menjadi ancaman iman. Selain kurang mempertimbangkan aspek terminologi
pluralisme agama yang sudah lama dimiliki bangsa Indonesia, MUI juga tergesah-
gesah menyimpulkan setiap pluralis pasti menyamakan dan meleburkan agama
sehingga konsekuensinya semua pluralisme agama harus diharamkan.

Menurut Husain bin Abdul Azis Alu, salah satu kaidah berfatwa dalam
masalah baru dan aktual adalah kewajiban untuk memastikan kebenaran
(tatsabbut), tidak tergesah-gesah, musyawarah, dan memerhatikan beberapa
perspektif. Selanjutnya mempertimbangkan setiap akibat, pengaruh dan dampak
dari fatwanya.’’

Dalam perspektif magasid al-shari’ah, maka seharusnya keputusan fatwa
MUI sebagai produk hukum secara teoretik memperhatikan pada empat hal, yaitu:

a. Teks dan aturan tidak terpisah dari tujuannya (texts and rulings are

inseparable from their objectives).

b. Menggabungkan prinsip dan dalil universal yang bisa diterapkan dalam

menyelesaikan kasus-kasus partikular (combining universal principles
and evidence applicable to particular cases).

177 Husain bin Abdul Azis Alu Syaikh, “Kaidah-kaidah Fatwa Kontemporer”, dalam Mardani,
Ushul Figh, 379-381.
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c. Mencari manfaat dan mencegah kerugian (achieving benefits and

preventing harmfulness).

d. Pertimbangan hasil (consideration of outcomes).!’®

Jika pertimbangan tersebut dinilai benar, maka selanjutnya ada beberapa
indikator hasil yang harus dicapai sebuah produk hukum, yaitu mencegah
penggunaan upaya pembusukan hukum (legal artifices), berperan membuka dan
menutup jalan (fatk al-dhard i’ wa sadduha), memahami maksud teks dan aturan,
mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan dalil-dalil partikular, memahami
konsekuensi, memberi ruang ekspansi dan inovasi pemecahan masalah hukum.*”

Memahami maksud teks jangan dipahami merelatifkan teks agar tidak
mempersempit Islam itu sendiri kembali terjerembab ke dalam stagnasi atau
terjatuh pada nihilisme. Sejauh ada metodologi dan aplikasinya sejalan dengan
substansi ajaran Islam yang universal, maka dapat diapresiasi oleh manusia secara
keseluruhan tanpa ada kekhawatiran terjadinya pendangkalan ‘agidah.

Dengan ketidakpastian definisi, makna penafsiran, dan status hukum
pluralisme agama antara yang dilarang dan dibolehkan ini, maka semakin
memperpanjang kontroversi dan mudah dimanfaatkan pihak tertentu untuk
menjatuhkan kelompok Islam atau umat beragama lain. Seperti sikap beberapa
ulama konservatif dan kelompok neorevivalisme yang gemar menjadikan fatwa
Nomor 7 Tahun 2005 sebagai dalil dan dalih untuk menyerang kelompok yang

berbeda haluan dan dinilai menyimpang dari ajaran Islam.*®

178 Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoritas: Figh Al-Aqalliyat, 26-27.
179 1bid., 27-28.
180 Bydhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Pluralisme, 35.
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Majelis Ulama Indonesia sepertinya lupa ada kesulitan yang terjadi jika
larangan haramnya pluralisme agama diterapkan secara mutlak. Jangan sampai
menetapkan hukum pluralisme agama nonindifferent yang diyakini bukan haram
sebagai suatu keharaman, tetapi justru prakteknya menerima pluralisme agama
nonindifferent yang seharusnya ditinggalkan. Sikap berlebihan terhadap penolakan
suatu asas pergaulan bersama menyebabkan penyempitan ruang lingkup seperti
menutup pintu perjumpaan antarumat beragama, menihilkan penghargaan pada
pluralisme, dan konflik komunal.

Sikap kehati-hatian MUI dengan fatwa haramnya meruntuhkan citra Islam
yang susah payah dibangun kelompok Islam moderat demi menjaga harmonisasi
hubungan antarumat beragama di Indonesia. Ini artinya MUI tidak mengakui
kejujuran Muslim lain, meragukan bahkan berprasangka buruk setiap interaksi
umat Islam dengan agama lain dalam pluralisme nonindifferent, sosiologi atau
apapun namanya selalu dituduh menjalankan sinkretisme dan nihilisme agama.

Munculnya fatwa MUI tentang keharaman pluralisme agama dapat terjadi
karena faktor eksternal (takrim li ghayrih), yaitu adanya pluralisme indifferent,
tetapi secara substansial pluralisme agama yang tidak mereduksi keyakinan agama
(nonindifferent) keharamannya tidak li dhatihi melainkan tergantung pada tujuan,
motif, dan akibatnya. Jika faktor eksternal sebagai dampak negatif (mafsadah)
dari pluralisme agama nonindifferent sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut

kembali kepada hukum asal, yaitu mubah (boleh) atau halal. Kata halal secara
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semantik menurut Toshihiko Izutsu menunjukkan apa pun yang tidak terlarang,
atau apa pun yang larangannya telah dihilangkan atau ditetapkan bebas.*8!

Menurut Cik Hasan Bisri, perubahan pranata sosial mempengaruhi
terjadinya perubahan hukum dalam fatwa. Jika kedudukan fatwa dapat
ditempatkan sebagai peubah terikat, maka nilai dari waktu, tempat, keadaan, niat,
dan kebiasaan ditempatkan sebagai peubah bebas. Kelima nilai tersebut
merupakan faktor determinan terhadap perubahan hukum.'®? Seperti adagium
pendapat lbn Qayyim al-Jawziyah,'® taghayyur al-farwa wa ikhtilafiha bihasb
taghayyir al-azminah wa al-amkinah wa al-aiwal wa al-niyat wa al-‘wa’id.
Artinya, perubahan dan keragaman fatwa (hukum) terjadi karena perubahan
waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.

Perubahan hukum atas fatwa terletak pada proses interaksi sosial akibat
situasi politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wujud
perkembangan pranata sosial disamping produk pemahaman atas shari’ah
sehingga menghasilkan penerapan hukum yang berbeda. Perubahan hukum dapat
ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

a. Peristiwa (unsur-unsur yang berinteraksi)
b. Proses (tahapan perubahan dari waktu ke waktu atau pengembangan hukum)

c. Metode (pencapaian tujuan atau pembangunan hukum)

181 Toshihiko lzutsu, Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur’an, terj., ed. Agus Fahri Husein, et
al. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 286-287.

182 Cjk Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 197.

183 |bn Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin Vol.3 (Beirut: Dar al-Jail, 1973), 27.
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d. Perubahan sosial (faktor determinan, arah, dan bentuk perubahan sosial yang
menjadi perubahan hukum).

Produk Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme
agama ini berhubungan secara timbal balik dengan struktur dan pola budaya
masyarakat, yaitu penyelamatan ‘agidah umat Islam dan penolakan kelompok
Islam liberal oleh MUI yang menerima pluralitas, tetapi menolak pluralisme
agama. Munculnya fatwa MUI ini merupakan bentuk perubahan sosial yang
dipengaruhi faktor determinan, yaitu keberadaan kelompok Islam liberal yang
mengajarkan ajaran pluralisme agama sebagai pendangkalan ‘agidah.

Unsur-unsur perubahan substansi fikih, yaitu entitas kehidupan, tuntutan
perubahan, proses perubahan, dan bentuk perubahan.'® Unsur-unsur perubahan
substansi fikih dalam fatwa Nomor 7 Tahun 2005 dapat diuraikan, yaitu:

1) Unsur entitas kehidupan berkaitan dengan aspek struktur dan kultur
masyarakat yang dihadapkan kepada masalah maraknya pendangkalan
‘aqidah akibat relativisme agama. Selain itu wujud toleransi antarumat
beragama yang berkembang di Indonesia bersifat koeksistensi bukan
proeksistensi. Salah satu penyebabnya adalah memahami pluralisme agama
sebagai relativisme bahkan agama baru secara teologi dengan menerima
pluralitas, tetapi menolak pluralisme agama. Pluralisme agama yang bersifat
sosiologi dan mengandung kebaikan sebagai asas pergaulan hubungan

antarumat beragama oleh MUI dan kelompok Islam antipluralisme dimaknai

184 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh (Paradigma Penelitian Figh dan Figh Penelitian), Jilid
| (Jakarta: Kencana, 2003), 363.



345

secara tunggal dengan perspektif sendiri, yaitu relativisme, sinkretisme, dan
diukur dari benar atau salahnya suatu agama. Makna pluralisme agama yang
dinilai secara definitif adalah relativisme kebenaran agama yang
meresahkan ini selalu dikaitkan bersumber dari ajaran kelompok Islam
liberal sehingga MUI melalui fatwa Nomor 7 Tahun 2005 mengharamkan
pluralisme agama.

2) Unsur tuntutan perubahan berkaitan dengan faktor dominan, vyaitu
memahami pluralisme agama bukan relativisme dan perlunya sikap toleransi
antarumat beragama yang proeksistensi tidak sekadar pluralitas. Wujud dari
tuntutan perubahan akibat faktor dominan ini adalah menerima pluralisme
agama sebagai sikap atas pluralitas agama.

3) Proses perubahannya berkaitan interaksi antara MUI dan kelompok Islam
propluralisme agama untuk merumuskan kembali fatwa Nomor 7 Tahun
2005 yang mengharamkan pluralisme agama.

4) Bentuk perubahan berkenaan perlunya penambahan fatwa tentang status
hukum mubah bahkan wajib menggunakan pluralisme agama nonindifferent
sebagai asas pergaulan hubungan antarumat beragama.

Pluralisme agama nonindifferent bahkan sangat menghargai toleransi
secara positif, menjaga interaksi sosial, dan saling menghormati perbedaan
masing-masing agama tanpa mereduksi keyakinan agama para pemeluknya. Oleh
sebab itu, pluralisme agama nonindifferent menjadi kesepahaman bersama

(mutual understanding) antarumat beragama yang diterima sebagai norma publik.
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Masing-masing agama ada dorongan untuk berbuat karena ada sasaran atau tujuan
yang menjadi natijah (akibat) dari perbuatan nonindifferent, yaitu harmonisasi
tanpa pendangkalan ‘agidah. Melihat natzjahnya baik, maka segala sesuatu yang
mengarahkan kepadanya adalah baik sehingga dituntut untuk mengerjakan.

Sebagaimana pengikut madhhab Maliki disamping menerapkan
pemblokiran sarana (sadd al-dharz ah) juga menerapkan penyediaan atau
pembukaan sarana (fatk al-dhara’i’), yaitu sarana yang mengantarkan kepada
tujuan yang halal harus dibuka. Sadd al-dhari ah sebagai pemblokiran sarana
yang mengantarkan kepada mudarat meskipun menurut mayoritas fakih
dikategorikan kemaslahatan tidak disebut sebagai dalil mandiri, tetapi bagi
madhhab Maliki adalah prosedur penalaran yang dapat dijadikan sumber legislasi
karena memuat larangan atau penutupan aksi yang sah berpeluang mengantarkan
pada aksi-aksi yang tidak sah.!® Jika sadd al-dhariah bermakna pemblokiran
sarana terjadinya kemudaratan, maka fats al-dhara’i’ adalah pembukaan sarana
yang mengantarkan kepada tujuan halal. Dengan menggunakan pendekatan sadd
al-dhari’ah yang peluang mudaratnya kecil, maka pluralisme agama
nonindifferent sebagai titik temu etika pergaulan antarumat beragama bernilai
mubgah. Oleh sebab itu, pluralisme agama sebagai sarana menuju kebaikan dapat
dikategorikan sebagai fath al-dhara'i’.

Demikian pula dengan al-Qarafi membagi hukum menjadi sarana-sarana

(wasa’il) dan magasid. Klasifikasi al-Qarafi dalam memberikan perluasan sadd

185 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syari’ah, terj., Rosidin dan ‘Ali
‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2015), 171.
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al-dhari ah berbasis magasid yang menghubungkan peringkat antara sarana dan
tujuan menjadi lebih fleksibel. Ketersambungan antara kebaikan dan keburukan
sangat mungkin terjadinya tujuan netral yang memuat sarana yang halal atau
mubah. Dengan menghubungkan peringkat sarana dan peringkat tujuan, maka ada
tiga tingkatan, yaitu tujuan paling buruk (al-agba/), tujuan paling baik (al-afdal),
dan tujuan pertengahan (mutawassizah). Penerapan fati al-dhara i’pada sejumlah
hukum dapat diklasifikasi dalam maqgasid dan hukum sarananya, yaitu:
a. Tingkat keburukan paling buruk, maka tingkat sarananya bernilai haram.
b. Jika maksudnya netral, maka sarananya menjadi mubah.
c. Tingkat kebaikan maksud paling baik, maka tingkat sarananya menjadi
wajib. 18

Perbedaan terjadi pada pertimbangan kemungkinan terjadinya aksi-aksi
yang tidak sah dalam sadd al-dhari ah berdasarkan tingkatannya, yaitu pasti,
berkemungkinan besar, mungkin dan jarang. Empat tingkatan ini pernah
dicontohkan para fakih dalam beberapa ilustrasi:

a. Pasti terjadi aksi (tindakan) tidak sah terdapat dalam perbuatan
menggali sumur di jalan umum.

b. Jarang terjadi aksi tidak sah sebagaimana disebutkan al-Shatib1 tentang
penjualan anggur, ketika sebagian kecil orang menggunakannya untuk
membuat minuman keras.

c. Paling mungkin terjadi tindakan tidak sah terdapat dalam penjualan
senjata pada saat terjadinya kerusuhan masyarakat atau anggur yang
dijual kepada pembuat minuman keras.

d. Mungkin terjadi aksi tidak sah dalam bepergiannya seorang wanita
sendirian.*®’

186 1hid., 311.
187 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam, 172-173.
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Berdasarkan empat tingkatan tersebut menurut penulis pluralisme agama
sebagai sikap atas pluralitas dengan menghormati keberadaan umat beragama lain
tanpa pereduksian iman dan berinteraksi secara proeksistensi dalam ikatan
kewarganegaraan dapat dikategorikan sebagai aksi yang jarang terjadi.
Sebagaimana disebutkan al-Shatibi tentang penjualan anggur yang disepakati para
fakih, sadd al-dhari" ah sebagai pemblokiran sarana yang mengantarkan kepada
mudarat untuk kasus yang berpeluang jarang atau kecil meskipun bisa saja terjadi,
tidak diterapkan dalam kasus ini karena manfaat perbuatan tersebut lebih besar
daripada mudaratnya.'®® Sarana dan akibat yang timbulkan dari beberapa aksi
tersebut pengkategoriannya tidak secara kaku dapat diterapkan karena antara
bahaya dan manfaat dalam kesempatan lain dapat berubah tergantung pada
konteks situasi. Sebagaimana ilmu akhlak, suatu tindakan bernilai baik atau buruk
juga tergantung pada akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan metode sadd al-dhari ah pluralisme agama nonindifferent
mengandung kemaslahatan lebih besar daripada menutup pintu semua definisi dan
penafsiran pluralisme agama tanpa tasawwur (rekonstruksi dan definisi masalah)
secara objektif dan realistis. Menimbang kemaslahatan tersebut, maka pluralisme
agama nonindifferent yang berada pada domain sosiologi dan bebas dari unsur

pereduksian iman ini tidak hanya berstatus mubah.

188 1bid., 172.
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Bila maslakah yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadah
yang dominan, maka harus ditinggalkan.'® Namun dalam masalah nonindifferent,
penulis menilai hukum asalnya bukan haram, melainkan muba# (boleh) atau tidak
dilarang dengan tingkat resiko jarang sekali dan seandainya dilaksanakan belum
tentu atau lebih kecil menimbulkan kerusakan dibanding kebaikannya. Antisipasi
segala kemungkinan negatif yang disebabkan adanya bahaya pluralisme agama
dalam fatwa MUI demi kehati-hatian itu menyebabkan nilai keburukan termasuk
kebaikan apapun menjadi tertutup.

Meskipun nonindifferent tidak mengandung keburukan, perbuatan itu
dicurigai menimbulkan keburukan sehingga demi kehati-hatian maka harus
dilarang. Oleh sebab itu, status hukum haramnya pluralisme agama dalam
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 juga berlaku untuk nonindifferent
yang seharusnya mubah (boleh) menjadi haram. Padahal untuk mengharamkan
suatu yang mubah (dibolehkan) harus diyakini dengan pasti apakah pluralisme
agama nonindifferent pasti menimbulkan kerusakan, sering menimbulkan
kerusakan, atau jarang terjadi.

Menurut penulis berdasarkan nilai pentingnya status hukum pluralisme
agama nonindifferent bahkan menjadi wajib karena jika dihukumi mubah, maka
dikhawatirkan kembali pasif mengarah pada penghindaran interaksi antarumat
beragama. Sebagaimana latar belakang hadirnya pluralisme sebagai sikap atas

pluralitas salah satunya karena interaksi yang dihasilkan dari sekadar menerima

189 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2 (Jakarta: Logos Wacana llmu, 2001), 404-405.
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pluralitas dan bersikap toleran justru melahirkan interaksi semu bahkan
bertentangan dengan norma sosial, yaitu komitmen dan kerja sama dalam ikatan
sosial antarumat beragama.

C.Implikasi Tipologi Pluralisme Agama Nonindifferent pada
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
Konsep pluralisme agama dengan beragam makna pada hakikatnya

merupakan hasil kreasi manusia yang terbuka lebar dan mengandung
kemungkinan untuk ditafsirkan secara luas. Saat konsep pluralisme agama baik
indifferent maupun nonindifferent ditawarkan kepada publik, maka status konsep
tidak lagi menjadi milik tunggal pembuatnya melainkan secara luas memasuki
medan pertarungan pemaknaan di ruang publik yang masing-masing memiliki
landasan dan argumen. Konsekuensinya sebuah konsep tidak akan memiliki
pemahaman dan penafsiran tunggal sehingga keragaman penafsiran seperti
perdebatan, penolakan, dukungan, dan sikap lainnya menjadi realitas yang selalu
mengiringi perjalanan sebuah konsep.

Kelompok pendukung pluralisme agama nonindifferent menganggap
beban teologis yang terkandung dalam pengharaman pluralisme agama melalui
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dapat memunculkan keengganan
untuk berdialog apalagi bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah
kemasyarakatan. Perasaan undersiege yang dimiliki sebuah komunitas tertentu
dalam pluralisme agama dikhawatirkan membawa dampak psikologis, yaitu
perasaan saling curiga dan penggolongan identitas kekuatan kelompok lain yang

menimbulkan terganggunya harmonisasi kehidupan antarumat beragama.
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Dampak psikologis ini memicu toleransi antarumat beragama menjadi
toleransi negatif, semu dan malas sehingga kehidupan bersama sebatas formalitas,
asal tidak saling menganggu dan minim interaksi. Jika kondisi tersebut dibiarkan,
maka suatu saat ikatan kewarganegaraan dan kebangsaan para pemeluknya mudah
tersulut konflik sosial karena sebelumnya tidak saling berdialog secara intens.
Padahal dialog antarumat beragama merupakan suatu keharusan yang sejatinya
dilakukan dalam kesetaraan dan tidak boleh sekadar mencari kedamaian palsu.
Sebaliknya harus ada kesaksian saling memajukan satu sama lain dan saat yang
sama menyingkirkan prasangka, sikap intoleran dan kesalahpahaman. Dialog
mensyaratkan sikap konsisten, terbuka, kerendahan hati dan berterusterang
sehingga dialog dapat memperkaya dan memperbarui masing-masing pihak.*®
Artinya, pintu dialog akan terbuka apabila masing-masing agama tidak saling
menyerang atas dasar persepsi keyakinan sendiri yang penuh prasangka.

Potensi konflik atas nama agama semakin mengkhawatirkan, khususnya
ketika masing-masing umat beragama mendapatkan sumber keyakinan dalam
beragama, yaitu primordialisme kelompok agama yang berpotensi chauvinism,
selalu mendapatkan legitimasi teologis melalui kitab suci (truth claim), dan
bersifat ekspansionisme dengan menyebarkan keyakinan sendiri kepada orang
lain. Ketiga prinsip yang sensitif ini tidak menjadi masalah karena merupakan hak
setiap umat beragama, tetapi kemudian sering dimanfaatkan untuk menciptakan

rasa kecurigaan dan kebencian antarumat beragama melalui jalan adu domba.

190 Bydhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme, 227-228.
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Akibat kesalahpahaman makna pluralisme agama ini menimbulkan kerugian besar

karena menyangkut nasib hubungan sosial antarumat beragama.

1. Pluralisme agama bertipologi nonindifferent menjaga primordialisme agama
dan ikatan kewarganegaraan.

Latar belakang pluralisme agama bertipologi nonindifferent harus
dijadikan kesepahaman bersama antarpemeluk agama baik internal umat
beragama maupun antara umat berlainan (eksternal) agama, khususnya bagi
kalangan akademisi adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat
mengganggu hubungan kerukunan dan kerja sama sosial. Mengembangkan
pluralisme agama adalah sikap kedewasaan atas pluralitas, yaitu menerima
kehadiran pemeluk agama yang berbeda tanpa reduksi iman dan hidup
berdampingan secara proeksistensi dalam komunitas sosial, kemanusiaan, dan
kebangsaan. Dengan pluralisme agama nonindifferent tergali berbagai komitmen
bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok
dan agamanya.*®*

Pluralisme agama nonindifferent yang bercirikan keindonesiaan sebagai
upaya meneguhkan kebhinnekaan dalam bingkai semangat kebangsaan sudah
lama mengakar dalam sejarah kebudayaan masyarakatnya sehingga pelarangan
terhadap pluralisme agama adalah ketidakpahaman sejarah bahkan patut dicurigai

sebagai infiltrasi dari budaya luar yang ahistoris dan cenderung dipaksakan.

191 1hid., 220.
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Menurut M. Amin Abdullah, terganggunya keharmonisan hubungan
antarumat Islam disebabkan kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi
dan politik kekuasaan yang melingkari komunitas Muslim diberbagai tempat,
bukan karena kandungan ajaran Islam. Perlu dibedakan antara dimensi ajaran
agama dan dimensi perilaku umat beragama.'®? Kehadiran tipologi pluralisme
agama nonindifferent diharapkan dapat mengimbangi dominasi pemahaman
kelompok Islam antipluralisme yang memaknai pluralisme agama secara tunggal
sehingga dicurigai mengiring pemahaman masyarakat secara sepihak identik
relativisme agama. Selain itu, pluralisme agama nonindifferent juga dapat
mempertegas sikap toleransi antarumat beragama meskipun harus dikembangkan
secara positif, tetapi tanpa pereduksian iman sebagaimana pandangan inklusif
Mukti Ali dalam agree in disagreemant.%

Perbedaan agama dalam Islam tidak dilihat sebagai masalah preferensi
pribadi, tetapi sebagai ungkapan kesetiaan komunal yang dilandasi wawasan
spiritual dan evaluasi kritis atau disebut pluralisme agama nonreduktif. Pada
wilayah publik, toleransi hanya menuntut kepekaan dari keberadaan komunitas
agama lain sebagai warga dunia. Semua umat beragama melebur pada masalah
sosial bersama tanpa dibatasi status, kecuali hanya truth claim secara personal.

Artinya, menjadi seorang pluralis yang bergaul dan menjaga toleransi dengan

192 M. Amin Abdullah, “Etika dan Dialog antar Agama: Perspektif Islam”, dalam Ulumul Qur’an:
Dialog Agama-Agama Ketegangan & Toleransi, 22.Lihat juga Abdul Mogsith Ghazali, Argumen
Pluralisme Agama, 8.

193 Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam llmu Perbandingan
Agama, ed. Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck, 230.
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siapa pun tidak harus melepaskan jati diri atau identitasnya sebagai Muslim demi
dan atas nama toleransi.

Bagi setiap pemeluk agama truth claim merupakan pemikiran agama
sendiri sebagai keyakinan yang paling utama. Sebaliknya, lawan truth claim
adalah setiap pemikiran agama yang menganggap kebenaran terdapat pada semua
agama dan bukan hal yang utama. Meskipun keberadaannya bersifat alamiah
menjadi esensi jati diri sebuah agama, keseimbangan nilai kebaikan dan potensi
konfliknya wajib dijaga karena dapat membunuh karakter atau jati diri agama itu
sendiri. Solusi persoalan pluralitas dan klaim kebenaran agama yang saling
berseberangan (conflicting truth claim) tersebut tidak boleh mengganggu
keunikan dan eksklusivitas agama. Misalnya dengan cara reduksi, distorsi,
relativisasi atau menegasi kebenaran agama lain.

Tujuan truth claim adalah untuk meningkatkan semangat melaksanakan
perintah agama karena tanpa keyakinan kebenaran agama, khususnya perintah
wajib, maka perintah Tuhan tidak mungkin dijalankan bahkan terjadi penolakan.
Pada aspek lain truth claim juga berfungsi untuk membentengi diri dari pengaruh
dan ajakan agama lain yang berbeda. Meskipun truth claim dalam pluralisme
agama nonindifferent sangat dihormati sebagai hak pribadi dan kebutuhan semua
agama di dunia, masing-masing pemeluknya memiliki kewajiban hidup
berdampingan secara proeksistensi tanpa pereduksian iman.

Meskipun kehadiran pluralisme agama nonindifferent sebagai antitesis dari

eksklusivisme agama, pemahaman inklusif juga mengakui kebenaran bukan
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menjadi monopoli agama tertentu atau ditemukan dalam agama lain. Makna
kebenaran ada pada agama lain dibatasi secara sosiologis karena dikhawatirkan
kembali kepada ajaran relativisme bahkan nihilisme. Ajaran relativisme
merupakan paham yang tidak mengakui adanya kemutlakan sama sekali.

Dengan semangat relativisme yang dibawakan filsafat postmodernisme
sepertinya pluralisme agama indifferent ingin memangkas keberadaan klaim
kemutlakan agama di setiap agama. Meskipun masing-masing agama secara absah
memiliki truth claim, sikap toleran terhadap agama lain bukan berarti meragukan
keyakinan agama sendiri adalah mutlak benar. Jika setiap pemeluk agama terpaksa
atau dipaksa untuk meragukan agama sendiri demi toleransi antarumat beragama,
maka tindakan tersebut adalah intoleransi. Ranah toleransi adalah menghargai
bukan membenarkan dan mengikuti.

Ajaran relativisme dalam pluralisme agama indifferent ingin melawan
kemutlakan dengan menggunakan semangat kemutlakan itu sendiri. Oleh sebab
itu ajaran relativisme merupakan pandangan yang menyangkal diri sendiri (self-
refuting) bahkan merusak diri sendiri (self-defeating). Ajaran ini tidak
menghormati keunikan masing-masing agama yang jelas berbeda bahkan pada
keyakinan kemutlakan agama sendiri pun harus diragukan sehingga membuka
peluang semua agama pada akhirnya adalah sama dan benar. Arahnya menggeser
level truth claim pada masing-masing agama menjadi level kemutlakan baru yang

lebih luas atas nama pluralisme agama.
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Tingkatan truth claim dilihat dari jenisnya ada dua, yaitu inklusif
proeksistensi dan eksklusif (doktriner). Meskipun truth claim secara sosial
tingkatannya tidak sama, sikap merendahkan bahkan menghilangkan truth claim
dalam pluralisme agama nonindifferent merupakan bentuk pereduksian iman.
Sebagaimana ajaran Islam yang sejalan dengan pluralisme agama nonindifferent,
truth claim dibangun melalui penalaran ilmiah dan kesadaran sosial yang
proeksistensi. Pendekatan eksklusif dan doktriner, seperti pernyataan
sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam,*®* hanya diberikan
di internal Muslim. Menurut Kklasifikasi pendekatan Charles J. Adam,'®®
pendekatan yang salah satunya bertujuan untuk mempertahankan diri secara
eksklusif termasuk normative approach (apologetic approach). Selanjutnya
perkembangan truth claim berdimensi sosial jauh dari toleransi proeksistensi,
khususnya pasca konflik antaragama beralih ke masalah wkhrawr. Meskipun
keberadaan truth claim pada semua agama dibolehkan, setiap pernyataan tetap
membutuhkan argumentasi yang dapat diterima dalam timbangan nalar
(reasonable).

Sumber konflik antarumat beragama bukan dari keberadaan truth claim
pada masing-masing agama, tetapi dari perbedaan memahami agama secara
doktriner (informatif). Pada umumnya dihasilkan dari penerimaan langsung teks

keagamaan atau taqlid untuk kepentingan tertentu. Pemahaman truth claim tanpa

194 al-Qur’an, 3:19.

195 Charles J. Adams, “Islamic Religious Tradition”, dalam The Studi of Middle East: Research and
Scholarship in the Humanities and Social Science, ed. Leonard Binder (New York: John Wiley &
Soons, 1976), 38.
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proses penalaran atau studi perbandingan ilmiah ini cenderung menghasilkan
karakter pengikut yang eksklusif dan sangat sulit untuk berdialog.

Pemahaman truth claim secara doktriner ini tidak dapat diakui sebagai
kebenaran tunggal karena peluang kesalahan interpretasi teks kitab suci bahkan
pemalsuan teks keagamaan sangat besar. Dengan sikap selektif tersebut antarumat
beragama terbiasa mendapatkan Kkritik eksternal sehingga termotivasi untuk
berdialog dan mengevaluasi untuk perbaikan di kemudian hari.

Meskipun tidak harus membenarkan, juga tidak mudah menyalahkan
keyakinan umat beragama lain. Pada masyarakat majemuk di Indonesia semua
agama harus dianggap benar, yaitu benar menurut keyakinan pemeluk agama
masing-masing. Prinsip ini merupakan landasan bagi keadilan, persamaan hak,
dan kerukunan antarumat beragama sehingga tanpa pluralisme, maka kerukunan
dan toleransi umat beragama tidak mungkin terjadi.*%

Ungkapan “paling benar” harus dikembalikan kepada kepercayaan
pemeluknya masing-masing. Pernyataan klaim kebenaran agama adalah urusan
internal agama sendiri bukan untuk agama lain. Sebuah sikap tidak beradab, jelas
tidak berkebudayaan, berunsur sarkasme, dan menciptakan perkara, jika seseorang
berkata, “Agama kamilah yang paling benar, agama anda sarat dengan mitos dan
kepercayaan karut” 1%

Kepercayaan agama yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara

terus menerus memantapkan penganutnya menjadi sarana informasi ilmiah di

196 M. Dawam Rahardjo, “Kala MUI Mengharamkan Pluralisme”, dalam Koran Tempo, Senin, 01
Agustus 2005, 33.
197 Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, 30.
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dunia agama. Dialog agama sudah tidak membicarakan masalah ibadah personal,
melainkan masalah etika sosial dunia global seperti, kemiskinan, penghijauan,
sembako murah, dan lain-lain. Sebagaimana pendapat M. Amin Abdullah, dialog
agama dapat dilakukan melalui pintu etika karena manusia beragama secara
universal menemui tantangan kemanusiaan yang sama seperti menjunjung tinggi
harkat kemanusiaan (human dignity) tanpa diskriminatif dan jauh dari kecurigaan
kelembagaan formal keagamaan.*®®

Selain pemahaman truth claim yang bersifat doktriner, konflik antarumat
beragama juga terjadi jika ada pemaksaan terhadap agama lain. Misalnya, berdalih
toleransi, keseragaman dan solidaritas, memaksa pemeluk agama lain untuk
melaksanakan larangan atau meninggalkan yang justru diwajibkan oleh
kepercayaan agamanya. Ciri-ciri spesifik yang menjadi keunikan masing-masing
ajaran agama yang beragam tetap dipertahankan dan dipelihara, tidak dipaksakan
seragam. Biarkan pilihan agama menjadi hak pribadi masing-masing tanpa harus
melakukan pemaksaan seperti mendiskriminasi, menegasi, mempersekusi, dan
mengekskomunikasi orang lain karena pilihan agamanya.

Demikian pula dengan konflik akibat melanggar kesepakatan atau
perjanjian bersama. Kesepakatan atau kerja sama antarpemeluk agama digunakan
untuk memelihara kepentingan bersama. Misalnya, konflik dan perang antara
umat Muslim pengikut Nabi dengan kaum Yahudi bukanlah akibat truth claim.

Tidak terelakkan masyarakat yang berbeda suku, warna kulit, kebangsaan, dan

19 M. Amin Abdullah, “Etika dan Dialog antar Agama: Perspektif Islam”, dalam Ulumul Qur’an:
Dialog Agama-Agama Ketegangan & Toleransi, Nomor 4, Vol. IV Th. 1993, 21.
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agama dapat hidup berdampingan. Selama berlakunya Piagam Madinah semua
pemeluk Muslim, Yahudi, dan Nasrani bebas berpegang pada agamanya, tetapi
tidak boleh melanggar perundangan atau berkhianat yang hanya menyusahkan
(menghancurkan) diri sendiri dan keluarganya.

Truth claim tidak mungkin dihapuskan bahkan kelompok yang
menyalahkan truth claim sebenarnya juga berpijak pada anggapan truth claim
karena menyalahkan pemikiran yang membenarkan agamanya sendiri dengan
membenarkan pemikiran yang membenarkan semua agama. Dalam pluralisme
agama nonindifferent, toleransi proeksistensi tidak menghapus truth claim.
Meskipun persatuan dapat menciptakan harmoni kehidupan beragama,
melepaskan keyakinan kebenaran agama sendiri dengan mengakui juga kebenaran
agama lain, khususnya yang bertentangan dapat menimbulkan konflik antarumat
beragama. Berbeda dari sikap kelompok ateis atau menjadikan agama sebagai
simbol saja yang tidak memiliki kesungguhan beragama tentu tidak akan
terbebani melepaskan keyakinannya.

Dengan mengakui truth claim pada masing-masing penganut agama yang
tidak mungkin dilepaskan sebagai hak asasi dan memiliki pertanggungjawaban
sendiri di hadapan Tuhan, maka dialog kebersamaan dan kerja sama dilakukan
dengan Kkejujuran dan kebesaran jiwa. Demikian pula dengan kompetisi
mengembangkan agama juga dipandang sebagai keharusan antarumat beragama.

Konflik antarumat beragama bukan persoalan eksistensi truth claim, tetapi

kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dalam
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kehidupan sosial yang beragam, yaitu ketidakdewasaan dalam menghadapi
perbedaan. Masing-masing agama mempersilakan  pemeluknya untuk
menyampaikan kekhasan tanpa harus mengecam dan memfitnah agama lain.
Meskipun agama saling berbeda, hidup saling menghormati berbagai peran dan
kerja sama harus ditegakkan. Tidak ada manfaatnya antarumat beragama
memaksakan penyeragaman dengan saling merendahkan dan menghilangkan
perbedaan sehingga biarlah berjalan dalam hukumnya sendiri.

Dengan demikian terjadinya konflik agama bukan bersumber dari
perbedaan truth claim agama melainkan akibat pendidikan agama yang doktriner,
pemaksaan truth claim salah satu agama kepada agama lain dan melanggar
perjanjian atau kesepakatan bersama. Toleransi dalam pluralisme agama
bertipologi nonindifferent yang proeksistensi tidak menghapus truth claim yang
bersifat alamiah dan permanen. Meskipun dengan tingkatan berbeda, truth claim
menjadi kebutuhan manusia. Dalam truth claim ada pemahaman untuk saling
menghormati perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing agama, tetapi di
masyarakat global mereka dapat hidup berdampingan secara proeksistensi.

2. Pluralisme agama bertipologi nonindifferent sebagai loyalitas ganda interaksi
sosial antarumat beragama.

Kemampuan antarumat beragama untuk mencegah dan mengelola konflik
justru ditentukan dari cara membangun toleransinya dengan pendekatan sistem
sosial, yaitu melalui hubungan personal dan berbagai kelompok antarumat

beragama. Semakin intensif dalam interaksi sosial antarumat beragama, maka
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tingkat integrasi sosial antarumat beragama makin bertambah. Dengan tingginya
integrasi sosial antarumat beragama, maka konflik dapat dinetralisir karena setiap
umat beragama memiliki loyalitas ganda baik sebagai pemeluk agama maupun
sebagai komunitas yang hidup bersama dalam ikatan kewarganegaraan.
Kekhawatiran fanatisme agama secara sempit dan sentimen pribadi pada
primordialisme agama segera dapat dinetralisasi oleh kegandaan loyalitas yang
dimiliki masing-masing dalam komunitas antarumat beragama.

Dalam perspektif keragaman dan perbedaan agama di Indonesia jika tidak
terintegrasi ke dalam kebudayaan bangsa secara keseluruhan atau apabila agama
mengisolasikan diri dan tidak merasa terlibat secara positif dalam kebudayaannya,
maka masyarakat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok dengan ikatan
primordial yang semakin kuat.’®® Pada masyarakat plural para anggotanya kurang
memiliki loyalitas terhadap keseluruhan masyarakat atau homogenitas
kebudayaan bahkan dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Meskipun
diakui pluralisme agama mengandung diferensiasi sosial yang rentan terjadinya
disorganisasi sosial, diferensiasi juga dapat menjadi modal bangsa jika keragaman
agama dan sosiokultural tersebut dikelola dengan cerdas, bijak, dan dijaga dalam
bingkai kesatuan sosial.

Konflik sosial antarumat beragama dapat diantisipasi dengan adanya
loyalitas ganda (cross cutting loyalties), misalnya loyalitas daerah atau ikatan

kewarganegaraan yang sama. Bentuk loyalitas ganda yang bersifat silang

199 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, 493.
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menyilang (interseksi) antara kesamaan agama dan kesamaan daerah ini telah
membuktikan adanya integritas nasional di Indonesia. Oleh sebab itu, antarumat
beragam harus mengembangkan sikap kearifan dalam menerima pluralisme.
Pluralisme dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia merupakan syarat
mutlak adanya persatuan bangsa sehingga diperlukan peningkatan konsolidasi
internal antarumat beragama.

Loyalitas ganda ini bukan berarti tidak mempercayai kebenaran agama
sendiri secara teologis, tetapi ada kesediaan diri untuk mau berbagi ruang secara
sosiologi dalam ikatan kewarganegaraan. Semua pemeluk agama menyadari
kehidupan umat beragama dalam bermasyarakat tidaklah tunggal. Meskipun
keyakinan teologi antarumat beragama berbeda-beda, masing-masing dapat
memilih hidup berdampingan bersama pemeluk agama lain secara damai dengan
tetap menjaga identitas dan keunikan agamanya daripada menciptakan konflik
yang justru membahayakan agama dan komunitas masing-masing umat beragama.
Antarumat beragama wajib memiliki loyalitas ganda dengan cara menerima asas
pergaulan bersama dalam pluralisme agama bertipologi nonindifferent.

3. Legitimasi sosial dalam tipologi pluralisme agama nonindifferent.

Penulis melihat efektivitas Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang
pengharaman pluralisme dalam mempengaruhi sistem kehidupan beragama di
Indonesia juga ditentukan oleh berkembangnya pemahaman pluralisme agama

nonindifferent dan dukungan kelompok masyarakat pendukungnya.
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Berbeda dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat berupa
sanksi bagi setiap pelanggaran. Hukum adalah kaidah (norma) yaitu himpunan
petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan
ditaati anggotanya sehingga pelanggaran dapat menimbulkan tindakan pemerintah
atau penguasa masyarakatnya.?®® Tujuan himpunan kaidah hukum adalah
mempertahankan tata tertib masyarakat yang juga terdapat dalam agama,
kebiasaan, adat-istiadat dan kesusilaan dalam praktik keseharian, sehingga diakui
ada pengaruh agama dalam hukum sebagaimana cara hidup para mukmin di
masyarakat yang diatur agama Islam, yaitu syariat.?’!

Keputusan fatwa MUI sebagai pendapat hukum dari para ulama sejauh
belum menjadi undang-undang, maka bersifat tidak mengikat. Meskipun
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 belum memiliki kekuatan hukum
mengikat sebagaimana peraturan pemerintah atau undang-undang, gejala
legalisasi fatwa dengan cara sosialisasi penolakan istilah pluralisme agama dapat
dikategorikan sebagai upaya strukturisasi agama. Strukturisasi agama adalah
menempatkan agama pada level struktur pemerintah dalam bentuk legalisasi
fatwa. Berparadigma, masalah agama harus diatur negara agar masyarakat
memahami dan menghayati kehidupan agama secara tepat dan benar. Pendekatan
model top-down ini biasa digunakan untuk mengontrol kehidupan keberagamaan

di masyarakat.

200 Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 3.
201 |bid., 5.
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Sebaliknya, kelompok propluralisme agama yang diwakili tokoh
akademisi justru melakukan kulturalisasi agama. Kulturalisasi agama adalah
menarik agama sebagai persoalan privat, bukan publik. Berparadigma, agama
lebih tepat diserahkan pada personal atau lembaga nonpemerintah sesuai dengan
kultur yang berkembang di masyarakat. Setidaknya, persoalan keagamaan
diserahkan pada masyarakat sendiri tanpa perlu campur tangan negara.

Seiring dengan munculnya perubahan tipologi pluralisme agama
nonindifferent yang tidak mereduksi iman dan menghargai keunikan masing-
masing agama secara proeksistensi, maka sangat memungkinkan jika pluralisme
agama tidak lagi dimaknai semua agama adalah sama. Masyarakat harus bersikap
akomodatif kepada dua pihak yang berseberangan. Dalam kondisi tertentu
pluralisme agama nonindifferent sebagai asas pergaulan sosial antarumat
beragama secara hukum statusnya tidak mutlak haram.

Meskipun MUI sebagai representasi dari beberapa ormas keagamaan,
terkadang keputusan fatwanya saling berbenturan dengan fatwa atau keputusan
ormas keagamaan. Dalam meminimalisir dampak negatif pluralisme agama para
pemuka agama dan akademisi serta mayoritas Muslim masih kuat mengikuti
fatwa ormas sosial keagamaan besar pendahulu seperti NU dan Muhammadiyah
daripada fatwa MUI.

Ormas Islam besar tersebut juga bekerja sama dengan institusi keagamaan
formal seperti FKUB (Forum Kerukunan Antarumat Beragama) dan lembaga

sosial lain agar mensosialisasikan pemahaman yang benar tentang pluralisme
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agama. Misalnya, sosialisasi bentuk pluralisme agama antara haram dan mubah,
sosialisasi tentang pilihan menjadi seorang pluralis antara menolak dan menerima
pluralisme agama sebagai sikap atas pluralitas, sosialisasi hukum Islam tentang
dialog antarumat beragama di tempat ibadah untuk tujuan di luar urusan ‘agidah,
seperti masalah sosial, kemanusiaan dan kebangsaan.

Dari beberapa sosialisasi terkait kekhawatiran umat Islam tentang
pluralisme agama dan penyelesaiannya, khususnya kaum awam diharapkan tidak
terjadi kesalahpahaman dalam mengikuti pola pikir dan sikap tokohnya. Selain
itu, sebagai aplikasi pemahaman yang benar tentang pluralisme agama
nonindifferent, yaitu adanya toleransi positif yang proeksistensi, maka
antarpemuka agama dapat bekerja sama dengan pemerintah menyelenggarakan
bakti sosial seperti pengentasan kemiskinan dan pengobatan gratis, rumah singgah
untuk anak jalanan, pendidikan taman baca dan sekolah gratis, pelestarian
lingkungan hidup seperti pembangunan MCK umum dan reboisasi bakau.
Program-program kemanusiaan seperti penyuluhan antiradikalisme agama dan
antiterorisme, advokasi korban penggusuran, trafficking, penampungan
pengungsi, dan bencana alam serta melibatkan diri dalam berbagai peringatan
penting diantaranya Hari Bumi, Hari Aids, dan lain-lain.

Dari legitimasi sosial antarumat beragama dalam pluralisme agama
nonindifferent tersebut menurut penulis perlu dikembangkan beberapa sikap

positif dalam memahami perbedaan, yaitu:
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a. Segala bentuk perbedaan harus disikapi dengan baik, wajar dan tulus ikhlas
sebagai sarana fastabiqul khairat.

b. Menghargai keberadaan orang lain bukan berarti menghilangkan eksistensi
diri sendiri yang juga berbeda.

c. Menguatkan identitas kelompok lain sebenarnya juga menguatkan identitas
diri sehingga tidak perlu takut untuk mengakui dan menghargai keberadaan
kelompok lain.

d. Membangun komunikasi antarumat berbeda agama untuk saling memberi
kesempatan mengenal eksistensinya masing-masing mampu menemukan
titik kesamaan dan kesepahaman bersama.

4. Relevansi pluralisme agama nonindifferent sebagai asas pergaulan hubungan
antarumat beragama di Indonesia.

Meskipun pluralisme agama nonindifferent dalam konteks sosial menurut
sejarah pernah dicontohkan Nabi dan generasi berikutnya, Islam secara teologis
tidak pernah membenarkan agama lain melebihi agamanya sendiri karena tiap
agama memiliki primordialisme atau disebut juga truth claim. Dalam Islam
perbedaan agama tidak dilihat sebagai masalah preferensi pribadi, tetapi ungkapan
kesetiaan komunal yang dilandasi wawasan spiritual dan evaluasi kritis.2%?

Eksistensi truth claim harus ada pada semua agama agar masing-masing
pemeluknya memiliki identitas dan prinsip hidup dalam beragama sehingga

terhindar dari sikap sinkretisme dan relativisme. Menghilangkan truth claim

202 Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, 192.
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dalam beragama berkonsekuensi pada identitas keyakinan pemeluknya untuk
mendalami, membela dan mempertanggungjawabkan agama sendiri dihadapan
agama lain. Semua agama tanpa truth claim dapat memunculkan sikap tidak
mengakui adanya kebenaran agama karena semuanya dianggap benar atau salah
semua sebagaimana pemikiran dan perilaku ateisme. Toleransi yang dimunculkan
dari sikap seperti ini adalah toleransi bermakna pembiaran bahkan terhadap
kesalahan karena semuanya serba relatif, tanpa penilaian benar dan salah.
Pluralisme agama perspektif Islam terinspirasi secara teologis dari ajaran
al-Qur’an dan sejarah sosial kehidupan Rasulullah dalam bekerja sama dengan
umat beragama lain. Ajaran Islam ini sejalan dengan praktik pluralisme agama
bertipologi nonindifferent yang menerima pluralisme sebagai sikap sosial dengan
mengakui keunikan identitas beserta klaim kebenaran masing-masing agama
tanpa pereduksian iman. Artinya, agama sendiri mengakui dan menerima
keberadaan agama lain untuk tetap hidup berdampingan secara proeksistensi,
tetapi tanpa meminta agama sendiri mengakui juga kebenaran pada agama lain.
Menurut M. Amin Abdullah sifat truth claim pada semua agama harus
disadari melekat dalam sanubari para pemeluknya, maka al-Qur’an hanya
mengajak kepada seluruh penganut agama-agama lain dan penganut agama Islam
sendiri untuk mencari titik temu di luar aspek teologi yang memang sejak semula
berbeda.?®® Menjadi masalah apabila sikap bertahan pada pluralitas ditambah

exclusivism dalam berbagai kesempatan seperti menggunakan truth claim untuk

203 M. Amin Abdullah, “Etika dan Dialog antar Agama: Perspektif Islam”, dalam Ulumul Qur’an:
Dialog Agama-Agama Ketegangan & Toleransi, 21.
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tujuan konversi iman dan memandang rendah umat beragama lain mengakibatkan
keputusasaan dan keengganan interaksi antarumat beragama.

Jika berniat kegiatan dakwah cukup mengajak melakukan kerja sama
sosial yang sehat tanpa diiringi sikap reduksi keyakinan karena setiap pemeluk
tidak menuntut adanya pengakuan kebenaran iman dari pihak agama lain. Prediksi
Harold Coward tentang masa depan agama-agama dinyatakan, pengenaan kriteria
sendiri melalui misioner yang diperkuat dengan ajaran militan atau eksklusif
diikuti upaya menobatkan penganut agama lain dapat mempersulit pluralisme
agama.?® Sikap tersebut menurut M. Amin Abdullah, unfavourable karena tidak
mempedulikan perasaan orang yang telah menganut agama tertentu.?%

Meskipun keberadaan klaim kebenaran (truth claim) bagi pluralisme
agama nonindifferent merupakan sesuatu yang alamiah dan esensi jati diri sebuah
agama. Solusi apapun yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah pluralitas
dan klaim kebenaran yang saling berseberangan (conflicting truth claim) tidak
boleh mengganggu keunikan dan eksklusivitas agama baik dengan cara reduksi,
distorsi, relativisasi atau menegasi kebenaran agama karena dapat membunuh
karakter atau jati diri agama itu sendiri.

Pengakuan kebenaran tunggal pada masing-masing agama dan penolakan
segala bentuk reduksi atas keyakinan agama sendiri dapat dibenarkan dan terjadi
pada semua agama. Kosmologi dan simbolisasi yang dimiliki agama sebagai

kekuatan kolektif mampu menggerakkan ikatan emosional bersama. Antisipasi

204 Harold Coward, Pluralisme,173.
205 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, 37.
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selanjutnya terletak pada kecenderungan berbagai kepercayaan yang berbeda
bahkan berlawanan mengenai nilai-nilai tertinggi (ultimate values) masuk ke
wilayah politik. Demi kekuasaan politik antarkelompok agama yang berbeda
saling bertikai dan makin jauh dari kompromi.

Menurut M. Amin Abdullah, semua agama secara psikologis
mengutamakan truth claim yang bersifat eksklusif partikularistis hanya pada
agama sendiri karena hakikat manusia selalu ingin memiliki pedoman hidup yang
ultimate, bersifat clear cut, dan final. Umat Islam harus waspada pada interest
sosial, politik, ekonomi yang memboncengnya.?®® Sebaiknya wacana pluralisme
tidak dikaitkan secara teologis dengan cara ber-tawhid, tetapi pengembangan etika
global melalui dialog etika dan kerja sama sosial untuk mencari kesamaan nilai-
nilai hidup bersama. Pluralisme lebih relevan diterapkan untuk mengatur
kemajemukan atau pada tataran sosiologis, kultural, ekonomi dan politik
masyarakat agar tercipta kehidupan yang beradab dan bermartabat.

Dari deskripsi bentuk pluralisme agama nonindifferent tersebut, maka
menurut penulis pluralisme agama sebagai sikap atas keragaman dan perbedaan
(pluralitas) agama memiliki beberapa ketentuan, yaitu:

a. Interaksi antarumat beragama spesifik berkaitan dengan masalah sosial dan
kemanusiaan dalam ikatan kewarganegaraan.
b. Kerja sama antarumat beragama bersifat proeksistensi, yaitu kerja sama

aktif saling membantu tanpa dibatasi berbagai belenggu persepsi agama.

296 1hid., 68-69.
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c. Tidak berkaitan dengan urusan keimanan dan peribadatan yang dapat
mendatangkan tereduksinya iman baik relativisme maupun sinkretisme.

d. Penyamaan semua agama tidak berhubungan dengan keharusan untuk
menerima dan mengakui kebenaran iman agama lain, tetapi perlakuan adil
dan pengakuan hak truth claim adalah milik semua kelompok agama.

e. Perbedaan kelompok agama mayoritas dan minoritas hanyalah sumber
inspirasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan bersama, bukan
sumber aspirasi agama tertentu beserta klaim kebenarannya.

Ketentuan pluralisme agama nonindifferent di atas sangat relevan menjadi
asas pergaulan hubungan antarumat beragama di Indonesia karena dapat dijadikan
pembuktian adanya hak truth claim sekaligus aplikasi kualitas iman seseorang
dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya.

5. Implikasi pluralisme agama nonindifferent dalam Keputusan Fatwa MUI

Nomor 7 Tahun 2005.

Dengan beragamnya konsep pluralisme agama yang diformulasikan
berbagai tokoh agama dan intelektual dari indifferent ke nonindifferent, maka
dimungkinkan pemaknaan atas Keputusan Fatwa Nomor 7 Tahun 2005
mengalami penyempurnaan. Dengan pemahaman yang tidak tunggal tentang
bentuk pluralisme agama, maka kehadiran pluralisme agama nonindifferent
berimplikasi langsung pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.
Misalnya, kerancuan istilah dan metodologi MUI dalam menetapkan fatwa

berpengaruh pada ketentuan umum dan ketentuan hukum fatwa. Perbedaan
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pandangan pluralisme agama dapat digunakan untuk merumuskan definisi pada
bagian konsideran atau ketentuan umum fatwa. Selanjutnya sebagai bahan
pertimbangan melalui ketentuan umum menjadi rujukan penyusunan diktum atau
ketentuan hukum. Ketentuan hukum berisi substansi hukum yang difatwakan dan
rekomendasi atau jalan keluarnya.

Dengan melihat hubungan struktur dan proses penetapan sebuah fatwa dan
persoalan definisi pluralisme agama yang belum dianggap final meskipun
berbagai teori baru mengalami perkembangan yang signifikan, maka diharapkan
dapat menghapus kekhawatiran umat beragama pada aspek teologi (‘agidah).
Kehadiran model pluralisme agama nonindifferent yang hanya membutuhkan
komitmen ikatan warga negara secara sosial dan tidak menganggu ‘agidah ini
dapat mempengaruhi status hukum pluralisme agama yang diharamkan Majelis
Ulama Indonesia.

Keputusan fatwa MUI yang bersifat permintaan (base on demand) atas
suatu pertanyaan meskipun bukan mengikuti kehendak para peminta fatwa, tetapi
fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tetap mengikuti kehendak dalil dan
kemaslahatan umat. Membolehkan pluralisme agama nonindifferent mengandung
kemaslahatan yang lebih besar daripada menutup pintu semua definisi dan
penafsiran pluralisme agama karena melarang pluralisme atau sikap atas pluralitas
berarti membiarkan hidup dalam koeksistensi. Hidup berdampingan tetapi minim
interaksi, tidak sepenuh hati, dan ada hidup bersama tetapi tidak ada kebersamaan

bahkan dibayangi sikap saling curiga mengingatkan adanya sejarah kelam
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rivalitas. Interaksi antarumat beragama diposisikan sebagai kehidupan sosial
dengan kacamata teologis.

Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 sebagai jawaban terkait
beredarnya paham pluralisme agama indifferent juga perlu memberi tanggapan
yang sama untuk nonindifferent. Mengingat maraknya tuduhan sesat dari
kelompok antipluralisme agama kepada propluralisme sudah merugikan dan
merisaukan umat. Jika dibiarkan tanpa evaluasi berimbang, maka dikhawatirkan
pluralisme agama sebagaimana rumusan fatwa MUI kembali bermakna baku
secara indifferent. Pembenaran atas fatwa MUI yang jelas mengalami perbedaan
konteks akibat perubahan pranata sosial dapat dimanfaatkan kelompok
antipluralisme untuk menuduh pluralisme nonindifferent sebagai penganjur
relativisme dan sinkretisme agama.

Munculnya Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 sebagai respons maraknya
ajaran relativisme dan sinkretisme teologi yang haram merupakan sikap yang
tepat untuk menjaga ‘agidah dan keyakinan umat beragama Islam. Meskipun
demikian penolakan pluralisme agama tidak serta merta menghilangkan semua
bentuk interaksi sosial antarumat beragama sebab ada pluralisme agama yang
dibolehkan, seperti pluralisme agama nonindifferent. Bentuk pluralisme agama ini
tetap mensyaratkan adanya ikatan kewarganegaraan tanpa mereduksi keyakinan
dalam dialog antarumat beragama.

Dalam dialog sisi-sisi persamaan di antara berbagai agama, budaya dan

peradaban itu dimunculkan, tetapi tetap menunjukkan sisi-sisi perbedaannya agar
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masing-masing kelompok agama, budaya dan peradaban saling memahami dan
menghormati. Dalam konteks Islam, hal ini sangat bermanfaat karena ia dapat
menghilangkan citra negatif kalangan nonmuslim, terutama di Barat yang
beranggapan Islam adalah agama antiperdamaian, atau agama pendukung
kekerasan. Dengan terbentuknya kondisi saling memahami ini, faktor legitimasi
dari munculnya konflik antaragama, budaya, dan peradaban ini dapat dihindarkan.
Selain itu atas dasar nilai-nilai universal ini pula umat Islam dapat merespons
sistem atau ide-ide global seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme dan
sebagainya sebagai sistem atau ide yang kompatibel dengan ajaran Islam.?’

Dari realitas pluralisme agama dan berbagai pemaknaan yang terus
berkembang menunjukkan ada perubahan tipologi yang lebih menghargai
keunikan dan komitmen bersama tanpa reduksi teologis. Konsep pluralisme
agama bertipologi nonindifferent secara kolektif diterima semua agama karena
memahami selain agama sendiri ada agama lain yang harus dihormati. Seperti
toleransi positif yang mencirikan adanya ikatan kerja sama dan tanggung jawab
moral dalam mengatur kehidupan sosial. Menerima pluralisme agama
nonindifferent menunjukkan gejala yang menggembirakan karena menjadi wacana
dan sikap umum masyarakat Indonesia, yaitu pandangan pluralisme agama tanpa
preferensi penyamaan relativisme dan tidak berhubungan dengan keyakinan.

Pengetahuan sejarah masa lampau tentang pluralisme agama di Indonesia

bukanlah barang baru karena sejak lama tradisi Nusantara cukup mewakili

207Bydhy Munawar-Rachman, Islam dan Liberalisme, 227.
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kehidupan harmoni hubungan antarumat beragama sebagaimana catatan
pengalaman beberapa kesultanan seperti Banten, Makassar, Aceh, dan Bima
kepada para pedagang atau pendatang dari berbagai bangsa asing seperti Portugal,
Inggris, Perancis, Belanda, Persia, Turki, Arab, India, dan seterusnya. Sikap atas
fakta keragaman yang memunculkan pluralisme agama dalam perspektif Islam
konteks keindonesiaan tidak selalu dipengaruhi oleh pengalaman di negara Barat.

Bukan pluralisme yang membuat agama menjadi majemuk (plural), tetapi
nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam ajaran agama secara sosial sudah
menyediakan fakta dan sikap atas keragaman dan perbedaan agama. Selanjutnya
dalam perjalanan waktu, pesan pluralisme agama ini bertemu wacana pluralisme
yang merupakan anak kandung dari modernitas bersamaan dengan demokrasi dan
hak asasi manusia (HAM) di Eropa.

Dengan demikian kecurigaan atau tuduhan MUI dalam fatwa yang
mengharamkan pluralisme agama karena mengusung ajaran relativisme dan
sinkretisme saat ini tidak tepat. Kesesuaian hukum dalam ketentuan umum fatwa
Nomor 7 Tahun 2005 tidak cocok diterapkan untuk pluralisme agama
nonindifferent. Perubahan tipologi akibat perkembangan makna dan relevansinya
bagi kehidupan berbangsa yang tidak seiring dengan perubahan hukum
menunjukkan kekurangan MUI dalam mendiagnosis berbagai masalah sosial
hubungan antarumat beragama. Oleh sebab itu, jika MUI telah memfatwa haram
tipologi pluralisme agama indifferent, maka untuk nonindifferent yang jelas

maksud dan tujuan kebaikannya perlu diberikan fatwa yang berbeda.
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Pembahasan ulang pluralisme agama yang bukan sinkretisme hingga saat
ini tidak pernah ada, seolah-olah dibiarkan tanpa penyelesaian, dan dikembalikan
lagi kepada rumusan indifferent minus nonindifferent bahkan segala bentuk sikap
menghormati perbedaan yang sosiologi pun dicurigai sebagai sumber konflik
agama. Kecurigaan tersebut menunjukkan perbedaan agama ternyata belum
mampu menjadi energi positif dalam membangun nilai toleransi.

Pluralisme tidak dipahami sebagai bentuk kesediaan menerima kenyataan
dalam masyarakat ada perbedaan cara hidup, berbudaya, dan berkeyakinan agama.
Terbukti pasca munculnya Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 hingga
munculnya penolakan gelar Bapak Pluralisme Tahun 2010 oleh Ketua MUI
Propinsi Jawa Timur kurang mendapat Klarifikasi ulang atau lahirnya penjelasan
baru yang lebih menjernihkan makna dan hukum pluralisme agama nonindifferent.

Dengan demikian, maka antitesa penulis adalah pengharaman pluralisme
agama (nonindifferent) adalah sarana terciptanya mafsadah, yaitu kontroversi
yang menyebabkan terganggunya harmonisasi kehidupan sosial umat beragama di
Indonesia. Dengan berpijak pada pertimbangan kemaslahatan, pengharaman
pluralisme agama sebagai sarana harus dicegah dengan mengembalikan hukum
pluralisme agama (nonindifferent) kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah
(boleh) bahkan wajib agar keunikan masing-masing agama dan harmonisasi
kehidupan sosial umat beragama dalam ikatan kewarganegaraan untuk

memecahkan persoalan kemanusiaan dapat terjaga.
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Menurut penulis, jika MUI tidak setuju, maka seharusnya membuatkan
asas pergaulan yang mengatur hubungan kerja sama antaragama yang tidak
sekadar pengakuan keragaman (pluralitas), tetapi dialog aktif dalam ikatan
kewarganegaraan tanpa mereduksi keyakinan agama mereka yang berbeda dan
asas itulah yang disebut “pluralisme”. Tujuannya agar masyarakat tidak tersesat
karena tidak tahu atau salah paham tentang bagaimana sikap berkomunikasi di
tengah masyarakat plural yang berbeda agama. Mengingat MUI dalam memilih
pendapat yang difatwakan harus menguntungkan semua pihak. Meskipun ada
kehati-hatian dan tidak mempermudah agama dalam beramal, tetapi tidak juga
menyulitkan orang dalam beragama.?®® Baik sikap menolak maupun menerima
pluralisme agama sebagai tren pemikiran Islam ini merupakan dilema yang
apabila tidak hati-hati dapat memunculkan sikap absolutisme dan nihilisme.

Dengan adanya asas pergaulan antarumat beragama, maka umat Islam
dapat membedakan pluralisme agama antara boleh dan dilarang sehingga tidak
akan terjadi fatwa kontroversi. Pendapat penulis meskipun MUI tidak perlu
mencabut fatwa sebagai keputusan hukum yang tepat untuk jenis pluralisme
agama indifferent, tetapi untuk nonindifferent MUI perlu mengeluarkan fatwa baru
yang lebih otoritatif sebagai respons atas perubahan makna pluralisme agama
yang berkembang saat ini. Kedudukan fatwa ini secara akademis berfungsi untuk
menjawab keterbatasan fatwa haram pluralisme indifferent dan pluralitas.

Mengingat jika terjadi perubahan fatwa akibat keadaan yang sudah berubah, maka

208 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2, 435.
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fatwa lama tidak batal karena hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad
yang lain.?®® Jika pluralisme agama indifferent status hukumnya haram, maka
pluralisme agama nonindifferent status hukumnya bisa mubah bahkan wajib.

Makna pluralitas yang dipahami MUI dalam penjelasan fatwanya berarti
kemajemukan yang disikapi dengan toleransi dan hidup berdampingan secara
damai.?’® Seandainya pluralitas dijadikan penjelasan pluralisme agama
nonindifferent dalam membangun ikatan atau komitmen kewarganegaraan
tidaklah memadai, kecuali ada kesepakatan makna baru bagi pluralitas. MUI
sebaiknya memberi catatan, tidak semua bentuk pluralisme agama adalah haram
dan pluralitas saja tidak cukup untuk menjelaskan asas pergaulan bersama.

Menurut propluralisme, pluralitas tidak sekadar toleransi negatif yang
membiarkan yang lain sendiri-sendiri tanpa interaksi. Pluralitas hanya mengetahui
perbedaan pasif tetapi kurang memahami ikatan sosial yang menuntut adanya
kepedulian aktif terhadap agama lain yang berbeda. Dengan kata lain pluralitas
tanpa pluralisme tidak mungkin tercipta koeksistensi damai, kecuali sendiri-
sendiri dan rawan berpotensi konflik apabila sebelumnya tidak pernah menjalin
kedekatan atau tanpa dialog.

Tanpa penjelasan yang mewakili, maka pernyataan yang menyebutkan
pluralisme agama adalah agama baru, sumber konflik atau membahayakan
‘aqidah dapat terulang kembali tanpa memahami sisi lain dari pluralisme agama

yang positif, yaitu nonindifferent. Jelas berbeda dengan makna pluralisme agama

209 |bid., 433-434.
210 Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 95.
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adalah paham yang mengakui eksistensi agama-agama yang ada dalam
masyarakat, tanpa mencampuradukkannya menjadi agama baru.

Jika pluralisme agama dalam fatwa MUI tetap dihukumi haram tanpa
penjelasan yang memadai secara logika dan norma sosial sedang mafsadah tidak
jelas terbukti bahkan jika dibiarkan mengganggu pluralitas yang diakui bersama,
maka interaksi sosial antarumat beragama menjadi hilang. Dengan pembaruan
hukum pluralisme agama nonindifferent sebagai asas pergaulan sosial antarumat
beragama diharapkan mampu mengurangi ekses negatif dari pengharaman
pluralisme agama.

Pluralisme agama nonindifferent mengakomodasi kepentingan semua
agama, menghargai keunikan sekaligus membenarkan adanya klaim kebenaran
pada semua agama. Demikian pula toleransi antarumat beragama juga tidak
menunjukkan harus menyerahkan komitmen percaya pada keyakinan sendiri
hingga titik terendah. Sebaliknya harus ada kritik konstruktif terhadap perbedaan
keyakinan. Dengan menjalankan kerja sama sosial antarumat beragama dalam
pluralisme agama nonindifferent sedikit banyak mengurangi kesalahpahaman
yang diwariskan sejarah.

Tipologi pluralisme agama nonindifferent yang mencirikan adanya
komitmen ikatan warga negara secara sosial dan tidak menganggu ‘agidah
tersebut dapat mengubah status hukum pluralisme agama yang diharamkan
menjadi mubah atau dibolehkan. Dasar pertimbangannya adalah konteks sosial

yang menjadi sumber ketentuan umum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005
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mengalami perubahan sehingga mempengaruhi ketentuan hukumnya. Artinya,
teks fatwa tersebut hanya berlaku bagi pluralisme agama indifferent yang saat ini
tidak mewakili untuk konteks pluralisme agama yang sudah berubah menjadi
nonindifferent sehingga berimplikasi harus ditafsirkan ulang.

Salah satu ciri dari fatwa adalah kasuistis dan parsial sehingga ketentuan
ketetapan hasil ijtihad ulama sebagai tindakan preventif bersifat temporer dan
dipengaruh situasi, ruang, dan waktu.?'* Berdasarkan pengalaman kontroversi
pluralisme agama di atas, maka Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 perlu
peninjauan ulang. Dalam menetapkan fatwa mungkin saja selang beberapa waktu
terbukti mengandung kekurangan atau sudah berada di luar kebutuhan sehingga
perlu ditinjau ulang. Artinya, fatwa MUI untuk kondisi saat ini mungkin saja
merusak sesuatu yang dibolehkan atau diwajibkan sehingga menimbulkan
kontroversi. Pada tataran tasbig, setiap kebijakan hukum harus memantau
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia realitas. Jika objek
hukumnya mengalami perubahan substansial, maka konsekuensi hukumnya
adalah keharusan untuk mengubah tipe status hukumnya.

Dengan melihat hubungan struktur dan persoalan definisi pluralisme serta
proses penetapan sebuah fatwa, maka upaya peninjauan ulang atas pluralisme
agama nonindifferent dapat menghapus kekhawatiran umat beragama pada aspek
reduksi teologi (‘aqidah). Kekhawatiran potensi bahaya dan dalil al-nass yang

digunakan menghukumi keharaman pluralisme agama nonindifferent adalah tidak

211 Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2004), 48.
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tepat. Penetapan hukum tidak boleh sekadar bersumber kekhawatiran yang belum
pasti terjadi atau demi kehati-hatian menjadikan perbuatan baik berpotensi
mendatangkan keburukan sekecil apapun harus dilarang.

Dengan demikian jika ketentuan umum fatwa MUI mengalami
perkembangan seiring dengan hadirnya bentuk pemaknaan baru pluralisme agama
bertipologi nonindifferent, maka menjadi relevan apabila ada peninjauan ulang
atas keputusan fatwa tersebut. Dalam kerangka historis menunjukkan setiap
penafsiran selalu mengalami perubahan mengikuti realitas masa.

Perubahan itu terjadi karena tuntutan evaluasi keputusan logis masa lalu ke
dalam konteks sekarang. Meskipun tidak menyalahkan keputusan fatwa sebagai
produk masa lalu, tetapi keadaan sekarang dengan terpaksa harus dikatakan
keputusan ini tidak up to date karena tidak relevan dalam proses pemahaman
pluralisme agama yang nonindifferent. Peninjauan ulang keharaman pluralisme
agama dalam fatwa Nomor 7 Tahun 2005 bertujuan untuk mencegah atau
menghambat kerusakan agar dampak sosial dari keterbatasan interpretasi melihat
kebaikan yang ada dibalik objek pluralisme agama dapat dihindari. Penerimaan
bentuk pluralisme agama nonindifferent yang menghargai toleransi secara positif,
menjaga interaksi sosial, dan saling menghormati perbedaan agama tanpa
mereduksi keyakinan agama masing-masing pemeluk sudah seharusnya menjadi
sikap umum.

Masing-masing agama termotivasi karena ada sasaran atau tujuan yang

menjadi natijah (akibat) dari perbuatan nonindifferent, yaitu harmonisasi tanpa



381

pendangkalan ‘agidah. Melihat natijah yang baik, maka segala sesuatu yang
mengarahkan kepadanya adalah baik sehingga dituntut untuk mengerjakan.
Seperti disebutkan secara umum dalam kajian ushdl figh jika kemaslahatan yang
dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadah yang dominan, maka harus
ditinggalkan.?*?

Sebagaimana kesepakatan para ulama tentang hasil ijtihad, jika terjadi
perubahan fatwa akibat keadaan yang sudah berubah, maka fatwa lama tidak batal
karena hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain.?*
Kedudukan fatwa baru ini berfungsi untuk menjawab keterbatasan fatwa haram
pluralisme indifferent dan koeksistensi pada pluralitas. Dengan pluralisme agama
nonindifferent sebagai asas pergaulan antarumat beragama, maka keragaman dan
perbedaan agama terlindungi dari pereduksian apalagi pemaksaan agama sehingga
tercipta kohesi sosial yang mampu menjadi perekat persatuan dalam ikatan
kewarganegaraan. Keberadaan asas pergaulan bersama bagi umat Islam dapat
membedakan antara pluralisme agama yang dibolehkan dan dilarang sehingga
tidak terjadi fatwa kontroversi seperti Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.
Meskipun MUI tidak perlu mencabut fatwa sebagai keputusan hukum yang tepat
untuk jenis pluralisme agama indifferent, tetapi untuk nonindifferent MUI perlu
mengeluarkan fatwa baru atau penjelasan lain sebagai respons atas perubahan

makna pluralisme agama yang berkembang saat ini.

212 Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2, 404-405.
213 bid., 433-434.
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Beberapa revisi fatwa yang ditawarkan oleh penulis sebagai implikasi dari
perubahan tipologi pluralisme agama pada ketentuan umum dan ketentuan hukum
dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:

a. Pluralisme agama nonindifferent menolak pengertian pluralisme adalah paham
yang mengajarkan semua agama adalah sama, kecuali kesamaan truth claim
dan perlakuan adil tanpa memandang perbedaan agama. Setiap pemeluk agama
memiliki hak pribadi yang dibenarkan atau dibolehkan untuk mengklaim hanya
agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Masing-masing
agama tidak ada kewajiban untuk menerima persetujuan apakah agama lain
diluar agama yang dianutnya adalah benar ataukah salah, tetapi wajib
mengakui keberadaan dan berbuat adil kepada agama lain atas dasar
perdamaian dan saling menghormati merupakan fakta keragaman agama di
Indonesia. Dengan sendirinya pernyataan semua pemeluk agama akan masuk
dan hidup berdampingan di surga meskipun harus dihormati sebagai bentuk
pengakuan pihak agama tertentu, tetapi kebenarannya tidak perlu mendapatkan
afirmasi atau persetujuan dari siapapun karena tidak mewakili keyakinan
masing-masing agama.

b. Pluralisme agama nonindifferent tanpa pereduksian iman menghargai
perbedaan ‘aqidah dan ibadah sehingga masing-masing agama tidak ada
tuntutan atau paksaan untuk menyetujui kebenaran agama lain, kecuali hanya
mengakui keberadaannya. Eksistensi truth claim dalam semua agama secara

teologis diakui sebagai hak pribadi dan bersifat mutlak. Oleh sebab itu,
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siapapun tidak dibenarkan secara sepihak melakukan pereduksian iman kepada
agama lain baik untuk tujuan konversi, relativisme dan sinkretisme agama.
Salah satu sikap pereduksian iman kepada orang atau kelompok agama lain
secara tidak adil adalah prasangka (prejudice) dan stereotip, apalagi
penghakiman (judgement). Jika prasangka adalah memberikan penilaian akhir
tanpa dilandasi bukti-bukti terlebih dahulu seperti klaim atau opini, maka
stereotip adalah memberikan penilaian konsepsi tentang sifat khusus (typical)
atau kemiripan (identical) berdasarkan prasangka subjektif dan tidak tepat.?*

c. Meskipun dibalik fakta keragaman dan perbedaan teologis pada semua agama
menunjukkan potensi kebenaran bersifat relatif, eksistensi truth claim pada
kemutlakan agama tidak dengan sendirinya hilang atau berubah menjadi
nihilisme. Makna relatif dalam kebenaran agama bukan tidak ada kebenaran,
tetap berada di antara dua kemungkinan, yaitu benar dan salah. Artinya, tidak
menutup kemungkinan ada agama yang benar dan ada juga agama yang salah.
Kesalahan kelompok propluralisme agama indifferent adalah pereduksian
iman, yaitu berusaha mengajarkan relativisme agama yang justru ditentang
oleh semua agama. Seharusnya yang ditentang oleh MUI adalah relativisme
bukan pluralisme. Ajaran relativisme merupakan masalah bagi semua agama
karena menyamakan identitas teologis dan keunikan semua agama sekaligus
menolak total adanya kebenaran agama itu sendiri atau nilai dan ajaran tertentu

yang dianggap baku.

214 M. Ainul Yagin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan
Keadilan (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 16-18.
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Dengan demikian kedudukan pluralisme agama nonindifferent adalah
sintesis kelompok antara antipluralisme yang eksklusif dan propluralisme agama
indifferent yang inklusif, tetapi mengandung pereduksian iman baik mengarah
sinkretisme maupun relativisme agama. Pluralisme agama nonindifferent tidak
menerima  inklusif-teologis dan toleransi yang koeksistensi, tetapi
menyempurnakannya dengan inklusif-sosiologis dan toleransi yang proeksistensi.

Meskipun sifat inklusif menjadi pintu masuk adanya sikap atas pluralitas
(pluralisme), tetapi pengakuan akan adanya kebenaran lain pada agama-agama di
luar agama sendiri memiliki kecenderungan terjadinya pereduksian iman. Tanpa
disadari sifat inklusif mudah dimanfaatkan oleh kelompok propluralisme agama
indifferent untuk menyamakan semua agama secara teologis dan penghapusan
klaim kebenaran agama beserta keunikannya yang justru bertentangan dengan
pluralisme agama nonindifferent.

Pluralitas agama yang menjadi kehendak Allah bukan untuk
dipertentangkan karena membawa perpecahan, tetapi harus disikapi secara positif
dan konstruktif. Pada titik inilah pluralisme agama menjadi kebutuhan karena
mampu membawa manfaat besar bagi harmoni kehidupan antarumat beragama.
Tantangan pembangunan pluralisme agama di masa mendatang adalah
menetralisir pelbagai pandangan sempit yang tidak mempunyai dasar akademis.

Pluralisme agama nonindifferent di Indonesia merupakan bagian dari
sejarah harmoni kehidupan sosial antarumat beragama sejalan dengan nilai-nilai

ajaran Islam. Keyakinan terhadap pilihan pada agama apapun adalah hak setiap
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orang, tetapi menghargai pengalaman dan tidak memaksakan keyakinan atas dasar
logika pembenar sendiri kepada orang lain adalah kewajiban setiap orang. Oleh
sebab itu kedudukan pluralisme agama nonindifferent bukanlah rintangan tetapi

potensi berharga yang harus dikelola agar menjadi manfaat di masa mendatang.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pluralisme agama berparadigma nonindifferent sebagai pendekatan dalam
memahami dampak Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 ini
menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu:

1. Pergeseran paradigma pluralisme agama di Indonesia dari indifferent ke
nonindifferent terjadi akibat perubahan pranata sosial hubungan antarumat
beragama untuk hidup proeksistensi tanpa pereduksian iman. Sejak tahun 2000
wacana pluralisme agama menjadi kontroversi dan sumber konflik. Sebagian
kelompok antipluralisme seperti MUI menilainya bertentangan dengan ajaran
Islam karena berusaha menyamakan dan membenarkan semua agama. Menurut
pandangan MUI, pluralisme agama yang diusung oleh beberapa gerakan Islam
liberal mengandung paham relativisme dan sinkretisme. Merespons usul para
ulama dari berbagai daerah yang resah terhadap bahaya ajaran pluralisme
agama, maka melalui Munas VII MUI mengeluarkan Keputusan Fatwa MUI
Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme agama. Kontroversi
pluralisme agama terus berlanjut pasca keputusan fatwa MUI, sejumlah tokoh
Muslim akademisi menolak definisi tunggal pluralisme agama versi MUI.
Selain mengandung simplifikasi makna, bentuk pluralisme yang dipahami MUI
merupakan Kriteria spesifik untuk jenis pluralisme agama indifferent (apatis),

yaitu menghendaki adanya sikap inklusif penuh toleransi dengan merelakan
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kekhususan truth claim masing-masing agama pada titik temu semua agama.
Meskipun wacana pluralisme agama terus berkembang sesuai dialektikanya,
status hukumnya tetap haram. Fatwa MUI kurang mempertimbangkan aspek
perubahan pranata sosial baik perkembangan pengetahuan dan pengalaman
hidup antarumat beragama di Indonesia. Merespons kelemahan pluralisme
agama indifferent yang juga ditolak MUI, maka beberapa tokoh Muslim
akademisi menawarkan konsep pluralisme agama berparadigma nonindifferent
(peduli), yaitu pandangan dan sikap sosial atas fakta pluralitas (keragaman)
agama untuk saling menghormati perbedaan dan bekerja sama antarumat
beragama secara proeksistensi dalam ikatan kewarganegaraan agar tercipta
kerukunan lintas agama. Maksud saling menghormati keragaman dan
perbedaan agama, yaitu masing-masing agama tidak hanya mengakui hak atas
identitas dan keunikan beserta klaim kebenaran agama, tetapi secara personal
memiliki kewajiban untuk melindungi agamanya dari segala bentuk
pereduksian iman. Saling bekerja sama antarumat beragama adalah bentuk
tanggung jawab sosial untuk hidup berdampingan secara proeksistensi agar
tercipta harmoni dalam ikatan kewarganegaraan. Dengan bergesernya bentuk
pluralisme agama berparadigma indifferent ke nonindifferent, maka pengertian
pluralisme agama di Indonesia secara induksi sosial-historis tidak lagi
bermakna tunggal. Pluralisme agama nonindifferent atau dialogal merupakan

sikap akomodatif dari kontroversi kelompok antipluralisme dan propluralisme
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agama indifferent. Adapun perbandingan karakter pluralisme agama

nonindifferent, yaitu:

a. Pluralisme agama nonindifferent bersifat sosiologis, yaitu semua agama
memiliki tanggung jawab sosial untuk saling menerima keberadaan agama
lain dan bekerja sama secara proeksistensi.

b. Dalam pluralisme agama nonindifferent kebenaran teologis terkait urusan
akidah dan ibadah merupakan keyakinan pribadi yang sangat dihormati
sehingga setiap agama adalah benar menurut kepercayaannya masing-
masing tanpa membutuhkan persetujuan dari agama lain.

c. Pengertian pluralitas dan pluralisme agama dalam paradigma nonindifferent
adalah satu kesatuan. Jika pluralitas agama adalah deskripsi fakta adanya
keragaman dan perbedaan agama sebagai bagian dari apa yang disebut
multikultural, maka pluralisme agama adalah sikap atas pluralitas agama
yang lebih dari sekadar menerima pluralitas agama dan bersifat inklusif
secara pasif.

. Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang pluralisme agama adalah

haram untuk mengikutinya. Lahirnya keputusan fatwa ini terkait dengan

akumulasi maraknya ajaran pluralisme agama indifferent oleh kelompok Islam
liberal yang melakukan pendangkalan akidah. Dengan sendirinya diktum
keharaman pluralisme agama yang merujuk definisi pada bagian konsideran
fatwa juga berlaku untuk semua bentuk pluralisme agama seperti

nonindifferent. Dengan mempertimbangan aspek kedudukan fatwa sebagai
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salah satu produk fikih yang bersifat zanni, maka pertimbangan faktor induksi
sosial-historis, yaitu tuntutan perubahan pranata sosial masyarakat heterogen di
Indonesia juga harus dilibatkan. Dalam merumuskan keharaman pluralisme
agama, Komisi Fatwa MUI menggunakan metode istinbat yang bersifat
teologis-normatif, yaitu mengandalkan dalil secara deduksi (derivasi al-nas).
Sekadar mengetahui pluralisme identik dengan sinkretisme dan relativisme
yang membahayakan akidah lalu membatasinya tanpa ada pemaknaan lain
yang lebih mewakili realitas. Sebaliknya, induksi sosial seperti nilai penting
pergeseran makna pluralisme agama dari indifferent ke nonindifferent yang
positif justru diabaikan bahkan dianggap ancaman. Oleh sebab itu, jika
substansi hukumnya berubah, maka berubah pula rekomendasi atau jalan
keluarnya. Pada pluralisme agama nonindifferent secara substansial tidak
mereduksi keyakinan agama sehingga keharamannya tidak li dhatihi melainkan
tergantung pada tujuan, motif, dan akibatnya. Jika faktor eksternal sebagai
dampak negatif (mafsadah) dari pluralisme agama nonindifferent dalam
menjaga keragaman dan perbedaan iman sudah tidak ada, maka perbuatan
tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu mubah atau halal bahkan wajib.

. Implikasi pluralisme agama nonindifferent tanpa pereduksian iman umat
beragama lain berpengaruh pada perubahan ketentuan umum dan ketentuan
hukum fatwa MUI. Dengan mempertimbangkan manfaat dan dampak sosial
Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005, maka fatwa yang membahas

masalah sosial antarumat beragama sebaiknya tidak perlu disosialisasikan.
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Dengan pergeseran bentuk pluralisme agama, maka makna dan status hukum
pluralisme agama antara larangan dan kebolehannya dalam Keputusan Fatwa
MUI Nomor 7 Tahun 2005 perlu peninjauan ulang. Salah satunya dengan
menambahkan penjelasan baru tentang dibolehkannya bentuk pluralisme
agama nonindifferent bagi kehidupan beragama di Indonesia. Mengingat akibat
sosiologis dari generalisasi fatwa MUI yang menolak semua bentuk pluralisme
agama justru menimbulkan terganggunya hubungan sosial antarumat beragama
yang tidak dikehendaki. Misalnya, marak penyesatan golongan sesama
Muslim, memonopoli hak setiap agama untuk menggunakan klaim kebenaran,
menciptakan toleransi yang koeksistensi dengan bayang-bayang perbedaan
teologis dan akibat-akibat lain merupakan dampak dari tidak adanya asas
pergaulan yang dijadikan pedoman bersama.
B. Implikasi Teoretik dan Kontribusi Keilmuan
Studi yang penulis lakukan adalah merevisi pengertian, status hukum
fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dan pendapat cendekiawan Muslim yang
menolak bentuk pluralisme agama nonindifferent. Keputusan fatwa MUI Nomor 7
Tahun 2005 tentang pluralisme agama sebagai opini hukum, menurut hasil
temuan penulis pemaknaan tentang pluralisme agama berdasarkan ketentuan
umum dan ketentuan hukum dalam fatwa MUI tersebut tidak atau belum
memasukkan faktor perubahan pranata sosial dan perkembangan wacana
pluralisme agama nonindifferent. Rumusan para ulama MUI tentang pluralisme

agama yang dimaksud dalam fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 hanya berlaku
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untuk jenis pluralisme agama indifferent sebagai jawaban umat Islam yang resah
atas keberadaan ajaran sinkretisme dan relativisme.

Pada masa sekarang meskipun fatwa itu masih bisa dijadikan pedoman
hukum bagi umat Muslim yang mempercayai keharaman pluralisme agama, tetapi
tidak cukup mewakili apabila dijatuhkan kepada pluralisme agama nonindifferent.
Dalam merumuskan fatwa tersebut, MUI kurang memperhatikan perkembangan
wacana pluralisme agama sebagaimana dinamika pemikiran para cendekiawan
Muslim memahami pluralisme agama.

Dalam pluralisme agama nonindifferent, pluralisme sebagai sikap atas
pluralitas tidak dapat dipisahkan karena pluralitas saja tanpa pluralisme tidak
mungkin tercipta hidup damai yang proeksistensi, yaitu ada ikatan sosial yang
menuntut adanya kepedulian secara aktif terhadap agama lain dengan penuh
tanggung jawab. Demikian pula dengan inklusif, meskipun tidak saling
merugikan, toleransi tidak boleh mendiamkan atau membiarkan agama lain.
Bentuk toleransi yang bersifat koeksistensi inilah yang menjadi penghalang kerja
sama sosial antarumat beragama. Meskipun bertetangga, tetapi hidup untuk
dirinya sendiri karena sekadar saling menyapa dan minim interaksi. Selain itu,
inklusif dalam bertoleransi bukan pula secara pribadi bermakna mengimani
adanya kebenaran teologis pada agama lain. Oleh sebab itu, agar terhindar dari
pereduksian iman yang tidak dibenarkan, maka sikap yang dibutuhkan dalam
menjaga kerukunan hidup antarumat beragama adalah merukunkan pemeluknya

secara sosiologis bukan merukunkan keyakinan agama.
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Hasil temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang berimbang
antara kelompok yang menolak dan menerima pluralisme agama. Sebagian
kelompok yang mendukung dan memperjuangkan pluralisme agama indifferent
terjadi kerancuan pemikiran. Meskipun tetap berkeyakinan ada kebenaran absolut,
tetapi sifat inklusifnya justru menunjukkan adanya pengakuan kebenaran agama
juga dapat ditemukan pada agama-agama lain. Sikap ini inkonsisten karena secara
teologis menganut paham perenialisme, tetapi argumentasi yang dibangun untuk
merumuskan data agama menggunakan pendekatan lain seperti orang-orang
relativisme. Sebaliknya, kelompok yang menolak pluralisme agama namun
menerima pluralitas dengan cara toleransi dan hidup berdampingan secara damai
atau toleransi-koeksistensi sebagaimana fatwa MUI harus menaikkan sikapnya
menjadi toleransi-proeksistensi.

Implikasi teori penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian pluralisme
agama oleh Adian Husaini yang menyatakan, pluralisme agama adalah
pengembangan dari inklusivisme. Meskipun harus mengorbankan akidah Islam,
pengalaman kaum Kristen seperti yang dialami Hans-Kung, John Hick, dan W.C.
Smith biasanya ditelan begitu saja oleh sebagian kalangan Muslim yang menerima
dan mempercayai paham pluralisme agama. Pernyataan tersebut tidak terbukti
karena pluralisme agama nonindifferent bukanlah pengembangan dari
inklusivisme yang mengorbankan akidah. Meskipun memiliki keyakinan yang
berbeda, keberadaan agama lain tetap dihargai untuk hidup dan bekerja sama

secara proeksistensi tanpa mereduksi kebenaran agama sendiri maupun orang lain.
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Demikian pula implikasi teori penelitian ini juga berbeda dengan analisis I.
Bambang Sugiharto yang menyatakan, berdasarkan studi kawasan ada dua
tipologi respons pluralisme agama antara dunia Barat dan Timur. Di Negara Barat
pluralisme agama diselesaikan secara yuridis-formal sebagai hak asasi manusia
dari absolutisme agama zaman Konstantin. Artinya, Negara membuat jarak
dengan agama tertentu atau semua agama. Dalam batas tertentu keterlibatan
agama boleh menginspirasi masyarakat, tetapi tidak menentukan kebijakan
Negara. Sebagaimana pernyataan Helmut Schmidt yang dikutip Nurcholish
Madjid, Eropa Barat bahkan ingin menegakkan demokrasi dan pluralisme dengan
terlebih dahulu harus menyudahi peran agama dalam politik.

Jika di Negara Barat respons pluralisme diselesaikan secara yuridis-
formal, maka di Negara Timur khususnya kawasan Asia diselesaikan tidak secara
formal melainkan dengan koeksistensi, konflik diterima tanpa perlawanan agresif
sebagai jalan pengorbanan diri yang suci dengan diam. Dengan perbedaan tipologi
dari indifferent ke nonindifferent, maka respons terhadap kontroversi pluralisme
agama diselesaikan secara yuridis-formal dengan sikap nonindifferent seperti
toleransi-proeksistensi, inklusif-sosiologis dan nonreduktif-teologis bahkan
konflik diterima melalui perlawanan dan dialog demi terciptanya harmoni
kehidupan beragama di Indonesia.

C. Rekomendasi
Beberapa saran dan rekomendasi yang penulis pandang perlu dikemukakan

di akhir penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:
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1. Pluralisme agama nonindifferent sebagai asas pergaulan hubungan antarumat
beragama yang bebas dari pereduksian iman hendaklah disikapi secara bijak.
Pluralisme agama dipahami dan diarahkan pada interaksi sosial bukan pada
aspek teologis. Meskipun pluralisme agama dalam bentuk paling sederhana
dicarikan dari pendasaran normativitas agama masing-masing, tetapi harus
dihindari jika dikhawatirkan berpotensi pada unsur pereduksian iman.
Kebaikannya harus dijaga agar tidak disalahgunakan baik untuk tujuan
penyatuan agama yang jelas berbeda maupun kembali pada parameter teologis
yang merendahkan bahkan meniadakan agama lain.

2. Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme
perlu untuk ditinjau ulang. Meskipun sesuai bila diberlakukan untuk pluralisme
agama indifferent, penerapannya juga berlaku untuk semua bentuk pluralisme
agama termasuk yang nonindifferent. Oleh sebab itu, upaya revisi
penyempurnaan beberapa ketentuan umum tentang pluralisme agama yang
secara definitif mempengaruhi ketentuan hukum diharapkan bisa menutupi
keterbatasan fatwa MUI hanya pada bentuk pluralisme agama tertentu.

3. Dalam merumuskan asas pergaulan sosial antarumat beragama beserta
hukumnya sangat baik jika MUI secara kolektif selain mengundang berbagai
unsur ulama juga melibatkan cendekiawan Muslim (akademisi) yang ahli di
bidangnya, khususnya bidang etika, hukum, politik, dan pemikiran Islam serta
melibatkan respons pemuka atau tokoh umat beragama lain. Tujuannya bukan

intervensi masalah teologis yang bisa saja berbeda, tetapi bermusyawarah
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tentang masalah-masalah sosial bersama dalam perspektif makro seperti
kemanusiaan dan kebangsaan.
. Pendekatan dan metode yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum tidak
hanya berhenti pada deduksi al-nas atau berdimensi teologis dan hukum, tetapi
juga menggunakan induksi sosial-historis, yaitu ilmu pengetahuan terkait dan
konteks atau dinamika pranata sosial lahirnya fatwa yang sejalan dengan al-
maqashid asy-syari’ah sehingga tidak menjadi kontroversi apabila terjadi
perubahan pranata sosial yang menuntut adanya kesesuaian hukum.

. Kelompok antipluralisme hendaklah tidak menggunakan standart ganda untuk

mengkomparasikan antara apa yang diyakininya dengan keyakinan orang lain.

Misalnya, menggunakan paramater ideal-normatif untuk agamanya dan

realistis-historis untuk agama orang lain yang menimbulkan eksklusivisme

beragama. Kelompok antipluralisme perlu mempelajari berbagai dampak
negatif pelarangan pluralisme agama sebagaimana Keputusan Fatwa MUI

Nomor 7 Tahun 2005.

a. Penggunaan klaim kebenaran yang seharusnya menjadi hak setiap orang
beragama untuk meyakini kebenaran dan keistimewaan agama sendiri
secara internal, tidak boleh berubah menjadi konsumsi publik untuk
mengakui, menerima dan mengikuti agama lain baik dengan sukarela
maupun paksaan.

b. Menolak pluralisme dari pluralitas sebagaimana sosialisasi fatwa MUI

kepada beberapa instansi pemerintah di Jawa Timur adalah inkonsisten.
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Tidak mungkin menerima keragaman dengan sifat inklusif, tetapi menolak
pluralisme sebagai sikap atas keragaman itu sendiri. Sedang keragaman
sebagai fakta dan inklusif sebagai sikap terhadapnya adalah bagian dari
pluralisme agama yang diharamkannya sendiri. Oleh sebab itu, MUI
hendaklah secara akademik memberikan jawaban yang bisa menuntaskan
semua pertanyaan. Misalnya beberapa kekhawatiran MUI pada pluralisme
agama seperti masalah penyamaan semua agama, kehadiran para kyai
memenuhi undangan pendeta masuk gereja, dan kecurigaan teologis pada
unsur relativisme yang terkandung dalam pluralisme agama indifferent.
Selain itu, menjadi pemahaman umum jika istilah inklusif adalah mengakui
kebenaran agama disamping agama sendiri juga pada agama-agama lain.
Meskipun inklusif terbatas untuk masalah sosial bukan urusan akidah dan
ibadah, pemaksaan terhadap agama lain juga menjadi salah satu sumber
penyebab pereduksian iman. Pelarangan pluralisme agama dengan
parameter teologis pada internal umat Islam dapat memunculkan berbagai
tuduhan penyesatan golongan dan konflik agama yang merusak tatanan
sosial hubungan antarumat beragama.

Penyelesaian makna dan status hukum pluralisme agama berparadigma
nonindifferent hendaklah memperhatikan nilai-nilai pluralisme dari
pengalaman sejarah dan budaya asli bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai dan
pengalaman bangsa lain yang sama sekali asing baik dari negara Barat

maupun Timur Tengah.



e.

397

Dengan memberikan penjelasan baru terkait pengertian dan status hukum
pluralisme agama baik dalam ketentuan umum dan ketentuan hukum fatwa
MUI Nomor 7 Tahun 2005, maka diharapkan pergeseran paradigma
pluralisme agama nonindifferent sebagai asas pergaulan antarumat
beragama di Indonesia, khususnya internal umat Islam tidak lagi menjadi
kontroversi. Dengan demikian pluralisme agama berparadigma

nonindifferent menjadi asas pergaulan antarumat beragama di Indonesia.

D. Keterbatasan Studi

Sesungguhnya penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang ada

untuk penyelesaian disertasi ini, namun secara jujur penulis memiliki sejumlah

kekurangan dan keterbatasan dalam studi ini diantaranya:

1.

Studi ini banyak bersumberkan bahan sekunder atau studi pustaka dan sedikit

data lapangan, sehingga akan lebih lengkap jika didukung dengan banyak

penelitian lapangan untuk melakukan cross chek data.

Studi ini lebih bersifat sosiologi pengetahuan yang terkandung dalam aspek

normatif (yuridis), sehingga akan lebih lengkap jika didekati juga dengan

pendekatan antropologis dan filosofis.

Demikian kiranya yang dapat penulis sampaikan dengan segala

keterbatasan dan kekurangannya, semoga ada guna dan manfaatnya. Amin, Ya

Mujzba al-Sailm.
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